
a bahwa Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital 
Bylaws) merupakan peraturan dasar yang rnengatur 
tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi 
peraturan internal korporasi (co,porate bylaws) dan 
peraturan internal staf medls (medical staf bylaws). 

b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bupati 
Majalengka Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan 
atas Pcraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang 
Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi Dinas Daerah di Wngkungan Pemerintab 
Kabupaten Majalcngka, maka Peraturan Bupati 
Majalengka Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pola Tata 
Ketola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit 
Umum Daerah di Kabupaten Majalengka perlu 
disesuaikan; 

c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) buruf r 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit dan Pasal 27 ayat (1) huruf r, ketentuan 
Pasal 5 l ayat {l) Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Perumahsakitan, maka perlu menetapkan Pola Tata 
Kelola Badan Layanan Umum Daerab Rumab Sakit 
Umum Daerah Cideres dengan Peraturan Bupati; 

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Serita Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mcngubah Undang 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerab-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Ondang-Undang ••. 

Mengingat 

Menimbang: 

BUPATI MAJALENGKA 
PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA 
NOMOR 62 TAHUN 2022 

TENTANG 
POLA TATA KEWLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH $AKIT UMUM DAERAH CIDERES 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAJALENOKA, 

SAU NAN SALINAN

BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATIMAJALENGKA
NOMOR62 TAHUN2022

TENTANG
POLATATAKELOLABADANLAYANANUMUMDAERAH

RUMAHSAKITUMUMDAERAHCIDERES

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang:

Mengingat

a. bahwa Peraturan Intemal Rumah Sakit(Hospital
Bylaws) merupakan peraturan dasar yang mengatur
tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi
peraturan intemal korporasi(corporate bylaws) dan
peraturan intemal staf medis(medical staf bylaws).

b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka, maka Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pola Tata
Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah di Kabupaten Majalengka perlu
disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit dan Pasal 27 ayat (1) huruf r, ketentuan
Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumahsakitan, maka perlu menetapkan Pola Tata
Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Cideres dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tcntang 
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor I 16, Tambahan 
Lambaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4431); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimaoa tclah cliubah beberapa kaii terakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Uodang-Undang Nomor 1 I tahun 2020 tentang Cipta 
kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tarnbahao Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Uodaog-Undang Nomor 36 Tabun 2014 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan 
Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 

11. Pcraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 teotang 
Standar Pclayaoan Minimal (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahuo 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

12. Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan ... 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lambaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
keIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NomoI-6573);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan ...



13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang 
Penilaian Kincrja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 

15. Peraturao Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2021 ten tang 
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6659); 

16. Peraturan Prcsiden Nomor 77 Tahun 2015 ten tang 
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara 
Republik Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Dacrah (Bcrita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

18. Pcraturan Menteri Kesehatan Nomor 
971/Mcnkes/Per/XJ/2009 ten tang Standar 
Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan; 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
755/Menkes/Per/IV /2011 tentang Penyelenggaraan 
Komite Medik di Rumah Sakit; 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 
tentang Komite Keperawatan; 

21. Pcraturan Mcnt:eri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Dewan Pengawas Rumah Sa.kit (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360); 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Program Pengendalian Rcsistensi Antimikroba 
Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 334); 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 
tentang Kcselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah 
Sakit (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor38); 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Keselamatan Pasien; 

25. Peraruran Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian 
Jnfcksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Bcrita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 857); 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
416); 

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 
tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291); 

28. Peraturan ... 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6659);

16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
971/Menkes/Per/XI/2009 ten tang Standar
Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
755/Menkes/Per/IV /2011 tentang Penyelenggaraan
Komite Medik di Rumah Sakit;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013
tentang Komite Keperawatan;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba
Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 334);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016
tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah
Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 38);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017
ten tang Keselamatan Pasien;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun
2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018
tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
416);

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018
tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);

28. Peraturan ...



BAB I ... 

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG POLA TATA 
KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAIGT 
UMUM DAERAH C!DERES. 

MEMUTUSKAN : 

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Bcrita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 296); 

29. Peraturan Menteri Kesebatan Nomor 83 Tahun 2019 
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Ktasifikasi Dan Perizinan Rumab Sakit (Bcrita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20'20 Nomor 21); 

31. Peraturan Menteri Kcschatan Nomor 80 tahun 2020, 
tentang Komite Mutu Rumah Sakit; 

32. Peraturan Meoteri Liogkungao Hidup Dan Kehutanao 
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan 
Pcrsyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun; 

33. Kcputusan Menteri Kesehatan 
HK.0107/Menkcs/1128/2022 tentang Standar 
Akreditasi Rumah Sakit; 

34. Peraturan Dacrah Kabupatcn Majalengka Nomor 14 
Tahun 2016 ten tang Pembcntukan dan Susunan 
Perangkat Dacrah Kabupaten Majalengka (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) 
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Maja.lengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembcntukao dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah 
Kabupatcn Majalengka Tahun 2019 Nomor 12); 

35. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Majalengka (Bcrita Dacrah 
Kabupaten Majalengka Tahun 20'21 Nomor 69) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Majalcngka Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 20'2 l tentang 
Kedudukao, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi Dinas Daerah di Llngkungan Pemerintah 
Kabupaten Majalengka (Berita Dacrah Kabupatcn 
Majalengka Tahun 2022 Nomor 19); 

36. Peraruran Bupati Majalengka Nomor 77 Taliun 2021 
tentang Rincian Tugas, Fungsi da Tata Kerja Dinas 
Kesebatan (Berita Daerah Kabupaten Majalengka 
Tahun 2021 Nomor 77); 
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28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019
tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 296);

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2020,
tentang Komite Mutu Rumah Sakit;

32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan
Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun;

33. Keputusan Menteri Kesehatan
HK.0107 /Menkes/ 1128/2022 tentang Standar
Akreditasi Rumah Sakit;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

35. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2022 Nomor 19);

36. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 77 Tahun 2021
tentang Rincian Tugas, Fungsi da Tata Kerja Dinas
Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATIMAJALENGKATENTANGPOLATATA
KELOLABADANLAYANANUMUMDAERAHRUMAHSAKIT
UMUMDAERAHCIDERES.

BABI ...



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 
I. Daemh Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah 

adalah Daerah Kabupaten Majalcngka. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
peJaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Majalengka. 
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah 

Cideres mllik Pemerintah Oaerah Kabupaten 
Majalengka yang selanjutnya disingkat RSUD. 

S. Direktur adalah Direktur Rurnah Sakit Umum Dacrah 
Cideres Kabupaten Majalengka. 

6. Apa.ratur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagj Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

7. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya 
disingkal UOBK adalah Rumah Salcit Daerah yang 
memiliki otonom dalam pengelolaan keuaogan dan 
barang milik daerah sorta bidang kcpegawaian. 

8. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat 
Oacrah atau Unit Kerja pada Sa.tuan Kerja Perangkat 
Daerah di lingkungan pemerintah dacrah yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyara.kat berupa penycdiaan barang dan/ atau jasa 
yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melalcukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip elisiensi dan produktivitas. 

9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah 
pola pengclolaao keuangan yang memberilcan 
Oeksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 
praktck-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka memajukan kesejahteraan umum den 
meneerdaskan kebidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengetotaan keuangan 
daerah pada umumnya. 

LO. Tata Kelola Rumah Sakit adalah aturan dasar yang 
mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit 
meliputi perauiran intemal korporasi (Corporate 
Bylaws} dan perturan internal staf medis (Medical 
Staff Bylaws). 

11. Pengaturan Internal Korporasi (Corporate Bylaws} 
adalah aturan yang mengatur agar tata kelola 
korporasi ( corporate govemanoe) tcrsclenggara deogan 
baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, 
pengelola dan komite medik di rumah sakit. 

12. Tata ... 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah

adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah

Cideres milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka yang selanjutnya disingkat RSUD.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Cideres Kabupaten Majalengka.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

7. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya
disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah yang
memiliki otonom dalam pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang danIatau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUDadalah
pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
daerah pada umumnya.

10. Tata Kelola Rumah Sakit adalah aturan dasar yang
mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit
meliputi peraturan internal korporasi(Corporate
Bylaws) dan perturan internal staf medis(Medical
Staff Bylaws).

11. Pengaturan Internal Korporasi(Corporate Bylaws)
adalah aturan yang mengatur agar tata kelola
korporasi (corporate governance)terselenggara dengan
baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik,
pengelola dan komite medik di rumah sakit.

12. Tata ...



12. Tata Kclola Star Medis (Medical Staff Bylaws) adalah 
aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical 
governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis 
di rumah salrit. 

13. Dewan Pen.gawas adalah organ yang mclakukan 
pengawasan terhadap pengelolaan BLVD yang 
dibenruk den.gan keputusan Bupati atas usulan 
Direktur dengan kcanggotaan yang memenuhi 
persyaratan dan pcraturan yang berlaku. 

14. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata 
dan tegas diatur dalam lini organisasi rumah sakit 
yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala 
Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian, 

15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 
menunju.kkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, 
kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan 
organisasi yang dalam pclaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan 
tertentu serta bersifat mandiri. 

16. Sub Koordinator adalah Pejabat tungslonal Ahli Muda 
yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta 
pcngelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam 
suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan 
perundang·undangan tentang organisasi dan tata 
kerja instansi, 

17. Pejabat Pengelola BLUD/Rumah Sakit adalah 
pimpinan BWD yang bertanggungjawab terhadap 
kinerja operasional BLUD yang terdiri alas pemimpin, 
pejabat keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya 
disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada 
BLUD yang bersangkutan. 

18. Pejabat Pelaksana Kcuangan dan Pejabat Pelaksana 
Teknis adalab Kepala Bagian atau Kcpala Bidang dan 
Kepala Sub Bagian. 

19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut 
SPM adalah ketentuan mengenai jcnis dan mutu 
pelayanan dasar yang merupakan urusan 
pemcrintahan wajib yang berhak diperoleh setiap 
warga negara secara minimal. 

20. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Dacrab yang 
selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen 
perencanaan 5 (lima) yang disusun uatuk menjelaskan 
strategi pengelolaan BLUD dengan mempcrtimbangkan 
alokasi sumber daya daa kincrja dengan 
menggunakao analisis bisnis. 

21. Rencana Bisnis daa Anggaran yang selanjutnya 
disingkat RBA adalah dokumen rcncana anggaran 
tahunan BLUD yang disusua dan disajikan sebagai 
bahan penyusuaan rencana kcrja dan anggaran SKPD. 

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalab dokumcn yang mcmuat 
pcndapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

23. pelayanan ... 
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12. Tata Kelola Staf Medis(Medical Staff Bylaws) adalah
aturan yang mengatur tata kelola klinis(clinical
governance)untuk menjaga profesionalisme staf medis
di rumah sakit.

13. Dewan Pengawas adalah organ yang melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan BLVD yang
dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan
Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi
persyaratan dan peraturan yang berlaku.

14. Jabatan Struktural adalah jabatan yang seeara nyata
dan tegas diatur dalam lini organisasi rumah sakit
yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala
Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian,

15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban,
kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

16. Sub Koordinator adalah Pejabat fungsional Ahli Muda
yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam
suatu satuan keIja sebagaimana diatur peraturan
perundang-undangan tentang organisasi dan tata
keIja instansi.

17. Pejabat Pengelola BLVD/Rumah Sakit adalah
pimpinan BLVD yang bertanggungjawab terhadap
kineIja operasional BLVDyang terdiri atas pemimpin,
pejabat keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya
disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada
BLVDyang bersangkutan.

18. Pejabat Pe1aksana Keuangan dan Pejabat Pelaksana
Teknis adalah Kepala Bagian atau Kepala Bidang dan
Kepala Sub Bagian.

19. Standar Pe1ayanan Minimal yang selanjutnya disebut
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan
pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap
warga negara seeara minimal.

20. Reneana Strategis Badan LayananVmumDaerah yang
selanjutnya disebut Renstra BLVD adalah dokumen
pereneanaan 5 (lima)yang disusun untuk menjelaskan
strategi pengelolaan BLVDdengan mempertimbangkan
alokasi sumber daya dan kineIja dengan
menggunakan analisis bisnis.

21. Reneana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya
disingkat RBA adalah dokumen reneana anggaran
tahunan BLVD yang disusun dan disajikan sebagai
bahan penyusunan reneana keIja dan anggaran SKPD.

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang se1anjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat
pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

23. pelayanan ...



34. Surat ... 

23. Petayanan Kesehatan adalah segala kegiatan 
pelayanan kesehatan yang diberikan kcpada 
seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif 
dan rehabilitatif. 

24. Staf Med.is adalah dokt:er umum, dokter gigi, dokter 
spesialis, dokter subspesialis, dokter gi_gi speaialis dan 
dokter gigi subspesialis yang bekerja puma wakru 
maupun paruh waktu di unit pclayanan rumah sakit. 

25. Kelompok Staf Med.is selanjutnya d.isingkat KSM 
adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, 
dokter eubspeeialis, dokter gigj spesialis dan dokter 
gigi subspesialis yang dikelompokan sesuai bidang 
spesialisasinya. 

26. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 
mengabdikan diri dalarn bidang kesehatan serta 
memiliki pengetahuan dan/ atau keterarnpilan melalui 
pend.id.ikan di bidang kesehatan yang untuk jenis 
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan 
upaya kesehatan. 

27. Manajer Pelayanan Pasion yang setsniutnya disingkat 
MPP adalah staf fungsional yang diberi tugas dan 
tanggungjawab oleh direktur untuk membantu 
direktur dalam mengkoord.inasikan, serta 
melaksanakan pengendalian terhadap pelayanan 
kesehatan mutu dan keselamatan pasien. 

28. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan 
upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat 
darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin. 
rad.iologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain· 
lain. 

29. Unit Kerja adalah tempat staf medis dan profesi 
kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat 
berbentuk instalasi, unit dan lain-lain. 

30. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk 
dengan Keputusan Direkrur sesuai dengan kebutuhan 
rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu. 

3 L Komite Medis adalah perangkat rumah sakit untuk 
menerapkan tata kclola klinis (clininal governance) 
agar staf medis di rumah sakit terjaga 
profesionalismcnya melalui mekanisme kredensial, 
penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika 
dan d.isiplin profesi medis. 

32. Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi yang 
selanjunya disingkat STR adalah bukti tcrtulis yang 
diberikan oleb Konsil Kedokteran Indonesia kcpada 
dokter dan dokter gigi yang telah teregistrasi. 

33. Surat Jzin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP 
adalah bukti tertulis yang d.iberikan olch Dinas 
Kesehatan Kabupat:en kepada doktcr dan dokter gigj 
yang telah memcnuru persyaratanuntuk menjalankan 
praktik kedokteran. 

. 7. - 7 -

23. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif.

24. Staf Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter
spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis dan
dokter gigi subspesialis yang bekerja puma waktu
maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.

25. Kelompok Staf Medis selanjutnya disingkat KSM
adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis,
dokter subspesialis, dokter gigi spesialis dan dokter
gigi subspesialis yang dikelompokan sesuai bidang
spesialisasinya.

26. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan.

27. Manajer Pelayanan Pasien yang selanjutnya disingkat
MPP adalah staf fungsional yang diberi tugas dan
tanggungjawab oleh direktur untuk membantu
direktur dalam mengkoordinasikan, serta
melaksanakan pengendalian terhadap pelayanan
kesehatan mutu dan keselamatan pasien.

28. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan
upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat
darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin,
radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-
lain.

29. Unit Kerja adalah tempat staf medis dan profesi
kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat
berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.

30. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk
dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan
rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.

31. Komite Medis adalah perangkat rumah sakit untuk
menerapkan tata kelola klinis (clininal governance)
agar staf medis di rumah sakit terjaga
profesionalismenya melalui mekanisme kredensial,
penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika
dan disiplin profesi medis.

32. Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi yang
selanjunya disingkat STR adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada
dokter dan dokter gigiyang telah teregistrasi.

33. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten kepada dokter dan dokter gigi
yang telah memenuhi persyaratanuntuk menjalankan
praktik kedokteran.

34. Surat ...



45. Dokter ... 

34. Surat Tugas adatah bukti tertulis yang diberikan 
Dinas Kcschatan Provinsi kepada dokter dan dokter 
gigi dalam rangl<a pelaksanaan praktik kcdoktcran 
pada sarana pelayanan kesebatan tertenru, 

35. Kewenangan Klinis (clinical privilege) adalah hak 
kbusus seorang star medis untuk melakukan 
sekelompok pelayanan medis tertentu dalam 
lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu 
yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis 
(clinical appointment). 

36. Penugasan Klinis (clinical appointmenq adalah 
penugasan Direktur rumah sakit kepada seorang star 
medis untuk melakukan sekclompok pelayanan medis 
di rumah sakit berdasarkan daftar kewcnangan klinis 
yang t.elah clitetapkan baginya. 

37. Krcdcnsial adalah proses evaluasi terhadap staf mcdis 
untuk mcnentukan kelayakan diberikan kewenangan 
klinis (clinioa/ privilege). 

38. Rekreden.sial adalah proses reevaluaei terhadap star 
medis yang telab memiliki kewenangan klinis (clinioal 
privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian 
kewenangan klinis tersebut. 

39. Audit Meclis adalah upaya evaluasi secara profesional 
terhadap mutu pelayanan mcdis yang cliberikan 
kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya 
yang dilaksanakan oleh profesi medis. 

40. Mitra Bestari (peer group) adalah sekelompok staf 
meclis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang 
bail< untuk menelaah segala bal yang terkait denga.n 
profesi media. 

41. Tenaga Administra.si adalah orang at.au sekelompok 
orang yang bertugas melaksanakan administrasi 
perkantoran guna mcnunjang pelaksanaan tugas 
tugas pelayanan. 

42. Dokter Mitra adalah dokter yang direkrut oleb rumah 
sa.kit karena keahliannya, bcrkedudukan sejajar 
dengan rumah sakit, bertanggung jawab secara 
mancliri dan bertanggung gugat secant propcrsional 
sesuai kesepakatan atau ketentuan yang bcrlaku di 
rumab sakit, 

43. Star Medis Organik, yaitu Dokt.er yang bergabung 
dengan Rumah Sakit sebaga! pegawai tetap, 
berkedudukan sebagai sub ord.inat yang bekerja untuk 
dan atas narna Rumah Sakit serta bertanggungjawab 
kepada rumah sakit; 

~4. Staf Medis Tamu, yaitu Dokter dari luar Rumah Sakit 
yang karena reputasi dan/ a tau keahliannya diundang 
secara khusus untuk membantu menangani kasus 
kasus yang tidak dapat clitangani sendiri oleh staf 
medis yang ada di Rumah Sakit atau untuk 
mendemonstrasikan euatu keahlian tertentu atau 
teknologi baru. 
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34. Surat Tugas adalah bukti tertulis yang diberikan
Dinas KesehatanProvinsi kepada dokter dan dokter
gigi dalam rangka pelaksanaan praktik kedokteran
pada sarana pelayanan kesehatan tertentu.

35. Kewenangan Klinis(clinical privilege) adalah hak
khusus seorang staf medis untuk melakukan
sekelompok pelayanan medis tertentu dalam
lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu
yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis
(clinical appointment).

36. Penugasan Klinis (clinical appointment) adalah
penugasan Direktur rumah sakit kepada seorang staf
medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis
di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis
yang telah ditetapkan baginya.

37. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis
untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan
klinis (clinical privilege).

38. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf
medis yang telah memiliki kewenangan klinis(clinical
privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian
kewenangan klinis tersebut.

39. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional
terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan
kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya
yang dilaksanakan oleh profesi medis.

40. Mitra Bestari (peer group) adalah sekelompok staf
medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang
baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan
profesi medis.

41. Tenaga Administrasi adalah orang atau sekelompok
orang yang bertugas melaksanakan administrasi
perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan.

42. Dokter Mitra adalah dokter yang direkrut oleh rumah
sakit karena keahliannya, berkedudukan sejajar
dengan rumah sakit, bertanggung jawab secara
mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional
sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di
rumah sakit.

43. Staf Medis Organik, yaitu Dokter yang bergabung
dengan Rumah Sakit sebagai pegawai tetap,
berkedudukan sebagai sub ordinat yang bekeIja untuk
dan atas nama Rumah Sakit serta bertanggungjawab
kepada rumah sakit;

44. Staf Medis Tamu, yaitu Dokter dari luar Rumah Sakit
yang karena reputasi dan/atau keahliannya diundang
secara khusus untuk membantu menangani kasus-
kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf
medis yang ada di Rumah Sakit atau untuk
mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau
teknologi baru.

45. Dokter ...



b. sebagai •.. 

Pasal 2 
(l} Maksud Peraturan Tata Kelola ini adalah: 

a. menyusun peraturan dasar yang mengatur 
Pemllik Rurnah Sakit atau yang mcwakili, Pejabat 
Pengelola Rumab Sakit, dan Tenaga Administrasi 
dan Tenaga Profesiooal Kesehatan sehingga 
penyelenggaraan rurnab sakit dapat efektif, 
efesian, dan berkualitas. 

b. untuk meningkatkan kinerja Iayanan secara 
professional kepada masyarakat. 

(2) Tujuan Peraturan Tata Kelola ini adalah untuk 
memberikan pedoman dalam: 
a. hubungan tata kerja antara Pemilik dengan 

Pengelola, Tenaga Ad.ministrasi dan Tenaga 
Profesional Keschatan, dan 

b. pembuatan kebijakan teknis manajerial atau 
operasional layanan rumah aakit. 

(3) Fungsi Peraturao Tata Kelola adalah: 
a. sebagai acuan Pemilik Rumah Sakit melakukan 

pengawasan; 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI 

45. Dokter Spesialis Konsultan adalah Dokter yang karena 
kcahliaonya Direkrut Ru.mah Sakit untuk memberikan 
konsultasi kepada Staf Medis la.in yang memerlukan 
dan tidak seea.ra Iangsung menangani pasien. 

46. Dokter di Instalasi Oawat Darurat adalah Dokter 
Umum clan Dokter Spesialis yang memberikan 
pelayanan di lnstalasi Oawat Darurat sesuai dengao 
penempatan dan/ atau tugas yang diberikan olcb 
Rumah Saklt, mempunya.i kualifi.kasi scsuai dengan 
kompetcnsi di bidangnya serta mempunyai bak dan 
kewajiban sesuai dcngan pcraturan perundang 
undangan. 

4 7. Satuan Pengendali jadi Pemeriksa Internal adalah 
perangkar rumah saklt yang bcrtugas mclakukan 
pcngawasan dan pengendalian internal datam rangka 
membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja 
pelayanan, keuangan dan pengarub lingkungan sosial 
sekitarnya (social responsibility) dalam 
menyelenggarakan bisnis yang schat. 

48. Dewan Pengawas Rumah saklt yang selanjutnya 
disebut Dewan Pengawas adalab unit non struktural 
pada rumab sakll yang melakukan pembinaan dan 
pengawasan rumah sakit seeara internal yang bersifat 
non teknis pcrumabsak.itan yang melibatkan unsur 
masyarakat. 

49. Kelompok Kerja adalah tim yang dibentuk olch 
Direktur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas 
tugas rumah sakit dengan keanggotaan yang berasal 
dari unit kerja dan atau instalasi Iingkup rumah sakit. 
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45. Dokter Spesialis Konsultan adalah Dokter yang karena
keahliannya Direkrut Rumah Sakit untuk memberikan
konsultasi kepada Staf Medis lain yang memerlukan
dan tidak secara langsung menangani pasien.

46. Dokter di Instalasi Gawat Darurat adalah Dokter
Umum dan Dokter Spesialis yang memberikan
pelayanan di Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan
penempatan danIatau tugas yang diberikan oleh
Rumah Sakit, mempunyai kualifikasi sesuai dengan
kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan
kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

47. Satuan Pengendali jadi Pemeriksa Internal adalah
perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan
pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka
membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja
pe1ayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial
sekitarnya (social responsibility) dalam
menyelenggarakan bisnis yang sehat.

48. Dewan Pengawas Rumah sakit yang selanjutnya
disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural
pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan
pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat
non teknis perumahsakitan yang melibatkan un sur
masyarakat.

49. Kelompok Kerja adalah tim yang dibentuk oleh
Direktur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-
tugas rumah sakit dengan keanggotaan yang berasal
dari unit kerja dan atau instalasi lingkup rumah sakit.

BAB II
MAKSUD,TUJUANDANFUNGSI

Pasal2
(1) Maksud Peraturan Tata Kelola ini adalah:

a. menyusun peraturan dasar yang mengatur
Pemilik Rumah Sakit atau yang mewakili, Pejabat
Pengelola Rumah Sakit, dan Tenaga Administrasi
dan Tenaga Profesional Kesehatan sehingga
penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif,
efesian, dan berkualitas.

b. untuk meningkatkan kinerja layanan secara
professional kepada masyarakat.

(2) Tujuan Peraturan Tata Kelola ini adalah untuk
memberikan pedoman dalam:
a. hubungan tata kerja antara Pemilik dengan

Penge1ola, Tenaga Administrasi dan Tenaga
Profesional Kesehatan, dan

b. pembuatan kebijakan teknis manajerial atau
operasionallayanan rumah sakit.

(3) Fungsi Peraturan Tata Kelolaadalah:
a. sebagai acuan Pemilik Rumah Sakit melakukan

pengawasan;
b. sebagai ...



(3) Pola ... 

Pasal 3 
( 1) Ruang lingkup Tata Kelola terdiri dari: 

a. Tata Kelola Korporasi; 
b. Tata Kelola Stai Mcdis; 
c. Tata Kelola Stai Keperawatan; 
d. Tata Kelola StafTenaga Kesehatan Lainnya; 
e. Manajemen pengelolaan rumah sakit sebagai Unit 

Organisasi Bersifat Khusus: 
I . Pengelolaan keuangan; 
2. Pengelolaan barang milik daerah; 
3. Pengelolaan kepegawaian. 

r. Manajemen sumber daya. 
g. Manajemen peningkatan mutu dan keselamatan 

pasien, 
h. Manajemen budaya keselama tan kerja. 
i. Manajemen pencegahan dan pengendalian 

infeksi, 
j. Manajemen Kerjasama/kontrak. 
k, Manajemen etik. 
I. Manajemen penanganan pengaduan. 
m. Manajemen budaya keselamatan. 
n, Manajemen komunikasi dan edukasi. 
o. Manajemen pengelolaan lingkungan dan sumber 

daya lain. 
p, Manajemen standar pelayanan minimal. 
q, Evaluasi dan penilaian kinerja. 
r. lnformasi meclis. 
s. TUntutan hokum. 
t. Pengisian jabatan pelaksanaan peraturan Pola 

Tata Kelola. 
(21 Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal rumah 

sakit, yang didalamnya memuat: 
a. kelcmbagaan memuat posisi jabatan, pembagian 

tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang. 
b. prosedur kerja menggambarkan hubungan dan 

mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi. 
c. pengelompokan fungei memuat pembagian fungsi 

pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan 
prinsip pengendalian internal untuk efektifitas 
pencapaian. 

d, pengelolaan sumber daya manusia memuat 
kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya 
manusia yang berorientasi pada peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat. 

BAB III 
RUANO UNGKUP DAN PRINSIP POLA TATA KEWLA 

b. sebagai acuan Oirektur dalam mengelola dan 
menyusun kebijakan ceknis operasional; 

c. sarana meajamin efektifitas, efesiensi dan mutu 
layanan; 

d, sarans perlindungan hukum; 
e. acuan penyelesai konflik; 
f. pemenuhan persyaratan akreditasi. 
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b. sebagai acuan Direktur dalam mengelola dan
menyusun kebijakan teknis operasional;

c. sarana menjamin efektifitas, efesiensi dan mutu
layanan;

d. sarana perlindungan hukum;
e. acuan penyelesai konflik;
f. pemenuhan persyaratan akreditasi.

BABIII
RUANGLINGKUPDANPRINSIPPOLATATAKELOLA

Pasal3
(1) Ruang lingkup Tata Kelola terdiri dari:

a. Tata Kelola Korporasi;
b. Tata Kelola star Medis;
c. Tata Kelola star Keperawatan;
d. Tata Kelola Staf Tenaga Kesehatan Lainnya;
e. Manajemen pengelolaan rumah sakit sebagai Unit

Organisasi Bersifat Khusus:
1. Pengelolaan keuangan;
2. Pengelolaan barang milik daerah;
3. Pengelolaan kepegawaian.

f. Manajemen sumber daya.
g. Manajemen peningkatan mutu dan keselamatan

pasien.
h. Manajemen budaya keselama tan kerja.
1. Manajemen pencegahan dan pengendalian

infeksi.
j. Manajemen Kerjasamajkontrak.
k. Manajemen etik.
1. Manajemen penanganan pengaduan.
m. Manajemen budaya keselamatan.
n. Manajemen komunikasi dan edukasi.
o. Manajemen pengelolaan lingkungan dan sumber

daya lain.
p. Manajemen standar pelayanan minimal.
q. Evaluasi dan penilaian kinerja.
r. Informasi medis.
s. Tuntutan hokum.
t. Pengisian jabatan pelaksanaan peraturan Pola

Tata Kelola.
(2) Pola Tata Kelola merupakan peraturan intemal rumah

sakit, yang didalamnya memuat :
a. kelembagaan memuat posisi jabatan, pembagian

tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang.
b. prosedur kerja menggambarkan hubungan dan

mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
c. pengelompokan fungsi memuat pembagian fungsi

pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan
prinsip pengendalian intemal untuk efektifitas
pencapaian.

d. pengelolaan sumber daya manusia memuat
kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya
manusia yang berorientasi pada peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.

(3)Pola ...



(3) Rumab ... 

Pasal 4 
(1) ldentitas Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut: 

a. Nama rumah sakit adalah Rumab Sakit Umum 
Daerah Cideres; 

b. Rumah Saki! Umum Daerah Cideres merupa.kan 
Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di 
linglrungan Pemerintah Dacrah Majalengka untuk 
mendukung penyelenggaraan pelayanan 
Kesehatan Daerah; 

c. Kelas Rumab Sakit Umum Daerah Cideres adalab 
Rumah Saldt Kclas B Non Pendidi.kan, dengan 
penetapan oleh lembaga yang berwenang; 

d. Alamat Rumah Saki! Umum Daerah Cideres di 
Jalan Raya Cideres-Kadipaten Nomor 180 Desa 
Bojong Cideres Kecamatan Dawuan Kabupaten 
Majalengka; 

e. Logo Rumah Sakit dan arti logo sebagalmana 
tcrcantum dalam Le.mpiran Peraturan Bupati ini. 

(2) Kepemilikan rumah sakit adalah Pemerintah Daerah 
Kabupaten Majalengka; 

Bagian Kesatu 
ldcntitas RSUD 

BABIV 
TATA KELOLA KORPORASI 

(3) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
menganut prinsip sebagai berilrut: 
a. Transparansi, merupakan asas keterbukaan yang 

dibangun atas dasar kebebasan arus .informasi 
agar informasi secara langsung dapat diterima 
bagi yang membutuhkan sehingga dapat 
menurnbuhkan kepercayaan. 

b. Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, 
struktur, sietem yang dipereaya.kan pada Rumah 
Sakit agar pengelolaannya dapat 
dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. 

c. Respcsibilitas, merupaka.n kesesuaian atau 
kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi 
terhadap bisnis yang sehat serta perundang 
undangan. 

d. lndependensi, merupakan kemandirian 
pengelolaan organisasi sccara profesional tanpa 
benruran kepentingan dan pengarub atau 
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan 
prinsip bisnis yang sehat, 

(4) Alruntabilitas sebagalmana dimaksud pada ayat (3) 
buruf b diwajudkan dalam perencanaan, eva.luasi dan 
laporan/pertanggungjawaban dalam sistem 
pengelolaan keuangan, bubungan kerja dalam 
organisasi, manajcmen sumber daya manusia, 
pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan. 
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(3) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menganut prinsip sebagai berikut:
a. Transparansi, merupakan asas keterbukaan yang

dibangun atas dasar kebebasan arus informasi
agar informasi secara langsung dapat diterima
bagi yang membutuhkan sehingga dapat
menumbuhkan kepercayaan.

b. Alruntabilitas, merupakan kejelasan fungsi,
struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah
Sakit agar pengelolaannya dapat
dipertanggungjawabkan kepada serriua pihak.

c. Resposibilitas, merupakan kesesuaian atau
kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi
terhadap bisnis yang sehat serta perundang-
undangan.

d. Independensi, merupakan kemandirian
pengelolaan organisasi secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh atau
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan
prinsip bisnis yang sehat.

(4) Alruntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan
laporanj pertanggungjawaban dalam sistem
pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam
organisasi, manajemen sumber daya manusia,
pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.

BABIV
TATAKELOLAKORPORASI

Bagian Kesatu
Identitas RSUD

Pasal4
(1) Identitas Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut:

a. Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum
Daerah Cideres;

.b. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres merupakan
Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di
lingkungan Pemerintah Daerah Majalengka untuk
mendukung penyelenggaraan pelayanan
Kesehatan Daerah;

c. Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Cideres adalah
Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan, dengan
penetapan oleh lembaga yang berwenang;

d. Alamat Rumah Sakit Umum Daerah Cideres di
Jalan Raya Cideres-Kadipaten Nomor 180 Desa
Bojong Cideres Kecamatan Dawuan Kabupaten
Majalengka;

e. Logo Rumah Sakit dan arti logo sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Kepemilikan rumah sakit adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Majalengka;

(3)Rumah ...



Pasal 10 
(1) RSUD berkedudukan sebagai ruma.h sakit milik 

Pemerintah Oaerab yang merupakan unsur 
pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan 
kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang 
berada di bawa.h dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Kepala Oinas Kesehatan sesuai dengan 
ketentuan pcraturan perundang-undangan. 

(2) RSUO ... 

Bagian Ketiga 
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi RSUD 

Pasal 9 
Maklumat Pela,yanan RSUD adalah : 
"Kami Pegawai RSUD Cideres Siap Memberikan Pelayanan 
Sesuai Standar dan Peraturan Peru.ndang-undangan 
dengan Mengutamakan Keamanan, Kenyamanan, 
Kesclamatan dan Kami Siap Menerima Sanksi Apabila 
Tidak Melayani Sesuai Standar dan Peraturan Perundang 
undangan, 

Motto RSUD adalah 
M Maju 
O Optimal 
T Terpercaya 
E Efektif 
K Kreatif 
A Aman ah 
R Ramah 

Pasal 8 

Pasal7 
Nilai-Nilai Dasar RSUD adalah: 
a. kesetaraan: 
b. kecepatan; 
c. ketepatan; 
d. kcmudahan; dan 
e. kejelasan. 

Pasal 6 
Falsafab RSUD adalah "Melayani dengan Sentuhan Kasih 
Sayang". 

RSUD mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pemcrintah 
Daerah. 

Pnsal 5 

Bagian Kedua 
Visi, Misi, Tujuan, Falsafah, Nilai-Nilai Dasar, Motto dan 

Maklumat 

(3) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang 
merupakan seorang tenaga medis yang mempunyai 
kemampuan dan kcahlian di bidang perumahsakitao. 
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(3) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang
merupakan seorang tenaga medis yang mempunyai
kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan, Falsafah, Nilai-NilaiDasar, Motto dan

Maklumat

Pasal5

RSUD mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pemerlntah
Daerah.

Pasal6
Falsafah RSUD adalah "Melayani dengan Sentuhan Kasih
Sayang".

Pasal 7
Nilai-NilaiDasar RSUDadalah:
a. kesetaraan;
b. kecepatan;
c. ketepatan;
d. kemudahan; dan
e. kejelasan.

Pasal8
Motto RSUDadalah
M Maju
o Optimal
T Terpercaya
E Efektif
K Kreatif
A Amanah
R Ramah

Pasal9
Maklumat Pelayanan RSUDadalah :
"Kami Pegawai RSUD Cideres Siap Memberlkan Pelayanan
Sesuai Standar dan Peraturan Perundang-undangan
dengan Mengutamakan Keamanan, Kenyamanan,
Keselamatan dan Kami Siap Menerlma Sanksi Apabila
Tidak Melayani Sesuai Standar dan Peraturan Perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi RSUD

Pasal10
(1) RSUD berkedudukan sebagai rumah sakit milik

Pemerlntah Daerah yang merupakan unsur
pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan
kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)RSUD ...



g. menyediakan ... 

Pasal 12 
(1) Bupati sebagai pemilik RSUD berte.nggungjawab 

unruk: 
a. menyediakan sarana dan prasarana RSUD 

berdasarkan kebutuhan masyarakat; 
b. mernbina dan mengawasi penyelcnggaraan RSUD; 
c. memberikan perlindungan kepada RSUD agar 

dapat memberikan pelayanan kesehatan secara 
profesional dan bertanggungjawab; 

d. mcmberikan perlindungan kepada masyarakat 
pengguna jasa pelayanan RSUD sesuai dengan 
peraturan pcrundang-undangan; 

e, mcnggerakkan peran serta masyarakat dalam 
penditian RSUD sesuai dengan jenis pelayanan 
yang dibutuhkan masyarakat; 

f. menyediakan informasi kesehatan yang 
dibutuhkan masyarakat; 

Pasal 11 
{l) Pembina RSUD terdiri atas: 

a. pembinaan teknis; dan 
b, pembinaan kcuangan. 

(2) Pembioaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a yaitu kepala perangkat daerah yang 
menangani urusan kcsehatan De.erah. 

(3) Pembinaan Keuangan scbagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) hurur b yaitu kepala perangkat daerab yang 
mcnangani keuangan Daerah. 

Bagian Kelima 
Tanggungjawab dan Wewenang Bupati 

(2) RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan 
kesehatan perorangan secara paripurna, 

(3) Untuk mcnyclcnggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l), RSUD mempunyai fungsi : 
a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan 

pemulihnn kesebatan sesuai dcngan standar 
pclayanan RSUD; 

b. perneliharaan dan peningkatan kesehatan 
perorangan melalui pclayanan kesehatan yang 
paripurna sesuai kebutuhan medis; 

c. penyelenggare.an Pendidikan dan Pclatihan 
sumber daya manusia dalang rangka pe.ningkatan 
kemampuan dalam pemberian pelayanan 
kesehatan; 

d. penyelenggaraan penelitian dan pengembe.nga.n 
serta penapisan teknologi bidang kesehatan 
dalam rangka peningkatan pelayanan kcschatan 
dengan memperhatikan ctika ilmu pengetahuan 
bidang kesebatan. 

Bagian Keempat 
Pembina RSUD 
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(2) RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),RSUDmempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan

pemulihan kesehatan sesuai dengan standar
pelayanan RSUD;

b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan
perorangan melalui pelayanan kesehatan yang
paripurna sesuai kebutuhan medis;

c. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
sumber daya manusia dalang rangka peningkatan
kemampuan dalam pemberian pelayanan
kesehatan;

d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
serta penapisan teknologi bidang kesehatan
dalam rangka peningkatan pe1ayanan kesehatan
dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan
bidang kesehatan.

Bagian Keempat
Pembina RSUD

Pasalll
(1) Pembina RSUDterdiri atas:

a. pembinaan teknis; dan
b. pembinaan keuangan.

(2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a yaitu kepala perangkat daerah yang
menangani urusan kesehatan Daerah.

(3) Pembinaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b yaitu kepala perangkat daerah yang
menangani keuangan Daerah.

Bagian Kelima
Tanggungjawab dan Wewenang Bupati

Pasal12
(1) Bupati sebagai pemilik RSUD bertanggungjawab

untuk:
a. menyediakan sarana dan prasarana RSUD

berdasarkan kebutuhan masyarakat;
b. membina dan mengawasi penyelenggaraan RSUD;
c. memberikan perlindungan kepada RSUD agar

dapat memberikan pelayanan kesehatan secara
profesional dan bertanggungjawab;

d. memberikan perlindungan kepada masyarakat
pengguna jasa pelayanan RSUD sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

e. menggerakkan peran serta masyarakat dalam
pendirian RSUD sesuai dengan jenis pelayanan
yang dibutuhkan masyarakat;

f. menyediakan informasi kesehatan yang
dibutuhkan masyarakat;

g. menyediakan ...



g. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan; 
h. mengatur pcndistribusian dan penyebaran alat 

kcschatan berteknologi tinggi dan bemilai tinggi; 
(2) Bupati dalam melaksanakan tanggungjawabnya 

mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan peraturan tcntang Tata Kelola dan 

Standar Pelayanan Minimal RSUD beserta 
perubahannya; 

b, mcmbentuk, mcnetapkan dan memberhentikan 
Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas sclaku 
Representasi Pemilik; 

c. menyetujui dan mengesahkan RBA; 
d, memberikan sanksi kepada pcgawai yang 

melanggar ketcntuan dan memberikan 
penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; 

e. menyetujui Rcncana Strategis dan atau Rencana 
Strategi Bisnis, kebijakan, dan standar prosedur 
opcrasional RSUD. 

I, mcmberikan pcrsetujuan atas anggaran modal 
dan operasional RSUD; 

g. menyetujui rencana RSUD untuk muru dan 
keselamatan pasicn scrta menerima laporan dan 
tindak lanjut tentang program mutu dan 
keselamatan pasien tersebut; 

h, mcmberikan persetujuan pendidikan para 
profesional kesehatan dan penelitian serta 
pengawasan atas mutu program; 

1. Melakukan evaluasi klnerja pcjabat pengelola, 
yang dilakukan paling sedikit l (satu) kali dalam 
setahun. 

(3) Memberikan advokasi dan tanggung gugat kepada 
pihak manajemen rumah sakit dan para pekerja 
profesional kesehatan di RSUD. 

(4) Bupati dapat mendelegasikan Sebagian kewenangan 
kepada Direktur dalam melaksanakan fleksibilitas 
dalam rangka efesiensi dan efel<tifitas pelaksanaan 
BLUD, mcliputi: 
a. mcnentukan dan mengelompokan jcnis layanan 

yang berlaku di RSUD; 
b. menetapkan formulasi jasa pelayanan RSUD; 
c, melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan 

pihak lain untuk meningkatkan mutu pclayanan 
RSUD; 

d. dalam keadaan darurat, melakukan pcmenuhan 
kcbutuhan pegawai Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD); 

e. mengesahkan atas kebijakan clan standar 
proscdur operasional; 

C. menyusun tata cara kcrjasama dalam Peraturan 
Direktur; 

g. memberikan sanksi kepada pegawar yang 
mclanggar ketentuan dan memberikan 
pcnghargaan kepada pegawai yang berprestasi; 

b. melakukan pengesahan evaluasi Renstra. 
(5) Kinerja ... 
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g. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan;
h. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat

kesehatan berteknologi tinggi dan bemilai tinggi;
(2) Bupati dalam melaksanakan tanggungjawabnya

mempunyai kewenangan:
a. menetapkan peraturan tentang Tata Kelola dan

Standar Pelayanan Minimal RSUD beserta
perubahannya;

b. membentuk, menetapkan dan memberhentikan
Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas selaku
Representasi Pemilik;

c. menyetujui dan mengesahkan RBA;
d. memberlkan sanksi kepada pegawai yang

melanggar ketentuan dan memberlkan
penghargaan kepada pegawai yang berprestasi;

e. menyetujui Rencana Strategis dan atau Rencana
Strategi Bisnis, kebijakan, dan standar prosedur
operasional RSUD.

f. memberlkan persetujuan atas anggaran modal
dan operasional RSUD;

g. menyetujui rencana RSUD untuk mutu dan
keselamatan pasien serta menerlma laporan dan
tindak lanjut tentang program mutu dan
keselamatan pasien tersebut;

h. memberlkan persetujuan pendidikan para
profesional kesehatan dan penelitian serta
pengawasan atas mutu program;

1. Melakukan evaluasi kineIja pejabat pengelola,
yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
setahun.

(3) Memberlkan advokasi dan tanggung gugat kepada
pihak manajemen rumah sakit dan para pekeIja
profesional kesehatan di RSUD.

(4) Bupati dapat mendelegasikan Sebagian kewenangan
kepada Direktur dalam melaksanakan fleksibilitas
dalam rangka efesiensi dan efektifitas pelaksanaan
BLUD,meliputi:
a. menentukan dan mengelompokan jenis layanan

yang berlaku di RSUD;
b. menetapkan formulasi jasa pelayanan RSUD;
c. melaksanakan peIjanjian KeIjasama dengan

pihak lain untuk meningkatkan mutu pelayanan
RSUD;

d. dalam keadaan darurat, melakukan pemenuhan
kebutuhan pegawai Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD);

e. mengesahkan atas kebijakan dan standar
prosedur operasional;

f. menyusun tata cara keIjasama dalam Peraturan
Direktur;

g. memberlkan sanksi kepada pegawaJ. yang
melanggar ketentuan dan memberlkan
penghargaan kepada pegawai yang berprestasi;

h. melakukan pengesahan evaluasi Renstra.
(5)KineIja ...



2. Permasa.lahan ... 

Pasal 15 
(11 Do.lam mclaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalwn Pasal 14 ayat (2), Dewan Pengawas bcrtugas: 
a. mcmantau perkembangan kegiatan RSUD; 
b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja 

nonkeuangan RSlJD dan memberikan 
rekomendasi atas hasil penilaian untuk 
ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RSUD; 

c. memonitor tindak lanjut hasiJ evaJuasi clan 
penilaian kinerja dari hasil laporan audit 
pemeriksa ekstemal pemerintah; 

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola 
dalam melaksanakan tugae dan kewajibannya; 
dan 

e, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati 
mengenai: 
1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola; 

Paragraf 3 
Tugas, Wewenang, Kewajiban 

dan Tanggungjawab Dewan Pengawas 

Pasal 14 
(I) Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang 

bersifat indcpenden dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati. 

(2) Dewan Pengawas berfungsi sebagai governing body 
RSlJD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 
non teknis perumahsakitan secara internal di RSlJD. 

(3) Kcputusan Dewan Pengawas bcrsifat kolektif kolegial. 

Parag)'af 2 
Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas 

Pasal 13 
(1) Dewan Pengawas merupakan representasi Pemilik 

RSUD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas 
usulan Dircktur. 

(2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling 
sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang 
dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai 
Ketua Dewan Pengawas. 

Paragra( I 
Pembcntukan Dewan Pengawas 

Bagian Keenwn 
Dewan Pengawas 

(5) Kinerja pemilik merupakan bagian dalam Laporan 
Pertanggungjawaban Bupati dan dilakukan penilaian 
setiap tahun. 
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(5) Kinerja pemilik merupakap bagian dalarn Laporan
Pertanggungjawaban Bupati dan dilakukan penilaian
setiap tahun.

Bagian Keenarn
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 13
(1) Dewan Pengawas merupakan representasi Pemilik

RSUD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas
usulan Direktur.

(2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling
sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai
Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf2
Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas

Pasal14
(1) Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang

bersifat independen dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

(2) Dewan Pengawas berfungsi sebagaigoverning body
RSUD dalarn melakukan pembinaan dan pengawasan
non teknis perumahsakitan secara internal di RSUD.

(3) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Paragraf 3
Tugas, Wewenang, Kewajiban

dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

Pasal15
(1) Dalarn melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 14 ayat (2), Dewan Pengawas bertugas :
a. memantau perkembangan kegiatan RSUD;
b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja

nonkeuangan RSUD dan memberlkan
rekomendasi atas hasil penilaian untuk
ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RSUD;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan
penilaian kinerja dari hasil laporan audit
pemerlksa eksternal pemerlntah;

d. memberlkan nasehat kepada Pejabat Pengelola
dalarn. melaksanakan tugas dan kewajibannya;
dan

e. memberlkan pendapat dan saran kepada Bupati
mengenai :
1. RBAyang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2. Permasalahan ...



d. memberikan ... 

Pasal 17 
(1) Dewan Pcngawas berkewajiban; 

a. membcrikan pendapat dan saran kepada Bupatl 
mengenai RBA yang diusulkan oleb Dircktur; 

b. mcngikuti perkembangan kegiatan RSUD dan 
memberikan pe.ndapat serta saran kepada Bupati 
mcngenai sctiap masalah yang dianggap penting 
bagi pengelolaan RSUD; 

c. melaporkan kcpada Bupatl melalui Sekretaris 
Daerah tentang kinerja RSUD; 

Pasal 16 
Dalam mclaksanakan tugasnya, Dewan Pcngawas 
mempunyai wewenang : 
a. menerima dan memberikan pen.ilaian terhadap laporan 

k.inerja dan keuangan RSUD dari Direktur, 
b. menerima laporan basil pemerik.aan yang dilalcukan 

oleb Satuan Pemcriksa Internal RSUD dengan 
sepengetahuan Direktur dan mcmantau pelaksanaan 
rckomendasi tindak lanjut; 

c. mcminta penietasan dari Oireksi dan/atau pejabat 
manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan 
pelayanan di RSUO dengan sepengetahuan Direktur; 

d. meminta penjelasan dari komite atau unit 
nonstruktural di RSUD terkait pelaksanaan tugas dan 
fungsi Dewan Pcngawas; 

e. berkoordinasi dengan Direktur dalam mcnyusun 
Pernturan Internal RSUD (hospital bylaws),-dan 

f. memberikan rekomendasi perbaikan tcrhadap 
pengelolaan RSUO. 

2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam 
pengelolaan RSUD; dan 

3. Killerja RSUO. 
(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) huruf b, diukur paling sedikit meliputi : 
a. memperoleh basil usaha atau basil kerja dari 

layanan yang diberikan ( rentabilitas); 
b. memenubi kcwajiban jangka pendeknya 

(!Ll-uiditas); 
c. memenuhi seluruh kewajibannya (sovabilitas); 

dan 
d. kcmampuan penerimaan dari jasa layanan untuk 

membiayai pengeluaran. 
(3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, diukur 
paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, 
proses internal pelayanan, pembclajaran dan 
pertumbuhan. 

(4) Dewan Pcngawas melaporkan pelaksanaan tugasnya 
kepada Bupatl secara berkala melalui Sekrctaris 
Daerah paling sedikit I (satu) kali dalam satu tahun 
dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
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2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam
pengelolaan RSUD;dan

3. Kinerja RSUD.
(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
a. memperoleh hasil usaha atau hasH kerja dari

layanan yang diberlkan(rentabilitas);
b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya

(lilcLticlitas);
c. memenuhi seluruh kewajibannya (sovabilitas);

dan
d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk

membiayai pengeluaran.
(3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur
paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan,
proses intemal pelayanan, pembelajaran dan
pertumbuhan.

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris
Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun
dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan
mempunyai wewenang :

Pasal16
tugasnya, Dewan Pengawas

a. menerima dan memberlkan penilaian terhadap laporan
kinerja dan keuangan RSUDdari Direktur;

b. menerlma laporan hasil pemerlksaan yang dilakukan
oleh Satuan Pemerlksa Intemal RSUD dengan
sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan
rekomendasi tindak lanjut;

c. meminta penjelasan dari Direksi dan/ atau pejabat
manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan
pelayanan di RSUDdengan sepengetahuan Direktur;

d. meminta penjelasan dari komite atau unit
nonstruktural di RSUD terkait pelaksanaan tugas dan
fungsi Dewan Pengawas;

e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun
Peraturan Intemal RSUD(hospital bylaws);dan

f. memberlkan rekomendasi perbaikan terhadap
pengelolaan RSUD.

Pasal17
(1) Dewan Pengawas berkewajiban:

a. memberlkan pendapat dan saran kepada Bupati
mengenai RBAyang diusulkan oleh Direktur;

b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD dan
memberlkan pendapat serta saran kepada Bupati
mengenai setiap masalah yang dianggap penting
bagi pengelolaan RSUD;

c. melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah tentang kinerja RSUD;

d. memberlkan ...



c. memahami ... 

Pasal 18 
(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur: 

a. pcjabat Perangkat Oaerah yang membidangi 
kegiatan RSUD; 

b. pejsbat Perangkat Daerah yang membidangi 
kcgiatan keuangan daerah; 

c. tenaga abli yang sesuai dengan kegiatan RSUO. 
(2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang 

bersangkutan harus memenuhi syarat : 
a. sehat jasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, integritas, kepernimpinan, 

pengalaman, jujur, pcrilaku yang baik, dan 
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 
mengembangkan rumah sakit; 

Paragraf 4 
Keanggotaan Dewan Pengawas 

d. mcmberikan nasehat kepada Pejaba; Pengelola 
dalam melaksanakan pengelolaan RSUD; 

e. melakukan evaluasi dan pcnilaian kinerja, baik 
keuangan maupun non keuangan, serta 
memberikan saran dan catatan pcntfng untuk 
ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;dan 

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan 
penilaian kinerja. 

(2) Dewan Pengawas mempunyai tanggungjawab : 
a. menyetujui dan mcngkaji viei misi RSUD secara 

periodik dan memastikan bahwa masyarakat 
mengetahui misi RSUD; 

b. menyctujui berbagai strategi dan rencana 
operasiona.l RSUD yang dipcrlukan untuk 
berjalannya RSUD scbari·hari; 

c. menyetujui partisipasi RSUD datam Pendidikan 
professional kesebatan dan dalam penelitian serta 
mengawasi mutu dari program-program tersebut; 

d. menyetujui modal dan dana operasional serta 
sumber daya lain yang diperlukan untuk 
menjalankan rumah sa.kit dan memenuhi misi 
scrta rencana strategis RSUD; 

e. melakukan cvaluasi tahunan kinerja Direksi 
dengan menggunakan proses dan kriteria yang 
tclab ditetapkan; 

f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan 
pasien dengan menyetujui program pcningkatan 
mutu dan keselamatan pasien; 

g. melakukan pcngkajian laporan hasil pelaksanaan 
Program PMKP sctiap 3 (tiga) bulan sekali serta 
memberikan umpan balik perbaikan yang harus 
d.ilaksanakan dan hasilnya dievaluasi kembali 
pads pertcmuan berikutnys secara tertulis; 

h. mclakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko 
setiap 6 (enam) bulan sekali dan mcmbcrikan 
umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan 
dan hasilnya dievaluasi kem bali pads pertemuan 
bcrikutnya secara tertulis. 
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d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola
dalam melaksanakan pengelolaan RSUD;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik
keuangan maupun non keuangan, serta
memberikan saran dan catatan penting untuk
ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;dan

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan
penilaian kinerja.

(2) Dewan Pengawas mempunyai tanggungjawab:
a. menyetujui dan mengkaji visi misi RSUD secara

periodik dan memastikan bahwa masyarakat
mengetahui misi RSUD;

b. menyetujui berbagai strategi dan rencana
operasional RSUD yang diperlukan untuk
berjalannya RSUDsehari-hari;

c. menyetujui partisipasi RSUD dalam Pendidikan
professional kesehatan dan dalam penelitian serta
mengawasi mutu dari program-program tersebut;

d. menyetujui modal dan dana operasional serta
sumber daya lain yang diperlukan untuk
menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi
serta rencana strategis RSUD;

e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi
dengan menggunakan proses dan kriteria yang
telah ditetapkan;

f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan
pasien dengan menyetujui program peningkatan
mutu dan keselamatan pasien;

g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan
Program PMKP setiap 3 (tiga) bulan sekali serta
memberikan umpan balik perbaikan yang harus
dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi kembali
pada pertemuan berikutnya secara tertulis;

h. melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko
setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan
umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan
dan hasilnya dievaluasi kembali pada pertemuan
berikutnya secara tertulis.

Paragraf 4
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal18
(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:

a. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi
kegiatan RSUD;

b. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi
kegiatan keuangan daerah;

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang

bersangkutan harus memenuhi syarat :
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan rumah sakit;

c. memahami ...



a. meninggal ... 

Pasal 19 
(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 

(lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk I 
(satu) kali masa jabatan bcrikutnya apabila belum 
bcrusia 60 (enam puluh) tahun. 

(2) (2) Dikeeualikan dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), Dewan Pengawas dari unsur 
tenaga ahli yang sudah berusia 60 (enam puluh) 
tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan berikutnya. 

(3) Anggota Dewan Pengawas dibcrhentikan oleh Bupati 
karena : 

Paragra(S 
Masa Jabatan Dan Pemberhentian Dewan Pengawas 

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan 
daerah; 

d. memiliki pengctahuan yang memadai tugas dan 
fungsi rumah sakit; 

e. menyediakan waktu yang cukup untuk 
melaksanakan tugasnya; 

r. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu); 
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun 

terhadap unsur sebagajmana dimaksud pada ayat 
(!); 

h. tidak pemah menjadi anggota Direksi, Dewan 
Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan 
bersalah menyebabkan badan usaha yang 
dipimpinnya dinyatal<an pailit; 

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
J. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, 

calon Bupati atau calon wakil Bupati dan/atau 
calon angota legislatif 

(3) Pcngangkatan anggota Dewan Pcngawas tidak 
bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat 
Pengelola. 

(4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan 
Pengawas, yaitu : 
a. Memiliki integritas dan dedikasi dan memahami 

masalah-masalah yang bcrkaitan dengan kegiatan 
RSUD, serta dapat menycdiakan waktu yang 
cukup untuk melaksanakan tugasnya; 

b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan 
tidak pemah menjadi direksi atau komisaris, atau 
Dewan Pcngawas yang dinyatakan bersalah 
sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit 
atau tidak pemah melakukan tindak pidana yang 
merugikan daerah; dan 

c. Mempunyai kompctensi dalam bidang manajemen 
keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai 
komitmen terhadap peningkatan kualitas 
pelayanan publik. 
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c. memahami penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan
fungsi rumah sakit;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya;

f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun

terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1);

h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan
Pengawas, atau Komisaris. yang dinyatakan
bersalah menyebabkan badan usaha yang
dipimpinnya dinyatakan pailit;

1. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
J. tidak sedang menjadi pengurus partai politik,

calon Bupati atau calon wakil Bupati dan/ atau
calon angota legislatif

(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak
bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat
Pengelola.

(4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan
Pengawas, yaitu:
a. Memiliki integritas dan dedikasi dan memahami

masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan
RSUD, serta dapat menyediakan waktu yang
cukup untuk melaksanakan tugasnya;

b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan
tidak pernah menjadi direksi atau komisaris, atau
Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah
sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit
atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang
merugikan daerah; dan

c. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen
keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai
komitmen terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Paragraf 5
Masa Jabatan Dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal19
(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5

(lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum
berusia 60 (enam puluh) tahun.

(2) (2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dari unsur
tenaga ahli yang sudah berusia 60 (enam puluh)
tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati
karena:

a. meninggal ...



d. hubungan ... 

Pasal 21 
(1) Tata kerja Dewan pengawas dan Manajemen bersifat 

dinamis dan selalu berkembang. 
(2) Penycmpurnaan sangat tergantung kepada kebutuhan 

manajemen dan dewan Pcngawas dalam mengelola 
RSUD dengan prinsip: 
a. Dewan pengawas menghormati mgas dan 

wewenang Manajcmcn dalam mengelola RSUD 
sebagaimana telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan; 

b. manajemen menghormati tugas dan wewenang 
Dewan pengawas untuk melaksanakan 
pengawasan dan memberikan nasehat terhadap 
kebijakan Pengelola RSUO sesuai dengan 
peraturan perundnag-undangan; 

c. setiap hubungan kerja antara manajemen dengan 
Dewan Pengawas merupakan hubungan yang 
bersifat formal kelembagaan, dalam arti 
senantiaasa dilandasi oleh suatu mekanisme 
ba.ku a tau korespondensi yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

Paragraf 6 
Tata Kerja Dewan Pengawas 

Pasal 20 
(1) Apabila terdapat Dewan Pengawas yang diberhentikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), 
dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas 
dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13. 

(2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I J ditetapkan selama sisa masa 
jabatan anggota Dewan Pengawas yang mengganti. 

a. meninggal dunia; 
b. masajabatan berakhir; dan 
c. dibcrhentikan sewaktu-waktu. 

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena : 
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dcngan baik; 
b. tidal<. melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rurnah 

sakit: 
d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan 

yang telab mcmpunylti kekuatan hukum tetap; 
c. mengundurkan diri; dan 
r. terlibat dalam tindakan kecurangan yang 

mengakibatkan kerugian pada, rumah sakit, 
negara, dan/ atau daerah. 

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi 
tersangka tindak pidana, yang bersangkutan 
diberhentikan sernentara dari jabatannya oleh Bupati. 
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a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; dan
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)huruf c, karena:
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah

sakit;
d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri; dan
f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang

mengakibatkan kerugian pada rumah sakit,
negara, dan/ atau daerah.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi
tersangka tindak pidana, yang bersangkutan
diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

Pasal20
(1) Apabila terdapat Dewan Pengawas yang diberhentikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3),
dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas
dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13.

(2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa
jabatan anggota Dewan Pengawas yang mengganti.

Paragraf6
Tata KeIja Dewan Pengawas

Pasal21
(1) Tata keIja Dewan pengawas dan Manajemen bersifat

dinamis dan selalu berkembang.
(2) Penyempumaan sangat tergantung kepada kebutuhan

manajemen dan dewan Pengawas dalam mengelola
RSUDdengan prinsip:
a. Dewan pengawas menghormati tugas dan

wewenang Manajemen dalam mengelola RSUD
sebagaimana telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan;

b. manajemen menghormati tugas dan wewenang
Dewan pengawas untuk melaksanakan
pengawasan dan memberikan nasehat terhadap
kebijakan Pengelola RSUD sesuai dengan
peraturan perundnag-undangan;

c. setiap hubungan keIja antara manajemen dengan
Dewan Pengawas merupakan hubungan yang
bersifat formal kelembagaan, dalam arti
senantiaasa dilandasi oleh suatu mekanisme
baku atau korespondensi yang dapat
dipertanggungjawabkan;

d. hubungan ...



(2) Masa ... 

Pasal 24 
( 1) Apabila Sekretaris Dewan Pengawas yang 

diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (21, dilakukan pcnggantian Sekretaris Dewan 
Pengawas dengan memenuhi kctcntuan sebagaimana 
climaksud dalam Pasal 22. 

Pasal 23 
(I) Jabatan Sekretaris Dewan Pengawas berakhir setelab 

masa jabatan Dewan Pengawas berakbir. 
(2) Sekretaris Dewan Pcngawas dapat cliberhentikan 

sebelum masa jabatanya berakhir olch Bupati dengan 
persetujuan Dewan Pengawas. 

(3) Pemberhentian anggota Sekretaris Pengawas 
scbagaimana dimaksud pada ayat (21 apabi!a: 
a. t.idak dapat mclaksanakan tugasnya dengan baik; 
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD; 
d. mempunyai benturan kcpentingan dengan 

RSUD;atau 
e. dipidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 

(4) Dalam ha! Sckrctaris Dewan Pengawas mcnjacli 
tersangka tinda.k pidana, yang bersangkutan 
diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati 
dengan persctujuan Dewan Pengawas. 

Pasal 22 
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rugas 

Dewan Pengawas, Bupati dapat mcngangkat secrang 
Sckrctaris Dewan Pengawas dcngan Pcrsctujuan 
Dewan Pengawas. 

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan 
kctatausahaan Dewan Pengawas. 

(31 Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan 
Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan 
Pengawas. 

(4) Masa Jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditctapkan 
selama 5 (lima) tahun dan dapat cliangkat kembali 
selama memenuhi persyaratan. 

Paragraf7 
Sekretaris Dewan Pengawas 

e. 
d. hubungan kerja informal tidak dapat clijadikan 

sebagai dasar pengambilan keputusan; 
Dewan pengawas berhak untuk memperoleb 
informasi tcntang RSUD secara tepat waktu, 
lengkap, terukur dan akurat; 
manajemen bertanggungjawab atas penyampaian 
informasi RSUD kepada Dewan Pcngawas secara 
tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat. 

r. 
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d. hubungan kerja informal tidak dapat dijadikan
sebagai dasar pengambilan keputusan;

e. Dewan pengawas berhak untuk memperoleh
informasi tentang RSUD secara tepat waktu,
lengkap, terukur dan akurat;

f. manajemen bertanggungjawab atas penyampaian
informasi RSUD kepada Dewan Pengawas secara
tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat.

Paragraf7
Sekretarls Dewan Pengawas

Pasal22
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang
Sekretaris Dewan Pengawas dengan Persetujuan
Dewan Pengawas.

(2) Sekretarls Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan
ketatausahaan Dewan Pengawas.

(3) Sekretarls Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan
Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan
Pengawas.

(4) Masa Jabatan Sekretarls Dewan Pengawas ditetapkan
selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
selama memenuhi persyaratan.

Pasal23
(1) Jabatan Sekretarls Dewan Pengawas berakhir setelah

masa jabatan Dewan Pengawas berakhir.
(2) Sekretarls Dewan Pengawas dapat diberhentikan

sebelum masa jabatanya berakhir oleh Bupati dengan
persetujuan Dewan Pengawas.

(3) Pemberhentian anggota Sekretarls Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;
d. mempunyai benturan kepentingan dengan

RSUD;atau
e. dipidana penJara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

(4) Dalam hal Sekretarls Dewan Pengawas menjadi
tersangka tindak pidana, yang bersangkutan
diberhentikan semen tara dari jabatannya oleh Bupati
dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal24
(1) Apabila Sekretaris Dewan Pengawas yang

diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2), dilakukan penggantian Sekretarls Dewan
Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22.

(2)Masa ...



b. terdapal ... 

Pasal 27 
(1) Rapat Khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh 

Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau 
hal-hal khusus yang tidal< termasuk dalam rapat 
rutin maupun rapat tahunan. 

(2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus 
dalam hal: 
a. terdapat permasalahan penting yang harus 

segera dlputuskan: atau 

Pasal 26 
(I) Rapat Rutin adalah setlap rapat terjadwal yang 

diselenggarakan Dewan Pengawas yang bukan 
termasuk rapat tahunan dan rapat khusus. 

(2) Rapat Rutin mcrupakan rapat koordinasi antara 
Dewan Pengawas dengan Dircksi pejabat pengelola 
RSUD dan Komite serta Pcjabat lain yang dianggap 
perlu untuk mendiskusikan mencaral klarifikasi atau 
altematif solusi berbagai masalah di rumah sakit. 

(3) Rapat Rutin dilaksanakan paling sedilrit sepuluh kali 
dalam setahun dengan interval tetap pada waktu dan 
tcmpat yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. 

(4) Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan 
undangan kepada setiap anggota Dewan Pengawas, 
Direksi (Pejabat Pengclola), Komite dan pihak lain 
tertentu untuk menghad.iri rapat rutin paling lambat 
tiga hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan, 

(5) Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh 
Sekretaris Dewan Pengawas sebagalmana diatur dalam 
ayat (4) harus melampirkan: 
a. 1 (satu) salinan agenda; 
b. I (satu) salinan risalah rapat rutin yang lalu; 
c. 1 (satu) salioan risalah rapat khusus yang lalu 

(bila ada). 

Paragraf9 
Rapat Dewan Pengawas 

Posa! 25 
Segala biaya yang diperlukan dalarn pelaksanaan tugas 
Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan 
Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran 
RSUD dan dimuat dalam RBA. 

Pnragraf 8 
Biaya Operasional 

(2) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
setama sisa masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas 
yang mengganti. 
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(2) Masa jabatan Sekretarls Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
selama sisa masa jabatan Sekretarls Dewan Pengawas
yang mengganti.

Paragraf 8
Biaya Operasional

Pasal25
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan
Sekretarls Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran
RSUDdan dimuat dalam RBA.

Paragraf9
Rapat Dewan Pengawas

Pasal26
(1) Rapat Rutin adalah setiap rapat teIjadwal yang

diselenggarakan Dewan Pengawas yang bukan
termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.

(2) Rapat Rutin merupakan rapat koordinasi antara
Dewan Pengawas dengan Direksi pejabat pengelola
RSUD dan Komite serta Pejabat lain yang dianggap
perlu untuk mendiskusikan mencarai klarifikasi atau
altematif solusi berbagai masalah di rumah sakit.

(3) Rapat Rutin dilaksanakan paling sedikit sepuluh kali
dalam setahun dengan interval tetap pada waktu dan
tempat yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

(4) Sekretarls Dewan Pengawas menyampaikan
undangan kepada setiap anggota Dewan Pengawas,
Direksi (Pejabat Pengelola), Komite dan pihak lain
tertentu untuk menghadiri rapat rutin paling lambat
tiga hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan.

(5) Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh
Sekretarls Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam
ayat (4)hams melampirkan:
a. 1 (satu) salinan agenda;
b. 1 (satu) salinan risalah rapat rutin yang lalu;
c. 1 (satu) salinan risalah rapat khusus yang lalu

(bila ada).

Pasal27
(1) Rapat Khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh

Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau
hal-hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat
rutin maupun rapat tahunan.

(2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus
dalam hal:
a. terdapat permasalahan penting yang hams

segera diputuskan; atau

b. terdapat ...



Paragraf 12 ... 

Pasal 31 
(1) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir 

dalam suatu rapat, maka bila kuorum telah tercapai, 
anggota Dewan Pcngawas dapat memilih Pejabat Ketua 
untuk memimpin rapat, 

(2) Pejabat Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) 
berkewajiban melaporkan keputusan rapat kepada 
Ketua Dewan Pengawas pada rapat benl<Utnya. 

Pasal 30 
Setiap Rapat Rutin, selain dihadiri oleh anggota Dewan 
Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Direksi dan Para 
Komite serta pihak lain yang ada di lingkungan RSUD 
dan/atau di luar lingkungao RSUD apabila diperlukan. 

Paragraf 11 
Peserta Rapat 

PasaJ 29 
Sctiap Undangan dinyatakan sah hanya bila undangan 
telah disampaikan sesuai aturan, kecuali seluruh anggota 
Dewan Pengawas yang berhak memberikan suara menolak 
undangan terscbut. 

Paragraf 10 
Undangan Rapat 

Pasal 28 
( 1) Rapat Tahunan adalah rapat yang diselcnggarakan 

oleh Dewan Pengawas seuap tahun, dengan rujuan 
untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional 
RSUD. 

(21 Rapat Tahunan diselenggarakan sekali dalam t (satu) 
tahun. 

(3) Dewan Pengawas menyiapkan dan mcnyajikan laporan 
umum keadaan RSUD, termasuk laporan keuangan 
yang telah diaudit. 

b. terdapat permintaan yang ditandatangani oleh 
paling sedil<lt tiga orang anggota Dewan 
Pengawas. 

(3) Undangan rapat khusus disampaikan oleh Sekretaris 
Dewan Pengawas kepada peserta rapat paling lambat 
24 (dua puluh ernpat] jam sebelurn rapat khusus 
tersebut diselenggarakan. 

(4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan 
rujuan pertemuan secara spcsifik, 

(5) Rapat khusus yang dirninta oleh anggota Dewan 
Pengawas sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf b, 
harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah diterimanya suat permintaan tersebut. 
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b. terdapat permintaan yang ditandatangani oleh
paling sedikit tiga orang anggota Dewan
Pengawas.

(3) Undangan rapat khusus disampaikan oleh Sekretaris
Dewan Pengawas kepada peserta rapat paling lambat
24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat khusus
tersebut diselenggarakan.

(4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan
tujuan pertemuan secara spesifik.

(5) Rapat khusus yang diminta oleh anggota Dewan
Pengawas sebagaimana diatur pada ayat (2)huruf b,
harus dise1enggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah diterimanya suat permintaan tersebut.

Pasal28
(1) Rapat Tahunan adalah rapat yang diselenggarakan

oleh Dewan Pengawas setiap tahun, dengan tujuan
untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional
RSUD.

(2) Rapat Tahunan diselenggarakan sekali dalam 1 (satu)
tahun.

(3) Dewan Pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan
umum keadaan RSUD, termasuk laporan keuangan
yang telah diaudit.

Paragraf 10
Undangan Rapat

Pasal29
Setiap Undangan dinyatakan sah hanya bila undangan
telah disampaikan sesuai aturan, kecuali seluruh anggota
Dewan Pengawas yang berhak memberikan suara menolak
undangan tersebut.

Paragraf 11
Peserta Rapat

Pasal30
Setiap Rapat Rutin, selain dihadiri oleh anggota Dewan
Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Direksi dan Para
Komite serta pihak lain yang ada di lingkungan RSUD
danIatau di luar lingkungan RSUDapabila diperlukan.

Pasal31
(1) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir

dalam suatu rapat, maka bila kuorum telah tercapai,
anggota Dewan Pengawas dapat memilih Pejabat Ketua
untuk memimpin rapat.

(2) Pejabat Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berkewajiban melaporkan keputusan rapat kepada
Ketua Dewan Pengawas pada rapat berikutnya.

Paragraf 12 ...



(2) Dalam ... 
ini, 

Pasal 35 
(1) Dewan Pengawas dapat merubah atau membatalkan 

setiap putusan yang diambil pada rapat rutin atau 
rapat khusus sebelumnya, dengan syarat bahwa usu! 
pcrubahan atau pembatalan tersebut dicantwnkan 
dalam pemberitahuan atau undangan rapat 
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Tata Kelola 

Paragraf 15 
Pembatalan Putusan Rapat 

Pasal 34 
(1) Setiap masalah yang diputuskan mclalui pemungutan 

suara dalam rapat Dewan Pengawas ditentukan 
dengan mengangkat tangan atau bila dikehendaki 
oleh para anggota Dewan Pcngawas, pemungutan 
suara dapat dilalrukan dengan amplop tertutup. 

(2) Putusan rapat Dewan Pengawas didasarkan pada 
suara terbanyak setelah dilakukan pcmungutan suara, 

Paragraf 14 
Pemungutan Suara 

Paragraf 13 
Risalah Rapat 

Pasal 33 
(I) Penyelenggaraan setiap risalah rapat Dewan 

Pengawas mertjadi tanggung jawab Sekretaris Dewan 
Pengawas. 

(2) Risalah Re.pat Dewan Pengawas harus disahkan dalam 
waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah rapat 
diselenggarakan, dan segala putusan dalam risalah 
rapat tersebut tidak boleh dilaksanakan sebelum 
disabkan oleh seluruh anggota Dewan Pengawes yang 
hadir, 

Pasal 32 
(1) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan bila 

kuorum tercapai. 
(2) Kuorum memenuhi syarat apabila dihadiri oleh 2/ 3 

dari seluruh anggota Dewan Pengawas. 
(3) Bila Kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam 

dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat 
ditangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat 
hari dan jam yang sama minggu berikutnya. 

(4) Bila Kuorum tidak tercapai juga dalam waktu setengan 
jam dari waktu rapat yang ditentukan pada 
minggu berikutnya, maka rapat dilaksanakan dan 
segala keputusan yang tcrdapat dalam risalah rapat 
disahkan oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang 
hadir. 

Paragraf 12 
Kuorum 
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Paragraf 12
Kuorum

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal32
Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan bila
kuorum tercapai.
Kuorum memenuhi syarat apabila dihadiri oleh 2/3
dari se1uruh anggota Dewan Pengawas.
Bila Kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam
dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat
ditangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat
hari dan jam yang sama minggu berikutnya.
Bila Kuorum tidak tercapai juga dalam waktu setengan
jam dari waktu rapat yang ditentukan pada
minggu berikutnya, maka rapat dilaksanakan dan
segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat
disahkan oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang
hadir.

Paragraf 13
Risalah Rapat

Pasal33
(1) Penyelenggaraan setiap risalah rapat Dewan

Pengawas menjadi tanggung jawab Sekretarls Dewan
Pengawas.

(2) Risalah Rapat Dewan Pengawas harus disahkan dalam
waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah rapat
diselenggarakan, dan segala putusan dalam risalah
rapat tersebut tidak boleh dilaksanakan sebelum
disahkan oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang
hadir.

Paragraf 14
Pemungutan Suara

Pasal34
(1) Setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan

suara dalam rapat Dewan Pengawas ditentukan
dengan mengangkat tangan atau bila dikehendaki
oleh para anggota Dewan Pengawas, pemungutan
suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup.

(2) Putusan rapat Dewan Pengawas didasarkan pada
suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.

Paragraf 15
Pembatalan Putusan Rapat

Pasal35
(1) Dewan Pengawas dapat merubah atau membatalkan

setiap putusan yang diambil pada rapat rutin atau
rapat khusus sebelumnya, dengan syarat bahwa usul
perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan
dalam pemberitahuan atau undangan rapat
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Tata Kelola
Inl.

(2)Dalam ...



I. Bagian ..• 

Paragraf2 
Pejabat Pengelola 

Pasal 38 
(1) Pejabat Pengelola RSUD terdiri dari: 

a. Direktur; 
b. Wakil Oirektur Umum dan Keuangan, 

membawahi: 

Pasal 37 
(1) Stuktur organisasi rumah sakit diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
(2) Struktur organisasi rumah sakit sebagaimana 

dimaksud pada ayat (!) dapat dilakukan perubahan 
setelah melalui ana.lisis orgonisasi guna memenuhi 
tuntutan perubahan. 

(3) Perubaban struktur organisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Paragraf 1 
Struktur Organisasi 

Bagian Ketujuh 
Pejabat Pengclola Rumah Sakit 

(I) Dewan Pengawas dapat membuat dan menggunakan 
stempel dewan pengawas dalam rangka pelaksanaan 
pengadministrasian. 

(2) Setiap dokumen tidak akan dibubuhi Stempel Dewan 
Pengawas sclain mcnyangkut hal yang diputuskan 
oleh Dewan Pengawas dlmana Ketua diberi wewenang 
untuk menggunakan Stempel tersebut dengan 
perserujuan dua anggota Dewan Pengawas lainnya. 

(3) Penggunaan Stempel oleh Ketua pada saat diantara 
dua rapat Dewan Pengawas sebagaimana tercantum 
pada ayat (2) diatas harus dilaporkan pada rapat 
Dewan Pengawas berikutnya untuk memperoleh 
pengakuan. 

(4) Sctiap dokumen yang menggunakan Stempel Dewan 
Pengawao harus ditandatangani oleh sekurangnya dua 
orang anggota Dewan Pengawas. 

Pasal 36 

Paragraf 16 
Stempel Dewan Pengawas 

(2) Dalam hal usu! perubahan atau pembatalan putusan 
Dewan Pengawas tidak diterima dalam rapat tersebut, 
maka usulan ini tidak dapat diajuka.n lagi dalam 
lrurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat 
ditolaknya usulan. 
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(2) Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan
Dewan Pengawas tidak diterima dalam rapat tersebut,
maka usulan ini tidak dapat diajukan lagi dalam
kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat
ditolaknya usulan.

Paragraf 16
Stempel Dewan Pengawas

Pasal36

(1) Dewan Pengawas dapat membuat dan menggunakan
stempel dewan pengawas dalam rangka pelaksanaan
pengadministrasian.

(2) Setiap dokumen tidak akan dibubuhi Stempel Dewan
Pengawas selain menyangkut hal yang diputuskan
oleh Dewan Pengawas dimana Ketua diberi wewenang
untuk menggunakan Stempel tersebut dengan
persetujuan dua anggota Dewan Pengawas lainnya.

(3) Penggunaan Stempel oleh Ketua pada saat diantara
dua rapat Dewan Pengawas sebagaimana tercantum
pada ayat (2) diatas hams dilaporkan pada rapat
Dewan Pengawas berikutnya untuk memperoleh
pengakuan.

(4) Setiap dokumen yang menggunakan Stempel Dewan
Pengawas hams ditandatangani oleh sekurangnya dua
orang anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh
Pejabat Pengelola Rumah Sakit

Paragraf 1
Struktur Organisasi

Pasal37
(1) Stuktur organisasi rumah sakit diatur dengan

Peraturan Bupati.
(2) Struktur organisasi rumah sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan
setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi
tuntutan perubahan.

(3) Perubahan struktur organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf2
Pejabat Pengelola

Pasal38
(1) Pejabat Pengelola RSUDterdiri dari:

a. Direktur;
b. Wakil Direktur Umum dan

membawahi:
Keuangan,

1. Bagian ...



(7) Kebutuban ... 

I. Bagian Keuangan, membawahi: 
a) Sub Bagian Perbendaha.raan dan 

Mobilisasi Dana; 
b) Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi 

2. Bagian Tata Usaha, membawahi: 
a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah 

Tangga; 
b) Sub Bagian Hukum, Kemitraan dan 

Pemasaran 
3. Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian 

dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi 
dan Pelaporan, membawahi: 
a) Sub Bagian Pendidikan, Pclatihan 

Penelitian dan Pengembangan SOM; 
b) Sub Bagian Pereocanaan, Evaluasi dao 

Pelaporan. 
c. Wakil Direktur Pelayanao dan Penunjang 

Pelayanan, membawahi: 
1. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang 

Medi, membawahi: 
a) Sub Koordinator Pelayanan Medik; 
b) Sub Koordinator Penunjang Medik. 

2. Bidang Pelayanan Keperawatan dan 
Kebidanan, membawahi: 
a) Sub Koordinator Pclayanan 

Keperawatan Rawat Inap; 
b) Sub Koordinator Pelayanan 

Keperawatan Rawat ,lalan. 
3. Bidang Pelayanan Kefarmasian dan 

Penunjang Non Mcdik, membawahi: 
a) Sub Koordinator Penunjang Non Medik; 
b) Sub Koordinator Pelayanan Kefa.rmasian 

(2) Pejabat Pengelola RSUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilarang memangkujabatan rangkap sebagai: 
a Direksi BUMN; 
b. Direksi pada Rumah Sakit Swasta; 
c. Jabatan Jain yang berhubungan dengan 

pengurusan perusahaan. 
(3) Susunan Pejabat Peagelola RSUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan perubahan, 
baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis 
organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan. 

(4) Perubaban susunan Pejabat Pengelola scbagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati. 

(5) Peagangkatan dalam jabatan dan pcncmpatan Pejabat 
Pengelola RSUD ditetapkan berdasarkan kompetensl 
dan kcbutuhan praktik bisnis yang sehat, 

(6) Kompetcnsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
merupakao keahlian berupa pengetahuan, 
ketero.mpilan dan sikap perilaku yang diperlu.kan 
dalam tugas jabatannya. 
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1. Bagian Keuangan, membawahi:
a) Sub Bagian Perbendaharaan dan

Mobilisasi Dana;
b) Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi

2. Bagian Tata Usaha, membawahi:
a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah

Tangga;
b) Sub Bagian Hukum, Kemitraan dan

Pemasaran
3. Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian

dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan, membawahi:
a) Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan

Penelitian dan Pengembangan SDM;
b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan.
c. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang

Pelayanan, membawahi:
1. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang

Medi, membawahi:
a) Sub Koordinator Pelayanan Medik;
b) Sub Koordinator Penunjang Medik.

2. Bidang Pelayanan Keperawatan dan
Kebidanan, membawahi:
a) Sub Koordinator Pelayanan

Keperawatan Rawat Inap;
b) Sub Koordinator Pelayanan

Keperawatan Rawat Jalan.
3. Bidang Pelayanan Kefarmasian dan

Penunjang Non Medik, membawahi:
a) Sub Koordinator Penunjang Non Medik;
b) Sub Koordinator Pelayanan Kefarmasian

(2) Pejabat Pengelola RSUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dilarang memangkujabatan rangkap sebagai:
a. Direksi BUMN;
b. Direksi pada Rumah Sakit Swasta;
c. Jabatan lain yang berhubungan dengan

pengurusan perusahaan.
(3) Susunan Pejabat Pengelola RSUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan,
baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis
organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.

(4) Perubahan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)ditetapkan oleh Bupati.

(5) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat
Pengelola RSUD ditetapkan berdasarkan kompetensi
dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan keahlian berupa pengetahuan,
keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan
dalam tugas jabatannya.

(7)Kebutuhan ...



e. bersedia ... 

Pasal 40 
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah: 
a. seorang dokter, dokter spesialis, doktcr gigi dan dokter 

gigi spesialis yang mempunyai kcmampuan dan 
keahlian cli bidang perumahsakitan dan tidak boleh 
dirangkap oleb Pemilik rumah sakit serta 
berkewarganegaraan lndonesia; 

b. bcrkclakuan baik dan memiliki dedikasi untuk 
mcngcmbangkan usaha guna kcmandirie.n RSUD; 

c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak 
pemah menjadi pemimpin perusahaan yang 
dinyatakan pailit; 

d. beretatus ASN atau Non ASN; 

Paragraf 4 
Persyaratan Direktur 

Pasal 39 
(II llntuk melaksanakan kegiatan operasione.l rumah 

sakit sehari-hari Bupati menetapkan Dircktur RSllD 
yang dibantu Wakil Direktur RSllD. 

(2) Direktur RSllD merupakan pimpinan tcrtinggi di 
RSllD yang ditetapkan oleh Bupati selaku Pemilik, 

(3) Direktur bertanggung jawab untuk menjalankan misi 
RSllD serta mcnyusun regulasi pelayanan dan 
me.najemen untuk mcnjalankan RSUD. 

Paragraf3 
Kedudukan Pejabat Pengelola 

(7) Kcbutuhan praktik bisnis yang senat sebagaimana 
dimaksud pada e.yat (6) merupakan kesesuaian antara 
kebutuban jabatan, kua.litas dan lrua.lifikasi sesual 
kemampuan keua.ngan RSUD. 

(8) Pejabat Pcngclola diangkat dan diberhentikan oleb 
Bupati. 

(91 Rumah Sakit menetapkan struktur organisasi internal 
meliputi Sub Koordinator, Komitc, lnstalasi dan Unit 
Organisasi lain serta tata hubungan kerja deng,an para 
Pimpinan di RSUD sesuai dengan kebutuhan RSUD. 

(10) Struktu.r Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(9) bertujuan untuk mcndukung: 
a. proses budaya kerja manajemen rumah sakit, 

budaya keselamatan pasicn dalam manajemen 
klinis di rumah sakit dan komunikasi antar 
profesi; 

b. proses percncanae.n pelayanan kllnis dan 
penyusunan rcgule.si pelayanan; 

c. proses pengawasan atas berbagai isu etika 
profesi; 

d. proses pengawasan atas muru pele.yanan klinis. 
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(7) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana
dimaksud pada ayat (6)merupakan kesesuaian antara
kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai
kemampuan keuangan RSUD.

(8) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati.

(9) Rumah Sakit menetapkan struktur organisasi internal
meliputi Sub Koordinator, Komite, Instalasi dan Unit
Organisasi lain serta tata hubungan kerja dengan para
Pimpinan di RSUD sesuai dengan kebutuhan RSUD.

(10) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) bertujuan untuk mendukung:
a. proses budaya kerja manajemen rumah sakit,

budaya keselamatan pasien dalam manajemen
klinis di rumah sakit dan komunikasi antar
profesi;

b. proses perencanaan pelayanan klinis dan
penyusunan regulasi pelayanan;

c. proses pengawasan atas berbagai isu etika
profesi;

d. proses pengawasan atas mutu pelayanan klinis.

Paragraf 3
Kedudukan Pejabat Penge10la

Pasal39
(1) Untuk melaksanakan kegiatan operasional rumah

sakit sehari-hari Bupati menetapkan Direktur RSUD
yang dibantu Wakil Direktur RSUD.

(2) Direktur RSUD merupakan pimpinan tertinggi di
RSUDyang ditetapkan oleh Bupati selaku Pemilik.

(3) Direktur bertanggung jawab untuk menjalankan misi
RSUD serta menyusun regulasi pelayanan dan
manajemen untuk menjalankan RSUD.

Paragraf4
PersyaratanDirektur

Pasal40
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah:
a. seorang dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter

gigi spesialis yang mempunyai kemampuan dan
keahlian di bidang perumahsakitan dan tidak boleh
dirangkap oleh Pemilik rumah sakit serta
berkewarganegaraan Indonesia;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD;

c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak
pernah menjadi pemimpin perusahaan yang
dinyatakan pailit;

d. berstatus ASNatau Non ASN;

e. bersedia ...



Pa.sal 4 l 
( 1) Direktur sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 39 ayat 

(II mempunyai tugas: 
a. merumuskan dan mcnctapkan bahan 

penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Rcnstra, 
Reoja, RSA, RKA, DPA, PK, IKU, LAKJP, Laporan 
Keuangan, LPPD, LKPJ dan Profil RSUD; 

b. merumuskan dan menctapkan kebijakan teknis 
rencana operasional berupa petunjuk teknis dao 
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta 
mengocrdinasikan pelaksanaan program dan 
kegiatan di lingkungan RSUD; 

c. meodistribusikan tugas di lingkuogiul RSUD 
sesuai dengan program yang telah ditetapkan 
dan kebijakan Bupati agar target kerja tercapai 
sesuai rencana; 

d. menyiapkan bahan RPJPD, RPJMD, LPPD dan 
LPPD Akbir Masa Jabato.n dan LKPJ akhir tshun 
dan akhir masa jabatan Bupati pada Bagian 
Umum, Bagian Keuangan dan Bagian 
Pendidikan dan Pelatihan, Pcnclitian dan 
Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan, Bidang Pelayanan Medik dan 
Penunjang medik, Bidang Pelayanan 
Keperawatan dan Kebidanan, Bidang Pelayanan 
Kefarmasian dan Penunjang Non Mcdik 
berdasarkan pelaksanaan pekerjaan di 
lingkungan RSUD sebagai bahan penyusunan 
RPJPD dan RPJMD Kabupaten; 

e. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan 
teknis Bagian Umum, Bagian Keuangan dan 
Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Pcnelitian dan 
Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan, Bidang Pelayana,n Medik dan 
Penuajang rnedik, Bidang Pelayanan 
Keperawatan dan Kebidanan, Bidang Pelayanan 
Kefarmasian dan Peounjang Non Medik scsuai 
standar operasional yang bertaku untuk 
pencapaian kinerja yang optimal: 

f. menyelenggarakan, mengawasi dan 
mengendalikan administrasi keuangan, aset 
daerah, retribusi dan anggaran di lingkungan 
RSUD sesuai dengan peraturan yang bcrlaku 
agar petaksanan tugas berjalan dengan baik; 

g. menggunakan ... 

e. bersedia membuat Surat Pemyataan Kesanggupan dan 
bersedia bekerja dengan sunggub-sungguh untuk 
mengembangkan dan menjalankan praktik bisnis yang 
sehat di RSUD; 

f. memenuhi syarat admlnistrasi kepegawaian bagi 
Direktur yang berstatus ASN; 

g. bersedla mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan 
guna menunjang pekeriaan. 

Paragraf S 
Togas dan Fungsi Dircktur 
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e. bersedia membuat Surat Pemyataan Kesanggupan dan
bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk
mengembangkan dan menjalankan praktik bisnis yang
sehat di RSUD;

f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi
Direktur yang berstatus ASN;

g. bersedia mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan
guna menunjang pekerjaan.

Paragraf 5
Tugas dan Fungsi Direktur

Pasal41
(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat

(1)mempunyai tugas:
a. merumuskan dan menetapkan bahan

penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra,
Renja, RBA,RKA,DPA, PK, IKU, LAKIP,Laporan
Keuangan, LPPD,LKPJdan Profil RSUD;

b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengoordinasikan pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkungan RSUD;

c. mendistribusikan tugas di lingkungan RSUD
sesuai dengan program yang telah ditetapkan
dan kebijakan Bupati agar target kerja tercapai
sesuai rencana;

d. menyiapkan bahan RPJPD, RPJMD, LPPD dan
LPPDAkhir Masa Jabatan dan LKPJ akhir tahun
dan akhir masa jabatan Bupati pada Bagian
Umum, Bagian Keuangan dan Bagian
Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan, Bidang Pelayanan Medik dan
Penunjang medik, Bidang Pelayanan
Keperawatan dan Kebidanan, Bidang Pelayanan
Kefarmasian dan Penunjang Non Medik
berdasarkan pelaksanaan pekerjaan di
lingkungan RSUD sebagai bahan penyusunan
RPJPD dan RPJMDKabupaten;

e. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan
teknis Bagian Umum, Bagian Keuangan dan
Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan, Bidang Pelayanan Medik dan
Penunjang medik, Bidang Pelayanan
Keperawatan dan Kebidanan, Bidang Pelayanan
Kefarmasian dan Penunjang Non Medik sesuai
standar operasional yang berlaku untuk
pencapaian kinerja yang optimal:

f. menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan administrasi keuangan, aset
daerah, retribusi dan anggaran di lingkungan
RSUD sesuai dengan peraturan yang berlaku
agar pelaksanan tugas berjalan dengan baik;

g. menggunakan ...



c. mampu ... 

Pasal 43 
(l) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Dircktur 

Umum clan Keuangan adalah: 
a. memenuhi kritcria keahlian, integritas, 

kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum, 
keuangan dan/atau akuntansi; 

b, berkelakuan balk dan memiliki dedlkasi untuk 
mengembangkan Pelayanan Umum dan usaha 
guna kemandirlan keuangan; 

Paragraf6 
Persyaratan Wakil Direktur 

Pasal 42 
(l) Dalam ha! Direktur berasal dati unsur ASN, maka 

yang bersangkutan merupakan Kuasa Peogguna 
Anggarao dan Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah. 

(2) Dalam hal Direktur berasal dari unsur non ASN, maka 
yang bersangkutao bukan merupakan Kuasa 
Pengguna Anggaran dan bukan Kuasa Pcngguna 
Barang Milik Dacrah. 

(3) Dalarn ha! Direktur bukan ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi Kuasa 
Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang 
Daerah adalah Pejabat Keuangan yang berasal dari 
unsurASN. 

g. mcnggunakan, mengamankan dan memelihara 
barang mllik daerah yang berada dalam 
penguasaan RSUD sesuai peraturan yang 
berlaku untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi RSUD; 

h. mcnyampaikan laporan, saran pertimhangan 
dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan 
pcnctapan kebijakan Pemerintah Daerah di 
bidang perumahsak.itan; 

1. mengoordinasikan kegiatan kerja sama dengan 
instansi clan/ atau lembaga terkait lainnya 
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan RSUD; 

J. merumuskan telaahan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 

k. mcnilai, mengevaluasi clan mclaporkan kinerja 
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan 
yang berlaku; 

1. menyclenggarakan rugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(2) Direktur dalam melaksanakan tugss sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l), mempunyai fungsi: 
a. perumusan dan penetapan kcbijakan teknis 

RSUD; 
b. pcnyclcnggaraan fasilitasi dan koordinasi RSUD; 
c. pengawasan dan pengendalian kegiatan RSUD. 
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g. menggunakan, mengamankan dan memelihara
barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan RSUD sesuai peraturan yang
berlaku untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi RSUD;

h. menyampaikan laporan, saran pertimbangan
dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di
bidang perumahsakitan;

1. mengoordinasikan kegiatan kerja sama dengan
instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan RSUD;

J. merumuskan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan
yang berlaku;

1. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat(1), mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis

RSUD;
b. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi RSUD;
c. pengawasan dan pengendalian kegiatan RSUD.

Pasal42
(1) Dalam hal Direktur berasal dari unsur ASN, maka

yang bersangkutan merupakan Kuasa Pengguna
Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang MilikDaerah.

(2) Dalam hal Direktur berasal dari un sur non ASN,maka
yang bersangkutan bukan merupakan Kuasa
Pengguna Anggaran dan bukan Kuasa Pengguna
Barang MilikDaerah.

(3) Dalam hal Direktur bukan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi Kuasa
Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang
Daerah adalah Pejabat Keuangan yang berasal dari
unsur ASN.

Paragraf6
Persyaratan Wakil Direktur

Pasal43
(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur

Umum dan Keuangan adalah:
a. memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum,
keuangan dan/atau akuntansi;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan Pelayanan Umum dan usaha
guna kemandirian keuangan;

c. mampu ...



Pasal 44 
(I) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (I) huruf b dipimpin 
oleh seorang Wakil Direktur Umum dan Keuangan 
yang berada di bawah bertanggungjawab kepada 
Direktur yang mempunyai rugas pokok 
melaksanakan pengkajian bahan perumusan 
kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja 
terkait serta penyusunan bahan pengkajian di 
Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian 
Penclidikan dan Pelatihan, Penelitian dan 
Pengembangan, Pereccenaen, Evaluasi dan 
Pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan rugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Administrasi 
Umum dan Keuangan mempunyai fungsi : 
a. penyelengga.raan koordinasi program di lingkup 

administrasi um.um dan keuangan; 
b. pengkajian ... 

Paragraf 7 
Togas dan Fungsi Wakil Direktur Umum Dan Kcuangan 

c. mampu mclaksanakan koordinasi di lingkup 
pelayanan umum dan administrasi Rumab Sakit; 

d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan 
tidal< pernah menjadi pemegang keuangan 
perusahaan yang dinyatakan pailit; 

e. berstatus ASN; 
f. bersedia membuat surat pemyataan kesanggupan 

untuk meningkatkan dan mengembangkan 
pelayanan umum serta mampu menjalankan 
prinsip pengelolaan kcuangan yang sehat di 
Rumah Sakit; 

g. memeouhi syarat administrasi kepcgawaian: 
h. bersedia mengikuti berbagai pendiclikan dan 

pelatihan guna menunjang pekerjaan. 
(21 Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur 

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan adalah: 
a. seorang dokter/dokter gigi/dokter speaialis yang 

mernenuhi kriteria keahlian, integritas, 
kepemimpinan dan pengalaman di bidang 
pelayanan; 

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk 
mengembangkan pelayanan yang profesional; 

c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup 
pelayanan Rumab Sakit; 

d. berstatus ASN; 
e, bersedia membuat surat pemyataan kesanggupan 

untuk meningkatkan dan mengembangkan 
pelayanan di RSUD; 

f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian; 
g. bersedia mengikuti bcrbagai pendidikan dan 

pelatihan guna menunjang pekeriaan. 
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c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup
pelayanan umum dan administrasi Rumah Sakit;

d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan
tidak pemah menjadi pemegang keuangan
perusahaan yang dinyatakan pailit;

e. berstatus ASN;
f. bersedia membuat surat pemyataan kesanggupan

untuk meningkatkan dan mengembangkan
pelayanan umum serta mampu menjalankan
prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di
Rumah Sakit;

g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian;
h. bersedia mengikuti berbagai pendidikan dan

pelatihan guna menunjang pekeIjaan.
(2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan adalah:
a. seorang dokter / dokter gigi/dokter spesialis yang

memenuhi kriteria keahlian, integritas,
kepemimpinan dan pengalaman di bidang
pelayanan;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan pelayanan yang profesional;

c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup
pelayanan Rumah Sakit;

d. berstatus ASN;
e. bersedia membuat surat pemyataan kesanggupan

untuk meningkatkan dan mengembangkan
pelayanan di RSUD;

f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian;
g. bersedia mengikuti berbagai pendidikan dan

pelatihan guna menunjang pekeIjaan.

Paragraf7
Tugas dan Fungsi Wakil Direktur Umum Dan Keuangan

Pasal44
(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dipimpin
oleh seorang Wakil Direktur Umum dan Keuangan
yang berada di bawah bertanggungjawab kepada
Direktur yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengkajian bahan perumusan
kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit keIja
terkait serta penyusunan bahan pengkajian di
Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian
Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Administrasi
Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
a penyelenggaraan koordinasi program di lingkup

administrasi umum dan keuangan;
b. pengkajian ...



Paragraf 8 ... 

b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di 
lingkup administrasi umum dan keuangan; dan 

c, penyelenggaraan fasilit.asi di lingkup administrasi 
umum dan keuangan. 

(3) Dalam mclaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Wakil Oirektur Administrasi Umum dan 
Keuangan mcmpunyai rincian tugas sebagai berikut : 
a. merumuskan dan menetapkan bahan 

penyusunan RPJPO, RPJMD, RKPD, Renstra, 
Renja, RBA, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan 
Keuangan, LPPD, LKPJ dan Proftl Ruznah Sak.it 
di lingkup Administrasi Umum dan Kcuangan; 

b. merumuskan dan menetapkan kebijaknn teknis 
rencana opcrasional berupa petunjuk teknis dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta 
mengoordinasikan pelaksanaan program dan 
kegiatan di lingkup Administrasi Umum dan 
Keuangan; 

c. mcndistribusikan tugas di lingkup administrasi 
umum dan keuangan sesuai dengan program 
yang telah ditctapkan dan kebijakan Direktur 
agar target kerja tereapai sesuai rencaoa; 

d. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan di 
Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian 
Pcndidikan dan Pelatihan, Penelitian dan 
Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan; 

e. menyelenggarakan pengkajian bahan bimbingan 
teknis di Bagian Umum, Bagian Keuangan 
dan Bagian Pendidikan dan Pelatiban, 
Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan; 

f. rnenyelenggarakan pengendalian administrasi 
keuangan, administrasi kepegawaian, 
ketatausahaan, kelembagaan dan 
ketatalaksanaan; 

g. mengendalikan pengelolaan urusan rumah 
tangga dan perlengkapan dan pcnyelenggaraan 
pendidikan, pelatihnn dan pengembangan SOM 

h. menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan 
jabatan fungsional; 

i. menyampaikan laporan, saran pertimbangan 
dan rekomendasi kepada Dircktur sebagai bahan 
penetapan kebijakan RSUD; 

J. melaksanakan penyusunan t.elaahan staf sebagai 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan: 

k. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja 
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan 
yang berlaku; 

I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
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b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di
lingkup administrasi umum dan keuangan; dan

c. penyelenggaraan fasilitasi di lingkup administrasi
umum dan keuangan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2),Wakil Direktur Administrasi Umum dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. merumuskan dan menetapkan bahan

penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra,
Renja, RBA,RKA,DPA,PK, IKU, LAKIP,Laporan
Keuangan, LPPD, LKPJ dan Profil Rumah Sakit
di lingkup Administrasi Umum dan Keuangan;

b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengoordinasikan pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkup Administrasi Umum dan
Keuangan;

c. mendistribusikan tugas di lingkup administrasi
umum dan keuangan sesuai dengan program
yang telah ditetapkan dan kebijakan Direktur
agar target keIja tercapai sesuai rencana;

d. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan di
Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian
Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan;

e. menyelenggarakan pengkajian bahan bimbingan
teknis di Bagian Umum, Bagian Keuangan
dan Bagian Pendidikan dan Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan;

f. menyelenggarakan pengendalian administrasi
keuangan, administrasi kepegawaian,
ketatausahaan, kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

g. mengendalikan pengelolaan urusan rumah
tangga dan perlengkapan dan penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM

h. menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan
jabatan fungsional;

i. menyampaikan laporan, saran pertimbangan
dan rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan
penetapan kebijakan RSUD;

J. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan
yang berlaku;

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Paragraf 8 ...



Pasal 45 
(l) Wakil Direlctur Pelayanan dan Penunjang Pclayanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (I) huruf 
c dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Pelayanan 
dan Pcnunjang Pelayanan yang berada di bawah 
bertanggungjawab kepada Direktur yang mempunyai 
tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan 
perumusan kcbijakan teknis dan koordinasi dengan 
unit kcrja terkait serta penyusunan bahan pengkajian 
di lingkup Pelayanan dan Penunjang Pelayanan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), Wakil Direktur Pelayanan 
dan Penunjang Pelayanan mempunyai fungsi : 
a. penyelenggaraan koordinasi program di lingkup 

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan; 
b, pengkajian bahan pcrumusan kebijakan teknis di 

lingkup Pelayanan dan Penunja.ng Pelayanan; 
dan 

c. penyelenggara.an fasilitasi di lingkup Pelayanan 
dan Penunjang Pelayanan. 

(3) Oalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Wakil Direktur Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan mempunyai rincian tugas 
sebagal berikut : 
a merumuskan dan menetapkan bahan 

penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, 
Rcnja, RBA, RKA, DPA, PK, !KU, LAKJP, Laporan 
Keuangan, LPPO dan LKPJ di lingkup Pelayanan 
dan Penunjang Pelayanan; 

b. merumuskan dan mcnetapkan kebijakan teknis 
rencana operasional berupa petunj uk reknis dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta 
mengoordinasikan pclaksana.an program da.n 
kegiatan di lingkup Pelaya.nan da.n Penunjang 
Pelayanan; 

c mendistribusikan tugas di lingkup Pelayanan 
dan Penunja.ng Pelayanan scsuai dengan 
program yang telah ditetapkan dan kebijakan 
Oircktur agar target kerja tercapai sesuai 
rencana; 

d mcngcndalikan kegiatan Bidang Pelayanan 
Keperawatan da.n Kcbidanan, Bidang Pelaya.nan 
Medik dan Penunjang Medik dan Bidang 
Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non 
Medik; 

e. menyampalkan laporan, saran pertimbangan 
dan rekomendasi kepada Dircktur sebagai bahan 
penetapan kcbijakan RSUD; 

{ melaksanakan penyusuna.n telaahan star sebagai 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 

g. menilai ... 

Paragraf 8 
Togas dan Fungsi Wakil Direktur Pelayanan dan 

Pcnunjang Pelayanan 
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Paragraf 8
Tugas dan Fungsi Wakil Direktur Pelayanan dan

Penunjang Pelayanan

Pasal45
(1) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 ayat (1) huruf
c dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan yang berada di bawah
bertanggungjawab kepada Direktur yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan
perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan
unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian
di lingkup Pelayanan dan Penunjang Pelayanan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan mempunyai fungsi :
a penyelenggaraan koordinasi program di lingkup

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan;
b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di

lingkup Pelayanan dan Penunjang Pelayanan;
dan

c. penyelenggaraan fasilitasi di lingkup Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Wakil Direktur Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
a merumuskan dan menetapkan bahan

penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra,
Renja, RBA,RKA,DPA, PK, IKU, LAKIP,Laporan
Keuangan, LPPDdan LKPJ di lingkup Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan;

h merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengoordinasikan pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkup Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan;

c. mendistribusikan tugas di lingkup Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan sesuai dengan
program yang telah ditetapkan dan kebijakan
Direktur agar target kerja tercapai sesuai
rencana;

d mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan
Keperawatan dan Kebidanan, Bidang Pelayanan
Medik dan Penunjang Medik dan Bidang
Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non
Medik;

e. menyampaikan laporan, saran pertimbangan
dan rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan
penetapan kebijakan RSUD;

:t: melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

g. menilai ...



(3) Evaluasi ... 

Pasal 47 
(1) Evaluasi Kinerja Direktur: 

a. Evaluasi Kinerja Direktur berdasarkan 
pencapaian kinerja dan mutu RSUD berdasarkan 
RBA. 

b. Evaluasi kinerja Direktur terdiri dari pencapaian 
kinerja mutu keuangan, kinerja mutu non 
keuangan dan uraian tugas dalam bcntuk 
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 

c. Dewan Pengawas diberikan delegasi oleh Bupati 
untuk mclakukan evaluasi kinerja Dircktur dalam 
1 (satu) tahun sekali. 

(2) Evaluasi Kincrja Wakil Direktur Umum dan Keuangan: 
a. Evaluasi Kinerja Wakil Direktur berdasarkan 

pencapain kinerja umum dan kcuangan. 
b. Evaluasi kinerja Wakil Direktur Umum dan 

Kcuangan terdiri dari kinerja mutu umum dan 
keuangan dan uraian tugas dalam bentuk 
Sa saran Kinerja Pegawai (SKP). 

c. Evaluasi Kinerja Wakil Direktur Umum dan 
Keuangan dinilai oleh Direktur dalam I (satu) 
tahun sekali. 

Paragraf 10 
Evaluasi Kinerja Direktur dan Wakil Direktur 

Pasal 46 
Direktur dan Wakil Direktur dapat diberhentikan karena: 
a. meninggaJ dunia; 
b. berhalangan secara tetap tanpa keterangan sekurang 

kurangnya 46 (empat puluh cnam) bari sccara terus 
mcnerus dalam satu tahun; 

c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dcngan 
baik sesuai standar kinerja yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan; 

d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan 
lain yang telah ditetapkan; 

e, mcngundurkan diri karena alasan yang patut; 
f. terbukti terlibat dalam suatu pcrbuataan melanggar 

hukum yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun 
atau lebib berdasarkan keputusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. 

Paragraf9 
Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur 

g rnenilai, mcngevaluasi dan melaporkan kinerja 
bawahan sesuai dengan pcdoman dan ketentuan 
yang berlaku; 

h. melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang 
diberikan oleh pirnpinan sesuai dengan 
ketcntuan yang berlaku. 

- 32 - - 32 -

g menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan
yang berlaku;

h melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Paragraf9
Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur

Pasal46
Direktur dan Wakil Direktur dapat diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. berhalangan secara tetap tanpa keterangan sekurang-

kurangnya 46 (empat puluh enam) hari secara terus
menerus dalarn satu tahun;

c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan
baik sesuai standar kinerja yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan
lain yang telah ditetapkan;

e. mengundurkan diri karena alasan yang patut;
f. terbukti terlibat dalam suatu perbuataan melanggar

hukum yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun
atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.

Paragraf 10
Evaluasi Kinerja Direktur dan Wakil Direktur

Pasal47
(I) Evaluasi Kinerja Direktur:

a. Evaluasi Kinerja Direktur berdasarkan
pencapaian kinerja dan mutu RSUD berdasarkan
RBA.

b. Evaluasi kinerja Direktur terdiri dari pencapaian
kinerja mutu keuangan, kinerja mutu non
keuangan dan uraian tugas dalam bentuk
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

c. Dewan Pengawas diberikan delegasi oleh Bupati
untuk melakukan evaluasi kinerja Direktur dalam
1 (satu) tahun sekali.

(2) Evaluasi Kinerja Wakil Direktur Umum dan Keuangan:
a. Evaluasi Kinerja Wakil Direktur berdasarkan

pencapain kinerja umum dan keuangan.
b. Evaluasi kinerja Wakil Direktur Umum dan

Keuangan terdiri dari kineIja mutu umum dan
keuangan dan uraian tugas dalam bentuk
Sasaran KineIja Pegawai (SKP).

c. Evaluasi KineIja Wakil Direktur Umum dan
Keuangan dinilai oleh Direktur dalam 1 (satu)
tahun sekali.

(3)Evaluasi ...



b. serendah-rendahnya ... 

Pasal 49 
(1) Persyaratan Jabatan Kepala Bidang/Bagian: 

a. berstatus ASN; 

Paragraf2 
Persyaratan Jabatan, Togas dan Fungsi 

Kepala Bidang/ Bagian 

Pasal48 
( I) Pemilik menetapkan Kcpala Bidang/Bagian RSUD dan 

secara bersama bertanggungiawab untuk menjalankan 
m.isi dan membuat rcncana serta regulasi yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan misi t.ersebut. 

(2) KepaJa Bidang/ Bagian bertanggungjawab kepada 
Wakil Direktur, scsuai peraturan perundang 
undangan meliputi: 
a. Unsur pimpinan pelayanan mcdis dan pcnunjang 

medis; 
b. Unsur pimpinan kefarmasian dan penunjang non 

rnedis; 
c. Unsur pimpinan keperawatan dan kebidanan; 
d. Unsur pimpinan adiministrasi umum dan 

kcpcgawaian; 
e. Unsur pimpina.n keuangan; 
(. Unsur pimpinan pendidikan dan pelatihan, 

pcnclitian dan pengembangan, perencanaan dan 
pelaporan. 

(3) Kualiflkasi jabatan untuk para Kepala 
Bidang/Bagian tersebut sesuai dengan persyaratan. 

(4) Para Kepala Bidang/Bagian terlibat dalam 
mendefinisi-operasionalkan misi Rumah Sa.kit, dan 
bcrdasarkan atas misi tersebut, para Kepala 
Bidang/ Bagian bekerjasama mengem bangkan 
berbagai rencanayprcgram serta regulasi yang 
dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi. 

Paragraf I 
Umum 

Bagian Kedelapan 
Kepala Bi dang/ Bagian 

(3) EvaJuasi Kinerja Wakil Direktur Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan: 
a. Evaluasi Kinerja Wakil Direktur berdasarkan 

pencapain kinerja Pelayanan. 
b. Evaluasi kinerja Wakil Direktur Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan terdiri dari kinerja mutu 
pelayanan dan uralan rugas dalam ben tuk 
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 

c. Evaluasi Kinerja Wakll Dlrektur Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan dinilai oleh Direktur dalam 
I (satu) tahun sekali. 
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(3) Evaluasi KineIja Wakil Direktur Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan:
a. Evaluasi KineIja Wakil Direktur berdasarkan

pencapain kineIja Pelayanan.
b. Evaluasi kineIja Wakil Direktur Pelayanan dan

Penunjang Pelayanan terdiri dari kineIja mutu
pelayanan dan uraian tugas dalam bentuk
Sasaran KineIja Pegawai (SKP).

c. Evaluasi KineIja Wakil Direktur Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan dinilai oleh Direktur dalam
1(satu) tahun sekali.

Bagian Kede1apan
Kepala BidangjBagian

Paragraf1
Umum

Pasal48
(1) Pemilik menetapkan Kepala BidangjBagian RSUD dan

secara bersama bertanggungjawab untuk menjalankan
misi dan membuat rencana serta regulasi yang
dibutuhkan untuk melaksanakan misi tersebut.

(2) Kepala Bidangj Bagian bertanggungjawab kepada
Wakil Direktur, sesuai peraturan perundang-
undangan meliputi:
a. Unsur pimpinan pelayanan medis dan penunjang

medis;
b. Unsur pimpinan kefarmasian dan penunjang non

medis;
c. Unsur pimpinan keperawatan dan kebidanan;
d. Unsur pimpinan adiministrasi umum dan

kepegawaian;
e. Unsur pimpinan keuangan;
f. Unsur pimpinan pendidikan dan pelatihan,

penelitian dan pengembangan, perencanaan dan
pelaporan.

(3) Kualifikasi jabatan untuk para Kepala
BidangjBagian tersebut sesuai dengan persyaratan.

(4) Para Kepala BidangjBagian terlibat dalam
mendefinisi-operasionalkan misi Rumah Sakit, dan
berdasarkan atas misi tersebut, para Kepala
BidangjBagian bekeIjasama mengembangkan
berbagai rencanaj program serta regulasi yang
dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi.

Paragraf2
Persyaratan Jabatan, Tugas dan Fungsi

Kepala BidangjBagian

Pasal49
(1) Persyaratan Jabatan Kepala BidangjBagian:

a. berstatus ASN;
b. serendah-rendahnya ...



d. Kepala ... 

Pasal 51 
(1) Pemilik menetapkan Kepala Sub Bagian RSUD dan 

secara bersama bertanggungjawab untuk menjalankan 
rnisi dan membuat rencana serta regulasi yang 
dibutubkan untuk melaksanakan misi tersebut. 

(2) Kepala Sub Bagian berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 

(3) Kepala Sub Bagian meliputi: 
a. Kepala. Sub Bagian Perbendaharaan dan 

Mobilisasi Dana; 
b. Kepala Sub Bagia.n Anggaran dan Akuntansi; 
c. Kepala. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumab 

Tangga; 

Paragraf I 
Umum 

Bagian Kedelapan 
Kepala Sub Bagia.n 

Pasal so 
( 1) Evaluasi kinerja Kepala Bagian Umum dan 

Kepegawaian, Kepala. Bagian Keuangan, dan Kepala 
Bagian Pendid.ikan dan Pelatihan, Penelitian dan 
Pengembangan, Perencana.an dan Pelaporan dinilai 
Wakil Direktur Umum dan Keuanga.n. 

(2) Evaluasi kinerja Kepa.la Bidang Pelayanan 
Medis dan Penunjang Medis, Kepala Bidang 
Pelayanan Kefarmasian dan Penunja.ng Non Medis, 
dan Kepaia Bidang Keperawatan dan Kebidanan dinilai 
Wa.kil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan. 

(3) Evaluasi Kinerja Kepala Bagia.n/Bidang 
berdasarkan pencapain kinerja. 

(4) Evaluasi kinerja Kepa.la Bagian/ Bidang terdiri dari 
kinerja mutu pelayanan dan uraian tuga.s dalam 
bentuk Sasaran Kinerja Pega.wai (SKP). 

Paragraf 3 
Evaluasi Kinerja Kcpala Bidang/Bagian 

b. serendah-rendahnya memiliki 1 [satu] tingkat 
dibawahjenjang pangkat yang ditentukan; 

c. memiliki kualifikasi dan tingkat 
pendidikan yang ditentukan; 

d. semua unsur penilaian prestasi kerja 
sekurang-kurangnya bemilai balk dalam 2 (dua) 
tahun terakhir; dan 

e. memiliki kompetensi jaba<a.n yang diperlukan. 
(2) Uraian Tuga.s dan Fungsi Kepala Bagian/Bidang diatur 

dalam Peraturan Bupati tentang Rincian Togas. 
Fungsi dan Tata Kerja. Rumah Sakit Umum Daerah 
Cideres, 
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b. serendah-rendahnya memiliki 1 (satu) tingkat
dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;

c. memiliki kualifikasi dan tingkat
pendidikan yang ditentukan;

d. semua unsur penilaian prestasi keIja
sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir; dan

e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.
(2) Uraian Tugas dan Fungsi Kepala BagianjBidang diatur

dalam Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata KeIja Rumah Sakit Umum Daerah
Cideres.

Paragraf 3
Evaluasi Kinerja Kepala Bidangj Bagian

Pasal50
(1) Evaluasi kinerja Kepala Bagian Umum dan

Kepegawaian, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala
Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan, Perencanaan dan Pelaporan dinilai
Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

(2) Evaluasi kinerja Kepala Bidang Pe1ayanan
Medis dan Penunjang Medis, Kepala Bidang
Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medis,
dan Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan dinilai
Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan.

(3) Evaluasi KineIja Kepala BagianjBidang
berdasarkan pencapain kinerja.

(4) Evaluasi kineIja Kepala BagianjBidang terdiri dari
kinerja mutu pelayanan dan uraian tugas dalam
bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Bagian Kedelapan
Kepala Sub Bagian

Paragraf 1
Umum

Pasal51
(1) Pemilik menetapkan Kepala Sub Bagian RSUD dan

secara bersama bertanggungiawab untuk menjalankan
misi dan membuat rencana serta regulasi yang
dibutuhkan untuk melaksanakan misi tersebut.

(2) Kepala Sub Bagian berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Bagian.

(3) Kepala Sub Bagian meliputi:
a. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan

Mobilisasi Dana;
b. Kepala Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi;
c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah

Tangga;

d. Kepala ...



Bagian Kesembilan ... 

Pasal 53 
(I) Evaluasi Kinerja Kepala Sub Bagian berdasarkan 

pencapain kinerja. 
(2) Evaluasi kinerja Kepala Sub Bagian terdiri dari kinerja 

mutu pelayanan dan uraian tugas dalam bentuk 
Sasaran Kinerja Pegawai {SKP). 

(3) Evaluasi Kinerja Kepala Sub Bagian dinilai oleh Kepala 
Bagian dalam I (satu) tahun sekali. 

Paragraf 3 
Evaluasi Kincrja Kcpala Sub Bagian 

Pasal 52 
(!) Persyaratan Jabatan Kepala Sub Bagian: 

a. Berstatus ASN; 
b. Serendah-rendahnya memiliki 1 {satu) tingkat 

dibawah jeniang pangkat yang ditentukan; 
c. Merruliki kualifikasi dan tingkat pendidikan 

yang ditentukan: 
d. Semua unsur penilaian prestasi kerja 

sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun 
terakhir; 

e, Mcmililci kompetensi jabatan yang diperlukan. 
(2) Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Scksi/ Kcpala Sub 

Bagian diatur dalam Peraturan Bupati tentang 
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Oacrab Cideres. 

Paragraf2 
Persyaratan, Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian 

d. Kepala Sub Bagian Hukum, Kemicraan dan 
Pemasaran; 

e, Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan 
Penelitian dan Pcngembangan SOM;. 

f. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan. 

(4) Kualifikasi jabatan untuk para Kepala Sub Bagian 
tersebut sesuai dengan persyaratan. 

(5) Para Kepala Sub Bagian terlibat dalam 
mengimplementasikan dan menyesuaikan rencana 
dan program dengan misi RSUO, dan berdasarkan 
atas misi tersebut, bekerjasama mengembangkan 
berbagai rencana/program serta regulasi yang 
dibutuhkan unt:uk mencapai visi dan misi. 
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d. Kepala Sub Bagian Hukum, Kemitraan dan
Pemasaran;

e. Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan
Penelitian dan Pengembangan SDM;.

f. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan.

(4) Kualifikasi jabatan untuk para Kepala Sub Bagian
tersebut sesuai dengan persyaratan.

(5) Para Kepala Sub Bagian terlibat dalam
mengimplementasikan dan menyesuaikan rencana
dan program dengan misi RSUD, dan berdasarkan
atas misi tersebut, bekerjasama mengembangkan
berbagai rencana/ program serta regulasi yang
dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi.

Paragraf2
Persyaratan, Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian

Pasal52
(1) Persyaratan Jabatan Kepala Sub Bagian:

a. Berstatus ASN;
b. Serendah-rendahnya memiliki 1 (satu) tingkat

dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan

yang ditentukan;
d. Semua unsur penilaian prestasi kerja

sekurang- kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun
terakhir;

e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.
(2) Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Seksij Kepala Sub

Bagian diatur dalam Peraturan Bupati tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Cideres.

Paragraf 3
Evaluasi Kinerja Kepala Sub Bagian

Pasal53
(1) Evaluasi Kinerja Kepala Sub Bagian berdasarkan

pencapain kinerja.
(2) Evaluasi kinerja Kepala Sub Bagian terdiri dari kinerja

mutu pelayanan dan uraian tugas dalam bentuk
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

(3) Evaluasi KineIja Kepala Sub Bagian dinilai oleh Kepala
Bagian dalam 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kesembilan ...



Paragraf 3 ... 

Pasal 56 
(!) Selain Jabatan Struktural di RSUD dapat dibentuk 

Satuan Organisasi yang bersifat Non Struktural yang 
bertanggungjawab kepada Direktur. 

(2) Kelompok Jabatan Non Struktural sebagaimana 
dimaksud ayat (I) terdiri dari: 
a. Satuan Pengawas Internal; 
b. Komite/Tim; 
c. tnetalast; 
d. Manager Pelayanan Pasien; 
e. Unit; 
r. Kelompok Kerja 

(3) Kelompok Jabatan Non Struktural sebagatmana 
dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diatur 
dalam Peraturan Bupati tcntang Rincian Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
Cideres. 

Paragraf2 
Kelompok Jabatan Non Struktural 

Pasal 55 
Kepala Organisasi Pelaksana mempunyai tugas daa 
kcwajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan 
mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan 
kepada Direktur. 

Pasal 54 
(1) Cuna penyelenggaraan kcgiatan pclayanan di RSUD 

dibentuk Organisasi Pelaksana yang merupakan unit 
pelayanan non struktural. 

(2) Pernbentukan, perubahan jumlah dan jems 
Organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Direktur 
dengan mempcrtimbangkan kcbutuhan dan 
kemarnpuan RSUD. 

(3) Organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan 
fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh 
Direktur. 

(4) Organisasi Pelaksana mempunyai rugas membanru 
Direktur dalam menyclenggarakan pelayanan 
fungsional sesuai dengan fungsinya. 

(5) Kriteria Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
ayat (3) diamr dalam Peraturan Bupati tentang 
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Cideres. 

ParagraJ I 
Organisasi Pelaksana 

Bagian Kescmbilan 
Organisasi Pendukung 
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Bagian Kesembilan
Organisasi Pendukung

Paragraf 1
Organisasi Pelaksana

Pasal54
(1) Guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD

dibentuk Organisasi Pelaksana yang merupakan unit
pelayanan non struktural.

(2) Pembentukan, perubahan jumlah dan jenis
Organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan RSUD.

(3) Organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan
fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur.

(4) Organisasi Pelaksana mempunyai tugas membantu
Direktur dalam menyelenggarakan pelayanan
fungsional sesuai dengan fungsinya.

(5) Kriteria Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Cideres.

Pasal55
Kepala Organisasi Pelaksana mempunyai tugas dan
kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan
mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan
kepada Direktur.

Paragraf2
KelompokJabatan Non Struktural

Pasal56
(1) Selain Jabatan Struktural di RSUD dapat dibentuk

Satuan Organisasi yang bersifat Non Struktural yang
bertanggungjawab kepada Direktur.

(2) Kelompok Jabatan Non Struktural sebagaimana
dimaksud ayat (1) terdiri dari:
a. Satuan Pengawas Intemal;
b. KomitefTim;
c. Instalasi;
d. Manager Pelayanan Pasien;
e. Unit;
f. KelompokKerja.

(3) Kelompok Jabatan Non Struktural sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diatur
dalam Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Cideres.

Paragraf 3 ...



(4) KepaJa ... 

Pasal 59 
(1) KepaJa Komite/Unit/lnstalasi Pelayana.n mengusulkan 

reneana kegiatan dan anggaran serta program 
peningkatan mutu dan lcinerja instaJasi kepada 
pimpinan RSUD melaJui pejabat diatasnya. 

(2) KepaJa lnstalasi Pelayanao bertanggung jawab 
membuat pedoma.n pelayanao tentang pelayanao yang 
dipimpinnya. 

(3) Pedoman pelayanan sebaga.imana diatur pada 
ayat (2) minimal berisi tentang ura.ian pelayanao saat 
ini dan program kerja yang mengura.ikan pelayanan 
yang direneanakan, serta mengatur pengetahuan 
dan keterampilan staf klinis yang melakukan 
assesmen pasien dan kebutuhan pasien. 

Bagiao Kesepuluh 
Pedoman Pelayanan 

Pasal 58 
{I) Direktur dapal membentuk Komite, Tim dan Kelompok 

Kerja da.n mcnetapkan honor daJam rangka 
peningkatan pelaksaoaan pelayaoan kesehatan pada 
rumah sakit untu.k menyelesaika.n suatu tugas 
tertentu. 

(2) Komite, Tim da.n Kelompok Kerja dimaksud pada ayat 
(11 merupakan kebijakan denga.n mempertimbangkan 
kemampuan keuangao RSUD, susunan keanggotaan, 
kualilikasi anggota dan jumlab a.nggota. 

Parag;af4 
Honor Komite, Tim dan Kelompok Kerja 

Pasal 57 
(1) Untuk membantu Direktur daJam bidaog pengawasan 

dan pengcndalian pelayanan secara menyeluruh di 
RSUD, dibentuk Manajer Pelayanan Pasien. 

(2) Manajer Pelayanan Pasien sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kelompok jabatan fungsional 
la.innya yang bertugas melaksanakan pengawasan, 
mengkoordinasi.kao dan mengendalikan terhadap 
penyelenggaraan pelayaoan, mutu dan keselarnatan 
pasien 

(3) Manajer Pelayanan Pasien dibentuk dan ditetapkan 
dengan Keputusa.n Direktur. 

(4) Maoajer Pelayaoan Pasico berada dibawah dao 
bertanggungjawab kepada Direktur secara langsung 
atau melalui Waki.l Direktur Pelayana.n. 

(5) Manajer Pelayanan Pasien terdiri dari Aparatur Sipil 
Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang meoguasai 
bidaog perumahsakitan, 

Parag;af 3 
Manajer Pelayanan Pasien 
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Paragraf 3
Manajer Pelayanan Pasien

Pasal57
(1) Untuk membantu Direktur dalam bidang pengawasan

dan pengendalian pelayanan secara menyeluruh di
RSUD, dibentuk Manajer Pelayanan Pasien.

(2) Manajer Pelayanan Pasien sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)merupakan kelompok jabatan fungsional
lainnya yang bertugas melaksanakan pengawasan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan terhadap
penyelenggaraan pelayanan, mutu dan keselamatan
pas len

(3) Manajer Pelayanan Pasien dibentuk dan ditetapkan
dengan Keputusan Direktur.

(4) Manajer Pelayanan Pasien berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Direktur secara langsung
atau melalui Wakil Direktur Pelayanan.

(5) Manajer Pelayanan Pasien terdiri dari Aparatur Sipil
Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang menguasai
bidang perumahsakitan.

Paragraf4
Honor Komite, Tim dan Kelompok KeIja

Pasal58
(1) Direktur dapat membentuk Komite, Tim dan Kelompok

KeIja dan menetapkan honor dalam rangka
peningkatan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada
rumah sakit untuk menyelesaikan suatu tugas
tertentu.

(2) Komite, Tim dan Kelompok KeIja dimaksud pada ayat
(1) merupakan kebijakan dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan RSUD, susunan keanggotaan,
kualifikasi anggota dan jumlah anggota.

Bagian Kesepuluh
Pedoman Pelayanan

Pasal59
(1) Kepala Komite/Unit/Instalasi Pelayanan mengusulkan

rencana kegiatan dan anggaran serta program
peningkatan mutu dan kineIja instalasi kepada
pimpinan RSUDmelalui pejabat diatasnya.

(2) Kepala Instalasi Pelayanan bertanggung jawab
membuat pedoman pelayanan tentang pelayanan yang
dipimpinnya.

(3) Pedoman pelayanan sebagaimana diatur pada
ayat (2)minimal berisi tentang uraian pelayanan saat
ini dan program keIja yang menguraikan pelayanan
yang direncanakan, serta mengatur pengetahuan
dan keterampilan staf klinis yang melakukan
assesmen pasien dan kebutuhan pasien.

(4)Kepala ...



(3) Pemilihan ... 

Pasal 62 
Kepala Jnstalasi dan unit mcnyediakan data dan informasi 
dari hasil kegiatan pelayanan di lnstalasi dan unit yang 
eclanjutnya dipergunakan untuk mclakukan evaluasi 
dokter, perawat, dan staf ldinis pemberi asuhan yang 
memberikan pelayanan di lnstalasi dan unit tersebut. 

Bagian Keduabelas 
Program Mutu Kelompok Staf Medis 

Pasal 63 
(I) Tiap kelompok staf medis memllib dan menetapkan 

panduan praktik klinik, beserta dilcngkapi dengan 
alur klinis (clinical pathway) dan/ atau protokol klinte 
atau proscdur dan/atau standing order sebagai 
panduan asuhan klinis. 

Pasal 61 
(I) Kepala lnstalasi dan Unit mcnerapkan pengawasan 

dan penilaian terkait peningkatan mutu di unit 
yang dikepalai sesuai dengan standar minimal 
indikator mutu yang digunalcan. 

(2) Standar minimal indikator mutu di lnstalasi dan unit 
sebaga.imana dimaksud pada ayat (11 mencakup: 
a. Penilaian RSUD secara menyeluruh dan 

perbaikan yang ditetapkan oleh Oirektur RSUD 
yang terkait secara spesifik dengan lnstalasi dan 
unit mereka; 

b. Penilaian yang terkait dengan prioritas lnstalasi 
dan Unit secara spesifik untuk mengurangi 
variasi, meningkatkan keselamatan untuk 
tindakan/tata laksana beresiko tinggi, 
meningkatkan tingkat kepuasan pasien, dan 
mcningkatkan efisiensi; 

c. Penilaian spesifik di lnstalasi dan unit ini juga 
diharapkan dapat dipergunakan untuk 
melakukan evaluasi praktik profesional 
berkelanjutan dari para Profesional Pemberi 
Asuhan (PPA). 

Bagian Kesebelas 
Program Mutu lnstalasi dan Unit 

Pasal 60 
Kepala Instalasi dan unit beserta seluruh stafnya turut 
serta dalam kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan 
pasien dan melakukan monitoring kegiatan klinie dan 
nonklinis bagi unit pelayanao tersebut. 

(4) Kepala lnstalasi petayanan bekerja sama dengan unit 
pelayanan yang lain pada RSUO, untuk menetapkan 
format dan .isi yang seragrun untuk dokumen 
perencanaan pelayanan. 

(5) Kepala Instalasi Pelayanan menjamin adanya 
mekanisme aduan pelayanan pasien yangjelas demi 
_pelayanan yang optimal kepada pasien. 
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(4) Kepala Instalasi pelayanan bekerja sama dengan unit
pelayanan yang lain pada RSUD, untuk menetapkan
format dan isi yang seragam untuk dokumen
perencanaan pelayanan.

(5) Kepala Instalasi Pelayanan menjamin adanya
mekanisme aduan pelayanan pasien yang jelas demi
pelayanan yang optimal kepada pasien.

Bagian Kesebelas
Program Mutu Instalasi dan Unit

Pasal60
Kepala Instalasi dan unit beserta seluruh stafnya turut
serta dalam kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan
pasien dan melakukan monitoring kegiatan klinis dan
nonklinis bagi unit pelayanan tersebut.

Pasal61
(1) Kepala Instalasi dan Unit menerapkan pengawasan

dan penilaian terkait peningkatan mutu di unit
yang dikepalai sesuai dengan standar minimal
indikator mutu yang digunakan.

(2) Standar minimal indikator mutu di Instalasi dan unit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup:
a. Penilaian RSUD secara menyeluruh dan

perbaikan yang ditetapkan oleh Direktur RSUD
yang terkait secara spesifik dengan lnstalasi dan
unit mereka;

b. Penilaian yang terkait dengan prioritas Instalasi
dan Unit secara spesifik untuk mengurangi
variasi, meningkatkan keselamatan untuk
tindakan/tata laksana beresiko tinggi,
meningkatkan tingkat kepuasan pasien, dan
meningkatkan efisiensi;

c. Penilaian spesifik di Instalasi dan unit ini juga
diharapkan dapat dipergunakan untuk.
melakukan evaluasi praktik profesional
berkelanjutan dari para Profesional Pemberi
Asuhan (PPA).

Pasal62
Kepala Instalasi dan unit menyediakan data dan informasi
dari hasil kegiatan pelayanan di Instalasi dan unit yang
selanjutnya dipergunakan untuk melakukan evaluasi
dokter, perawat, dan staf klinis pemberi asuhan yang
memberikan pelayanan di Instalasi dan unit tersebut.

Bagian Keduabelas
Program Mutu Kelompok Staf Medis

Pasa163
(1) Tiap kelompok staf medis memilih dan menetapkan

panduan praktik klinik, beserta dilengkapi dengan
alur klinis (clinical pathway) dan/ atau protokol klinis
atau prosedur dan/ atau standing order sebagai
panduan asuhan klinis.

(3)Pemilihan ...



(4) Dewan ... 

Pasal 67 
( l) Pengetolaan RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola. 
(2) Pejabat Pengelola bertanggungjawab secara substantif 

kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. 
(3) Pejabat Pengclola bertanggungjawab secara 

administratif dalam bentuk rnenyampaikan Iaporan 
kinerja kepada Kepala Dinas. 

Paragraf l 
Hubungan Pejabat Pengelola dengan Dewan Pengawas 

Pasal65 
Kepala unit pelayanan klinis ilrut terlibat dalam evaluasi 
penerapan panduan praktik klinis, alur klinis dan protokol 
kelompok staf medis, sesuai dengan indikator mutu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3). 

Pasal 66 
Komite Medis bersama-sama dengan pimpinan pclayanan 
medis melakukan monitoring kepatuhan staf medis/DPJP 
terhadap panduan praktik klinis. 

Bagian Ketigabelas 
Hubungan dalam Peraturan Tata Ketola 

Pasal 64 
(I) Tiap ketua kelompok staf medis menetapkan secara 

bersarna-sama minimal 5 (lima) panduan klinis 
prioritas setiap tahun untuk diimplementasikan di 
unit pelayanan. 

(2) Tiap unit pelayanan melakukan komunika.si dan 
koordinasi dengan unit pelayanan terkait agar dapat 
rnembantu penerapan dan evaluasi penerapan 
panduan klinis prioritas. 

(2) Pernilihan dan penetapan Panduan Pra.ktik Klinik, Alur 
Klinis, atau Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) harus memenuhi kriteria: 
a. Sesuai dcngan populasi pasien yang ada dan misi 

RSUD; 
b. Disesuaikan dengan teknoJogi, obat, sumber daya 

lain di rumah sakit atau norma profcsional yang 
berlaku secara nasional 

c. Dilakukan asesmen terhadap bukti ilmiahnya 
dan disahkan oleh pihak berwenang; 

d. Disetujui resmi atau digunakan oleh RSUD; 
e. Dilaksanakan dan dlukur efektivitasnya; 
f. Dijalankan oleh staf yang te.rlatih menerapkan 

pedoman atau pathway; 
g. Secara berkala diperbarui berdasar atas bukti 

serta evaluasi proses dan hasil proses. 
(3) Panduan Praktik Klinik, Alur Klinis, atau Protokol 

dijadikan aeuan dan bahan cvaluasi kelompok star 
medis. 
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(2) Pemilihan dan penetapan Panduan Praktik Klinik, Alur
Klinis, atau Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi kriteria:
a. Sesuai dengan populasi pasien yang ada dan misi

RSUD;
b. Disesuaikan dengan teknologi, obat, sumber daya

lain di rumah sakit atau norma profesional yang
berlaku secara nasional

c. Dilakukan asesmen terhadap bukti ilmiahnya
dan disahkan oleh pihak berwenang;

d. Disetujui resmi atau digunakan oleh RSUD;
e. Dilaksanakan dan diukur efektivitasnya;
f. Dijalankan oleh staf yang terlatih menerapkan

pedoman ataupathway;
g. Secara berkala diperbarui berdasar atas bukti

serta evaluasi proses dan hasil proses.
(3) Panduan Praktik Klinik, Alur Klinis, atau Protokol

dijadikan acuan dan bahan evaluasi kelompok staf
medis.

Pasal64
(1) Tiap ketua kelompok staf medis menetapkan secara

bersama-sama minimal 5 (lima) panduan klinis
prioritas setiap tahun untuk diimplementasikan di
unit pelayanan.

(2) Tiap unit pelayanan melakukan komunikasi dan
koordinasi dengan unit pelayanan terkait agar dapat
membantu penerapan dan evaluasi penerapan
panduan klinis prioritas.

Pasal65
Kepala unit pelayanan klinis ikut terlibat dalam evaluasi
penerapan panduan praktik klinis, alur klinis dan protokol
kelompok staf medis, sesuai dengan indikator mutu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal63 ayat (3).

Pasal66
Komite Medis bersama-sama dengan pimpinan pelayanan
medis melakukan monitoring kepatuhan staf medis/DPJp
terhadap panduan praktik klinis.

Bagian Ketigabelas
Hubungan dalam Peraturan Tata Kelola

Paragraf 1
Hubungan Pejabat Pengelola dengan Dewan Pengawas

Pasal67
(1) Pengelolaan RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
(2) Pejabat Pengelola bertanggungjawab secara substantif

kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
(3) Pejabat Pengelola bertanggungjawab secara

administratif dalam bentuk menyampaikan laporan
kinerja kepada Kepala Dinas.

(4)Dewan ...



(3) Dalam ... 

Pasal 70 
(I) Satuan Pengendali Internal berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Direktur. 
(2) Tugas Pokok Satuan Pengendali Internal adalah 

melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap 
pclaksanaan kegiatan semua unsur di RSUD agar 
dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kctcntuan 
yang bcrlaku. 

Paragraf 4 
Hubungan Pejabat Pcngelola 

dcngan Satuan Pengendali Internal 

Pasal 69 
(1) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur. 
(2) Pelaksanaan tugas Komite Medik dilaporkan secara 

tertulis kcpada Dircktur dalam bentuk rekornendasi. 
(3) Bahan pertimbangan berupa rekomendasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
berdasarkan penugasan dari Oirektur. 

Paragraf3 
Hubungan Pejabat Pengelola dengan Komite Medik 

Pasal 68 
( l) Dewan Pengawas bcrperan mendorong dan 

mendulrung dalam bentuk kebijakan dalam upaya 
membcrdayakan Komite Medik untuk mencapai 
tujuan RSUD sesuai dengan visi, misi, falsafah dan 
tujuan RSUD. 

(2) Peran terhadap Komite Medik scbagaimana dimaksud 
pada ayat (!), dilakukan melalui lntegrasi dan 
koordinasi secara terus menerus dan 
bcrkesinambungan. 

(3) Integrasi dan koordinasi sebagaiman.a dimakud pada 
ayat (2), disetenggarakan mclalui pemberdayaan 
Iungsi-fungsi dalam Organisasi Komite Medik. 

Paragraf2 
Hubungan Dewan Pengawas dengan Komite Medik 

(4) Dewan Pengawas melakukan pcmbinaan dan 
pengawaean dalrun pengelolaan RSUD, dengan 
menet.apkan kebijakan-kebijakan pelaksanaan, baik 
dibidang pclayanan medis, pendidikan dan pclatihan 
serta pcnelitian, dan pcngembangan kesehatan 
untuk tercapainya visi, misi, falsafah dan tujuan 
RSUD. 

(5) Keberhasilan RSUD tergantung dari pengurusan 
Pejabat Pengelola, dan pcmbinaan serta pengawasan 
dari Bupati melalui Dewan Pengawas sehingga 
dalam pertanggungjawaban tugas dan kewajiban 
antara Pengelola, dan Bupati selaku Pemilik adalah 
bersifat tanggung renteng. 
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(4) Dewan Pengawas melakukan pembinaan dan
pengawasan dalam pengelolaan RSUD, dengan
menetapkan kebijakan-kebijakan pelaksanaan, baik
dibidang pelayanan medis, pendidikan dan pe1atihan
serta penelitian, dan pengembangan kesehatan
untuk tercapainya visi, misi, falsafah dan tujuan
RSUD.

(5) Keberhasilan RSUD tergantung dari pengurusan
Pejabat Pengelola, dan pembinaan serta pengawasan
dari Bupati melalui Dewan Pengawas sehingga
dalam pertanggungjawaban tugas dan kewajiban
antara Pengelola, dan Bupati selaku Pemilik adalah
bersifat tanggung renteng.

Paragraf2
Hubungan Dewan Pengawas dengan Komite Medik

Pasal68
(1) Dewan Pengawas berperan mendorong dan

mendukung dalam bentuk kebijakan dalam upaya
memberdayakan Komite Medik untuk mencapai
tujuan RSUD sesuai dengan visi, misi, falsafah dan
tujuan RSUD.

(2) Peran terhadap Komite Medik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan melalui Integrasi dan
koordinasi secara terus menerus dan
berkesinambungan.

(3) Integrasi dan koordinasi sebagaimana dimakud pada
ayat (2), diselenggarakan melalui pemberdayaan
fungsi-fungsi dalam Organisasi Komite Medik.

Paragraf 3
Hubungan Pejabat Pengelola dengan Komite Medik

Pasal69
(1) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur.
(2) Pelaksanaan tugas Komite Medik dilaporkan secara

tertulis kepada Direktur dalam bentuk rekomendasi.
(3) Bahan pertimbangan berupa rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
berdasarkan penugasan dari Direktur.

Paragraf 4
Hubungan Pejabat Penge101a

dengan Satuan Pengendali Intemal

Pasal70
(1) Satuan Pengendali Intemal berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Direktur.
(2) Tugas Pokok Satuan Pengendali Intemal adalah

melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap
pelaksanaan kegiatan semua un sur di RSUD agar
dapat beIjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan
yang berlaku.

(3)Dalam ...



c. meningkatkan ... 

Pasal 73 
Oalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72 ayat (I) Staf Medis mempunyai tugas: 
a. melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif 

meliputi promotif, preventif, kuratif den rehabilitatif; 
b. membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan 

akurat; 

Pesa! 72 
(1) Staf Medis RSUO berfungsi sebagai pelaksana 

pelayanan medis, pend.idikan den pelatihan serta 
penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan 
medis. 

(2) Staf Medis Fungsional dapat melimpahkan tindakan 
medis tertentu kepada Perawat berdasarkan rinciao 
kompetensi Staf Keperawatan atas pelimpahan 
wewenang delegatif. 

Pasal 71 
(1) Untuk menjadi Staf Medis RSUD seorang staf medis 

harus memiliki: 
a. kompetensi yang dibutuhkan; 
b. Surat Tanda Registrasi (STR); dan 
c. Surat ljin Praktck (SIP). 

(2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) star med is harus memiliki kesehatan jasmani 
dan rohani yang laik untuk melaksanakan tugas dan 
ranggungjawabnya serta memiliki perilaku, moral dan 
etik yang baik. 

Paragraf I 
Um um 

Bagian Kesatu 
Sraf Medis 

BABY 
TATA KELOLA STAF MEOJS 

(31 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengendali Internal 
benungsi: 
a. melaksanakan pemeriksaan /audit keuangan dan 

operasional; 
b. merancang dan melaksanakan pengawasan 

pelaksanaan pengendalian internal; 
c. meJakukan identifikasi resiko; 
d. mencegah terjadinya penyimpangan; 
e. memberikan konsultasi pengendalian internal; 
f. melakukan hubungan dcngan ckstcmal auditor. 

(4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan (3) disampaikan dalam bentuk rekomendasi 
kepada Oirektur. 
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(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengendali Internal
berfungsi:
a. me1aksanakan pemeriksaan / audit keuangan dan

operasional;
b. merancang dan me1aksanakan pengawasan

pelaksanaan pengendalian internal;
c. melakukan identifikasi resiko;
d. mencegah teIjadinya penyimpangan;
e. memberikan konsultasi pengendalian internal;
f. melakukan hubungan dengan eksternal auditor.

(4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan (3) disampaikan dalam bentuk rekomendasi
kepada Direktur.

BABV
TATAKELOLASTAFMEDIS

Bagian Kesatu
Staf Medis

Paragraf 1
Umum

Pasal71
(1) Untuk menjadi Staf Medis RSUD seorang staf medis

harus memiliki:
a. kompetensi yang dibutuhkan;
b. Surat Tanda Registrasi (STR);dan
c. Surat Ijin Praktek (SIP).

(2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) staf medis harus memiliki kesehatan jasmani
dan rohani yang laik untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya serta memiliki perilaku, moral dan
etik yang baik.

Pasal 72
(1) Staf Medis RSUD berfungsi sebagai pelaksana

pelayanan medis, pendidikan dan pe1atihan serta
penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan
medis.

(2) Staf Medis Fungsional dapat melimpahkan tindakan
medis tertentu kepada Perawat berdasarkan rincian
kompetensi Staf Keperawatan atas pe1impahan
wewenang delegatif.

Pasal 73
Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (1)Staf Medis mempunyai tugas:
a. me1aksanakan kegiatan profesi yang komprehensif

meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
b. membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan

akurat;
c. meningkatkan ...



e. melakukan ... 

Pasal 75 
(!) Kelompok Staf Mcclis dipirnpin oleh seorang Ketua 

yang dipilih oleh anggotannya. 
(2) Kenia kelompok Staf Medis dapat dijabat oleh Dokter 

ASN atau Dokter Non ASN. 
(3) Pemiliha.n Kenia Kelompok Staf Medis diatur dengan 

mckanisme yang disusun oleh Komite Medik dengan 
persctujuan Direktur. 

(4) Ketua Kclompok Staf Medis ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur. 

(5) Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medis adalah 
minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali 
untuk I (satu) kali periode berikutoya. 

Pasal 76 
Tanggungjawab Kclompok Staf Medis meliputi: 
a. melakukan evaluasi atas kioerja praktek Dokter 

bcrdasarkan data yang komprehensif; 
b. mcmberikan kesempatan kepada para Dokter untuk 

mengikuti pendldikan kedokt.eran berkelanjutan; 
c. mcmbcrikan masukan melalui Ketua Komite Medik 

kepada Direktur mengenai ha! yang berka.itan dengan 
praktek kedokteran; 

d. mcmbcrikan laporan secara teratur paling sedikit I 
(satu) kali setiap tahun melalui Ketua Komite Medik 
kepada Direktur atau Wakil Direktur Pelayanan dan 
Pelayanan Pcnunjang tcntang hasil pemantauan 
indikator mutu klinik, evaluasi kioerja praktik klinis, 
pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain 
la.in yang dianggap perlu; dan 

Pasal 74 
( 11 Dalam melaksanakan tugasnya scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 73 Staf Medis <likelompokkan 
sesuai bidang spesialisasi/keahliannya atau menurut 
cara lain berdasarkao pertimbangan khusus. 

(2) Sctiap kelompok Staf Medis sebagaimana di.maksud 
pada ayat (1) minimal terdiri atas 2 (dua) orang dokter 
dengan bidang keahlian sama. 

(3) Dalam hal persyaratan sebaga.imana di.maksud pada 
ayat (2) tidal< dapat dipenuhi maka dapat dibentuk 
kelompok Staf Medis yang terdiri atas dokter 
dengan kcahlian berbeda dengan memperbatikan 
kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan 
kcwenangannya. 

c. meningkatkan kemampuan prcfesi melalui program 
pendidikan atau pelatihan bcrkclanjutan; 

d. mcnjaga agar kualitas pelayanan sesua.i standar 
profesi, standar pelayanan medis, dan etika 
kedokteran; dan 

e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan 
membuat laporan pemantauan ind.ikator mutu klinik. 
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c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program
pendidikan atau pelatihan berkelanjutan;

d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar
profesi, standar pelayanan medis, dan etika
kedokteran; dan

e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan
membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 74
(1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73 Staf Medis dikelompokkan
sesuai bidang spesialisasijkeahliannya atau menurut
cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.

(2) Setiap kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)minimal terdiri atas 2 (dua) orang dokter
dengan bidang keahlian sama.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka dapat dibentuk
kelompok star Medis yang terdiri atas dokter
dengan keahlian berbeda dengan memperhatikan
kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan
kewenangannya.

Pasal 75
(1) Kelompok star Medis dipimpin oleh seorang Ketua

yang dipilih oleh anggotannya.
(2) Ketua kelompok star Medis dapat dijabat oleh Dokter

ASNatau Dokter NonASN.
(3) Pemilihan Ketua Kelompok star Medis diatur dengan

mekanisme yang disusun oleh Komite Medik dengan
persetujuan Direktur.

(4) Ketua Kelompok Staf Medis ditetapkan dengan
Keputusan Direktur.

(5) Masa bakti Ketua Kelompok star Medis adalah
minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali
untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 76
Tanggungjawab Kelompok star Medis meliputi:
a. melakukan evaluasi atas kinerja praktek Dokter

berdasarkan data yang komprehensif;
b. memberikan kesempatan kepada para Dokter untuk

mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan;
c. memberikan masukan melalui Ketua Komite Medik

kepada Direktur mengenai hal yang berkaitan dengan
praktek kedokteran;

d. memberikan laporan secara teratur paling sedikit 1
(satu) kali setiap tahun melalui Ketua Komite Medik
kepada Direktur atau Wakil Direktur Pelayanan dan
Pelayanan Penunjang tentang hasil pemantauan
indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktik klinis,
pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain-
lain yang dianggap perlu; dan

e. melakukan ...



121 star ... 

Pasal 81 
(1) Star Medis Non ASN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 78 huruf b, yaitu : 
a. dokter, doktcr spesialis, dokter gigi, dan dokter 

gigi spesialis yang berstatus tenaga kontrak atau 
Program Dokter WKDS (Wajib Kerja Dokter 
Spesialis) yang telah terikat pcrjanjian kerja 
dengan RSUD dan ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Penempatan di Rumah Sakit oleh 
Direktur atau Institusi berwenang. 

b. dokter WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis) yang 
telah ditetapkan penempatannya berdasarkan 
Keputusan olch Instansi berwenang. 

Pasal 80 
Staf Medis ASN scbagaimana dimaksud dalam Pasal 79 
huruf a, yaitu dokter ASN yang bekerja puma waktu 
sebagai pegawai tetap RSUD, berkedudukan sebagai sub 
ordinat yang bekerja untuk dan atas nama RSUD serta 
bertanggungjawab kepada Direktur. 

Pasal 79 
Staf Med.is Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71 ayat ( I) terdiri dari : 
a. staf med.is ASN; 
b. staf medis non ASN; dan 
c. staf medis tamu; 

Paragraf2 
Kelompok Staf Medis 

Pasal 78 
(1) Terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Star Medis 

dilakukan pcnilaian kinerja olch Direktur sesuai 
ketentuan yang bertaku. 

(2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh 
Komitc medik sesuai ketentuan yang berlaku. 

(3) Staf Medis yang memberi.kan pelayanan medik dan 
menetap di unit kerja tertentu secara fungsional 
menjadi tanggungjawab Komitc Medik, khususnya 
dalam pembinaan masalah keprofcsian. 

Pasal 77 
Kewajiban Kelompok Staf Med.is meliput: 
a. menyusun standar proscdur operasional pelayanan 

media, meliputi bidang administrasi, manajeriaJ dan 
bidang pelayanan med.ik; 

b. menyusun indi.kator mutu klinis; dan 
c, menyusun uraian tugas dan kcwcnangan untuk 

masing-masing anggotanya. 

e. mclakukan perbaikan standar prosedur operasional 
serta dokumcn-dokumen yang tcrkait. 
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e. melakukan perbaikan standar prosedur operasional
serta dokumen-dokumen yang terkait.

Pasal 77
Kewajiban Kelompok Staf Medis meliput :
a. menyusun standar prosedur operasional pelayanan

medis, meliputi bidang administrasi, manajerial dan
bidang pelayanan medik;

b. menyusun indikator mutu klinis; dan
c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk

masing-masing anggotanya.

Pasal 78
(1) Terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Medis

dilakukan penilaian kinerja oleh Direktur sesuai
ketentuan yang berlaku.

(2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh
Komite medik sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Staf Medis yang memberikan pelayanan medik dan
menetap di unit kerja tertentu secara fungsional
menjadi tanggungjawab Komite Medik, khususnya
dalam pembinaan masalah keprofesian.

Paragraf2
Kelompok Staf Medis

Pasal 79
Staf Medis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 ayat ( 1) terdiri dari :
a. staf medis ASN;
b. staf medis non ASN;dan
c. staf medis tamu;

Pasal 80
Staf Medis ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
huruf a, yaitu dokter ASN yang bekerja puma waktu
sebagai pegawai tetap RSUD, berkedudukan sebagai sub
ordinat yang bekerja untuk dan atas nama RSUD serta
bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 81
(1) Staf Medis Non ASN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 huruf b, yaitu :
a. dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter

gigi spesialis yang berstatus tenaga kontrak atau
Program Dokter WKDS (Wajib Kerja Dokter
Spesialis) yang telah terikat perjanjian kerja
dengan RSUD dan ditetapkan berdasarkan
Keputusan Penempatan di Rumah Sakit oleh
Direktur atau Institusi berwenang.

b. dokter WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis) yang
telah ditetapkan penempatannya berdasarkan
Keputusan oleh Instansi berwenang.

(2)Staf ...



(41 Buku ... 

Pasal 84 
{I) Untuk dapat memberikan rekomendasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (I) Komite medik 
menetapkan rincian kewenangan klinis (delineation 
ofclin.ical preuilege) dari syarat kompetensi yang 
dibutuhkan untuk setiap jenis petayanan medis bagi 
setiap jenis pelayanan di RSUD. 

(21 Penetapan rincian kewenangan klinis dan syarat 
syarat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) berpedoman pada norma keprofesian yang 
ditetapkan oleh kolegium spesialisasi dan 
didokumentasikan oleh Komite Medik dalam buku 
putih. 

Pasal 83 
(1) Setiap Staf Medis RSUD diberikan kewenangan klinis 

(clinical privilege) oleh Direktur sesuai standar profesi 
setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik 
berdasarkan buku putib ( white pape,j didasarkan 
kredensial. 

(2) Kewcnangan klinis seorang staf medis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) tidak hanya didasarkan 
pada kredensial terhadap kompetensi keilmuan dan 
keterampilan tetapi juga didasarkan pada kesehatan 
fisik, kesehatan mental, dan perilaku (behavior). 

Paragraf 3 
Kcwenangan Klinis Sta! Medis 

Pasal82 
Sta! Medis Tarnu sebagairnana dimaksud dalam Pasal 79 
huruf c, yairu dokter dari luar RSUD yang karcna reputasi 
dan/atau keahllannya diundang secara kbusus untuk 
mcmbantu menangani kasus yang tidak dapat ditangani 
sendiri olcb staf medik yang ada di RSUD atau untuk 
melaksanakan tugas suatu keahlian tertentu atau teknologi 
baru. 

(21 Staf Medis Non ASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) buruf a berbcnti secara otomatis sebagai Staf 
Mcdis RSUD apabila telah menyelesaikan masa 
kontrak 1 (saru) tahun atau berhenti atas persetujuan 
bersama 

(3) Staf Medis Non ASN sebagairnana dimaksud pada 
ayat (I) huruf b berhenti secara otomatis sebagai Staf 
Medis RSUD apabila tclah menyelesaikan masa kerja 
sesual penempatannya berdasarkan Keputusan oteh 
Intitusi berwenang. 

(41 Sta! Medis Non ASN yang telab menyelesaikan masa 
kontraknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat bekerja kembali untuk masa kontrak 1 (satu) 
berikutnya setelah mcnandatangani perjanjian kerja 
baru dengan pihak RSUD. 
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(2) Staf Medis Non ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berhenti secara otomatis sebagai Staf
Medis RSUD apabila telah menyelesaikan masa
kontrak 1 (satu) tahun atau berhenti atas persetujuan
bersama.

(3) Staf Medis Non ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berhenti secara otomatis sebagai Staf
Medis RSUD apabila telah menyelesaikan masa kerja
sesuai penempatannya berdasarkan Keputusan oleh
Intitusi berwenang.

(4) Staf Medis Non ASN yang telah menyelesaikan masa
kontraknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat bekerja kembali untuk masa kontrak 1 (satu)
berikutnya setelah menandatangani perjanjian kerja
baru dengan pihak RSUD.

Pasal 82
Staf Medis Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
huruf c,yaitu dokter dari luar RSUDyang karena reputasi
dan/ atau keahliannya diundang secara khusus untuk
membantu menangani kasus yang tidak dapat ditangani
sendiri oleh staf medik yang ada di RSUD atau untuk
melaksanakan tugas suatu keahlian tertentu atau teknologi
baru.

Paragraf 3
Kewenangan Klinis Staf Medis

Pasal83
(1) Setiap Staf Medis RSUD diberikan kewenangan klinis

(clinical privilege) oleh Direktur sesuai standar profesi
setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik
berdasarkan buku putih(white paper} didasarkan
kredensial.

(2) Kewenangan klinis seorang staf medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak hanya didasarkan
pada kredensial terhadap kompetensi keilmuan dan
keterampilan tetapi juga didasarkan pada kesehatan
fisik, kesehatan mental, dan perilaku (behavior).

Pasal 84
(1) Untuk dapat memberikan rekomendasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Komite medik
menetapkan rincian kewenangan klinis(delineation
a/clinical previlege) dari syarat kompetensi yang
dibutuhkan untuk setiap jenis pelayanan medis bagi
setiap jenis pelayanan di RSUD.

(2) Penetapan rincian kewenangan klinis dan syarat-
syarat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman pada norma keprofesian yang
ditetapkan oleh kolegium spesialisasi dan
didokumentasikan oleh Komite Medik dalam buku
putih.

(4)Buku ...



Pasal 88 
(I) Staf Medis ASN scbagaimana dimaksud dalam Pasal 

79 huruf a, rnemiliki masa kerja sa.mpai yang 
bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai 
peraturan perundang undangan. 

(2) Staf Medis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 79 
huruf b dan huruf c, merniliki masa kerja sesuai 
dengan perjanjian dan/atau Keputusan Direktur. 

Pasal 89 ... 

Paragraf 5 
Masa Kcrja Staf Medis 

Pasal87 
Dalam keadaan darurat atau bencana yang menimbulkan 
banyak korban, semua Staf Medis Rumah Sakit dapat 
diberikan kewenangan klinis olch Direktur untuk 
melakukan tindakan penyelamatan diluar kewenangan 
kJinis yang dimilikinya sepanjang yang bersangkutan 
memilik.i kemampuan untuk melakukannya. 

Pasal 86 
Direktur dapat memberikan Surat Penugasan Klinis 
sementara (Temporary Clinical Appointmenq kepada Dokter 
Tamu atau Dokter Pengganti. 

Pasal 85 
(I) Pemberian kewenangan klinis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 83 ayat (2) diberikan Oirektur melalui 
pcnerbitan Surat Penugasa.n Klinis, 

(2) Surat Penugasan Klinis sebagairnana dimaksud pada 
ayat (I) diberikan kepada Staf Medis sebagai dasar 
untuk melakukan pela,yanan medis di RSUO. 

(3) Berdasarkan Surat Penugasan Klinis (Clinical 
Appoinbnenq sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
maka seorang staf medis tergabung menjadi anggota 
kelompok (member) staf medis yang memilild 
kewcnangan klinis untuk melakukan pelayanan medi.k 
di RSUO. 

(4) Direktur dapat mengubah, membekukan untuk waktu 
tertentu, atau mengakhiri penu_gasan klinis (Clinical 
Appointmen~ seorang star medis berdasarkan 
pertimbangan Komite medik atau alasan tertentu. 

(5) Dengan dibekukan atau diakhirinya penugasan klinis 
(Clinical Appointmenq scorang staf medis tidak 
berwenang lagi melakukan pelayanan medik di RSUD. 

Pnrngro.f 4 
Surat Penugasan Klinis 

(3) Buku putib scbagaimana climaksud pada ayat (2) 
menjadi dasar bagi Komite Medik dalam mcngeluarkan 
rekomendasi pemberian kewenangan klinis untuk 
Staf Medis. 
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(3) Buku putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi dasar bagi KomiteMedik dalam mengeluarkan
rekomendasi pemberian kewenangan klinis untuk
StafMedis.

Paragraf 4
Surat Penugasan Klinis

Pasal85
(1) Pemberian kewenangan klinis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 83 ayat (2) diberikan Direktur melalui
penerbitan Surat Penugasan Klinis.

(2) Surat Penugasan Klinis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada Staf Medis sebagai dasar
untuk melakukan pelayanan medis di RSUD.

(3) Berdasarkan Surat Penugasan Klinis (Clinical
Appointment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka seorang staf medis tergabung menjadi anggota
kelompok (member) staf medis yang memiliki
kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan medik
di RSUD.

(4) Direktur dapat mengubah, membekukan untuk waktu
tertentu, atau mengakhiri penugasan klinis(Clinical
Appointment) seorang staf medis berdasarkan
pertimbangan Komitemedik atau alasan tertentu.

(5) Dengan dibekukan atau diakhirinya penugasan klinis
(Clinical Appointment) seorang staf medis tidak
berwenang lagi melakukan pelayanan medik di RSUD.

Pasal 86
Direktur dapat memberikan Surat Penugasan Klinis
sementara(Temporary Clinical Appointment)kepada Dokter
Tamu atau Dokter Pengganti.

Pasal87
Dalam keadaan darurat atau bencana yang menimbulkan
banyak korban, semua Staf Medis Rumah Sakit dapat
diberikan kewenangan klinis oleh Direktur untuk
melakukan tindakan penyelamatan diluar kewenangan
klinis yang dimilikinya sepanjang yang bersangkutan
memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Paragraf 5
Masa Kerja Staf Medis

Pasal88
(1) Staf Medis ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal

79 huruf a, memiliki masa kerja sampai yang
bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai
peraturan perundang undangan.

(2) Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
huruf b dan huruf c, memiliki masa kerja sesuai
dengan perjanjian danIatau Keputusan Direktur.

Pasal89 ...



Pasal 92 ... 

Paragraf6 
Staf Medis Pengganti 

Pasal 91 
Staf Medis dapat cliberhentikan dengan tidak bormat 
apabila terbu.kti melakukan perbuatan melawan hukum 
dengan ancaman pidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap. 

Pasal 90 
Staf Medis diberbentikan dcngan hormat karena: 
a. meninggal dunia; 
b. telah memasuki masa pensiun; 
c. permintaan sendiri; 
d. tidak lagi memenuhi kuaJiJikasi sebagai staf medis; 
e. tidak masuk kerja selama 46 (empat pulub enam) 

hari kerja secara kumulatif selama I [satu] tahun; 
dan 

f. berhatangan tetap karena saldtnya sebingga tidak 
dapat melaksanakan rugas. 

Pasal 89 
(1) Staf Medis ASN yang sudah pensiun dapat diangkat 

kembali sebagai Staf Medis Noa ASN atau Staf Mcdis 
Tamu sepanjang yang bersangkutan memeoubi 
persyaratan dao t.eoaganya masih dibutuhkan oleh 
RSUD dengan batas maksimal usia 65 tahun, 

(2) Untuk dapat diangkat kembali sebagai Staf Medis Non 
ASN atau diangkat kembali sebagai Staf Medis 
Tamu, narus terlebih dahulu mengajukan 
permohooan kepada Direktur dan setanjutnya 
Direktur dapat mengabu.lkan atau mcnolak 
permohonanterscbuL 

(3) Dalam pengambilan keputusan untuk menenma 
atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Direktur meminta Komite Medik unruk 
melakukan kajian kompetensi calon staf medis melalui 
Subkomite Kredensial Star Medis. 

(4) Selain Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) RSUD /Direktur juga dapat mempekerjakan Star 
Medis Spesialis Mandiri/ dari luar yang diikat dengan 
Perjanjian Kerja Sama/Kontrak berdasarkan analisis 
kebutuban yang dilakukan dengan membuat kajian 
terlebih dahulu oleh Komite Medik Sub Komite 
KredensiaJ. 

(5) Jangka waktu perjanjian keriasarna sebagaimana 
dimaksud ayat (4) berdasarkan kesepakatan kedua 
belah pihak dengan mempertimbangkan cfcktivitas, 
efisien dan kemampuan keuangan. 

(6) Tata cara pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diatur 
dalam Peraturan Direktur sebagai pedoman dalam 
pengelolaan kerjasama di RSUD. 
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Pasal89
(1) Staf Medis ASN yang sudah pensiun dapat diangkat

kernbali sebagai Staf Medis Non ASN atau Staf Medis
Tamu sepanjang yang bersangkutan rnernenuhi
persyaratan dan tenaganya rnasih dibutuhkan oleh
RSUDdengan batas rnaksirnal usia 65 tahun.

(2) Untuk dapat diangkat kernbali sebagai Staf Medis Non
ASN atau diangkat kernbali sebagai Staf Medis
Tamu, harus terlebih dahulu rnengajukan
permohonan kepada Direktur dan selanjutnya
Direktur dapat rnengabulkan atau rnenolak
permohonan tersebut.

(3) Dalarn pengambilan keputusan untuk rnenerirna
atau rnenolak permohonan sebagairnana dirnaksud
pada ayat (2) Direktur rnerninta Kornite Medik untuk
rnelakukan kajian kornpetensi calon staf rnedis rnelalui
Subkornite Kredensial Staf Medis.

(4) Selain Staf Medis sebagairnana dirnaksud pada ayat
(2) RSUD jDirektur juga dapat rnernpekeIjakan Staf
Medis Spesialis Mandirij dari luar yang diikat dengan
PeIjanjian KeIja SamajKontrak berdasarkan analisis
kebutuhan yang dilakukan dengan rnernbuat kajian
terlebih dahulu oleh Kornite Medik Sub Kornite
Kredensial.

(5) Jangka waktu peIjanjian keIjasama sebagairnana
dirnaksud ayat (4) berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak dengan rnernpertirnbangkan efektivitas,
efisien dan kernampuan keuangan.

(6) Tata cara pelaksanaan PeIjanjian KeIja Sama diatur
dalam Peraturan Direktur sebagai pedornan dalarn
pengelolaan keIjasama di RSUD.

Pasal90
Staf Medis diberhentikan dengan hormat karena:
a. rneninggal dunia;
b. telah rnernasuki rnasa pensiun;
c. permintaan sendiri;
d. tidak lagi rnernenuhi kualifikasi sebagai staf rnedis;
e. tidak masuk keIja selama 46 (empat puluh enam)

hari keIja secara kurnulatif selama1 (satu) tahun;
dan

f. berhalangan tetap karena sakitnya sehingga tidak
dapat rnelaksanakan tugas.

Pasal91
Staf Medis dapat diberhentikan dengan tidak hormat
apabila terbukti rnelakukan perbuatan rnelawan hukurn
dengan ancaman pidana berdasarkan putusan pengadilan
yang berkekuatan hukurn tetap.

Paragraf6
Staf Medis Pengganti

Pasal 92 ...



Pasal 95 
(1) Seluruh Staf Medis RSUD yang melakukan 

pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan, 
aturan RSUD, klausul dalam pcrjanjian kerja a tau 
etika dapat diberikan sanksi yang beratnya tergantung 
dari jenis dan bcrat ri.ngannya pelanggaran. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
bcrupa: 
a. adminiatrasi; 
b. teguran lisan atau tertulis; 
c. penghentian praktik untuk sementara waktu; 
d. pcmberhentian dengan tidak hormat bagi Staf 

Medis ASN; atau 
e. pemutusan perjanjian kerja bagi Staf Medis Non 

ASN yang masih bcrada dalam masa kontrak. 
(3) Pemberian ... 

Paragraf9 
Sanksi 

Pasal 94 
(1) Pembinaan dan pcngawasan Staf Medis dilakukan 

Direktur melalui Komitc Mcdik. 
(2) Pembina.an dan pengawasan anggota Staf Medis 

dilakukan oleh Wakil Direktur Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan melalul ketua Star Medis dari 
masing-masing kelompok. 

Paragraf 8 
Pembinaan dan Pengawasan 

PasaJ 93 
Penilaian kinerja Staf Medis dilakukan oleh Komite Medik 
yang disampaikan kepada Direktur merupakan 
rekomendasi bagi Direktur untuk mengambil kebijakan. 

Paragraf 7 
Pcnilaian Kincrja Staf Mcdis 

Pasal 92 
(1) Staf Medis yang berhalangan hadir, wajib mcncari 

pcnggantinya dikalangan peer grup (scjawat), atau •taf 
medis lain dengan kualifikasi yang setara. 

(2) Bila star medis dengan kualifikasi yang setara tidak 
ada, maka staf mcdis tcrscbut mcnghubungi Bidang 
Pelayanan Medik dan Penunjang Medik. 

(2) Oalam hal staf medis pengganti berkualiflkasi tidak 
sama dengan yang digantikan, rnaka kewcnangan 
klinik yang dibcrikan harus scsuai dengan 
kompetensinya dan scbelumnya wajib memberikan 
informed concent kcpada pasicnnya. 

(3) Jika dalam memberikan layanan medis, timbul 
permasalahan pada staf medis pengganti, maka 
permasalahan yang ada ditangani secara tanggung 
gugat bersama secara proporsional. 
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Pasal92
(1) Staf Medis yang berhalangan hadir, wajib mencari

penggantinya dikalanganpeer gntp(sejawat), atau staf
medis lain dengan kualifikasi yang setara.

(2) Bila staf medis dengan kualifikasi yang setara tidak
ada, maka staf medis tersebut menghubungi Bidang
Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.

(2) Dalam hal staf medis pengganti berkualifikasi tidak
sama dengan yang digantikan, maka kewenangan
klinik yang diberlkan hams sesuai dengan
kompetensinya dan sebelumnya wajib memberlkan
informed concentkepada pasiennya.

(3) Jika dalam memberlkan layanan medis, timbul
permasalahan pada staf medis pengganti, maka
permasalahan yang ada ditangani secara tanggung
gugat bersama secara proporsional.

Paragraf7
Penilaian KineIja Staf Medis

Pasal93
Penilaian kinerja Staf Medis dilakukan oleh Komite Medik
yang disampaikan kepada Direktur merupakan
rekomendasi bagi Direktur untuk mengambil kebijakan.

Paragraf8
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal94
(1) Pembinaan dan pengawasan Staf Medis dilakukan

Direktur melalui Komite Medik.
(2) Pembinaan dan pengawasan anggota Staf Medis

dilakukan oleh Wakil Direktur Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan melalui ketua Staf Medis darl
masing-masing kelompok.

Paragraf9
Sanksi

Pasal95
(1) Seluruh Staf Medis RSUD yang melakukan

pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan,
aturan RSUD, klausul dalam perjanjian keIja atau
etika dapat diberlkan sanksi yang beratnya tergantung
darijenis dan berat rlngannya pelanggaran.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. administrasi;
b. teguran lisan atau tertulis;
c. penghentian praktik untuk sementara waktu;
d. pemberhentian dengan tidak hormat bagi Staf

Medis ASN;atau
e. pemutusan peIjanjian kerja bagi Staf Medis Non

ASNyang masih berada dalam masa kontrak.
(3)Pemberlan ...



b. sekretaris ... 

Pasal 97 
Susunao Organisasi Komite Medik terdiri dari: 
a. kctua; 

Paragraf2 
Susunan, Fungsi, Tugas dan Kewenangan 

Pasal 96 
(I) Komite Medik merupakan organisasi non struktural di 

RSUD yang dibentuk dengan Keputusan Direktur. 
(2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 

mcrupakan perangkat RSUD untuk menerapkan tata 
kelola klinis (clinical govemcm.cej agar staf medis di 
RSUD terjaga profesionalismenya melalui 
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, 
dan pemeliharaan etika dan disiplin protest medis. 

(3) Komitc Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
bukan mcrupakan wadah perwakilan Staf Medis. 

(4) Komite Medik berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Dircktur, meliputi hal-hal 
yang berkaitan dengan: 
a.. mutu pclayanan medis; 
b. pembinaan ctik kedokteran; den 
c. pengembangan profeei m.edis. 

(5) Komitc Medik mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun. 
(6) Oircktur mcnetapkan kebijakan, prosedur dan sumber 

daya yang diperlukan bagi Komitc Mcdik untuk 
melaksanakan rungsinya. 

Paragra! I 
Pcmbcntukan 

Bagian Kedua 
Komite Medik 

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dilakukan oleh 
Direktur setelah mendcngar pendapat Komite Medik 
dalam hal ini Subkomite Etika dan Disiplin Profcsi 
Medis dengan mempcrtimbangkan tingkat 
kesalahannya. 

(4) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) ditetapkan dengan Kepurusan Oirektur 
dan disampaikan kepada Kelompok Staf Medis (KSM) 
yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite 
Medik. 

(5) Oalam ha! KSM tidak dapat mcncrima sanksi maim 
yang bersangkutan dapat mengaiukan sanggahan 
secara tertulis kepada Oirektur dalrun waktu 15 (lima 
belas) hari sejak diterimanya Keputusan. 

(6) Oalam waktu paling lama 15 (lima betas) hari scjak 
ditcrimanya Surat Sanggahan, Direktur barus 
menyelesaikan secara adil dan seimbang dengan 
mengundang semua pihak yang terkait. 

• 48 • - 48-

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dilakukan oleh
Direktur setelah mendengar pendapat Komite Medik
dalam hal ini Subkomite Etika dan Disiplin Profesi
Medis dengan mempertimbangkan tingkat
kesalahannya.

(4) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur
dan disampaikan kepada Kelompok Staf Medis (KSM)
yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite
Medik.

(5) Dalam hal KSM tidak dapat menerima sanksi maka
yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan
secara tertulis kepada Direktur dalam waktu 15 (lima
belas) hari sejak diterimanya Keputusan.

(6) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak
diterimanya Surat Sanggahan, Direktur harus
menyelesaikan secara adil dan seimbang dengan
mengundang semua pihak yang terkait.

Bagian Kedua
Komite Medik

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal96
(1) Komite Medik merupakan organisasi non struktural di

RSUDyang dibentuk dengan Keputusan Direktur.
(2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan perangkat RSUD untuk menerapkan tata
kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di
RSUD terjaga profesionalismenya melalui
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis,
dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

(3) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bukan merupakan wadah perwakilan Staf Medis.

(4) Komite Medik berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Direktur, meliputi hal-hal
yang berkaitan dengan:
a. mutu pelayanan medis;
b. pembinaan etik kedokteran; dan
c. pengembangan profesi medis.

(5) Komite Medik mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
(6) Direktur menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber

daya yang diperlukan bagi Komite Medik untuk
melaksanakan fungsinya.

Paragraf2
Susunan, Fungsi, Tugas dan Kewenangan

Pasal97
Susunan Organisasi Komite Medik terdiri dari:
a. ketua;

b. sekretaris ...



Pasal 100 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite medis 
berwenang: 
a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinik 

(delineation of clinical privilege); 
b. memberikan rekomendasi surat pcnugasan klinis 

(clinical appointmenq; 
c. memberikan rekomendasi peno.lakan kewcnangan 

klinis (clinical privi1ege); 
d. memberikan rekomendasi perubahanymodiflkasi 

rincian kewenangan klinis (delineation ofclinical 
privilege); 

e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis; 
f. memberikan ... 

Pasal 99 
(1) Komite Medik mempunyai tugas menlngkatkan 

profesionalismc staf medis yang bekerja di RSUD 
dcngan cara. 
a, melakukan kredensial bagi seluruh star medis 

yang akan melakukan pclayanan medis di RSUD; 
b. memelihara mutu profesi staf medis; dan 
c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf 

medis. 
(2) Komite Medik terbagi dalam 3 (tiga) Subkomite, yaitu : 

a. subkomite Kredensial Staf Medis; 
b. subkomite Mum Profesi Mctlis; 
c. subkomite Etika dan Disiplin Profesi Medis. 

(3) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang staf medis yang 
memiliki surat penugasan klinis (clinical appointment) 
di RSUD dan berasal dari disiplin ilmu yang berbcda. 

PasaJ 98 
(I) Kctua Komite Mctlik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 97 huruf a, ditetapkan oleh Oirektur dengan 
memperhatikan masukan dari staf medis. 

(2) Sekretaris Komite Medik dan ketua Subkomite 
ditetapka.n oleh Direktur berdasarkan rekomend.asi 
dari Ketua Komite Medik dengan memperhatikan 
rnasukan dari staf medis. 

(3) Keanggotaan komite medis ditetapkan oleh Oirektur 
RSUO dengan mcmpcrtimbangkan sikap profesional, 
reputasi, dan perilaku. 

(4) Jumlah keanggotaan komite medik sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) disesuaikan dengan jumlah 
star medis di RSUD. 

(5) Dalam ha! dipcrlukan Wakil Ketua Komite Medik, 
maka Wakil Ketua Komite Medik diusulkan oleh Ketua 
Komite Medik dan ditetapkan oleb Direktur RSUD. 

b. sekretaris; dan 
c. subkomite. 
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b. sekretaris; dan
c. subkomite.

Pasal98
(1) Ketua Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 97 huruf a, ditetapkan oleh Direktur dengan
memperhatikan masukan dari staf medis.

(2) Sekretaris Komite Medik dan ketua Subkomite
ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi
dari Ketua Komite Medik dengan memperhatikan
masukan dari staf medis.

(3) Keanggotaan komite medis ditetapkan oleh Direktur
RSUD dengan mempertimbangkan sikap profesional,
reputasi, dan perilaku.

(4) Jumlah keanggotaan komite medik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah
staf medis di RSUD.

(5) Dalam hal diperlukan Wakil Ketua Komite Medik,
maka Wakil Ketua Komite Medik diusulkan oleh Ketua
Komite Medik dan ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal99
(1) Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan

profesionalisme staf medis yang bekerja di RSUD
dengan cara:
a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis

yang akan melakukan pelayanan medis di RSUD;
b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf

medis.
(2) Komite Medik terbagi dalam 3 (tiga) Subkomite, yaitu :

a. subkomite Kredensial Staf Medis;
b. subkomite Mutu Profesi Medis;
c. subkomite Etika dan Disiplin Profesi Medis.

(3) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang staf medis yang
memiliki surat penugasan klinis(clinical appointment)
di RSUDdan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda.

Pasal 100
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite medis
berwenang:
a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinik

(delineation o/clinical privilege);
b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis

(clinical appointment);
c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan

klinis (clinical privilege);
d. memberikan rekomendasi perubahanjmodifikasi

rincian kewenangan klinis (delineation o/clinical
privilege) ;

e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
f. memberikan ...



a. pelaksanaan ... 

Pasal 102 
(I) Organisasi Subkomite Mutu Profesi Medis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf 
b, sckurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, 
dan anggota, yang ditctapkan oleh dan bertanggung 
jawab kepada Ketua Komite Medik. 

(2) Subkomite Mutu profesi Medis sebaga.imana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai tugas memelihara mutu 
prcfeei staf medis. 

(3J Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) subkomite Mutu Profesi Medis mcmiliki 
fungsi sebagai berikut : 

PasaJ 10 I 
( LI Organisaei Subkomite Kredensial Staf Medis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf 
a sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, 
dan anggota, yang ditetapkan oleh dan 
bertanggungjawab kepada Kctua Komite Medik. 

(2) Subkomite Kredensial Staf Med.is sebagaimana 
dimaksud pada ayat (IJ mernpunyai tugas 
meningkatkan profesionalisme staf medis. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Sub Komitc Kredensial Staf Medis 
memiliki fungsi sebaga.i berikut: 
a. penyusunan dan pengkomplikasian daftar 

kewenangan klinis sesuai dengan masu.kan dari 
kelompok staf medis bcrdasarkan norma 
keprofcsian yang bcrlaku; 
l. kompetensi; 
2. kesehatan fisik dan mental; 
3. perilaku etika profesi. 

b. penyelenggaraan periksaan clan pengkajian: 
c. evaJuasi data Pendidikan profe-siona1 

kcdokteran/ kedokteran gigi berkelanjutan; 
d. wawancara terhadap pemohon kewenangan 

klinis; 
e. penilaian dao pcmutusan kewenangan klinis 

yang adekuat; 
f. pelaporan hasil pcnilaian kredensial dan 

menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis 
kepada komite medis; 

g. melakukan proses rekredensial pada saat 
berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis 
dan adanya pcrmintaan dari komitc medis; dan 

h. rckomendasi kewenangan klinis dan penerbitan 
surat penugasan klinis. 

r. roemberikan rekomendasi pendidikan kedokteran 
berkelanjutan; 

g. mcmberikan rekomendasi pendarnpingan (proctoring!; 
dan 

h, memberikan rekomendasi pemberian tindakan 
disiplin. 
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f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran
berkelanjutan;

g. memberikan rekomendasi pendampingan(proctoring) ;
dan

h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan
disiplin.

Pasal 101
(1) Organisasi Subkomite Kredensial Staf Medis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf
a sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris,
dan anggota, yang ditetapkan oleh dan
bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.

(2) Subkomite Kredensial Staf Medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
meningkatkan profesionalisme staf medis.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Sub Komite Kredensial Staf Medis
memiliki fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan dan pengkomplikasian daftar

kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari
kelompok staf medis berdasarkan norma
keprofesian yang berlaku;
1. kompetensi;
2. kesehatan fisik dan mental;
3. perilaku etika profesi.

b. penyelenggaraan periksaan dan pengkajian:
c. evaluasi data Pendidikan profesional

kedokteranjkedokteran gigi berkelanjutan;
d. wawancara terhadap pemohon kewenangan

klinis;
e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis

yang adekuat;
f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan

menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis
kepada komite medis;

g. melakukan proses rekredensial pada saat
berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis
dan adanya permintaan dari komite medis; dan

h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan
surat penugasan klinis.

Pasall02
(1) Organisasi Subkomite Mutu Profesi Medis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf
b, sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris,
dan anggota, yang ditetapkan oleh dan bertanggung
jawab kepada Ketua Komite Medik.

(2) Subkomite Mutu profesi Medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas memelihara mutu
profesi staf medis.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) subkomite Mutu Profesi Medis memiliki
fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan ...



(3) Kredensial ... 

untuk pcmbcrian 
melatui proses 

Pasal 104 
dari Komite medik 
klinis dilakukan 

(I) Rekomendasi 
kewenangan 
kredensial. 

(2) Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan salah satu upaya RSUD dalam 
mcnjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk 
menjaga keselamatan pasien dengan menjaga standar 
dan kompetensi seruruh staf medis yang akan 
berhadapan langsung dengan pasien. 

Paragraf 3 
Ktedensial 

Pasal 103 
{I) Organisasi Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi 

Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 
(2) huruf c, sekurang-kurangnya terdiri dari kctua, 
sckrctaris dan anggota, yang ditetapkan oleh dan 
bertanggungjawab kepada ketua Komite Medik. 

(2) Subkomite Etika dan Disiplin Profesi Medis 
sebaga.imana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai 
tuga.s menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi. 

(3) Dalam melaksanakan tugas seba.gaimana dimaksud 
pada ayat (2) subkomite etika dan disiplin profesi 
medis memilild fungsi sebagai berikut: 
a. pembinaan etika dan disiplin profcsi kedokteran; 
b. perneriksaan staf medis yang diduga melakukan 

pelanggaran disiplin; 
c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di 

RSUD;dan 
d. pemberian nasehat/ pertimbangan dalarn 

pcngambilan kcputusan etis pada asuhan medis 
pasien. 

a. pelaksanaan audit medis; 
b. rckomcndasi pcrtcmuan ilmiab internal dalam 

rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis; 
c. rekomendasi kegiatan ekstemal dala.m 

rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis 
RSUD rersebut; dan 

d. Rekomendasi proses pendampingan (proctoring) 
bagi staf medis yang membutuhksn. 

e. Pemantauan dan pengendalian mutu profesi 
dilakukan melalui: 
I. Pemantauan kualitas, misalnya morning 

report, kasus sulit, ronde ruangan, kasus 
kcmatian (death casej, audit medis, journal 
reading; 

2. Tindak lanjut terhadap temuan kualitas, 
misalnya pelatihan singkat (short course), 
aktivitas pendidikan berkelanjutan, 
pendidikan kewenangan tambahan. 
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a. pe1aksanaan audit medis;
b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam

rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
c. rekomendasi kegiatan ekstemal dalam

rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis
RSUDtersebut; dan

d. Rekomendasi proses pendampingan (proctoring)
bagi staf medis yang membutuhkan.

e. Pemantauan dan pengendalian mutu profesi
dilakukan melalui:
1. Pemantauan kualitas, misalnya morning

report, kasus sulit, ronde ruangan, kasus
kematian (death case}, audit medis,journal
reading;

2. Tindak lanjut terhadap temuan kualitas,
misalnya pelatihan singkat (shortcourse),
aktivitas pendidikan berkelanjutan,
pendidikan kewenangan tambahan.

Pasal103
(1) Organisasi Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi

Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat
(2) huruf c, sekurang-kurangnya terdiri dari ketua,
sekretaris dan anggota, yang ditetapkan oleh dan
bertanggungjawab kepada ketua Komite Medik.

(2) Subkomite Etika dan Disiplin" Profesi Medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) subkomite etika dan disiplin profesi
medis memiliki fungsi sebagai berikut:
a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan

pelanggaran disiplin;
c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di

RSUD;dan
d. pemberian nasehatjpertimbangan dalam

pengambilan keputusan etis pada asuhan medis
pasien.

Paragraf 3
Kredensial

Pasal104
(1) Rekomendasi dari Komite medik untuk pemberian

kewenangan klinis dilakukan melalui proses
kredensial.

(2) Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan salah satu upaya RSUD dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk
menjaga keselamatan pasien dengan menjaga standar
dan kompetensi seluruh staf medis yang akan.
berhadapan langsung dengan pasien.

(3)Kredensial ...



b. kcwcnangan ... 

Pasal 106 
(I) Paling lambat 3 (tiga) bulan scbclum Penerbitan Surat 

Penugasan Klinis habis masa berlakunya, star medis 
yang bersangkutan barus mengajukan ulaog surat 
permohonan kewenangan klinis kepada Direktur, 
dengan mengisi Formulir yang telah disediakan oleh 
RSUD. 

(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) RSUD melalui Subkomite Kredensial Star 
Medis harus melalrukan rekredensial terhadap staf 
medis yang bersangkutan. 

(3) Mckanisme dan proses rekredensialing sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I J pada dasarnya sama dengan 
mekanisme dan proses kredensial. 

(41 Proses rekredensial sebagajmana dimaksud pada ayat 
(2) menghasilkan rekomendasi Komite Medik kepada 
Direktur berupa: 
a. kewenangan lclinis yang bersangkutan 

dilanjutkan; 

Paragraf 4 
Rekredensial 

Pasa! 105 
(I) Setelah seorang staf medis dinyatakan kompeten 

melalui suatu proses kredcnsial, Dire.ktu.r 
menerbitkan surat Penugasan Klinis bagi yang 
bersangkutan untuk melakukan serangkaian 
pelayanan medis tertentu berupa pemberian 
kewenangan klirus. 

(2) Tanpa adanya pemberian kewenangan klinis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) seorang staf 
medis tidak diperkenankan untuk melakukan 
pelayanan medis di RSUO. 

(3) Kredensial dilalrukan terhadap seturuh Staf Medis, 
tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya. 

(4) RSUD wajib melakukan proses kredensia.l 
sebagaimana dimaksud ayal (!) untuk memverifikasi 
keabsahan bukti kompetensi seseorang dan 
menetapkan kewenangan klinis agar yang 
bersangkutan bisa mclakukan pelayanan medis dalam 
lingkup spesialisasi. 

(5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan earn mengarur agar setiap pelayanan medis 
yang dilakukan terhadap pasicn hanya dilakukan olch 
staf medis yang benar-benar mcmiliki kompetensi. 

(6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
meliputi 2 (dual aspek yaitu: 
a. kompetensi profesi medis yang terdiri dari 

pengetahuan, ketrampitan dan perilaku 
profesion.al; dao 

b. kompetensi fisik dan mental. 
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(3) Kredensial dilakukan terhadap seluruh Staf Medis,
tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya.

(4) RSUD wajib melakukan proses kredensial
sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memverifikasi
keabsahan bukti kompetensi seseorang dan
menetapkan kewenangan klinis agar yang
bersangkutan bisa melakukan pelayanan medis dalarn
lingkup spesialisasi.

(5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan
dengan cara mengatur agar setiap pelayanan medis
yang dilakukan terhadap pasien hanya dilakukan oleh
staf medis yang benar-benar memiliki kompetensi.

(6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi 2 (dua) aspek yaitu:
a. kompetensi profesi medis yang terdiri dari

pengetahuan, ketrarnpilan dan perilaku
profesional; dan

b. kompetensi fisik dan mental.

Pasal105
(1) Setelah seorang staf medis dinyatakan kompeten

melalui suatu proses kredensial, Direktur
menerbitkan surat Penugasan Klinis bagi yang
bersangkutan untuk melakukan serangkaian
pelayanan medis tertentu berupa pemberian
kewenangan klinis.

(2) Tanpa adanya pemberian kewenangan klinis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seorang staf
medis tidak diperkenankan untuk melakukan
pelayanan medis di RSUD.

Paragraf 4
Rekredensial

Pasal 106
(1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Penerbitan Surat

Penugasan Klinis habis masa berlakunya, staf medis
yang bersangkutan hams mengajukan ulang surat
permohonan kewenangan klinis kepada Direktur,
dengan mengisi Formulir yang telah disediakan oleh
RSUD.

(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) RSUD melalui Subkomite Kredensial Staf
Medis hams melakukan rekredensial terhadap staf
medis yang bersangkutan.

(3) Mekanisme dan proses rekredensialing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya sarna dengan
mekanisme dan proses kredensial.

(4) Proses rekredensial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menghasilkan rekomendasi Komite Medik kepada
Direktur berupa:
a. kewenangan klinis yang bersangkutan

dilanjutkan;
b. kewenangan ...



(2) Rapat .•. 

PasaJ 110 
(I) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

I 08 huruf b diadakan apabila: 
a. ada permintaan yang ditandatangani olch paling 

sedikit 3 (tiga) anggota staf medis; 
b. ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya 

mendesak untuk segera ditangani dalam rapat 
Komite Medik. 

Pasal 109 
(1) Rapat Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 

huruf a dilakukan paling sedikit I [satu) kali setiap 
bulan. 

(2) Rapat Rutin bcrsama semua kelompok Staf Medis 
dan/ atau dengan semua staf medis, dilakukan paling 
sedikit l (saru) kali setiap bulan. 

(3} Rapat dipimpin oleh Kecua Komite Medik atau Wakil 
Kctua dalam ha! Ketua tidak hadir atau oleh salah 
satu dari anggota yang hadir dalam hal Ketua dan 
Waldl Ketua Kornite Mecltl< tidak hadir. 

(4) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling 
sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komitc Medik atau 
dalam hat kuorum tersebut tidak tercapai maka rapat 
dinyatakan sah setelah ditunda untuk 1 (satu) kali 
penundaan pada hari, jam dan tcmpat yang sama 
minggu berikutnya. 

(5) Setiap undangan rapat rutin yang disampaikan 
kepada setiap anggota harus di!ampiri salinan hasil 
rapat rutin sebelumnya. 

Pasal 108 
Rapat Komitc Mcdik tcrdiri dari: 
a. rapat rutin; 
b. rapat khusus; dan 
c. rapat tahunan. 

Paragraf 5 
Ra pat 

b. kcwenangan klinis yang bersangkutan ditambah; 
c. kcwcnangan ldinis yang bcrsangkutan dilcurangi; 
d. kewenangan ldinis yang bersangkutan dibekukan 

untuk waktu tertentu: 
e. kewenangan klinis yang bersangkutan 

diubah / dimodifikasi; dan 
f. kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri. 

Pasal 107 
(!) Mekanisme kredensial dan rckredensial di RSUD 

merupal<an tanggungjawab Komite Medik. 
(2} Proses kredensial dan rekredensial dilaksanakan oleh 

Subkomitc Krcdensial Staf Medis. 
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b. kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah;
c. kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi;
d. kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan

untuk waktu tertentu:
e. kewenangan klinis yang bersangkutan

diubah/ dimodifikasi; dan
f. kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri.

Pasal107
(1) Mekanisme kredensial dan rekredensial di RSUD

merupakan tanggungjawab Komite Medik.
(2) Proses kredensial dan rekredensial dilaksanakan oleh

Subkomite Kredensial Staf Medis.

Paragraf 5
Rapat

Pasal 108
Rapat Komite Medik terdiri dari:
a. rapat rutin;
b. rapat khusus; dan
c. rapat tahunan.

Pasal 109
(1) Rapat Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108

huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap
bulan.

(2) Rapat Rutin bersama semua kelompok Staf Medis
dan/ atau dengan semua staf medis, dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

(3) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Medik atau Wakil
Ketua dalam hal Ketua tidak hadir atau oleh salah
satu dari anggota yang hadir dalam hal Ketua dan
Wakil Ketua Komite Medik tidak hadir.

(4) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Medik atau
dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai maka rapat
dinyatakan sah setelah ditunda untuk 1 (satu) kali
penundaan pada hari, jam dan tempat yang sama
minggu berikutnya.

(5) Setiap undangan rapat rutin yang disampaikan
kepada setiap anggota harus dilampiri salinan hasil
rapat rutin sebelumnya.

Pasal110
(1) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal

108 huruf b diadakan apabila:
a. ada permintaan yang ditandatangani oleh paling

sedikit 3 (tiga)anggota staf medis;
b. ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya

mendesak untuk segera ditangani dalam rapat
Komite Medik.

(2)Rapat ...



Paragraf 6 ... 

Pasal I 14 
(lj Dircktur dapat mcngusulkan perubahan atau 

pembatalan setiap keputusan yang diambil pada 
rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dcngan 
syarat usul terse but dicantumkan dalam 
pemberitahuan atau undangan rapat. 

(2) Dalah hal usulan perubahan atau pembatalan 
kcputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak 
diterima dalam rapat maka usulan terscbut tidak 
dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan 
tcrhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut, 

Pasal 113 
( I) Keputusan rapat Komite Me<lik didasarkan pada suara 

terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara. 
(2) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh sama maka 

Kctua a tau Wakil Ketua berwenang 
menyelenggarakan pemungutan suara ulang, 

(3) Perhitungan suara hanya berasal dari anggota Komite 
Mcdik yang hadir. 

Pasal 112 
Setiap rapat khusus dan rapat tahunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dan huruf c wajib 
dihadiri oleh Direktur, Wakil Direktur Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan serta pihak-pihaJ< lain yang 
<litentukan oleh Kctua Komite Medik. 

Pasal 111 
(1) Rapat tahunan Komite Medik sebagaimana dimaksud 

datam PasaJ I 08 huruf c, diselenggaraJ<an sekali 
dalam sctahun. 

(2) Kctua Komite Medik wajib menyampaikan undangan 
tertulis kepada seluruh anggota serta pihak-pihak 
lain yang perlu diundang paling lambat 14 (empat 
belas) hari sebelum rapat diselenggarakan, 

(2) Rapat khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 
paling scdikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Medik 
atau datam ha! kuorum tersebut tidak tercapai maka 
rapat khusus dinyatakan sah setelah ditunda pada 
hari berikutnya, 

(3) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh 
Ketua Komite Medik kepada seluruh anggota paling 
lambat 24 [dua puluh empat) jam scbelum 
dilaksanakan. 

(4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan 
spesiflk dari rapat tersebue, 

(5) Rapat khusus yang diminta olch anggota star mcdis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a, harus 
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
diterimanya surat permintaan rapat tersebut. 
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(2) Rapat khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Medik
atau dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai maka
rapat khusus dinyatakan sah setelah ditunda pada
hari berikutnya.

(3) Undangan rapat khusus hams disampaikan oleh
Ketua Komite Medik kepada seluruh anggota paling
lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum
dilaksanakan.

(4) Undangan rapat khusus hams mencantumkan tujuan
spesifik dari rapat tersebut.

(5) Rapat khusus yang diminta oleh anggota staf medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hams
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
diterimanya surat permintaan rapat tersebut.

Pasal111
(1) Rapat tahunan Komite Medik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 108 huruf c, diselenggarakan sekali
dalam setahun.

(2) Ketua Komite Medik wajib menyampaikan undangan
tertulis kepada seluruh anggota serta pihak-pihak
lain yang perlu diundang paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum rapat diselenggarakan.

Pasal 112
Setiap rapat khusus dan rapat tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dan huruf c wajib
dihadiri oleh Direktur, Wakil Direktur Pe1ayanan dan
Penunjang Pelayanan serta pihak-pihak lain yang
ditentukan oleh Ketua KomiteMedik.

Pasal 113
(1) Keputusan rapat KomiteMedik didasarkan pada suara

terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.
(2) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh sama maka

Ketua atau Wakil Ketua berwenang
menyelenggarakan pemungutan suara ulang.

(3) Perhitungan suara hanya berasal dari anggota Komite
Medikyang hadir.

Pasall14
(1) Direktur dapat mengusulkan perubahan atau

pembatalan setiap keputusan yang diambil pada
rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan
syarat usul tersebut dicantumkan dalam
pemberitahuan atau undangan rapat.

(2) Dalah hal usulan perubahan atau pembatalan
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diterima dalam rapat maka usulan tersebut tidak
dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan
terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.

Paragraf 6 ...



Pasal J 17 
(1) Peraturao internal staf keperawatan rnerupakan 

peraturan penyelenggaraan profesi staf keperawatan 
dan mekanJsmc tata kerja komite keperawatan. 

(2) Peraturan ... 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB VJ 
TATA KELOLA STAF KEPERAWATAN 

Pasal 116 
(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kornite 

Medik dilakukan oleh badan yang berwenang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembinaan dao pengawasan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) diarahkan unt\lk meningkatkan kincrja 
Komite Medik dalam rangka menjamin mutu 
pelayanan medis dan kcselamatan pasien di RSUO. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan melalui: 
a. advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis; 
b. pelatihan dan pening)<atan kapasitas sumber 

daya manusia; dan 
c. monitoring dan evaluasi. 

(4) Dalam rang)<a pembinaan, pihak yang 
bertanggungjawab dapat mcmberikan sanksi 
admi.nisu-atif berupa teguran lisan atau tertulis, 

Pasal 115 
{I) Oalam melaksanakan tugas dan Iungsinya Komite 

Medik dapat dibantu oleh panitia adhoc, 
(2) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Oirektur berdasarkan usulan ketua 
Komite Medilc. 

(3) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berasal dari staf mcdis yang tcrgolong sebagai mitra 
bestari. 

(4) Mitra bestari (peer group! sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) merupakan sekclompok staf medis dengan 
reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk 
menelaab segala ha! yang terkait dcngan profcsi 
rnedis. 

(SJ Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal 
dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter 
spesialla/dokter gigi spesialis, dan/ atau instansi 
pendidikan kedoktcran/kedokteran gigi. 

Paragraf7 
Pembina.an dan Pengawasan 

Paragraf6 
Panitia Adhoc 
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Paragraf6
Panitia Adhoc

Pasal 115
(I) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite

Medik dapat dibantu oleh panitia adhoc.
(2) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan ketua
Komite Medik.

(3) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
berasal dari staf medis yang tergolong sebagai mitra
bestari.

(4) Mitra bestari (peer group) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan sekelompok staf medis dengan
reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk
menelaah segala hal yang terkait dengan profesi
medis.

(5) Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal
dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter
spesialisl dokter gigi spesialis, danI atau instansi
pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

Paragraf7
Pembinaan dan Pengawasan

PasalII6
(I) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Komite

Medik dilakukan oleh badan yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kinerja
Komite Medik dalam rangka menjamin mutu
pelayanan medis dan keselamatan pasien di RSUD.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)dilaksanakan melalui:
a. advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis;
b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber

daya manusia; dan
c. monitoring dan evaluasi.

(4) Dalam rangka pembinaan, pihak yang
bertanggungjawab dapat memberikan sanksi
administratif berupa teguran lisan atau tertulis.

BAB VI
TATAKELOLASTAFKEPERAWATAN

Bagian Kesatu
Umum

PasalII7
(1) Peraturan internal staf keperawatan merupakan

peraturan penyelenggaraan profesi staf keperawatan
dan mekanisme tata kerja komite keperawatan.

(2)Peraturan ...



Bagi an Ketiga ... 

Pasal 119 
(I) Untuk mendapatkan kewenangan klinis, staf 

keperawatan mengajukan secara tcrtulis kepada 
Direktur dengan melampirkan syarat yang telah 
ditentukan, dan sela.njutnya Direktur menugaskan 
kepada Komite Keperawatan untuk melakukan proses 
kredensial. 

(2) Komjte Keperawatan menugaskan kepada Subkomite 
Ktedensial untuk melakukan proses kredensial 
kepada staf keperawatan sebagai dasar untuk 
mengeluarkan rekomcndasi kewenangan klinis staf 
keperawatan. 

(3) Rekomendasi Subkomite Ktedensial dapat berupa: 
a, rekomendasi pemberian kewenangan klinis; 
b. tidak diberi rekomcndasi; 
c. rekomendasi dengan syarat, 

Pasal 118 
(I) Asuhan keperawatan hanya boleh dilakukan olch staf 

keperawatan yang telah diberi kewenangan melalui 
proses kredensial kepada staf keperawatan 
berdasarkan katcgori jcnjang klinis keperawatan. 

(2) Staf Keperawatan dapat memperoleh pelimpahan 
tindakan medis tertentu dari Staf Medis Fungsional 
berdasarkan rincian kompetensi Staf Kcperawatan. 

(3) Jenjang kl.inis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari: 
a. jenjang perawat klinik IA, 16; 
b, jenjang perawat klinik II; 
c. jenjang perawat klinik III; 
d. jenjang perawat klinik IV; dan 
e. jenjang perawat klinik V. 

(4) Dalam keadaan tertentu kewenangan klinis dapat 
diberikan kepada staf kepe.rawatan dengan melibat 
kondisi yang meliputi: 
a. kewenangan klinis sementara; 
b. kewenangan klinis dalam kead.aan darurat; 
c. kcwenangan ldinis bersyarat; 

(5) Kewenangan klinik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dijabarkan dalam buku putih. 

(6) Buku Putih scbagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disusun oleh Panitia Adhoc yang dibentuk oleh komite 
keperawatan dcngan melibatkan mitra bestari. 

Bagian Kedua 
Kcwenangan Klinis 

(2) Pcraturan internal staf keperawatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dan 
dasar hukum yang sah bagi Komite Kcpcrawatan dan 
Oirektu.r dalam pengambilan keputusan tcntang star 
keperawatan. 
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(2) Peraturan internal staf keperawatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dan
dasar hukum yang sah bagi Komite Keperawatan dan
Direktur dalam pengambilan keputusan tentang staf
keperawatan.

Bagian Kedua
Kewenangan Klinis

Pasall18
(1) Asuhan keperawatan hanya boleh dilakukan oleh staf

keperawatan yang telah diberi kewenangan melalui
proses kredensial kepada staf keperawatan
berdasarkan kategori jenjang klinis keperawatan.

(2) Staf Keperawatan dapat memperoleh pelimpahan
tindakan medis tertentu dari Staf Medis Fungsional
berdasarkan rincian kompetensi Staf Keperawatan.

(3) Jenjang klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. jenjang perawat klinik lA, IB;
b. jenjang perawat klinik II;
c. jenjang perawat klinik III;
d. jenjang perawat klinik IV;dan
e. jenjang perawat klinik V.

(4) Dalam keadaan tertentu kewenangan klinis dapat
diberikan kepada staf keperawatan dengan melihat
kondisi yang meliputi:
a. kewenangan klinis sementara;
b. kewenangan klinis dalam keadaan darurat;
c. kewenangan klinis bersyarat;

(5) Kewenangan klinik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)dijabarkan dalam buku putih.

(6) Buku Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disusun oleh Panitia Adhoc yang dibentuk oleh komite
keperawatan dengan melibatkan mitra bestari.

Pasall19
(1) Untuk mendapatkan kewenangan klinis, staf

keperawatan mengajukan secara tertulis kepada
Direktur dengan melampirkan syarat yang telah
ditentukan, dan selanjutnya Direktur menugaskan
kepada Komite Keperawatan untuk melakukan proses
kredensial.

(2) Komite Keperawatan menugaskan kepada Subkomite
Kredensial untuk melakukan proses kredensial
kepada staf keperawatan sebagai dasar untuk
mengeluarkan rekomendasi kewenangan klinis staf
keperawatan.

(3) Rekomendasi Subkomite Kredensial dapat berupa:
a. rekomendasi pemberian kewenangan klinis;
b. tidak diberi rekomendasi;
c. rekomendasi dengan syarat.

Bagian Ketiga ...



Pasal 122 
( 1) Susunan organlsasi Ko mite Kepcrawatan sekurang 

kurangnya terdiri dari: 
a. ketua; 
b. sekretaris; 
c. subkomite. 

(2) Keanggotaan Komite Keperawatan c!itetapkan oleh 
Dircktur dengan mempertimbangkan sikap 
profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reput.asi 
dan perilaku. 

(3) Kerua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur 
denga.n mempertimbangkan rekomendasi dari Ketua 
Komite Keperawatan dengan mempcrhatikan masukan 
dari tenaga keperawatan yang bekerja di RSUO. 

(4) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
e terdiri dari : 
a. subkomite kredensial; 
b. subkomite mutu profcsi; dan 
c. subkomite etik dan disiplin profesi. 

(5) Subkomite kredensial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf a bertugas mcrckomendasikan 
kewenangan klinis yang adekuat sesuai kompetensi 
yang dimiliki setiap tenaga keperawatan. 

(6) Subkomite ... 

Paragraf 2 
Susunan, Fungsi dan Tugas Kewenangan 

Pasal 121 
(I) Komite Keperawatan mcrupakan organisasi DOD 

struktural yang dibentuk oleh Oircktur yang 
keanggotaannya terdiri dari tenaga kepcrawatan. 

(2) Komitc Kepcrawatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bukan merupakan wadah pcrwakilan dari staf 
keperawatan. 

Paragraf I 
Pembentukan 

Bagian Keempat 
Komite Kcpcrawatan 

Pasal 120 
(I) Komite Keperawatan menetapkan kewenangan klinls 

staf keperawatan dan mengusulkan kepada Dircktur 
untuk dikeluarkan surat pcnugasan k!inls. 

(2) Oirektur mengeluarkan surat penugasan kJinjs yang 
berlalru dalam 3 (tigal tahun. 

(3) Dalam keadaan tertcntu Direktur dapat mengeluarkan 
surat pcngakhiran penugasan klinis staf kepcrawatan 
atas rekomendasi subkomite etik dan disiplin profesi 
melalui Ketua Komite Kepcrawatan. 

Bagian Ketiga 
Penugasan Klinis 
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Bagian Ketiga
Penugasan Klinis

Pasal120
(1) Komite Keperawatan menetapkan kewenangan klinis

staf keperawatan dan mengusulkan kepada Direktur
untuk dikeluarkan surat penugasan klinis.

(2) Direktur mengeluarkan surat penugasan klinis yang
berlaku dalam 3 (tiga) tahun.

(3) Dalam keadaan tertentu Direktur dapat mengeluarkan
surat pengakhiran penugasan klinis staf keperawatan
atas rekomendasi subkomite etik dan disiplin profesi
melalui Ketua Komite Keperawatan.

Bagian Keempat
Komite Keperawatan

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 121
(1) Komite Keperawatan merupakan organisasi non

struktural yang dibentuk oleh Direktur yang
keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan.

(2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)bukan merupakan wadah perwakilan dari staf
keperawatan.

Paragraf2
Susunan, Fungsi dan Tugas Kewenangan

Pasal122
(1) Susunan organisasi Komite Keperawatan sekurang-

kurangnya terdiri dari:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. subkomite.

(2) Keanggotaan Komite Keperawatan ditetapkan oleh
Direktur dengan mempertimbangkan sikap
profesional, kompetensi, pengalaman keIja, reputasi
dan perilaku.

(3) Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur
dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Ketua
Komite Keperawatan dengan memperhatikan masukan
dari tenaga keperawatan yang bekeIja di RSUD.

(4) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c terdiri dari :
a. subkomite kredensial;
b. subkomite mutu profesi; dan
c. subkomite etik dan disiplin profesi.

(5) Subkomite kredensial sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a bertugas merekomendasikan
kewenangan klinis yang adekuat sesuai kompetensi
yang dimiliki setiap tenaga keperawatan.

(6)Subkomite ...



Pasal 123 
(I) Ko mite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan 

profesionalisme tenaga keperawatan dengan cara : 
a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga 

keperawatan yang akan melakukan pelayanan 
keperawatan dan kebidanan di RSUD; 

b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; 
dan 

c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi 
perawat dan bidan, 

(2) Dalam melaksanakan fungsi kredensial, Komite 
Keperawatan memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. menyusun daftar rincian kewenangan ldinis dan 

buku putih; 
b. melakukan vcrifikasi persyaratan kredensial; 
c. mcrekomendasikan kewenangan klinis tenaga 

keperawatan; 
d. merekomendasikan pemulihan kewenangan 

klinis; 
e. mclakukan kredensial ulang secara berkala 

sesuai waktu yang ditetapkan: 
f. melaporkan seluruh proses kredensial kepada 

Direktur melalui Kctua Komite Keperawatan; 
(3) Dalam melaksanakan fungsi memclihara mutu profcsi, 

Komite Kepcrawatan memilikl tugas sebagai berikut: 
a, menyusun data dasar profil tenaga keperawatan 

eesuai area praktik; 
b. meromendasikan perencanaan pcngembangan 

profesiol berkelanjutan kepada tenaga 
keperawatan; 

c. melakukan audit kcperawatan dan kebidanan; 
dan 

d, memfasilitasi proses penclampingan sesuai 
kebutuhan. 

(4) Dalam mclaksanakan fungsi menjaga disiplin dan 
ctika profesi tenaga keperawatan, Komite 
Kcperawatan memiliki tugas sebagai berikut : 
a. melakukan aosialisasi kode etik profesi tenaga 

keparawatan; 
b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi 

tenaga keperawatan; 
c. merekomendasikan penyelesaian masalah 

pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam 
kehidupan profesi dan pelayanan asuhan 
keperawatan dan kebidanan; 

d. merekomendasikan ... 

sebagaimana 
c bertugas 

dan disiplin 

(6) Subkomite mutu profesi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b bertugas melakukan audit 
keperawatan dan merekomendasikan kebutuhan 
pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga 
keperawatan. 

(7) Subkomite etik dan disiplin profesi 
dimaksud pada ayat (4) huruf 
merekomendasikan pembinaan etik 
profesi. 
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(6) Subkomite mutu profesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b bertugas melakukan audit
keperawatan dan merekomendasikan kebutuhan
pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga
keperawatan.

(7) Subkomite etik dan disiplin profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf c bertugas
merekomendasikan pembinaan etik dan disiplin
profesi.

Pasal123
(1) Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan

profesionalisme tenaga keperawatan dengan cara :
a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga

keperawatan yang akan melakukan pe1ayanan
keperawatan dan kebidanan di RSUD;

b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan;
dan

c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi
perawat dan bidan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi kredensial, Komite
Keperawatan memiliki fungsi sebagai berikut:
a. menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan

buku putih;
b. melakukan verifikasi persyaratan kredensial;
c. merekomendasikan kewenangan klinis tenaga

keperawatan;
d. merekomendasikan pemullhan kewenangan

klinis;
e. melakukan kredensial ulang secara berkala

sesuai waktu yang ditetapkan;
f. melaporkan seluruh proses kredensial kepada

Direktur melalui Ketua Komite Keperawatan;
(3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi,

Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan

sesuai area praktik;
b. meromendasikan perencanaan pengembangan

profesiol berkelanjutan kepada tenaga
keperawatan;

c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan;
dan

d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai
kebutuhan.

(4) Dalam me1aksanakan fungsi menjaga disiplin dan
etika profesi tenaga keperawatan, Komite
Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga

keparawatan;
b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi

tenaga keperawatan;
c. merekomendasikan penyelesaian masalah

pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam
kehidupan profesi dan pelayanan asuhan
keperawatan dan kebidanan;

d. merekomendasikan ...



Pasal 126 ... 

Pasal 125 
(!) Rekomendasl dari Komite Keperawatan Penugasan 

Klinis olch Oirektur kepada Staf Kepcrawatan 
dilakukan melalui proses Kredcnsial. 

(2) Penugasan Klinis sebagaimana dimaksud ayat ( l) 
bcrisi daftar kewenangan klinis yang diberikan 
Oirektur RSUO kepada tenaga keperawatan untuk 
melakukan asuhan keperawatan atas asuhan 
kebidanan dalam ling)rungan RSUO untuk periode 
tertentu. 

(3) Proses Kredensial Komitc Keperawatan dilakukan 
oleh SubKomite Kredensial Komite Keperawatan. 

(4) Krcdenslal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
merupakan salah satu upaya rurnah sakit dalam 
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk 
mcnjaga keselamatan pasien dengan menjaga 
standar dan kompetensi scluruh star kcperawatan 
yang akan bcrhadapan langsung dengan pasicn. 

(5) Tujuan dilakukan Kredenslal adalah: 
a. Memberi kejelasan kewcnangan kli.nis bagi sctiap 

tenaga keperawatan; 
b. Mclindungi keselamatan pasien dengan mcnjamJn 

bahwa tcnaga keperawatan yang mcmberikan 
asuhan kepcrawatan dan kebidanan memiliki 
kompetcnsi dan kewenangan kliois yang jclas; 

c. Pengakuan dan penghargaan terhadap tenaga 
keperawatan yang berada di semua level 
pelayanan. 

Paragraf3 
Kredensial 

rincian 

Komite fun gs in ya 
Pasal 124 
tugas dan Oalam melaksanakan 

Kepcrawatan berweoang: 
a. memberikan rekomendasi kewcnangan klinis; 
b. memberilcan rekomendasi perubaban 

kewenangan klinis; 
c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan 

kliois tertentu; 
d. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis; 
e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit 

keperawatan dan kcbidanan; 
t. membcrikan rekomcndasi pendidikan keperawatan 

dan pendidikao kebidanan berkelanjutan; dan 
g. memberikan rekomendasi pendampingan dan 

memberilcan rekomendasi pern berian tindakan 
disiplin. 

d. merekomendasikan pencabutan kewenangan 
klinis; dan 

e, memberikan pertimbangan dalam mengambil 
keputusan etis dalarn asuhan keperawatan dan 
kebidanan. 
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d. merekomendasikan pencabutan kewenangan
klinis; dan

e. memberlkan pertimbangan dalam mengambil
keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan
kebidanan.

Dalam melaksanakan
Keperawatan berwenang:

Pasal124
tugas dan fungsinya Komite

a. memberlkan rekomendasi kewenangan klinis;
b. memberlkan rekomendasi perubahan nnClan

kewenangan klinis;
c. memberlkan rekomendasi penolakan kewenangan

klinis tertentu;
d. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis;
e. memberlkan rekomendasi tindak lanjut audit

keperawatan dan kebidanan;
f. memberlkan rekomendasi pendidikan keperawatan

dan pendidikan kebidanan berkelanjutan; dan
g. memberlkan rekomendasi pendampingan dan

memberlkan rekomendasi pemberlan tindakan
disiplin.

Paragraf 3
Kredensial

Pasal 125
(1) Rekomendasi dari Komite Keperawatan Penugasan

Klinis oleh Direktur kepada star Keperawatan
dilakukan melalui proses Kredensial.

(2) Penugasan Klinis sebagaimana dimaksud ayat (1)
berlsi daftar kewenangan klinis yang diberlkan
Direktur RSUD kepada tenaga keperawatan untuk
melakukan asuhan keperawatan atas asuhan
kebidanan dalam lingkungan RSUD untuk perlode
tertentu.

(3) Proses Kredensial Komite Keperawatan dilakukan
oleh SubKomite Kredensial Komite Keperawatan.

(4) Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan salah satu upaya rumah sakit dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk
menjaga keselamatan pasien dengan menjaga
standar dan kompetensi seluruh staf keperawatan
yang akan berhadapan langsung dengan pasien.

(5) Tujuan dilakukan Kredensial adalah:
a. Memberl kejelasan kewenangan klinis bagi setiap

tenaga keperawatan;
b. Melindungi keselamatan pasien dengan menjamin

bahwa tenaga keperawatan yang memberlkan
asuhan keperawatan dan kebidanan memiliki
kompetensi dan kewenangan klinis yang jelas;

c. Pengakuan dan penghargaan terhadap tenaga
keperawatan yang berada di semua level
pelayanan.

Pasal 126 ...



Pasal 129 ... 

Pasal 128 
Rapat Komite Keperawatan terdiri dari: 
a. rapat komite; dan 
b. rapat dengan Komite PPI. 

Paragraf 5 
Ra pat 

Pasal 127 
( I) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa 

berlal<unya Surat Penugasan Klinis, staf keperawatan 
yang bersangkutan harus mengajukan ulang surat 
permohonan kewenangan klinis kepada Direktur, 
dengan mengisi Formulir yang telah disediakan oleh 
RSUD. 

(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) RSUD melalui Subkomite Kredensial Komite 
Keperawatan harus melakukan rekredcnsial terhadap 
staf keperawatan yang bersangkutan. 

(3) Proses rekredensial Komite Keperawatan dilakukan 
oleh Sub Komite Kredensial Komite Keperawatan. 

(4) Mekanisme dan proses rekredensialing 
sebagaimana dimaksud pada ayat {I) pada dasamya 
sama dengan mekanisme dan proses kredensial. 

(5) Proses rekredensial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mcnghasilkan rekomendasi Komite Kcperawatan 
kepada Direktur berupa: 
a, kewenangan klinis yang bersangkutan 

dilanjutkan; 
b. kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah; 
c. kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi; 
d. kewenangan klinis yang bcrsangkutan dibekukan 

untuk waktu tertentu; 
e. kewenangan klinis yang bersangkutan 

diubah/dimodifikasi; dan 
f. kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri. 

Paragraf 4 
Rekredensial 

Pasal 126 
( l) Setelah seorang Stai Keperawatan dinyatakan 

kompeten melalui suatu proses kredensial, Direktur 
menerbitkan surat Penugasan Klinis bagi yang 
bersangkutan untuk melakukan serangkaian 
pelayanan med.is tertentu berupa pemberian 
kewenangan klinis. 

(2) Tanpa adanya pemberian kewenangan klinis 
sebagaimana dimaksud pada ayat { I) seorang tenaga 
keperawatan tidak diperkenankan untuk melakukan 
pelayanan medis di RSUD. 
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Pasal126
(1) Setelah seorang Staf Keperawatan dinyatakan

kompeten melalui suatu proses kredensial, Direktur
menerbitkan surat Penugasan Klinis bagi yang
bersangkutan untuk melakukan serangkaian
pelayanan medis tertentu berupa pemberian
kewenangan klinis.

(2) Tanpa adanya pemberian kewenangan klinis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seorang tenaga
keperawatan tidak diperkenankan untuk melakukan
pelayanan medis di RSUD.

Paragraf 4
Rekredensial

Pasal 127
(1) Paling larnbat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa

berlakunya Surat Penugasan Klinis, staf keperawatan
yang bersangkutan harus mengajukan ulang surat
permohonan kewenangan klinis kepada Direktur,
dengan mengisi Formulir yang telah disediakan oleh
RSUD.

(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) RSUD melalui Subkomite Kredensial Komite
Keperawatan harus melakukan rekredensial terhadap
staf keperawatan yang bersangkutan.

(3) Proses rekredensial Komite Keperawatan dilakukan
oleh Sub Komite Kredensial Komite Keperawatan.

(4) Mekanisme dan proses rekredensialing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasamya
sarna dengan mekanisme dan proses kredensial.

(5) Proses rekredensial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menghasilkan rekomendasi Komite Keperawatan
kepada Direktur berupa:
a. kewenangan klinis yang bersangkutan

dilanjutkan;
b. kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah;
c. kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi;
d. kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan

untuk waktu tertentu;
e. kewenangan klinis yang bersangkutan

diubahj dimodifikasi; dan
f. kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri.

Paragraf 5
Rapat

Pasal 128
Rapat Komite Keperawatan terdiri dari:
a. rapat komite; dan
b. rapat dengan Komite PPI.

Pasal 129 ...



Parograf 7 ... 

Pasa1132 
(I) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite 

Keperawatan dapat dibantu oleb Panitia Adboc. 
(2) Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat f I) 

ditetapkan oleb Direktur berdasarkan usu.Ian Ketua 
Kornite Keperawatan. 

(3) Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
berasal dari tenaga kepcrawatan yang tergolong 
sebagai Mitra Bcstari. 

(4) Tenaga keperawatan yang tergolong sebagai Mitra 
Bcstari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
berasal dari Rumab Saki! lain, organisasi profesi 
perawat, organisasi profesi bidan, dan/ atau institusi 
pendidikan keperawatan dan institusi pendidikan 
kebidanan. 

Paragra!6 
Panitia Adhoc 

Pasal l3.I 
(I) Direktur dapat mengusulkan perubahan atau 

pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat 
komite atau rapat tim komite PP!, sebelumnya de.ngan 
syarat usu! terse but dicantumkan dalam 
pemberitahuan atau undangan rapat. 

(2) Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan 
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
tidak diterima dalam rapat maka usulan tersebut tidak 
dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan 
terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut. 

Pasal 130 
(I) Kepurusan rapat Komite Komite Kepcrawatan 

didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan 
pcmungutan suara. 

(2) Dalam ha! jumlab suara yang diperoleh sama maka 
Ketua atau Wakil Ketua berwenang untuk 
menyelenggarakan pemungutan suara ulang, 

(3) Perbitungan suara hanya berasal dari a.nggota Komite 
Kcperawatan yang hadir. 

Pasal 129 
fl) Rapat Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 

huruf a adalah rapat yang melibatkan scmua anggota 
Komite Keperawatan yang cliJakukan 3 bulan sekali 
atau jika ada kejadian khusus yang membutuhkan 
rapat mendadak. 

(2) Rapat dengan Komite PPI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 128 huruf b adalab rapat yang dilakukan 
oleh lPCN dengan IPCLN atau dengan unit terkait 
lainnya cliJakukan rutin 3 bulan sekali atau jika ada 
kejadian khusus yang membutubkan rapat mendadak, 
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Pasal129
(1) Rapat Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128

huruf a adalah rapat yang melibatkan semua anggota
Komite Keperawatan yang dilakukan 3 bulan sekali
atau jika ada kejadian khusus yang membutuhkan
rapat mendadak.

(2) Rapat dengan Komite PPI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 huruf b adalah rapat yang dilakukan
oleh IPCN dengan IPCLN atau dengan unit terkait
lainnya dilakukan rutin 3 bulan sekali atau jika ada
kejadian khusus yang membutuhkan rapat mendadak.

Pasal 130
(1) Keputusan rapat Komite Komite Keperawatan

didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan
pemungutan suara.

(2) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh sama maka
Ketua atau Wakil Ketua berwenang untuk
menyelenggarakan pemungutan suara ulang.

(3) Perhitungan suara hanya berasal dari anggota Komite
Keperawatan yang hadir.

Pasal131
(1) Direktur dapat mengusulkan perubahan atau

pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat
komite atau rapat tim komite PPI, sebelumnya dengan
syarat usul tersebut dicantumkan dalam
pemberitahuan atau undangan rapat.

(2) Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diterima dalam rapat maka usulan tersebut tidak
dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan
terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.

Paragraf6
Panitia Adhoc

Pasal132
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite

Keperawatan dapat dibantu oleh Panitia Adhoc.
(2) Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua
Komite Keperawatan.

(3) Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari tenaga keperawatan yang tergolong
sebagai Mitra Bestari.

(4) Tenaga keperawatan yang tergolong sebagai Mitra
Bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berasal dari Rumah Sakit lain, organisasi profesi
perawat, organisasi profesi bidan, danfatau institusi
pendidikan keperawatan dan institusi pendidikan
kebidanan.

Paragraf 7 ...



Pasal 136 
(1) Kompetensi masing-masing profesi hanya boleh 

dilakukan oleh staf tenaga kesehatan lainnya yang 
telah diberi kewenangan melalui proses kredensial 
kepada star tenaga kesehatan lainnya berdasarkan 
katcgori jenjang klinis masing-masing profesi. 

(2) Untulc ... 

Bagian Kedua 
Kewenangan Klinis 

Pasal 135 
(1) Ma.ksud dibuatnya Tata Kelola Staf Kesehatan 

Lainnya agar Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dapat 
menyelenggara.kan tata Kelola yang baik melalui 
mekanisme krcdensial, peningkatan mutu profesi 
dan penega.kan disiplin profesi di RSUD. 

(2) Tenaga kesehatan lain yang dimaksud dalam 
keputusan ini terdiri dari beberapa profcsi tenaga 
kesehatan (Bidan, Apoteker dan Tenaga Teknis 
Kefarmasian, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan 
Lingkungan, Fisioterapi, Okupasi Terapi, Perekam 
Medis dan tnrormasi Kesehatan, Ahli Teknologi 
Laboratorium Medik, Teknisi Pelayanan Darah, 
Terapis Gigi dan Mulut, Radiografer, Elektromedik, 
Fisikawan Medis, dan Psikologj Klinik). 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB VII 
TATA KELOLA STAF TENAGA KESEHATAN LAJNNYA 

Pasal 134 
(I) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dima.ksud 

dalam Pasal 133 diarabkan untuk meningkatkan 
kinerja Komite Keperawatan dalam rangka menjamin 
mutu pelayanan keperawatan, serta keselamatan 
pasien di Rumah Sakit. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dtlaksanakan melalui : 
a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis; 
b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia; dan 
c. monitoring dan evaluasi. 

Pasal 133 
Pembinaan dan pengawasan penyeJenggaraan Komitc 
Keperawatan dilakukan oleh Dewan Pengawas dengan 
melibatl<an organisasi profesi yang terkait sesuai dengan 
tugas dan fungsinya masing-maeing. 

Paragraf 7 
Pembinaan dan Pengawasan 
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Paragraf7
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal133
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Komite
Keperawatan dilakukan oleh Dewan Pengawas dengan
melibatkan organisasi profesi yang terkait sesuai dengan
tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal134
(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 133 diarahkan untuk meningkatkan
kineIja Komite Keperawatan dalam rangka menjamin
mutu pelayanan keperawatan, serta keselamatan
pasien di Rumah Sakit.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilaksanakan melalui :
a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber

daya manusia; dan
c. monitoring dan evaluasi.

BABVII
TATAKELOLASTAFTENAGAKESEHATANLAINNYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal135
(1) Maksud dibuatnya Tata Kelola Staf Kesehatan

Lainnya agar Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dapat
menyelenggarakan tata Kelola yang baik melalui
mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi
dan penegakan disiplin profesi di RSUD.

(2) Tenaga kesehatan lain yang dimaksud dalam
keputusan ini terdiri dari beberapa profesi tenaga
kesehatan (Bidan, Apoteker dan Tenaga Teknis
Kefarmasian, Tenaga Goo, Tenaga Kesehatan
Lingkungan, Fisioterapi, Okupasi Terapi, Perekam
Medis dan Informasi Kesehatan, Ahli Teknologi
Laboratorium Medik, Teknisi Pelayanan Darah,
Terapis Gigi dan Mulut, Radiografer, Elektromedik,
Fisikawan Medis, dan Psikologi Klinik).

Bagian Kedua
Kewenangan Klinis

Pasal 136
(1) Kompetensi masing-masing profesi hanya boleh

dilakukan oleh staf tenaga kesehatan lainnya yang
telah diberi kewenangan melalui proses kredensial
kepada staf tenaga kesehatan lainnya berdasarkan
kategori jenjang klinis masing-masing profesi.

(2)Untuk ...



a. ketua ... 

Pasal 139 
(1) Susunan organisasi Komite Tenaga Keschatan Lainnya 

sekurang-kurangnya terdiri dari : 

Paragraf 2 
Susunan, Fungsi dan Tugas Kcwenangan 

Pasal 138 
( 1) Komite Tenaga Keschatan Lainnya mcrupakan 

organisasi non struktural yang dibcntuk oleh Direktur 
yang keanggotaannya tcrdiri dari Bidan, Apoteker dan 
Tenaga Teknis Kefarmasian, Tenaga Gizi, Tenaga 
Kesebatan Lingkungan, Fisioterapi, Okupasi Tcrapi., 
Perekam Medis dan Jnformasi Kesehatan, Ahli 
Teknologi Laboratorium Medik, Teknisi Pelayanan 
Oarah, Terapis Gigi dan Mulut, Radiografer, 
Elektromedik, Fisikawan Mcdis, dan Psikologi Klinilc. 

(2) Komite Tenaga Keschatan L.ainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) bu.kan mcrupakan wadah 
perwakilan dari staf tenaga kesehatan lainnya. 

Paragraf I 
Pembentukan 

Bagian Keempat 
Komite Tenaga Kesehatan l..ainnya 

Pasal 137 
( I) Komitc Kescbatan Lainnya menetapkan kewenangan 

klinis dan mengusulkan kepada Oircktur untuk 
dikeluarkan surat penugasan klinis. 

(2) Direktur mengeluarkan surat penugasan klinis yang 
berlaku dalam 3 (tiga) tahun. 

(3) Oalam keadaan tcrtentu Direktur dapat mengeluarkan 
surat pengakhiran penugasan klinis staf tenaga 
keschatan lainnya atas rekomendasi subkomite etik 
dan disiplin profesi mclalui Kctua Komite Tenaga 
Kesehatan 1..ainnya. 

Bagian Ketiga 
Penugasan Klinis 

(21 Untuk mendapatkan kewenangan klinis, staf tenaga 
kesehatan mengajukan secara tertulis kepada 
Oirektur dengan melampirkan syarat yang tclah 
ditentukan, dan sclanjutnya Oirektur menugaskan 
kepada Komite Tenaga Kesehatan Lainnya untuk 
melakukan proses krcdensial. 

(3) Komite tenaga keschatan lainnya menugaskan 
kepada Subkomite Kredensial untuk melaku.kan 
proses kredensial kepada staf tenaga keschatan 
Jainnya sebagai dasar untu.k mengeluarkan 
rekomendasi kewenangan klinis star tenaga kesebatan 
Jainnya sesuai dengan profesi rnasing-masing, 
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(2) Untuk mendapatkan kewenangan klinis, staf tenaga
kesehatan mengajukan secara tertulis kepada
Direktur dengan melampirkan syarat yang telah
ditentukan, dan selanjutnya Direktur menugaskan
kepada Komite Tenaga Kesehatan Lainnya untuk
melakukan proses kredensial.

(3) Komite tenaga kesehatan lainnya menugaskan
kepada Subkomite Kredensial untuk melakukan
proses kredensial kepada staf tenaga kesehatan
lainnya sebagai dasar untuk mengeluarkan
rekomendasi kewenangan klinis staf tenaga kesehatan
lainnya sesuai dengan profesi masing-masing.

Bagian Ketiga
Penugasan Klinis

Pasal 137
(I) Komite Kesehatan Lainnya menetapkan kewenangan

klinis dan mengusulkan kepada Direktur untuk
dikeluarkan surat penugasan klinis.

(2) Direktur mengeluarkan surat penugasan klinis yang
berlaku dalam 3 (tiga) tahun.

(3) Dalam keadaan tertentu Direktur dapat mengeluarkan
surat pengakhiran penugasan klinis staf tenaga
kesehatan lainnya atas rekomendasi subkomite etik
dan disiplin profesi melalui Ketua Komite Tenaga
Kesehatan Lainnya.

Bagian Keempat
Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 138
(I) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya merupakan

organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur
yang keanggotaannya terdiri dari Bidan, Apoteker dan
Tenaga Teknis Kefarmasian, Tenaga Gizi, Tenaga
Kesehatan Lingkungan, Fisioterapi, Okupasi Terapi,
Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Abli
Teknologi Laboratorium Medik, Teknisi Pelayanan
Darah, Terapis Gigi dan Mulut, Radiografer,
Elektromedik, Fisikawan Medis, dan Psikologi Klinik.

(2) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bukan meruPakan wadah
perwakilan dari staf tenaga kesehatan lainnya.

Paragraf2
Susunan, Fungsi dan Tugas Kewenangan

Pasal 139
(I) Susunan organisasi Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

sekurang- kurangnya terdiri dari :

a. ketua ...



f. melaporkan ... 

Pasal 140 
( I} Komite Tenaga Kcsehatan Lainnya mempunyai 

fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga 
kesehatan lainnya de.ngan cara : 
a. mclakukan kredcnsial bagi scluruh tenaga 

kesehatan lainnya yang akan melakukan 
pelayanan di RSUD; 

b. memelihara mutu profesi tenaga kesehatan 
lainnya; clan 

c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku tenaga 
kesehatan lainnya maeing-masing profesi. 

(2) Dalam melaksanakan fungsi kredensial, Komite 
Tenaga Kesehatan Lainnya memiliki fungsi sebagai 
berikut: 
a menyusun dattar rincian kcwcnangan maslng 

masing tenaga kesehatan Jain dan buku putih; 
b. melakukan verifikasi persyaratan kreclensial; 
c. mcrekomendasikan kewenangan masing-masing 

tenaga kesehatan lain; 
d. merekomendasikan pemulihan kewenangan 

masing-masing tcnaga kesehatan lain; 
e. mclakukan ktedensial ulang secara bcrkala 

sesuai waktu yang ditetapkan; 

a. ketua; 
b. sekretaris; 
c. subkomitc. 

(2) Keanggotaan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 
ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan 
sikap profesional, kompetenei, pengalaman kerja, 
rcputasi dan perilaku. 

(3) Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya ditetapkan 
oleh Direktur dengan mempertimbangkan 
rekomendasi dari Ketua Komitc Tenaga Kesehatan 
Lainnya dengan memperhatika.n masukan dari 
tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di Rwnah 
Sakit. 

(4) Subkomitc sebagaimana dimaksud pada ayat (I} 
huruf c terdiri dari : 
a. subkomite kredensial; 
b. subkomite mutu profesi; dan 
c. subkomite etik dan disiplin profesi. 

(5) Subkomitc krcdcnsial sebagaimana dimaksud 
bertugas mcrekomendasikan kewenangan klinis yang 
adekuat sesuai kompetensi yang climiliki setiap tenaga 
kesehatan lainnya. 

(6) Subkomite mutu profcsi sebagaimana dimaksud 
bertugas melakukan audit tenaga Kesehatan lainnya 
dan merekomendasikan kebutuhan pengembangan 
profesional berkelanjutan bagi tenaga kesehatan 
lainnya, 

(7) Subkomite etik dan disiplin profesi sebagaimana 
dimaksud bertugas merekomendasikan pernbinaan 
etik clan disiplin profesi, 
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a. ketua;
b. sekretaris;
c. subkomite.

(2) Keanggotaan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan
sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja,
reputasi dan perilaku.

(3) Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya ditetapkan
oleh Direktur dengan mempertimbangkan
rekomendasi dari Ketua Komite Tenaga Kesehatan
Lainnya dengan memperhatikan masukan dari
tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di Rumah
Sakit.

(4) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari :
a. subkomite kredensial;
b. subkomite mutu profesi; dan
c. subkomite etik dan disiplin profesi.

(5) Subkomite kredensial sebagaimana dimaksud
bertugas merekomendasikan kewenangan klinis yang
adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap tenaga
kesehatan lainnya.

(6) Subkomite mutu profesi sebagaimana dimaksud
bertugas melakukan audit tenaga Kesehatan lainnya
dan merekomendasikan kebutuhan pengembangan
profesional berkelanjutan bagi tenaga kesehatan
lainnya.

(7) Subkomite etik dan disiplin profesi sebagaimana
dimaksud bertugas merekomendasikan pembinaan
etik dan disiplin profesi.

Pasal 140
(1) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya mempunyai

fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga
kesehatan lainnya dengan cara :
a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga

kesehatan lainnya yang akan melakukan
pelayanan di RSUD;

b. memelihara mutu profesi tenaga kesehatan
lainnya; dan

c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku tenaga
kesehatan lainnya masing-masing profesi.

(2) Dalam melaksanakan fungsi kredensial, Komite
Tenaga Kesehatan Lainnya memiliki fungsi sebagai
berikut:
a. menyusun daftar rincian kewenangan masing-

masing tenaga kesehatan lain dan buku putih;
b. melakukan verifikasi persyaratan kredensial;
c. merekomendasikan kewenangan masing-masing

tenaga kesehatan lain;
d. merekomendasikan pemulihan kewenangan

masing-masing tenaga kesehatan lain;
e. melakukan kredensial ulang secara berkala

sesuai waktu yang ditetapkan;

f. melaporkan ...



Paragraf3 ... 

PasaJ 141 
Dalam melaksanakan rugas dan fungsinya Komitc Tenaga 
Keschatan Lainnya. berwenang : 
a. memberikan rekomendasi rincian kewcnangan klinis 

tenaga kesehatan lain; 
b. mcmberikan rekomendasi perubahan rincian 

kewenangan klinis tenaga kesebatan lain; 
c, memberikan rekomendasi penolalcan kewenangan 

klinis tenaga kesehatan lain tertentu: 
d. memberika.n rekomcndasi surat penugasan tenaga 

kcsehatan lain; 
e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit tenaga 

kesehatan lain; 
f. memberikan rekomendasi Pendidikan tenaga 

keschatan lain berkelanjutan; dan 
g. mcm berika.n rekomendasi pendampingan dan 

memberil<an rckomcndasi pemberian tindakan 
disiplin. 

f. melaporkan sclurub proses l<redensial kepada 
Kctua Komite Tenaga Kesehatan Lain untuk 
diteruskan kepada Direktur. 

(3) Dalam melaksanakan fungsi memelibara mutu 
profesi, Komite Tenaga Kcsebatan L.ainnya memiliki 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun data dasar profit tenaga kesehatan lain 

sesuai area praktik; 
b. merekomendasikan percncanaan pengembangan 

profesional berkelanjutan tenaga kesehatan lain; 
c. melalrukan audit tenaga kesehatan lain; 
d. mcmfasilitasl proses pendampingan sesuai 

kebutuhan: dan 
e. membuat Japoran kegiatan dan 

rnenyampaikannya kepada Ketua Komite Tenaga 
Kesehatan Lain. 

(4) Dalam mclaksanakan fungsi menjaga disiplin dan 
etika profesi tenaga kesehatan lainnya, Komite Tenaga 
Kcsehatan Lainnya memiliki tugas sebagai berikut : 
a. rnelakukan sosialisasi kode elik profesi tenaga 

Kesehatan lain; 
b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi 

tenaga kesehatan lain; 
c. merekomcndasil<an penyelesaian masalah 

pelanggaran disiplin dan masalah etik dalarn 
kehidupan profesi dan pelayanan asuhan 
kesehatan Jain; 

d. merekomendasikan pencabutan kcwenangan 
klinis tenaga kesehatan lain; dan 

e. memberikan pertirnbangan dalam mengambil 
keputusan etis dalam asuhan kesehatan lain. 
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f. melaporkan seluruh proses kredensial kepada
Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain untuk
diteruskan kepada Direktur.

(3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu
profesi, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya memiliki
tugas sebagai berikut:
a. menyusun data dasar profil tenaga kesehatan lain

sesuai area praktik;
b. merekomendasikan perencanaan pengembangan

profesional berkelanjutan tenaga kesehatan lain;
c. melakukan audit tenaga kesehatan lain;
d. memfasilitasi proses pendampingan seSUal

kebutuhan; dan
e. membuat laporan kegiatan dan

menyampaikannya kepada Ketua Komite Tenaga
Kesehatan Lain.

(4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan
etika profesi tenaga kesehatan lainnya, KomiteTenaga
Kesehatan Lainnya memiliki tugas sebagai berikut :
a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga

Kesehatan lain;
b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi

tenaga kesehatan lain;
c. merekomendasikan penyelesaian masalah

pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam
kehidupan profesi dan pelayanan asuhan
kesehatan lain;

d. merekomendasikan pencabutan kewenangan
klinis tenaga kesehatan lain; dan

e. memberikan pertimbangan dalam mengambil
keputusan etis dalam asuhan kesehatan lain.

Pasal 141
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Tenaga
Kesehatan Lainnya berwenang :
a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis

tenaga kesehatan lain;
b. memberikan rekomendasi perubahan rincian

kewenangan klinis tenaga kesehatan lain;
c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan

klinis tenaga kesehatan lain tertentu;
d. memberikan rekomendasi surat penugasan tenaga

kesehatan lain;
e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit tenaga

kesehatan lain;
f. memberikan rekomendasi Pendidikan tenaga

kesehatan lain berkelanjutan; dan
g. memberikan rekomendasi pendampingan dan

memberikan rekomendasi pemberian tindakan
disiplin.

Paragraf 3 ...



(2) Terhadap ... 

PasaJ 143 
(l) Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum habis masa 

berlakunya Surat Penugasan Klinis, star tenaga 
kesehatan lainnya yang bersangkutan harus 
mengajukan ulang surat permohonan kewenangan 
klinis kepada Direktur, dengan mengisi Formulir yang 
telah disediakan oleh RSUD. 

Paragraf4 
Rekredensial 

PasaJ 142 
(1) Rekomendasi dari Komitc Tenaga Kesehatan Lainnya 

untuk pemberian Penugasan Klinis oleh Direktur 
kepada Staf Tenaga Kesehatan Lainnya dilakukan 
melalui proses Krcdcnsial. 

{2) Penugasan Klinis sebagaimana dimaksud ayat (I) 
berisi daftar kewenangan klinis yang diberikan 
Direktur RSUD kepada tcnaga kesehatan lalnnya 
untuk melakukan kompetensi masing-maslng profesi 
dalam lingkungan RSUD untuk periode tcrtentu. 

(3) Proses Kredensial Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 
dilakukan oleh Sub Komite Kredensial Komite 
Kesehatan Lainnya. 

(4) Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
merupakan saJah satu upaya RSUD dalam 
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk 
menjaga keselamatan pasicn dcngan menjaga standar 
dan kompetensi seluruh star tenaga kesehatan yang 
akan berhadapan langsung dengan pasien. 

(5) Tujuan dilakukan Kredensial adalah: 
a. memberi kejelasan kewenangan k!inis bagi setiap 

tcnaga kcsehatan lainnya; 
b. melindungi keselamatan pasicn dcngan menjamin 

bahwa tenaga kesehatan memiliki kompecensi 
dan kewenangan klinis yang jelas; 

c. pengakuan dan penghargaao terbadap tenaga 
kcsehatan lainnya yang berada di scmua level 
pclayanan. 

(6) Setelah seorang Star Tenaga Kesebatan Lainnya 
dinyatakan kompeten melalui suatu proses kredensial, 
Direktur mcnerbitkan surat Penugasan Klinis bagi 
yang bersangkutan untuk melakukan serangkaian 
pelayanan medis tertcntu berupa pemberian 
kewenangan klinis, 

(7) Tanpa adanya pembcrian kcwenangan klinis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ seorang tenaga 
kesehatan lainnya tidak diperkenankan untuk 
melakukan pelayanan klinis di RSUD. 
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Paragraf 3 
Kredensial 
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Paragraf 3
Kredensial

Pasal142
(1) Rekomendasi dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

untuk pemberian Penugasan Klinis oleh Direktur
kepada Staf Tenaga Kesehatan Lainnya dilakukan
me1alui proses Kredensial.

(2) Penugasan Klinis sebagaimana dimaksud ayat (1)
berisi daftar kewenangan klinis yang diberikan
Direktur RSUD kepada tenaga kesehatan lainnya
untuk melakukan kompetensi masing-masing profesi
dalam lingkungan RSUDuntuk periode tertentu.

(3) Proses Kredensial Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
dilakukan oleh Sub Komite Kredensial Komite
Kesehatan Lainnya.

(4) Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan salah satu upaya RSUD dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk
menjaga keselamatan pasien dengan menjaga standar
dan kompetensi seluruh staf tenaga kesehatan yang
akan berhadapan langsung dengan pasien.

(5) Tujuan dilakukan Kredensial adalah:
a. memberi kejelasan kewenangan klinis bagi setiap

tenaga kesehatan lainnya;
b. melindungi keselamatan pasien dengan menjamin

bahwa tenaga kesehatan memiliki kompetensi
dan kewenangan klinis yang je1as;

c. pengakuan dan penghargaan terhadap tenaga
kesehatan lainnya yang berada di semua level
pelayanan.

(6) Setelah seorang Staf Tenaga Kesehatan Lainnya
dinyatakan kompeten melalui suatu proses kredensial,
Direktur menerbitkan surat Penugasan Klinis bagi
yang bersangkutan untuk melakukan serangkaian
pelayanan medis tertentu berupa pemberian
kewenangan klinis.

(7) Tanpa adanya pemberian kewenangan klinis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seorang tenaga
kesehatan lainnya tidak diperkenankan untuk
melakukan pelayanan klinis di RSUD.

Paragraf4
Rekredensial

Pasal143
(1) Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum habis masa

berlakunya Surat Penugasan Klinis, staf tenaga
kesehatan lainnya yang bersangkutan harus
mengajukan ulang surat permohonan kewenangan
klinis kepada Direktur, dengan mengisi Formulir yang
telah disediakan oleh RSUD.

(2)Terhadap ...



PasaJ 147 ... 

Pasal 146 
(1) Keputusan rapat Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 

didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan 
pemungutan suara. 

(2) Dalam ha! jumlah suara yang diperoleh sama maka 
Ketua atau Wakil Ketua berwenang untuk 
menyelenggara.kan pemungutan suara ulang. 

(3) Perhitungan suara hanya berasal dari anggota Komite 
Tenaga Kesehatan Lainnya yang hadir. 

Pasal 145 
(!) Rapat Komitc sebagairoana dimaksud dalam Pasal 144 

huruf a adalah rapat yang melibatkan semua Staff 
komite yang dilakukan 3 bulan sekali atau jika ada 
kejadian khusus yang mcmbutuhkan rapat mendadak. 

(2) Rapat Anggota Komite scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 148 huruf b adalah rapat yang dilalrukan 
dengan unit terkait lainnya dilakukan rutin 3 bulan 
sekali atau jika ada kejadian khusus yang 
membutuhkan rapat mendadak. 

Pasal 144 
Rapat Komite Tenaga Kesehatan .Lainnya terdiri dari: 
a. rapatkomite;dan 
b. rapat anggota komite; 

Paragraf5 
Ra pat 

(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (!) RSUD melalui Subkomite Kredensial Komite 
Tenaga Kesehatan Lainnya harus melakukan 
rekredensial terhadap staf tenaga kesehatan lainnya 
yang bersangkutan. 

(3) Proses rekredensinl Komite Tenaga Kesebatan 
Lainnya dilalrukan oleh Sub Komitc Krcdcnsial Komite 
Tenaga Kesehatan Lainnya. 

(4) Mekanisme dan proses rckrcdcnsial scbagaimana 
dimaksud pada ayat (I) pada dasamya sama dengan 
mckanisme dan proses kredensial. 

(5) Proses rekrcdensiaJ sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mcnghasilkan rekomendasi Komite Tenaga 
Kesehatan Lainnya kcpada Oirektur berupa: 
a. kewenangan klinis yang bersangkutan 

dilanjutkan; 
b. kewenangan klinis yang bcrsangkutan ditambah; 
c. kewenangan klinis yang bcrsangkutan dikurangi; 
d. kcwenangan klinis yang bersangkutan dibekukan 

untuk waktu tertentu; 
e. kewcnangan klinis yang bersangkutan 

diubah/ dimodifikasi; dan 
f. kcwcnangan klinis yang bersangkutan diakhiri. 
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(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) RSUD melalui Subkomite Kredensial Komite
Tenaga Kesehatan Lainnya harus melakukan
rekredensial terhadap staf tenaga kesehatan lainnya
yang bersangkutan.

(3) Proses rekredensial Komite Tenaga Kesehatan
Lainnya dilakukan oleh Sub Komite Kredensial Komite
Tenaga Kesehatan Lainnya.

(4) Mekanisme dan proses rekredensial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada dasamya sarna dengan
mekanisme dan proses kredensial.

(5) Proses rekredensial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menghasilkan rekomendasi Komite Tenaga
Kesehatan Lainnya kepada Direktur berupa:
a. kewenangan klinis yang bersangkutan

dilanjutkan;
b. kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah;
c. kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi;
d. kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan

untuk waktu tertentu;
e. kewenangan klinis yang bersangkutan

diubahj dimodiflkasi; dan
r. kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri.

Paragraf 5
Rapat

Pasal144
Rapat KomiteTenaga Kesehatan Lainnya terdiri dari:
a. rapat komite; dan
b. rapat anggota komite;

Pasal145
(1) Rapat Komite sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 144

huruf a adalah rapat yang melibatkan semua Stafr
komite yang dilakukan 3 bulan sekali atau jika ada
kejadian khusus yang membutuhkan rapat mendadak.

(2) Rapat Anggotil Komite sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 148 huruf b adalah rapat yang dilakukan
dengan unit terkait lainnya dilakukan rutin 3 bulan
sekali atau jika ada kejadian khusus yang
membutuhkan rapat mendadak.

Pasal146
(1) Keputusan rapat Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan
pemungutan suara.

(2) Dalarn hal jumlah suara yang diperoleh sarna maka
Ketua atau Wakil Ketua berwenang untuk
menyelenggarakan pemungutan suara ulang.

(3) Perhitungan suara hanya berasal dari anggota Komite
Tenaga Kesehatan Lainnya yang hadir.

Pasal 147 ...



BAB VIII ... 

Pasal JSO 
(I) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

daJam Pasal I 49 diarabka.n untuk meningkatkan 
kinerja Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dalam 
rangka mcnjamin mutu pe1a,yanan, serta keselamatan 
pasien di RSUD. 

(2) Pembinaan dan pcngawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 
a. advokasi, soslalisaei, dan bimbingan teknis; 
b. pelatihan dan pcningkatan kapasitas sumber 

daya manusia; dan 
c. monitoring dan evaluasi, 

Pasal 149 
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Komite 
Tenaga kesehatan Lainnya di.la.kukan oleb Dewan Pengawas 
dengan melibatkan organisasi profesi yang terkait sesuai 
dengan tugas dan fungsinya masing-rnasing. 

Paragraf7 
Pembinaan dan Pengawasan 

Pasal 148 
(1) Dalam mela.ksanakan togas dan fungsinya Komite 

Tenaga Kesehatan Lainnya dapat dibantu oleh Panitia 
Adhoc. 

(2) Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Dircktur berdasarkan usulan Ketua 
Komite Tenaga Kesehatan Lainnya. 

(3) Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berasal dari tenaga kesehatan lainnya yang tergctong 
sebagai Mitra Bestari. 

(4) Tenaga kesehatan lainnya yang tergolong sebagai 
Mitra Bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat berasal dari RSUD lain, organisasi profesi 
masing-masing tenaga kesehatan, dan/ atau institusi 
pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan profesi 
masing-masing. 

Paragraf 6 
Panitia Adhoe 

Pasal 147 
(1) Direktur dapat mengusulkan perubahan atau 

pernbatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat 
komite atau rapat anggota komite, sebelumnya dengan 
syarat usul terse but dicantumkan dalam 
pemberitahuan atau undangan rapat. 

(2) Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan 
keputusan sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) tidak 
diterima dalam rapat ma.ka usulan tersebut tidak 
dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan 
terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebuL 
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Pasal 147
(1) Direktur dapat mengusulkan perubahan atau

pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat
komite atau rapat anggota komite, sebelumnya dengan
syarat usul tersebut dicantumkan dalam
pemberitahuan atau undangan rapat.

(2) Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diterima dalam rapat maka usulan tersebut tidak
dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan
terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.

Paragraf6
Panitia Adhoc

Pasal148
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite

Tenaga Kesehatan Lainnya dapat dibantu oleh Panitia
Adhoc.

(2) Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua
KomiteTenaga Kesehatan Lainnya.

(3) Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari tenaga kesehatan lainnya yang tergolong
sebagai Mitra Bestari.

(4) Tenaga kesehatan lainnya yang tergolong sebagai
Mitra Bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat berasal dari RSUD lain, organisasi profesi
masing-masing tenaga kesehatan,danl atau institusi
pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan profesi. .
maslng-maslng.

Paragraf7
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 149
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Komite
Tenaga kesehatan Lainnya dilakukan oleh Dewan Pengawas
dengan melibatkan organisasi profesi yang terkait sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal150
(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 149 diarahkan untuk meningkatkan
kinerja Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dalam
rangka menjamin mutu pelayanan, serta kese1amatan
pasien di RSUD.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilaksanakan melalui:
a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber

daya manusia; dan
c. monitoring dan evaluasi.

BABVIII ...



(2) Oircktur ... 

Pasal 152 
(1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 151 ayat (1) meliputi 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 
pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 
kcuangan. 

(2) Oircktur RSUO bertanggung jawab atas pelaksanaan 
anggaran pendapatan, belanja dan pcmbiayaan RSUO. 

Pasal 153 
( 1 J Oirektur RSUD dalam pengclolaan keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) 
bertanggung jawab secara administratif/ dalam bcntuk 
laporan kepada Kepala Dinas yang menangani urusan 
keschatan. 

Paragraf 1 
Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaksanaan, 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan. 

Pasal 151 
(1) Dalam menyelenggarakan tata kelola RSUD dan tata 

kelola klinis yang bail< RSUD memiliki otonomi dalam 
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta 
bidang kepegawaian. 

(2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan bara,ng 
mllik daerah sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) 
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 
pclaksanaan, pclaporan dan pertanggungjawaban 
keuangan serta penggu.naan dan penatausahaan 
barang milik daerah. 

(3) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 
serta bidang kepegawaian sebagaimana dimak.sud 
pada ayat (1) Direktur bertanggungjawab kepada 
Kepala Oinas melalul penyampaian laporan keuangan, 
laporan pengelolaan barang rnilik daerah dan laporan 
pcngelolaan kepegawaian RSUO. 

(4) Penyampaikan laporan kcuangan, Iaporan 
penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah 
dan Iaporan pengetotaan kepegawaian Rumah Sakit 
sebagaimana d.imaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pengclolaan Keuangan 

Bagian Kcsatu Umum 

BAB VIII 
PENGELOLAAN RSUD 

SEBAOAI UNIT OROANISASI BERSIFAT KHUSUS 
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BABVIII
PENGELOLAANRSUD

SEBAGAIUNITORGANISASIBERSIFATKHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal151
(1) Dalam menyelenggarakan tata kelola RSUD dan tata

kelola klinis yang book RSUD memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta
bidang kepegawOOan.

(2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan serta penggunaan dan penatausahaan
barang milik daerah.

(3) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
serta bidang kepegawOOan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Direktur bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas melalui penyampOOanlaporan keuangan,
laporan pengelolaan barang milik daerah dan laporan
pengelolaan kepegawOOanRSUD.

(4) PenyampOOkan laporan keuangan, laporan
penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah
dan laporan pengelolaan kepegawOOan Rumah Sakit
sebagOOmana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuOOdengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan

Paragraf 1
Perencanaan,Penganggaran, Penatausahaan, Pelaksanaan,

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan.

Pasal152
(1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 151 ayat (1) meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan.

(2) Direktur RSUD bertanggung jawab atas pelaksanaan
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan RSUD.

Pasal153
(1) Direktur RSUD dalam pengelolaan keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1)
bertanggung jawab secara administratif/ dalam bentuk
laporan kepada Kepala Dinas yang menangani urusan
kesehatan.

(2) Direktur ...



( 5) Direktur ... 

Pasal 154 
(1) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 152 ayat (!), 
Direktur dltetapkan selalru Kuasa Pengguna Anggaran 
sesuai deagan ketentuan Pcraturan Perundang 
Undangan. 

(2) Kepala Dinas yang menangani urusan kcsehatan 
selaku Pengguna Anggaran melimpahkan 
kewenangannya atas pengclolaan keuangan rumah 
sakit kepada Direktur selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran. 

(3) Selain sclaku Kuasa Pcngguna Anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur 
Rumah Sakit memiliki tugas dan kewenangan: 
a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); 
b. menyusun Dolrumen Pelaksanaan Anggi,ran 

(DPAJ; 
c. menandatangani Surat Pcrintah Mcmbayar (SPM); 
cL mengelola utang dan piutang daerah yang 

menja<li tanggung jawabnya; 
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 

unit yang dipimpinnya; 
r. menetapkan pejabat pelak..ana teknis kegiatan 

(PPl'K) dan pejabat penatausahaan keuangan 
(PPK); dan 

g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang 
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan 
daerah; 

h, mengusulkan Bendahara Pcngeluaran dan 
Bendahara Pcnerimaan kepada Bupati melalui 
Pejabat Pcngelola Keuangan Daerah (PPKDJ; 

(4) RKA dan RBA serta DPA sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (3) huruf (a) dan buruf (b) disampail<an 
kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 
melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKDJ 
untuk diverifikasi sesual dengan ketcntuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

(2) Direktur Rumah Sakit dalam pengelolaan keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) 
bertanggung jawab secara substantif kepada Bupati 
melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 

(3) Dalam penyampaian laporan keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Direktur melakukan 
penyusunan Japoran keuangan yang merupakan 
bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disajikan sebagai laporan kcuangan dinas. 

(5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih 
lanjut dalam Penatausahaan Keuangan dcngan 
Peraturan Direktur. 
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(2) Direktur Rumah Sakit dalam pengelolaan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1)
bertanggung jawab secara substantif kepada Bupati
melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(3) Dalam penyampaian laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Direktur melakukan
penyusunan laporan keuangan yang merupakan
bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-Undangan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disajikan sebagai laporan keuangan dinas.

(5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih
lanjut dalam Penatausahaan Keuangan dengan
Peraturan Direktur.

Pasal154
(1) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1),
Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

(2) Kepala Dinas yang menangani urusan kesehatan
selaku Pengguna Anggaran melimpahkan
kewenangannya atas pengelolaan keuangan rumah
sakit kepada Direktur selaku Kuasa Pengguna
Anggaran.

(3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur
Rumah Sakit memiliki tugas dan kewenangan:
a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA);
c. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
d. mengelola utang dan piutang daerah yang

menjadi tanggung jawabnya;
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

unit yang dipimpinnya;
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan

(PPTK) dan pejabat penatausahaan keuangan
(PPK);dan

g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

h. mengusulkan Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Penerimaan kepada Bupati melalui
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

(4) RKAdan RBAserta DPA sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (3) huruf (a) dan huruf (b) disampaikan
kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan~

(5)Direktur ...



(3) RBA ... 

Pasal 156 
( 1) Seluruh pcndapatan RSUD dapat digunakan langsung 

untuk membiayai belanja RSUD. 
(2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat 

( I) meliputi seluruh pendapatan RSUO termasuk 
APBD dan APBN. 

(3) Pcndapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dicantumkan dalam RKA Dinas pada kelompok 
Pcndapatan Asli Oaerah (PAD), jenis lain-lain PAO 
yang sah dan objek pendapatan RSUD. 

Pasal 157 
(1) Pagu Anggaran belanja RSUO dalam RKA Dinas yang 

sumber dananya bcrasal dari pendapatan RSUD 
sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 156 ayat (2) dan 
surplus anggaran RSUD dirinci dalam satu program, 
satu kegiatan, satu output dan jenis bclanjanya untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 
kesebatan. 

(2) Rincian lebib lanjut dari Pagu Anggaran Belanja RSUD 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dituangkan 
dalam RBA. 

Pasal 155 
(1) Rencann Kegiatan dan Anggaran {RKA) RSUD 

merupakan larnpirao dari Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Dinas. 

(2) Dokumcn Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD 
mcrupakan lampiran dari Dokumcn Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Dinas. 

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 
sebagairnana dimaksud dalam PasaJ 154 ayat (l) 
Direktur melaksanakan belanja sesuai Ookumen 
Pclaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 154 ayat (3) buruf b eesuar dengan 
ketentuan Peraturan Pcrundang-undangan. 

(4) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RSUD juga 
melaksanakan anggaran pendapatan, bclanja dan 
pembiayaan. 

(5) Direktur menandatangani Surat Pcrintah Membayar 
(SPM) sebagaimana dimaksud pada ayal (3) buruf c 
meliputi Uang Pcrscdiaan (UP), Ganti Uang (GU), 
Ganti Uang Persediaan (GUI'), Tambahan Uang 
Persediaan (TUI'), Lumsum (LS). 

(6) Direktur mengelola utang dan piutang Daerah yang 
menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud 
ayat (3) buruf d yang merupakan konsekuensi dari 
pelaksanaan Dokumen Pclaksanaan Anggaran (DPA). 

(7) Direktur dalarn menelapkan pcjabat lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g 
didasarkan alas pcrtimbangan besaran anggaran 
dan/ alau rcntang kendali. 
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(5) Direktur menandatangani Surat Perintah Membayar
(SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
meliputi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU),
Ganti Uang Persediaan (GUP), Tambahan Uang
Persediaan (TUP), Lumsum (LS).

(6) Direktur mengelola utang dan piutang Daerah yang
menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud
ayat (3) huruf d yang merupakan konsekuensi dari
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(7) Direktur dalam menetapkan pejabat lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g
didasarkan atas pertimbangan besaran anggaran
dan/atau rentang kendalL

Pasal155
(1) Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) RSUD

merupakan lampiran dari Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas.

(2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD
merupakan lampiran dari Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)Dinas.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1)
Direktur melaksanakan belanja sesuai Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 154 ayat (3) huruf b sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RSUD juga
melaksanakan anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

Pasal 156
(1) Seluruh pendapatan RSUD dapat digunakan langsung

untuk membiayai belanja RSUD.
(2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi seluruh pendapatan RSUD termasuk
APBDdan APBN.

(3) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dicantumkan dalam RKA Dinas pada kelompok
Pendapatan AsH Daerah (PAD), jenis lain-lain PAD
yang sah dan objek pendapatan RSUD.

Pasal157
(1) Pagu Anggaran belanja RSUD dalam RKADinas yang

sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dan
surplus anggaran RSUD dirinci dalam satu program,
satu kegiatan, satuoutput dan jenis belanjanya untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
kesehatan.

(2) Rincian lebih lanjut dari Pagu Anggaran Belanja RSUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalamRBA.

(3)RBA...



PasaJ 160 
( 1) Dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dirna.ksud 

dalam Pasal 159 ayat (1) Rumah Sakit dengan status 
BLVD memperoleh ficksibilitas berupa: 
a. pengelolaan pendapatan dan bclanja; 
b. pengelolaan kas; 
c. pengelolaan utang; 
cl. pengelolaan piutang; 
e. pengeJolaan investasi; 
f. pengelolaan barang dan/atau jasa; 
g. pengadaan barang/jasa; 
h. penyusunan akuntansi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban; 
,. pengelolaan surplus dan defisit; 
j. kerjasama dengan pihak la.in; 

k. mempekerjakan ... 

Paragraf3 
Flcksibilitas 

Pasal 159 
(!) Pengelolaan keuangan RSUD bcrdasarkan pada 

prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan 
berazaskan akuntabilitas dan transparansi. 

(2) Dalam rangka penerapan prinsip dan azas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam 
penatausahaan keuangan diterapkan Sistem 
Akunt.ansi berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP) dan Sistem Akuntansi Berbasis Keuangan (SAK). 

Paragraf2 
Prinsip Pengelolaan Keuangan 

Pasal 158 
(11 RSA sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat (2) 

meliputi : 
a ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
b. rincian anggaran pcndapatan, bclanja, dan 

pembiayaan; 
c. perkiraan harga; 
cl. bcsaran pcrscntasi arnbang batas;dan 
e. perkiraan maju aiau forward estimate. 

(21 RSA sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) menganut 
pola anggaran fleksibel dcngan suatu persentasi 
arnbang batas tertentu. 

(3) RBA scbagaimana dirnaksud pada ayat (2) cliscrtai 
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPMI. 

(4) RSUD dapat mclakukan pergeseran rincian bclanja 
yang ada di RBA, sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(l) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran perjenis 
belanja di DPA dengan mengetahui Dewan Pengawas. 

(3) RSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan lampiran dari DPA Dinas, 
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(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan lampiran dari DPADinas.

Pasal158
(1) RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat (2)

meliputi :
a ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;
c. perkiraan harga;
d. besaran persentasi ambang batas;dan
e. perkiraan maju atauforward estimate.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut
pola anggaran fleksibel dengan suatu persentasi
ambang batas tertentu.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

(4) RSUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja
yang ada di RBA, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran perjenis
belanja di DPAdengan mengetahui Dewan Pengawas.

Paragraf2
Prinsip Pengelolaan Keuangan

Pasal159
(1) Pengelolaan keuangan RSUD berdasarkan pada

prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan
berazaskan akuntabilitas dan transparansi.

(2) Dalam rangka penerapan prinsip dan azas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam
penatausahaan keuangan diterapkan Sistem
Akuntansi berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP)dan Sistem Akuntansi Berbasis Keuangan (SAK).

Paragraf 3
Fleksibilitas

Pasal160
(1) Dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 159 ayat (1) Rumah Sakit dengan status
BLUDmemperoleh fleksibilitas berupa:
a. pengelolaan pendapatan dan belanja;
b. pengelolaan kas;
c. pengelolaan utang;
d. pengelolaan piutang;
e. pengelolaan investasi;
f. pengelolaan barangdanl atau jasa;
g. pengadaan barangl jasa;
h. penyusunan akuntansi, pe1aporan dan

pertanggungjawaban;
1. pengelolaan surplus dan defisit;
J. kerjasama dengan pihak lain;

k. mempekerjakan ...



Paragraf 5 ... 

Pasal 163 
(I) Peratura.n Bupati mengenai tarif laya.nan RSUD dapat 

dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan 
perkcmbangan keadaan. 

(2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat d.ilakukan secara keseluruhan maupun per unit 
layanan. 

Pasal 162 
(I) Tarif lay an an RSUD d.iusulkan oleh Direktur Rumah 

Sakit kepada Bupati. 
(2) Penetapan bcsaran tarif scbagaimana d.imaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
(3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan 
pengembangan layanan, daya bell masyarakat, serta 
kompetisi yang sehat. 

(4) Pola tarif dan penetapan besaran tarif disusun oleh 
Tim Tarifyang dibentuk oleh Direktur RSUD. 

Paragraf 4 
Tarif Layanan 

PasaJ 161 
{I) RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat 

sebagai imba.lan atas barang dan/ atau jasa layanan 
yang d.iberikan. 

(2) lmbalan atas barang dan/ atau jasa layanan 
sebagaimana d.imaksud pada ayat (1), ditetapkan 
dalarn hentuk tarif yang d.isusun atas dasar 
perhitungan biaya satuan per unit layanan (unit cost) 
dan per kegiatan (activity based casting). 

(3) Sasaran penetapan besaran tarif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah untuk mcnutup 
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 
pelayanan serta tidak mengutamakan mencari 
keuntungan dengan tetap memperhatikan 
kcmampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya 
saing untuk pelayanan sejenis. 

(4) Tarif layanan sebagaimana d.imaksud pada ayat (2), 
dapat berupa besaran tarif dan/ atau pola tarip sesuai 
jenis layanan RSUD. 

fleksibilitas 
selanjutnya 

dan 

k. 
I. 

mempekerjakan tenaga Non ASN; 
pengclolaan dana secara langsung; dan 

m. perumusan standar, kebijakan, sistem, 
prosedur pengelolaan keuangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
seba.ga.imana dimaksud pada ayat (1), 
dia.tur da.la.m Peratura.n Bupati. 
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k. mempekeIjakan tenaga NonASN;
1. pengelolaan dana secara langsung; dan
m. perumusan standar, kebijakan, sistem, dan

prosedur pengelolaan keuangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fleksibilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya
diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
TarifLayanan

Pasal161
(1) RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat

sebagai imbalan atas barang danIatau jasa layanan
yang diberikan.

(2) Imbalan atas barang danIatau jasa layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar
perhitungan biaya satuan per unit layanan (unit cost)
dan per kegiatan(activity based costing).

(3) Sasaran penetapan besaran tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menutup
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pelayanan serta tidak mengutamakan mencari
keuntungan dengan tetap memperhatikan
kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya
saing untuk pelayanan sejenis.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat berupa besaran tarif danIatau pola tarip sesuai
jenis layanan RSUD.

Pasal162
(1) Tarif layanan RSUD diusulkan oleh Direktur Rumah

Sakit kepada Bupati.
(2) Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan
pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta
kompetisi yang sehat.

(4) Pola tarif dan penetapan besaran tarif disusun oleh
TimTarifyang dibentuk oleh Direktur RSUD.

Pasal163
(1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan RSUD dapat

dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan
perkembangan keadaan.

(2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit
layanan.

Paragraf 5 ...



Pasal 166 ... 

Pasal 165 
(I) Pendapatan BLUD yang bcrsumbcr dari jasa layanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) 
huruf a berupa imbalan yang dipcroleh dari jasa 
layanan yang diberikan kepada masyarakat. 

(2) Pendaparan BLVD yang bcrsumber dari hibah 
sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) 
huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak 
terikat yang dipcroleh dari masyarakat atau badan 
lain. 

(3) Pendapatan Bl,VD yang bersumber dari hibah 
terikat sebagaimana dimaksud ayat (2), digunakan 
sesuai dengan rujuan pemberian hibah, sesuai dengan 
peruntukannya yang selaras dengan rujuan BLVD 
sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian 
hi bah. 

(4) Pendapatan BLVD yanng bersumber dari Hasil Kerja 
Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 164 ayat (2) huruf c dapat berupa basil 
yang diperoleh dari kerja sama BLVD. 

(5) Pendapatan BLVD yang bersumber dari APBD clan 
APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat 
(2) huruf d bcrupa pendapatan yang berasal dari DPA 
APBD dan APBN. 

(6) Lain-lain pendapatan BLVD yang sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf e, meliputi: 
a. jasa giro; 
b. pcndapatan bunga; 
c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap 

mata uang asing; 
d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai 

a.kibatdari penjualan dan/ atau pengadaan 
barang dan/ atau jasa oleb BLUD; 

e. investasi; dan 
r. pengembangan usaha. 

Pasal 164 
(1) Struktur anggaran BLVD, terdiri atas: 

a. pendapatan BLVD; 
b. belanja BWD; dan 
c. pcmbiayaan BLVD. 

(2) Pcndapatan BLVD sebagaimana dimaksud dalam 
ayat {I) buruf a bersumber dari: 
a jasa Jayanan; 
b. hibah; 
c. basil kerja sama dengan pihak Jain; 
d. APBD, APBN; dan 
e. Jain-lain pcndapatan BLVD yang sah. 

Paragraj' 5 
Struktur Anggaran BLVD 
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Paragraf 5
8truktur Anggaran BLVD

Pasal 164
(1) 8truktur anggaran BLVD,terdiri atas:

a. pendapatan BLVD;
b. belanja BLVD;dan
c. pembiayaan BLVD.

(2) Pendapatan BLVD sebagaimana dimaksud dalarn
ayat (1)huruf a bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil keIja sarna dengan pihak lain;
d. APBD,APBN;dan
e. lain-lain pendapatan BLVDyang sah.

Pasal 165
(1) Pendapatan BLVDyang bersumber dari jasa layanan

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 164 ayat (2)
huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa
layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan BLVD yang bersumber dari hibah
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 164 ayat (2)
huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak
terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan
lain.

(3) Pendapatan BLVD yang bersumber dari hibah
terikat sebagaimana dimaksud ayat (2), digunakan
sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan
peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLVD
sebagaimana tercantum dalam naskah peIjanjian
hibah.

(4) Pendapatan BLVDyanng bersumber dari Hasil KeIja
Sarna dengan pihak lain sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 164 ayat (2) huruf c dapat berupa hasil
yang diperoleh dari keIja sarna BLVD.

(5) Pendapatan BLVD yang bersumber dari APBD dan
APBNsebagaimana dimaksud dalarn Pasal 164 ayat
(2) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA
APBDdan APBN.

(6) Lain-lain pendapatan BLVD yang sah sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 164 ayat (2)huruf e, meliputi:. .
a. Jasa gIro;
b. pendapatan bunga;
c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;
d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai

akibatdari penjualan dan/ atau pengadaan
barang dan/ atau jasa oleh BLVD;

e. investasi; dan
f. pengembangan usaha.

Pasal 166 ...



Pasal 168 
(1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

164 ayat ( 1) huruf b terdiri atas: 
a. belanja operasi; dan 
b. belanja modal. 

(2) Belanja operasi sebagairnana dimaksud pada (lyat (1) 
huruf a mencakup seluruh belanja BLUD unruk 
menjalankan tugas dan fungsi. 

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, 
belanja bunga dan belanja lain. 

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
buruf b meocakup seluruh belanja BLUD untuk 
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari 12 (dua betas) bulan unruk 
digunakan dalam kegiatan BL.VD. 

(5) Belanja modal sebagaimana dirnekaud pada ayat (4) 
meliputi belanja tanah, belaaja peralatan dan mesin, 
belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi 
dan jaringan, dan belanja aset tetap Iainnya. 

Pasal 169 ... 

Pasal 167 
(lJ Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 164 ayat (2) huruf a sampai dengan buruf e 
dikelola langsung unruk membiayai pengeluaran 
BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari bibab 
terikat dan bibab tidak terikat. 

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(!) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD. 

(3) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 164 ayat (2) dilaksanakan melalui 
rekening kas RSUD dan dieatat dalarn kodc rekcning 
kas RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok 
pendapatan asli daerab pada jenis lain-lain 
pendapatan asli daerab yang sah dengan obyek 
pendapatan RSUD. 

(4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah setiap triwulan. 

(5) Format laporan pcndapatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan. 

PasaJ 166 
(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 165 ayat (6) huruf f dilakukan melalui 
pemben<Ukan unit usaba untuk meningkatkan 
layanan kepada masyarakaL 

(2) Unit usaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian dari BLUD yang bertugas 
melakukan pengembangan layanan dan 
mengoptimalkan sumber pendanaan untuk 
mendukung kegiatan BLUD. 
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Pasal 166
(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 165 ayat (6) huruf f dilakukan melalui
pembentukan unit usaha untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat.

(2) Vnit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari BLVD yang bertugas
melakukan pengembangan layanan dan
mengoptimalkan sumber pendanaan untuk
mendukung kegiatan BLVD.

Pasal 167
(1) Pendapatan BLVD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 164 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e
dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran
BLVD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah
terikat dan hibah tidak terikat.

(2) Pendapatan BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui Rekening Kas BLVD.

(3) Seluruh pendapatan RSVD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 164 ayat (2) dilaksanakan melalui
rekening kas RSVDdan dicatat dalam kode rekening
kas RSVD dan dicatat dalam kode rekening kelompok
pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek
pendapatan RSVD.

(4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah setiap triwulan.

(5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal168
(1) Belanja BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

164 ayat (1)huruf b terdiri atas:
a. belanja operasi; dan
b. belanja modal.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mencakup seluruh belanja BLVD untuk
menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja bunga dan belanja lain.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mencakup seluruh belanja BLVD untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan BLVD.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin,
belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi
dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 169 ...



(7) Reneana ... 

Pasal 171 
(1) RSUD menyusun Renstra BLUD. 
(2) Renstra BLUD RSUD sebegaimana dimaksud pada 

ayat (1), mencakup penyataan visi, misi, program 
strategis. pengukuran pencapaian kinerja, rencana 
peneapaian lima tabunan dan proyeksi keuangan lima 
tahunan RSUD. 

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat 
suatu gambaran yang rncnantang tcntang keadaan 
masa depan yan_g berisikan cita dan citra yang ingin 
diwujudkan. 

(4) Misi sebegaimana dimaksud pada ayat (2), memuat 
sesuatu yang barus diemben atau dila.ksanakan 
scsuatu visi yang ditetapkan, agar tujuan orga.nisasi 
dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan 
berhasil dengan baik. 

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), memuat program yang berisi proses kegiatan 
yang berorientasi pada basil yang ingin dieapai 
sampai dengan lrurun wa.ktu I (satu) sampai S (lima) 
tahun dengan memperhitungl<an potensi, peluang 
dan kendala yang ada atau mungkin timbul 

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana 
diroaksud pada ayat (2), mernuat pengukuran yang 
dilal<Ukan dengan menggambarkan peneapaian hasil 
kegiatan dengan disertai anali&i$ atas Iaktor internal 
dan ekstemal yang mempengaruhi tcrcapainya 
kinerja. 

Paragraf6 
Perencanaan dan Penganggaran BLUO 

Pasal 170 
(1) Penerimaan pembiayaan sebegaimana dima.ksud 

dalam Pasal 169 ayat (1) huruf a meliputi: 
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya; 
b. divestaei; dan 
c. penerimaan utang/ pinjaman. 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dima.ksud 
dalam Pasal 169 ayat (1) huruf b meliputi: 
a. investasi; dan 
b. pembayaran pokok utang/ pinjaman. 

Pasal 169 
(1) Pembiayaan BLUD sebegaimana dimaksud dalam 

Pasal 164 ayat (I) huruf c tcrdiri atas: 
a penerimaan pembiayaan;_ dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar 
kcmbali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun anggaran 
berikutnya. 
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Pasal169
(1) Pembiayaan BLVD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 164 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali danIatau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

Pasal170
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 169 ayat (1)huruf a meliputi:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya;
b. divestasi; dan
c. penerimaan utangl pinjaman.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 169 ayat (1)huruf b meliputi:
a. investasi; dan
b. pembayaran pokokutanglpinjaman.

Paragraf6
Perencanaan dan Penganggaran BLVD

Pasal171
(1) RSVDmenyusun Renstra BLVD.
(2) Renstra BLVD RSVD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup penyataan visi, misi, program
strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana
pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima
tahunan RSVD.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat
suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat
sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
sesuatu visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi
dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan
berhasil dengan baik.

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), memuat program yang berisi proses kegiatan
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang
dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil
kegiatan dengan disertai analisis atas faktor intemal
dan ekstemal yang mempengaruhi tercapainya
kinerja.

(7)Rencana ...



(10) Kebutuhan ..• 

Pasal 174 
(]) Dircktur wajib menyusun Renstra RSUD dan Rcnstra 

BL-UD setiap 5 (lima) tahun sekali. 
(2) Renstra sebagairnana dimaksud pada ayat ( I) 

mengacu pada Rcncana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Daerah. 

(3) Scbelum ditetapkan oleh Bupati, Rancangan Renstra 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terlebih dahulu 
dikoordinasikan dengan Dewan Pengawas, untuk 
mendapat perscruiuan. 

(4) RSUD yang rnenerapkan BL-VD menyusun RBA 
mengacu pada Renstra. 

(5) RSA sebagalmana dimaksud pada ayat (4) disusun 
berdasarka.n: 
a. anggaran berbasis kinerja; 
b. standar satuan harga; dan 
c. kcbutuhan belanja dan kemampuan pendapatan 

yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan 
yang diberikan kepada masyarakat, hibah, basil 
kerja sama dengan pihak lain dan/ atau basil 
usaha lainnya, APBD, dan surnber pendapatan 
BL-UD lainnya. 

(6) Anggaran berbasis kincrja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) buruf a merupakan analisis kegiatan 
yang beroricntasi pada pencapaian output dcngan 
penggunaan sumber daya secara efisien. 

(7) Standar satuan barga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf b mcrupakan harga satuan setiap 
unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah, 

(8) BL-UD menyusun standar satuan harga dan 
ditet.apkan dengan Kepurusan Bupati. 

(9) Dalam ha! BLUD bclum menyusun standar satuan 
harga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), BL-UO 
menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan 
oleh Keputusan Bupati. 

Pasal 173 
RBA merupakan pcnjabaran lebih laniut dari program dan 
kegiatan RSUD dengan berpedoman pada pengelolaan 
keuangan rumah sakit. 

Pasal 172 
Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 
ayat (1), dipergunakan sebagai dasar pcnyusunan RBA 
dan Evaluasi kinerja. 

(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian 
kinerja pelayanan tahunan selama 5 {lima) tahun, 

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian 
kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun. 
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(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian
kinerja pe1ayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian
kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 172
Renstra BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171
ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA
dan Evaluasi kinerja.

Pasal 173
RBAmerupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan
kegiatan RSVD dengan berpedoman pada penge10laan
keuangan rumah sakit.

Pasal174
(1) Direktur wajib menyusun Renstra RSVD dan Renstra

BLVDsetiap 5 (lima)tahun sekali.
(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)Daerah.

(3) Sebelum ditetapkan oleh Bupati, Rancangan Renstra
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terlebih dahulu
dikoordinasikan dengan Dewan Pengawas, untuk
mendapat persetujuan.

(4) RSVD yang menerapkan BLVD menyusun RBA
mengacu pada Renstra.

(5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun
berdasarkan:
a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan
c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan

yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan
yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasH
kerja sarna dengan pihak lain dan/atau hasH
usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan
BLVDlainnya.

(6) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a merupakan analisis kegiatan
yang berorientasi pada pencapaian output dengan
penggunaan sumber daya secara efisien.

(7) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b merupakan harga satuan setiap
unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

(8) BLVD menyusun standar satuan harga dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(9) Dalam hal BLVD be1um menyusun standar satuan
harga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), BLVD
menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan
oleh Keputusan Bupati.

(IO)Kebutuhan ...



Pasal 177 ... 

Pasal 176 
(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) 
huruf a merupakan ringkasan pendapa.tan, belanja 
dan pembiayaan. 

(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan 
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 
ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran unruk 
seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalarn 
satuan uang yang tercermin dari rcncana pendapatan, 
belartja dan pembiayaan. 

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
175 aya.t (1) hurufc, merupakan cstimasi hargajual 
produk barang dan/ a tau jasa setelah 
memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat 
margin yang ditentukan seperti tcrccrmin dari Tarif 
Laye.nan. 

(4) Besaran persentase ambang batas scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf d, 
merupakan besaran persentase perubahan anggaran 
bersumber dari pendapatan operasional yang 
diperkenankan dan clitentukan dengan 
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional 
BLUD. 

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
175 ayat (1) huruf e, merupakan perhirungan 
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya 
dari tabun yang direncanakan guna memastikan 
kesinambungan program dan kegiatan yang telah 
disetujui dan menjacli dasar pcnyusunan anggaran 
tahun berikutnya. 

Pasal 175 
(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, 

meliputi; 
a. ringkasan pcndapatan, belanja dan pcmbiayaan; 
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 
c. perkiraan harga; 
d. besaran persentase ambang batas; dan 
e. perkiraan maju atau forward estimate. 

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut 
pota anggaran Oeksibel dengan suatu presentase 
ambang batas tertentu. 

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 
dengan standar pelayanan minimal. 

(10) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c 
merupakan pagu bclanja yang dirinci mcnurut belanja 
operasi dan belanja modal. 
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(10) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c
merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja
operasi dan belanja modal.

Pasal 175
(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173,

meliputi:
a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan

pembiayaan;
c. perkiraan harga;
d. besaran persentase ambang batas; dan
e. perkiraan maju atauforward estimate.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut
pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase
ambang batas tertentu.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 176
(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1)
huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja
dan pembiayaan.

(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175
ayat (1)huruf b merupakan rencana anggaran untuk
seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalarn
satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan,
belanja dan pembiayaan.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
175 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual
produk barang danIatau jasa setelah
memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat
margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif
Layanan.

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf d,
merupakan besaran persentase perubahan anggaran
bersumber dari pendapatan operasional yang
diperkenankan dan ditentukan dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional
BLVD.

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal
175 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya
dari tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
tahun berikutnya.

Pasal 177 ...



Pasal 180 ... 

Pasal 179 
{I) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA scbagaimana 

dimaksud daJam Pasal 178 ayat (2) kcpada Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan 
penelaahan. 

(2) Hasil penelaahan sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) 
antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan 
alokasi dana APBD untuk BLUD. 

Pasal 178 
(II RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) 

diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan 
kesaruan dari RKA. 

(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan 
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 
APBD. 

Pasal 177 
(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 164 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan 
huruf e diintegrasikan/ clikonsolidasikao ke dalam 
RKA Dinas pada akun pendapatan daerah pada kode 
rekening keJompok pendapatan asli daerah pada jenis 
lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek 
pendapatan dari BLUD. 

(2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
168 ayat ( 1) huruf b yang sumber dananya berasal 
dari pcndapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 164 ayat (2) huruf a, hurur b, huruf c dan 
huruf e dan sisa lebih pcrhitungan anggaran BLUD, 
diintegrasikan/dikonsolidasikan kc dalam RKA Dinas 
pada akun belanja daerah yang sclanjutnya dirincl 
dalarn I (satu) program, I (satu) kegiatan, I (satu) 
output dan jenis belanja. 

(3) Belanja BLUD sebagaimara dimaksud pada ayat (2) 
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan 
pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pcndukung 
petayanan. 

(4) Pernbiayaan BLUO seba.gaimana dimaksud daJam 
Pasal 169 ayat (I) diintegrasikan/ dikonsolidasikan kc 
dalam RKA Dinas selanjutnya 
diintcg,asikan/dikonsolidasikan pada akun 
pernbiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan 
Keuangan Dacrah selaku Bendahara Umum Daerah. 

(5) BLUD dapat mclakukan pergeseran rincian belanja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak 
melebihi pagu anggaran daJam jenis belanja pada DPA 
untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKO. 

(6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA. 

• 79 • - 79 -

Pasal177
(1) Pendapatan BLVD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 164 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf e diintegrasikanj dikonsolidasikan ke dalam
RKADinas pada akun pendapatan daerah pada kode
rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis
lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek
pendapatan dari BLVD.

(2) Belanja BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
168 ayat (1) huruf b yang sumber dananya berasal
dari pendapatan BLVD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 164 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLVD,
diintegrasikanj dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas
pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci
dalam I (satu) program, I (satu) kegiatan, I (satu)
output dan jenis belanja.

(3) Belanja BLVD sebagaimara dimaksud pada ayat (2)
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan
pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung
pelayanan.

(4) Pembiayaan BLVD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 169 ayat (1) diintegrasikanjdikonsolidasikan ke
dalam RKA Dinas selanjutnya
diintegrasikanj dikonsolidasikan pada akun
pembiayaan pada Satuan KeIja Pengelolaan
Keuangan Daerah selaku BendaharaVmumDaerah.

(5) BLVD dapat melakukan pergeseran rincian belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak
melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA
untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 178
(1) RBAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1)

diintegrasikanj dikonsolidasikan dan merupakan
kesatuan dari RKA.

(2) RKAbeserta RBAsebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD.

Pasal179
(1) PPKD menyampaikan RKAbeserta RBA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) kepada Tim
Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan
penelaahan.

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan
alokasi dana APBDuntuk BLVD.

Pasal 180 ...



Pasal 185 ... 

Pasal 184 
(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran 

perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan 
pemimpin. 

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan: 
a. kincrja pelayanan bagi masyarakat; 
b, kinerja keuangan; dan 
c. manfaat bagi masyarakat, 

Pasal 183 
( 1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana 

dimaksud dalam PasaJ 182 ayat (2) menjadi dasar 
pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD. 

(2) Pclaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) digunakan untuk 
belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang 
dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai 
dengan ketenruan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan 
yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran 
kas dalam DPA, dan memperhirungkan: 
a. j umlah kas yang tersedia; 
b. proycksi pendapatan; dan 
c. proyeksi pengeluaran. 

(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimak.sud pada ayat 
(1), dcngan melampirkan RBA. 

Pasal 182 
(I) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan. 
(2) PPKD mcngesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran BLUD. 

Pasal 181 
RSUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah 
tcntangAPBD untuk diajukan kcpada PPKD. 

Paragraf 7 
Pelaksanaan Anggaran BLUD 

Pasal 180 
{I) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali 

RKA beserta RBA yang telah dilakukan penclaahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (I) 
kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan 
peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya 
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD. 

(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan 
RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan 
dan penetapan APBD. 
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Pasal180
(1) TimAnggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali

RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1)
kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan
peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan
RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan
dan penetapan APBD.

Paragraf7
Pelaksanaan Anggaran BLVD

Pasal 181
RSVD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah
tentang APBDuntuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 182
(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan

anggaran BLVD.

Pasal 183
(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) menjadi dasar
pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.

(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang
danIatau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan
yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran
kas dalam DPA,dan memperhitungkan:
a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dengan melampirkan RBA.

Pasal184
(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran

perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan
pemlmpm.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan; dan
c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 185 ...



Paragraf 8 ... 

Pasal 188 
Dalam pelaksanaan anggaran, RSUD mclakukan 
penatausahean keuangan paling sedikit memuat ; 
a. pendapatan dan belanja; 
b. penerimaan dan pengeluaran; 
c. utang dan piutang; 
d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan 
e. ekuitas. 

Pasal 187 
( l) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan: 

a. perencanaan penerimaan dan pengcluaran kas; 
b. pemungutan pendapatan atau tagihan; 
c. penyimpanan kas dan pengelolaan rckcning 

BLUD; 
d. pembayaran; 
e, perolehan sumber dana untuk menutup defisit 

jangka pendek: dan 
r. pemanfaatan surplus kas untuk memperolch 

pendapatan tambahan. 
(2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada 

direktur melalui pejabat keuangan. 

Pasal 186 
(1) Untuk pengelolaan kas RSUD, direktur membuka 

rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Rckening kas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) digunakan untuk menampung penerimaan dan 
pengeluaran kas yang dananya bersumber dari 
pendapatan RSUD scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 168 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf 
e. 

Pasal 185 
( l) Oalam pclaksanaan anggaran, direktur menyusun 

laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan 
laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada 
PPKD. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
melarnpirkan surat pernyataan tanggung jawab yang 
ditandatangani oleh dircktur. 

(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat 
pemyataan tanggung jawab sebagaimana dirnaksud 
ayat (2), direktur menerbitkan Surat Permintaan 
Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
untuk disampaikan kepada PPKD. 

(4) Berdasarkan Surat Perrnintaan Pengesahan 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana 
dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesaban 
dengan mencrbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan. 
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Pasal185
(1) Dalam pelaksanaan anggaran, direktur menyusun

laporan pendapatan BLUD,laporan belanja BLUDdan
laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada
PPKD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan surat pemyataan tanggung jawab yang
ditandatangani oleh direktur.

(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat
pemyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
ayat (2), direktur menerbitkan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
untuk disampaikan kepada PPKD.

(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana
dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan
dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan.

Pasal186
(1) Untuk pengelolaan kas RSUD, direktur membuka

rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Rekening kas RSUDsebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk menampung penerimaan dan
pengeluaran kas yang dananya bersumber dari
pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 168 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
e.

Pasal187
(1) Dalam pengelolaan kas, BLUDmenyelenggarakan:

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening

BLUD;
d. pembayaran;
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit

jangka pendek: dan
f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh

pendapatantambahan.
(2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada

direktur melalui pejabat keuangan.

Pasal188
Dalam pelaksanaan anggaran, RSUD melakukan
penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
a. pendapatan dan belanja;
b. penerimaan dan pengeluaran;
c. utang dan piutang;
d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
e. ekuitas.

Paragraf 8 ...



Paragraf 9 ... 

Pasal 190 
(l) Besaran presentase ambang batas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) dihitung tanpa 
memperhitungkan saldo awal kas. 

(2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) memperhitungkan Ouktuasi 
kegiatan operasional, meliputi: 

a. kecenderungan/ tren selisih anggara.n pendapatan 
BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 
(dua) tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. kecenderungan/ tren selisih pendapatan BLUD selain 
APBD dengan prognosis tahun anggaran bcrjalan. 

(3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dicantum.kan dalam RBA dan 
OPA. 

(4) Pencantuman ambang batas scbagaimana dimaksud 
pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan 
informasi besaran presentase ambang batas. 

(5) Pesentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, 
dicapai, terukur, rasional dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(6) Ambang batas scbagaimana dimaksud pada ayat (I), 
digunakan apabila pendapatan BLUO sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf a, huruf b, 
huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target 
pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan DPA tahun 
yang dianggarkan. 

Pasa! 189 
(1) Pengelolaan belanja RSUD diberikan Fleksibilitas 

dengan mempertimbangkan volume kegiatan 
pelayanan. 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
merupakan belanja yang disesuaikan dengan 
perubahan pcndapatan dalam ambang batas RBA 
dan DPA yang tclah ditetapkan secara definitif. 

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilaksanakan terhadap belanja rumah sakit 
yang bersumber dari pendapatan BLVD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat. 

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan besaran persentase realisasi belanja yang 
diperkenankan melampaui anggarao dalam RBA dan 
DPA. 

(5) Dalam hal belanja BLUD melampau.i ambang batas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu 
mendapat persetujuan Bupati. 

(6) Dalam ha! tcrjadi kekurangan anggaran, BLUD 
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD 
kepada PPKD. 

Paragraf 8 
Pengelolaan Belanja BLUD 
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Paragraf 8
Pengelolaan Belanja BLUD

Pasal 189
(1) Pengelolaan belanja RSUD diberikan Fleksibilitas

dengan mempertimbangkan volume kegiatan
pelayanan.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan belanja yang disesuaikan dengan
perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA
dan DPAyang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilaksanakan terhadap belanja rumah sakit
yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan besaran persentase realisasi belanja yang
diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan
DPA.

(5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu
mendapat persetujuan Bupati.

(6) Dalam hal teIjadi kekurangan anggaran, BLUD
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD
kepada PPKD.

Pasal 190
(1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) dihitung tanpa
memperhitungkan saldo awal kas.

(2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi
kegiatan operasional, meliputi:

a. kecenderunganjtren selisih anggaran pendapatan
BLUDselain APBD tahun beIjalan dengan realisasi 2
(dua) tahun anggaran sebelumnya; dan

b. kecenderunganj tren selisih pendapatan BLUD selain
APBDdengan prognosis tahun anggaran beIjalan.

(3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBAdan
DPA.

(4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan
informasi besaran presentase ambang batas.

(5) Pesentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi,
dicapai, terukur, rasional dan dapat
dipertanggungjawabkan.

(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target
pendapatan yang telah ditetapkan RBAdan DPAtahun
yang dianggarkan.

Paragraf 9 ...



(5) Mckanisme ... 

Pasal 193 
(1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan 

dengan kegiatan operasionaJ dan/atau perikatan 
pinjamao dengan pihak lain. 

(2) Utang/ pinjaman sebagahnana dimaksud pada ayat 
( 1), berupa utat'lg/ pinjaman jangka pendek a tau 
utang/pinjamanjangka panjang. 

Pasal 194 
(I) Utang/pirtjaman jangka pendek sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) mcrupakan 
utang/ piojaman yang mcmberikan manfaat kurang 
dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan 
operasional dan/atau yang diperoleb dengan tujuan 
untuk menutup selisih antara jumlah kas yang 
tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas 
dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas daJam 1 
(satu} tahun anggaran. 

(2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek 
sebagairoana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
kewajiban pembayaran kembal.i utang/pinjaman yang 
harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan. 

(3) Otang/pinjaman jangka pendek sebagaimana 
dimaksudpada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian 
utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur 
dan pemberi utang/pinjaman. 

(4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek 
sebagairoana dimaksud pada ayat (!) menjadi 
tat'lggung jawab Pemerintah Daerah mclaJui rumah 
sakit. 

PasaJ 192 
(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat. 
(2) Tata cara pengbapusan piutang sebagairnana 

dimaksud pada ayat (11 diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 191 
(1) RSUD mengelola piutang sehubungan dengan 

penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi yang 
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan 
kegiatan BLUD. 

(2) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat 
piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi 
penagihan. 

(3) OaJam hat piutang sulit tertagih, keputusan 
penagihan piutang diputuskan setelah 
dikonsultasikan kepada Bupati dengan melampirkan 
bukti yang sah. 

Paragraf9 
Piutang dan Utang/Pinjaman Bl,UD 
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Paragraf9
Piutang dan UtangjPinjaman BLUD

Pasal 191
(1) RSUD mengelola piutang sehubungan dengan

penyerahan barang, jasa, danj atau transaksi yang
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan
kegiatan BLUD.

(2) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat
piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi
penagihan.

(3) Dalam hal piutang sulit tertagih, keputusan
penagihan piutang diputuskan setelah
dikonsultasikan kepada Bupati dengan melampirkan
bukti yang sah.

Pasal192
(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
(2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 193
(1) BLUDdapat melakukan utangj pinjaman sehubungan

dengan kegiatan operasional danj atau perikatan
pinjaman dengan pihak lain.

(2) Utangj pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berupa utangjpinjaman jangka pendek atau
utangj pinjaman jangka panjang.

Pasal 194
(1) Utangjpinjaman jangka pendek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) merupakan
utangjpinjaman yang memberikan manfaat kurang
dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan
operasional danjatau yang diperoleh dengan tujuan
untuk menutup selisih antara jumlah kas yang
tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas
dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1
(satu) tahun anggaran.

(2) Pembayaran utangj pinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kewajiban pembayaran kembaliutangj pinjaman yang
hams dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

(3) Utangjpinjaman jangka pendek sebagaimana
dimaksudpada ayat (1)dibuat dalam bentuk perjanjian
utangj pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur
dan pemberiutangj pinjaman.

(4) Pembayaran kembali utangjpinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui rumah
sakit.

(5)Mekanisme ...



b. surat ... 
otomatis: 

Pasal 197 
(I) lnvestasi jangka pendek scbagaimana dimaksud dalam 

Pasal 196 aya, (2) merupakan investasi yang dapat 
segera dicairkan dan climaksudkan untuk climiliki 
selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 

(2) Jnvestasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan 
surplus kas jangka pendek dengan mcmperhatikan 
rcncana pengeluaran. 

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana climaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 

3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan 
dan/ atau yang dapat. clipcrpanjang secara 

Pasal 196 
(I) RSUD dapat mclakukan investasi sepanjang mcmberi 

manfaat bagi peningkatan pendapatan dan 
pcningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak 
mcngganggu likuiditas keuangan BLUD dcngan tetap 
mcmperhatikan rencana pengeluaran. 

(2) lnvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa 
investasi jangka pendek, 

Paragraf 10 
Investasi 

Pasal 195 
(I) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) merupakan 
utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebib da.ri 
l (satu) tabun anggaran dengan masa pcmbayaran 
kembali atas utang/ pinjaman terse but Jebih dari l 
(satu) tahun anggara.n. 

(2) Utang/pinjaman jangka paojang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) hanya untuk pengeluaran 
belanja modal. 

(3) Pcmbayaran utang/pinjaman jangka panjang 
sebagairnana climaksud pada ayat ( 1) merupakan 
kewajiban pcmbayaran kembali utang/ pinjaman yang 
meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya Jain 
yang harus dilunasi pada tabun anggaran berikutnya 
sesuai dcngan persyaratan perjanjian 
utang/pinjaman yang bersangkutan. 

(4) Mekanisme pengajuan ut.ang/pinjaman jangka 
Panjang scbagaimana dimaksud pada ayat (!), 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(5) Mekanismc pcngajuan utang/ pinjaman jangka pendek 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
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(5) Mekanisme pengajuanutangj pinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 195
(1) Utangjpinjaman jangka panjang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) merupakan
utangjpinjaman yang memberikan manfaat lebih dari
1 (satu) tahun anggaran dengan masa pembayaran
kembali atasutangj pinjaman tersebut lebih dari 1
(satu) tahun anggaran.

(2) Utangjpinjaman jangka panjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran
belanja modal.

(3) Pembayaran utangj pinjaman jangka panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kewajiban pembayaran kembali utangjpinjaman yang
meliputi pokokutangj pinjaman, bunga dan biaya lain
yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya
sesuai dengan persyaratan perjanjian
utangj pinjaman yang bersangkutan.

(4) Mekanisme pengajuan utangjpinjaman jangka
Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 10
Investasi

Pasal196
(1) RSUDdapat melakukan investasi sepanjang memberi

manfaat bagi peningkatan pendapatan dan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak
mengganggu likuiditas keuangan BLUDdengan tetap
memperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
investasi jangka pendek.

Pasal 197
(1) /Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 196 ayat (2) merupakan investasi yang dapat
segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki
selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan
surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan
rencana pengeluaran.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)meliputi:
a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu

3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan
danjatau yang dapat diperpanjang secara
otomatis:

b. surat ...



c. kcperluan ... 

Pasal 199 
(1) Sisa lcbib perhitungan anggaran BLUDmerupakan 

selisih lebih antara realisasi penerimaan dan 
pengeluaran BLUD selama l (satu] tabun anggaran. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebaga.imana 
dimaksud pada ayat (I) dibitung berdasarkan lapomn 
realisasi anggaran pada I (satu) periode anggaran. 

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dapat digunakan dalam tahun 
anggaran bcrikutnya, kecuali atas perintah Bupati 
berdasarkan terjadinya kesulitan likuiditas keuangan 
dacrah yang dibuat oleh PPKD dan disetorkan 
sebaglan atau seluruhnya ke kas daerah dengan 
mempertimbanglmn posisi likuiditas dan rencana 
pcngeluaran BLUD. 

(4) Pemanfataan sisa lebib perhitungan anggaran BLUD 
dalam tahun anggaran berikutnya sebegaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan likuiditas. 

(5) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD 
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk 
membiayai program dan kegiatan barus melalui 
mekanisme APBD, dicatalkan pada eaar pclaksanaan 
APBD Perubahan. 

(6) Pemanfataan slsa lebih perhitungan anggaran BLUD 
dalam tahun anggaran berikutoya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi 
mendesak dapat dilaksanakan mcndahului APBD 
perubahan. 

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud 
pada QYat (6) mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya bclum tersedia 
dan/ a tau belum cukup anggarannya pada tabun 
anggaran berjalan; 

Paragrof 11 
Sisa Lebib Perhitungan Anggaran 

Pasal 198 
Pengelolaan investasi RSUD dengan status BLUD diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

b. surat berharga jangka pendek; dao 
c. lain-lain investasi yang memeouhi kriteria 

invcstasl jangka pendek. 
(4) Karakteristik investasi jangka peodek scbagaimana 

dimaksud pada ayat ( l), meUputi: 
a. dapat segera diperjualbeUkan, dicairkan; 
b. ditujukan untuk manajemco kas; dan 
c, instrumen keuangao dengan risiko rendah. 
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b. surat berharga jangka pendek; dan
c. lain-lain investasi yang memenuhi kriteria

investasi jangka pendek.
(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),meliputi:
a. dapat segera dipeIjualbelikan, dicairkan;
b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 198
Pengelolaan investasi RSUD dengan status BLUD diatur
dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal199
(1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUDmerupakan

selisih lebih antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran BLUDselama 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan
realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati
berdasarkan teIjadinya kesulitan likuiditas keuangan
daerah yang dibuat oleh PPKD dan disetorkan
sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana
pengeluaran BLUD.

(4) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas.

(5) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk
membiayai program dan kegiatan harus melalui
mekanisme APBD, dicatatkan pada saat pelaksanaan
APBDPerubahan.

(6) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi
mendesak dapat dilaksanakan mendahului APBD
perubahan ..

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat (6)mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar

masyarakat yang. anggarannya belum tersedia
danlatau belum cukup anggarannya pada tahun
anggaran beIjalan;

c. keperluan ...



a. laporan ... 

Pasal 204 
(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban 

berupa laporan keuangan. 
(2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana d.imaksud pada 

ayat (1) terdiri atss. 

Pasal 203 
(1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 

laporan keuangan. 
(2) Oalam rangka akuntabilitas keuangan Japoran 

keuangan BLUD sebelum dilakukan Audit oleh Auditor 
Eksternal d.ilakukan Reviu oleh Satuan Pengendali 
Internal (SP!). 

(3) BLUD menyelenggarakan akuntansi, menyusun 
laporana keuangan dan pertanggungjawaban 
keuangan wajib dllakukan audit oleh Auditor 
Ekstemal. 

Paragraf 14 
Pertangguogjawaban Keuangan 

Pasal 202 
Setiap kerugian daerah pada BLUD akibat tindakan 
melawan hukum atau yang discbabkan oleh kelalaian 
eesecrang diselesaikan scsuai dcngan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian 
negara/ daerah. 

Paragraf 13 
Penyelesaian Kerugian 

Pasal 201 
(I) Dcfisit anggaran BLUD merupakan selisih pendapatan 

dengan bclanja BLUD. 
(2) Dalam ha! anggaran BWD d.iperkirakan defisit 

ditetapkan pembiayaan untuk menurupi defisit 
tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih 
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 
dan penerimaan pinjaman. 

(3) Dalam hal terjad.i defisit pada BLUD maka Pemerintah 
Daerah wajib mcnyediakan dana untuk menutup 
defisit mclalui mekanisme pemblayaan. 

Paragraf 12 
Delisit Anggaran 

Pasal 200 
Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUO diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

b. keperluan mcndesak lainnya yan_g apabila 
ditunda akan menimbulkan kerugian yang lcbih 
besar bagi pemerintah daerah dan masyaraka. 
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b. keperluan mendesak lainnya yang apabila
ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi pemerintah daerah dan masyaraka.

Pasal 200
Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur
dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 12
Defisit Anggaran

Pasal 201
(1) Defisit anggaran BLUDmerupakan selisih pendapatan

dengan belanja BLUD.
(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit

ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit
tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
dan penerimaan pinjaman.

(3) Dalam hal terjadi defisit pada BLUDmaka Pemerintah
Daerah wajib menyediakan dana untuk menutup
defisit melalui mekanisme pembiayaan.

Paragraf 13
Penyelesaian Kerugian

Pasal 202 .
Setiap kerugian daerah pada BLUD akibat tindakan
melawan hukum atau yang disebabkan oleh kelalaian
seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian
negaraj daerah.

Paragraf 14
Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 203
(1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan menyusun

laporan keuangan.
(2) Dalam rangka akuntabilitas keuangan laporan

keuangan BLUDsebelum dilakukan Audit oleh Auditor
Eksternal dilakukan Reviu oleh Satuan Pengendali
Intemal (SPI).

(3) BLUD menyelenggarakan akuntansi, menyusun
Iaporana keuangan dan perlanggungjawaban
keuangan wajib dilakukan audit oleh Auditor
Ekstemal.

Pasal 204
(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban

berupa laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan BLUDsebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:
a. laporan ...



Bagian Ketiga ... 

Pasal 206 
{!) RSUD menyelenggarakan akuntansi dan rnenyusun 

laporan keuangan. 
(2) Dalarn rangka akuntabilitas keuangan laporan 

keuangan RSUD sebelum dilakukan Audit oleh Auditor 
Ekstemal dilakukan Reviu oleh Satuan Pengendali 
Internal (SPI). 

Paragraf 15 
Pertanggungjawaban Keuangan 

Pasal 205 
(1) RSUD menyusun laporan keuangan semesteran dan 

tahunan. 
(2) Laporan keuangan tahunan eebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) disertai dengan laporan kinerja paling 
lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, 
setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi pengawasan di pemerintah daerah. 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaporkan olch BLUD kepada PPKD dan 
diintegrasi.kan/dikonsolidasikan kc dalam laporan 
keuangan Dinas, untuk sclanjutnya 
dijntegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan 
keuangan pemerintah daerah. 

(4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD 
tahunan. 

a. laporan realisasi anggaran (LRA); 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. Iaporan operasicnal: 
e. laporan arus kae (LAK); 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan alas laporan keuangan (Calk). 

(3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disusun berdasa.rkan standar akuntansi 
pemerintahan (SAP). 

(4) Dalam ha! standar akuntansi pemerintahan tidak 
rnengatur jenis usaha BLUD, BWD mcngembangkan 
dan menerapkan kebijakan akuntansi. 

(5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan 
akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayal 
(1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan 
informasi pencapaian hasil atau kcluaran BLUD. 

(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) diaudit oleh pemeriksa ekstemal pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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a. laporan realisasi anggaran (LRA);
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas (LAK);
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan (Calk).

(3) Laporan keuangan BLVDsebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan (SAP).

(4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak
mengatur jenis usaha BLVD, BLVDmengembangkan
dan menerapkan kebijakan akuntansi.

(5) BLVD mengembangkan dan menerapkan kebijakan
akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai dengan laporan kineIja yang berisikan
informasi pencapaian hasil atau keluaran BLVD.

(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal205
(1) RSVD menyusun laporan keuangan semesteran dan

tahunan.
(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disertai dengan laporan kineIja paling
lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir,
setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang
membidangi pengawasan di pemerintah daerah.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaporkan oleh BLVD kepada PPKD dan
diintegrasikanj dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan Dinas, untuk selanjutnya
diintegrasikanj dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan pemerintah daerah.

(4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLVD
tahunan.

Paragraf 15
Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal206
(1) RSVD menyelenggarakan akuntansi dan menyusun

laporan keuangan.
(2) Dalam rangka akuntabilitas keuangan laporan

keuangan RSVDsebelum dilakukan Audit oleh Auditor
Eksternal dilakukan Reviu oleh Satuan Pengendali
Internal (SPI).

Bagian Ketiga ...



J, mcnyusun ... 

f. 

(4) 

(3) 

Sebagai 
meroiliki 
Daerah. 

(2) Otonomi dalam pcngclolaan Barang Milik Daerah 
sebagairnana d.imaksud pada ayat (1) meliputi 
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
penggunaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah. 
RSUD berwenang dan bertanggung jawab dalam 
pengelolaan Barang Milik Dacrah dan merupakan 
keseluruhan kegiatan yang mcliputi perencanaan 
keburuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 
pemeliharaan, penilaian, penatausahaan dan 
pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan 
Iungsi Ru.mah Sakit dalam lingkup Barang Milik 
Daerah yang ada dalam penguasaannya. 
Direktur mcmpunyai wewenang dan bcrtanggungjawab 
dalam pelaksanaan penggunaan dan penatausahaan 
Barang Milik Daerah meliputi: 
a. mengajukan rencana kebutuhan dan 

penganggaran batang milik daerah bagi RSUD 
yang dipimpinnya; 

b. mcngajukan pernohonan penetapan status 
pcnggunaan barang yang diperoleh dari beban 
APBD dan perolehan Iainnya yang sah; 

c. meJakukan pencatatan dan inventarisasi barang 
milik dae.rah yang berada dalam penguasaannya; 

d. menggunakan barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya untuk kepentingan 
penyelenggaraan rugas dan fungsi RSUD yang 
dipimpinnya; 

e. mengamankan dan mcmelihara barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
mengajukan usu! pemanfaatan dan pemindah 
tanganan barang milik dacrah berupa tanah 
dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan 
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain 
tanah dan/ atau bangunan; 

g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah 
dan/ atau bangunan yang tidak digunakan 
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 
fungsi RSUD yang dipimpinnya dan sedang tidak 
dimanfaatkan pihak lain kcpada Bupati melalui 
Pengelola Barang; 

b. mengajukan usu! pcmusnahan dan penghapusan 
barang milik daerah; 

1~ melakukan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian atas penggunaan barang milik 
daerah yang ada dalam penguasaannya; 

Pasal 207 
Unit Organisai Beraifat Khusus RSUD 
otonomi dalam pengelolaan Barang Milik 

(1) 

Bagian Kctiga 
Pcngelolaan Barang Milik Daerah 
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Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang MilikDaerah

Pasal207
(1) Sebagai Unit Organisai Bersifat Khusus RSUD

memiliki otonomi dalam pengelolaan Barang Milik
Daerah.

(2) Otonomi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
penggunaan dan penatausahaan Barang MilikDaerah.

(3) RSUD berwenang dan bertanggung jawab dalam
pengelolaan Barang Milik Daerah dan merupakan
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, penatausahaan dan
pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsi Rumah Sakit dalam lingkup Barang Milik
Daerah yang ada dalam penguasaannya.

(4) Direktur mempunyai wewenang dan bertanggungjawab
dalam pelaksanaan penggunaan dan penatausahaan
Barang MilikDaerah meliputi:
a. mengajukan rencana kebutuhan dan

penganggaran barang milik daerah bagi RSUD
yang dipimpinnya;

b. mengajukan pemohonan penetapan status
penggunaan barang yang diperoleh dari beban
APBDdan perolehan lainnya yang sah;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang
milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD yang
dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindah
tanganan barang milik daerah berupa tanah
danIatau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRDdan barang milik daerah selain
tanah danIatau bangunan;

g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah
danlatau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi RSUDyang dipimpinnya dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui
Pengelola Barang;

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan
barang milik daerah;

1. melakukan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian atas penggunaan barang milik
daerah yang ada dalam penguasaannya;

j. menyusun ...



(3) Kedudukan ... 

Pasal 211 
(I) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 209 

buruf b berkcdudukan sebagai pegawai pada RSUD. 
(2) Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

tcrdiri atas : 
a. pcgawai tetap; 
b. pegawai tamu; dan 
c. pegawai profesionaJ tertenru. 

PasaJ 210 
Kedudukan, Hak dan Kewajiban Pegawai RSUD yang 
berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 
buruf a tunduk pada ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

PasaJ 209 
Pegawai RSUD terdiri dari: 
a. ASN; 
b. Pegawai BLUD; 
c. Pegawai dengan Perjanjian Kerja ProfesionaJ. 

kepcgawaian. 
(2) Direktur RSlJD dapat mengusulkan pengangkatan, 

pemindahan dan pernberhentian pegawai yang berasal 
dari ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan Pcraturan Perundang-Undangan. 

(3) Direktur memiliki kewcnangan dalam 
menyelenggarakan pcmbinaan pegawai yang berasal 
dari ASN dalam pelaksanaan rugas dan fungsi daJrun 
jabatan sesuai dengan kctentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

(4) Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan 
pernbinaan pegawai di lingkungan RSlJD sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

Paragraf2 
Klasifikasi Pegawai BLUD 

RSUD 
bi dang 

Pasal 208 
( L) Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus 

memiliki otonomi dalam pengelolaan 

Peragraf J 
Um um 

Bagian Keempat 
Pengelolaan Kepegawaian 

j. menyusun dan menyrunpaikan laporan barang 
pengguna semeeteran dan laporan barang 
pcngguna tahunan yang berada dalam 
penguasaannya kepada Pengelola Barang; dan 

k. Hasil pemanfaatan baraog milik dacrah 
merupakao pendapatan RSUD BLUD. 
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J. menyusun dan menyampaikan laporan barang
pengguna semesteran dan laporan barang
pengguna tahunan yang berada dalam
penguasaannya kepada Pengelola Barang; dan

k. HasH pemanfaatan barang milik daerah
merupakan pendapatan RSUDBLUD.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kepegawaian

Paragraf 1
Umum

Pasal208
(1) Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD

memiliki otonomi dalam pengelolaan bidang
kepegawaian.

(2) Direktur RSUD dapat mengusulkan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai yang berasal
dari ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

(3) Direktur memiliki kewenangan dalam
menyelenggarakan pembinaan pegawai yang berasal
dari ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang- Undangan.

(4) Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan
pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf2
Klasifikasi Pegawai BLUD

Pasa1209
Pegawai RSUDterdiri dari:
a. ASN;
b. Pegawai BLUD;
c. Pegawai dengan Perjanjian Kerja Profesional.

Pasal210
Kedudukan, Hak dan Kewajiban Pegawai RSUD yang
berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209
huruf a tunduk pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal211
(1) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 209

huruf b berkedudukan sebagai pegawai pada RSUD.
(2) Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas :
a. pegawai tetap;
b. pegawai tamu; dan
c. pegawai profesional tertentu.

(3)Kedudukan ...



d. mclakukan ... 

Pasal 213 
(1) Pengadaan Pegawai BLUD didasarkan pada formasi 

kebutuhan yang disusun bcrdasar: 
a. jenis dan sifat pelayanan yang diberi.kan; 
b. kemampuan pendapatan operasional; 
c. sarana dan prasarana yang tersedia; dan 
d. ura.ian dan peta jabatan/ analisa beban kerja. 

(2) Formasi sebagaimana dimaksud pad a aya t ( 1 J 
dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati untuk 
mendapatkan persetujuan. 

(3) Untuk melaksanakan pcngadaan Pegawai BLUD, 
Direktur membentuk Tim Pengadaan Pegawai BLUD. 

(4) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) terdiri dari: 
a. pembina; 
b. penanggungjawab; 
c. kerua; 
d. wakil ketua; 
e. sekretaris; 
f. anggota. 

(5) Tim Pengadaan Pegawai BLUD Rumah Sakit 
sebaga.imana dimaksud pada ayat (3) mempunyai 
tugas : 
a. menyampaikan pengumumao penerimaan calon 

Pegawai BLUD dan/atau menggunakan lamaran 
yang sudah diterima oleh Rumah Sakit; 

b. melakukan seleksi terhadap berkas administrasi 
yang dipergyaratkan; 

Paragraf4 
Pengadaan Pegawai BLUD 

Pasal 212 
(I) Selain Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 211 ayat (2) Rumah Sakit dapat mempekerjakan 
Tenaga Medis Spesialis Ta.mu. 

(2) Tenaga Me<lis Spesialis Tamu sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dapat berasal dari ASN sepanjang tidal< 
mcnggangu pclaksanakan tugas pokok dan Iungsinya 
selaku ASN pada institusi asal, yang ditunjukan 
dengan surat persetujuan I izin dari institusi asal. 

(3) Tenaga Medis Spesialis yang mempunyai keahlian 
kbusus yang dibutuhkan, dapat dilakukan kontrak 
kcrja profesional, dengan batasan usia mengikuti 
Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh 
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). 

Paragraf 3 
Pegawai Tamu dan Profesional Tertentu 

(3) Kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai RSUD tunduk 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(3) Kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai RSUDtunduk
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pegawai Tamu dan Profesional Tertentu

Pasal212
(1) Selain Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 211 ayat (2) Rumah Sakit dapat mempekerjakan
Tenaga Medis Spesialis Tamu.

(2) Tenaga Medis Spesialis Tamu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berasal dari ASN sepanjang tidak
menggangu pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya
selaku ASN pada institusi asal, yang ditunjukan
dengan surat persetujuan / izin dari institusi asal.

(3) Tenaga Medis Spesialis yang mempunyai keahlian
khusus yang dibutuhkan, dapat dilakukan kontrak
kerja profesional, dengan batasan usia mengikuti
Surat Tanda Registrasi (STR)yang dikeluarkan oleh
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Paragraf4
Pengadaan Pegawai BLUD

Pasal213
(1) Pengadaan Pegawai BLUD didasarkan pada formasi

kebutuhan yang disusun berdasar:
a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
b. kemampuan pendapatan operasional;
c. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
d. uraian dan peta jabatan/ analisa beban kerja.

(2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati untuk
mendapatkan persetujuan.

(3) Untuk melaksanakan pengadaan Pegawai BLUD,
Direktur membentuk Tim Pengadaan Pegawai BLUD.

(4) Susunan Tim sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) terdiri dari:
a. pembina;
b. penanggungjawab;
c. ketua;
d. wakil ketua;
e. sekretaris;
f. anggota.

(5) Tim Pengadaan Pegawai BLUD Rumah Sakit
sebagaimana .dimaksud pada ayat (3) mempunyai
tugas:
a. menyampaikan pengumuman penerimaan calon

Pegawai BLUD dan/atau menggunakan lamaran
yang sudah diterima oleh Rumah Sakit;

b. melakukan seleksi terhadap berkas administrasi
yang dipersyaratkan;

d. melakukan ...



Pasal 215 
(1) Bagi peserta yang dinyatakan lulus tes selanjutnya 

diangkat meniadi Calon Pegawa.i BLUD. 
(2) Celon Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) 

wajib mengikuti orientast. 
(3) Oricntasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dnri: 

a. orientasi ... 

Bagian Kellina 
Pengangkatan Pegawai BLUO 

Pasal 214 
(I) Pengadaan Pegawai BLUD dilaksanakan melalui 

seleksi Penerimaan Pegawai BLUO olcb Tim Pengadaan 
Pegawai BLUD yang ditetapkan oleb Oirektur 
dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk. 

(2) Scleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilaksanakan dengan cara tes tertulis baik langsung 
maupun dcngan bantuan teknologi informasi (Online, 
Computer Assisted Test! dan/atau wawancara dengan 
materi meliputi : 
a. Adrninistrasi dan Kesebatan; 
b. Seleksi Komptensi Dasar (SKD); 
c. setekst Kompetensi sesuai Bidang/pendidikan 

(SKB); 
d. Psikologi dan apabila diperlukan dilengkapi 

dengan Minnesota Multiphasic Personality 
lnvent.ory (MMP!). 

(3) Sclain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
rumab sakit dapat menambah materi seleksi sesuai 
dcngan formasl yang ada (Kredensial bagi Tenaga 
Kcsehatan). 

c. melaku.kan pemanggilan kepada peserta tcs 
yang dinyatakan toles seleksl administrasi untuk 
mengikuti tes tahap berikutnya; 

d. melakukan tes kepada peserta yang dinyatakan 
lolos seleksi administrasi; 

e. memeriksa dan mengusulkan hasil tes Pegawai 
BLUD dan melaporkan hasilnya kepada Direktur; 

r. mcngusulkan peserta tes yang toles selekai dan 
akan diterima mcnjadi calon Pegawai BLUD 
berdasarkan persetujuan Direktur; 

g. Ketua tim mengumumkan calon Pegawai BLUD; 
h. melakukan pemanggilan kepada Calon Pegawai 

BLUD yang dinyatakan lulus semua tahapan tes. 
(6) Ketcntuan mcngcnai Formasi diatur lebih lanjut 

dcngan Keputusan Direktur. 
(7) Ketentunn mengenai Pcrsyaratan clan tata cara seleksi 

penerimaan Pegawai BLUD selanjutnya diatur lebih 
lanjut dengan Pemturnn Direktur. 

(8) Disamping dapat dilaksanakan oleh Tim sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (4), dapat juga dilaksanakan 
dengan kerjasama pihak ketiga. 
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c. melakukan pemanggilan kepada peserta tes
yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk
mengikuti tes tahap berikutnya;

d. melakukan tes kepada peserta yang dinyatakan
lolos seleksi administrasi;

e. memeriksa dan mengusulkan hasil tes Pegawai
BLVDdan melaporkan hasilnya kepada Direktur;

f. mengusulkan peserta tes yang lolos seleksi dan
akan diterima menjadi calon Pegawai BLVD
berdasarkan persetujuan Direktur;

g. Ketuatim mengumumkan calon Pegawai BLVD;
h. melakukan pemanggilan kepada Calon Pegawai

BLVDyang dinyatakan lulus semua tahapan tes.
(6) Ketentuan mengenai Formasi diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Direktur.
(7) Ketentuan mengenai Persyaratan dan tata cara seleksi

penerimaan Pegawai BLVD selanjutnya diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Direktur.

(8) Disamping dapat dilaksanakan oleh Tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dapat juga dilaksanakan
dengan kerjasama pihak ketiga.

Pasal214
(1) Pengadaan Pegawai BLVD dilaksanakan melalui

seleksi Penerimaan Pegawai BLVDoleh Tim Pengadaan
Pegawai BLVD yang ditetapkan oleh Direktur
danIatau pihak ketiga yang ditunjuk.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara tes tertulis baik langsung
maupun dengan bantuan teknologi informasi(Online,
Computer Assisted Test) danIatau wawancara dengan
materi meliputi :
a. Administrasi dan Kesehatan;
b. Seleksi Komptensi Dasar (SKD);
c. Seleksi Kompetensi sesuai Bidangl pendidikan

(SKB);
d. Psikologi dan apabila diperlukan dilengkapi

dengan Minnesota Multiphasic Personality
Inventory (MMPI).

(3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
rumah sakit dapat menambah materi seleksi sesuai
dengan formasi yang ada (Kredensial bagi Tenaga
Kesehatan) .

Bagian Kelima
Pengangkatan Pegawai BLVD

Pasal215
(1) Bagi peserta yang dinyatakan lulus tes selanjutnya

diangkat menjadi Calon Pegawai BLVD.
(2) Calon Pegawai BLVD sebagaimana dimaksud ayat (1)

wajib mengikuti orientasi.
(3) Orientasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:

a. orientasi ..,



b. Penilaian ... 

Pasal 217 
(I) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

216 ayat (4) dapat diperpanjang apabila: 
a. selama menjadi Pegawai BWD tidak pernah 

dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Berat; 
b. hasil cvaluasi kinerja bernilai baik; 
c. tenaga/keahliannya masih dibutuhkan olch 

RSUD. 
(2) Evaluasi kincrja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

huruf c meliputi: 
a. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai yang meliputi 

uraian tugas jabatan; 

Pasal 216 
(I) Calon Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 215 ayat (1) dapat diangkat menjadi Pegawai 
BLVD apabila telah menjalani masa orientasi minimal 
3 (tiga) bulan dan dinyatakan lulus. 

(2) Pengangl<atan Pegawai BLUO sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 11 dilakukan dengan Keputusan Direktur 
setelah mendapatkan persetujuan Bupati. 

(3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 
selanjutnya dilakukan Pcrjanjian Kerja dan 
ditandatangani oleh Direktur bcrlaku eampai akhir 
tahun berjalan. 

(4) Pcrjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
selanjutnya dapat diperpaajang untuk I (satu) tabun 
berikutnya serta akan dilakukan evaluasi setiap 
tahunnya. 

{5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
meliputi : 
a. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai yang meliputi 

uraian tugas jabatan; 
b. Penilaian Perilaku kcrja Pegawai yang meliputi : 

1. orientasi pelayanan; 
2. integritas; 
3. komitmen; 
4. disiplin; dan 
5. kcrjasama; 

a. orientasi umum; 
b. orientasi khusus. 

(4) Calon Pcgawai BWD sebagaimana ayat (I) selama 
melakukan orientasi akan dtevaluasi oleh atasan 
langsung. 

(5) Evaluasi sebagaimana ayat (4) terdiri dari: 
a.. Penilaian sasaran kerja pegawai; 
b. Pcnilaian perilaku kerja pegawai yang meliputi : 

l. orientasi pelayanan; 
2. integritas; 
3. komitmen; 
4. disiplin; 
5. kerjasama 
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a. orientasi umum;
b. orientasi khusus.

(4) Calon Pegawai BLVD sebagaimana ayat (1) se1ama
melakukan orientasi akan dievaluasi oleh atasan
langsung.

(5) Evaluasi sebagaimana ayat (4) terdiri dari:
a. Penilaian sasaran kerja pegawai;
b. Penilaian perilaku kerja pegawai yang meliputi :

1. orientasi pelayanan;
2. integritas;
3. komitmen;
4. disiplin;
5. kerjasama.

Pasal216
(1) Calon Pegawai BLVD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 215 ayat (1) dapat diangkat menjadi Pegawai
BLVDapabila telah menjalani masa orientasi minimal
3 (tiga) bulan dan dinyatakan lulus.

(2) Pengangkatan Pegawai BLVD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Direktur
setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

(3) Pegawai BLVDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya dilakukan Perjanjian Kerja dan
ditandatangani oleh Direktur berlaku sampai akhir
tahun berjalan.

(4) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selanjutnya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun
berikutnya serta akan dilakukan evaluasi setiap
tahunnya.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi :
a. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai yang meliputi

uraian tugas jabatan;
b. Penilaian Perilaku kerja Pegawai yang me1iputi :

1. orientasi pelayanan;
2. integritas;
3. komitmen;
4. disiplin; dan
5. kerjasama;

Pasal217
(1) Pegawai BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

216 ayat (4)dapat diperpanjang apabila:
a. se1ama menjadi Pegawai BLVD tidak pemah

dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Berat;
b. hasil evaluasi kinerja bemilai baik;
c. tenagajkeahliannya masih dibutuhkan oleh

RSVD.
(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi:
a. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai yang meliputi

uraian tugas jabatan;
b. Penilaian ...



Bagian Ketujuh ... 

Pasal 218 
(I) Pegawai Administrasi: 

a. evaluasi awal dilakukan pada saat orientas 
selama 3 (tigaJ bulan oleh atasan langsung; 

b. evaluasi kinerja bagi pegawai administrasi 
dilaku.kan setiap 1 (satu) tahun sekali yang 
tertuang didalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 
dan penilaian perilaku. kerja pegawai (PKP); 

c, evaluasi dilakukan bcrdasarkan kincrja individu 
dan kinerja mutu; 

d. cvaluasi dilakukan olch Kepala Bidang/ Kepala 
Bagian atas rekomendasi/ persetujuan dari atasan 
langsung; 

(2) Pegawa.i Fungsional: 
a. evaJuasi kinerja bagi pegawai fungsiona! 

dilaksanaka.n setiap I (satu) tahun sekali 
tertuang didalam sasaran kerja pegawa.i (SKP) 
dan penilaian perilaku kerja pegawai (PKPJ; 

b. evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja individu 
dan k:incrja mutu; 

c. evaluasi terhadap kinerja dokter subspesialis. 
dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, 
dokter umum, dokter gigi subspesialis, dokter gigi 
spesialis, dokter gigi dilakukan oleh Wakil 
Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan; 

d. evaluasl terhadap tenaga keperawatan. tenaga 
kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya dinilai 
olch Kepala Bidang sesuai dengan stuktur 
organisasi atas persentjuan dan/atau 
Rekomendasi dari a.tasan langsung. 

(3) Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga 
Kebidanan dan Tenaga Kesehatan Lainnya selain 
dilakukan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) akan dilakukan evaluasi terhadap 
praktek profesionalismenya yang dilaksanakan oleh 
komite dari maslng-maslng jabatan melalui subkomite 
mutu masing-rnasing jabatan. 

(4) Evaluasi kinerja dan praktek profesionalisme 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang 
kurangnya dilalrukan I (satu} tahun sekali, 

Bagian Keenam 
Evaluasi Kinerja 

b. Penilaian perilaku kcrja pegawai yang meliputi; 
1. orientasi pelayanan; 
2. integritas; 
3. komitmen; 
4. disiplin; dan 
5. Kerjasama. 
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b. Penilaian perilaku kerja pegawai yang meliputi;
1. orientasi pelayanan;
2. integritas;
3. komitmen;
4. disiplin; dan
5. Kerjasama.

Bagian Keenam
Evaluasi Kinerja

Pasal218
(1) PegawaiAdministrasi:

a. evaluasi awal dilakukan pada saat orientas
selama 3 (tiga) bulan oleh atasan langsung;

b. evaluasi kinerja bagi pegawai administrasi
dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali yang
tertuang didalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
dan penilaian perilaku kerja pegawai (PKP);

c. evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja individu
dan kinerja mutu;

d. evaluasi dilakukan oleh Kepala Bidangl Kepala
Bagian atas rekomendasil persetujuan dari atasan
langsung;

(2) Pegawai Fungsional:
a. evaluasi kinerja bagi pegawaI fungsional

dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali
tertuang didalam sasaran kerja pegawai (SKP)
dan penilaian perilaku kerja pegawai (PKP);

b. evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja individu
dan k:inerja mutu;

c. evaluasi terhadap kinerja dokter subspesialis,
dokter spesialis, dokter spesialis konsultan,
dokter umum, dokter gigi subspesialis, dokter gigi
spesialis, dokter gigi dilakukan oleh Wakil
Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan;

d. evaluasi terhadap tenaga keperawatan, tenaga
kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya dinilai
oleh Kepala Bidang sesuai dengan stuktur
organisasi atas persetujuan danl atau
Rekomendasi dari atasan langsung.

(3) Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga
Kebidanan dan Tenaga Kesehatan Lainnya selain
dilakukan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) akan dilakukan evaluasi terhadap
praktek profesionalismenya yang dilaksanakan oleh
komite dari masing-masing jabatan melalui subkomite
mutu masing-masing jabatan.

(4) Evaluasi kinerja dan praktek profesionalisme
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-
kurangnya dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketujuh ...



L melaporkan ... 

I, 

pegawai dan 

f. 

pen uh 
dan 

oleb 

Pegawai BLUO mcmiliki kewajiban untuk : 
a. setia dan taat scpcnuhnya kepada Pancasila, Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
Pemerintah yang sah; 

b. menjaga kesatuan dan persatuan bangsa; 
c. mentaati segala ketentuan peraturan pcrundang· 

undangan; 
d. mclaksanakan kcbijakan yang dirumuskan 

pejabat RSUO; 
e, mclaksanakan tugas kedinasan dengan 

pengabdlan, kejujuran, kesadaran, 
tanggungjawab di unit kerja yang ditempati; 
menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, 
perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, 
baik di dalam maupun di luar kedinasan; 

g. menjunjung Linggi kehormatan negara, pemerintab 
dan martabat pegawai; 

h. menjaga bubungan baik antar 
keba.nnonisan di Jingkungan kerja; 
memelihara dan/ a tau menjaga kerahasiaan, nama 
balk dan citra RSUO; 
memelihara dan/ atau menjaga kerahasiaan pasien; 
bekerja dengan jujur, tertib dan cermat; 

j. 
k. 

Pasal 2.21 

Paragraf2 
Kewajiban 

Pcgawai BLUO bcrhak : 
a. rnenerima honorarium tctap setiap bulan yang 

besarnya ditctapkan dengan Keputusan Oirektur 
sesuai dengan kcmampuan kcuangan rumah sakit, 

b. memperoleh jasa pelayanan sebagai imbalan jasa 
berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

c. menjadi anggota BPJS kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan; 

d. mendapatkan cuti; 
e. pengembangan kompetenai; 
f. hale lain yang ditctapkan oteh Oirektur. 

Pasal 220 
Oirektur dapat menaikkan honorarium Pegawai BLUO 
secara berkala sesuai dengan kemampuan keuangan RSUO 
dan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 219 

Paragraf I 
Hak 

Bagian Kctujuh 
Hale, Kewajiban dan Larangan Pegawai BLUO 
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Bagian Ketujuh
Hak, Kewajiban dan Larangan Pegawai BLVD

Paragraf 1
Hak

Pasal 219
Pegawai BLVDberhak :
a. menerima honorarium tetap setiap bulan yang

besamya ditetapkan dengan Keputusan Direktur
sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit;

b. memperoleh jasa pelayanan sebagai imbalan jasa
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

c. menjadi anggota BPJS kesehatan dan BPJS
KetenagakeIjaan;

d. mendapatkan cuti;
e. pengembangan kompetensi;
f. hak lain yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal220
Direktur dapat menaikkan honorarium Pegawai BLVD
secara berkala sesuai dengan kemampuan keuangan RSVD
dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf2
Kewajiban

Pasal221
Pegawai BLVDmemiliki kewajiban untuk:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Vndang-

Vndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah yang sah;

b. menjaga kesatuan dan persatuan bangsa;
c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-

undangan;
d. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh

pejabat RSVD;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh

pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan
tanggungjawab di unit keIja yang ditempati;

f. menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang,
baik di dalam maupun di luar kedinasan;

g. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah
dan martabat pegawai;

h. menjaga hubungan baik antar pegawai dan
keharmonisan di lingkungan keIja;

1. memeliharadanlatau menjaga kerahasiaan, nama
baik dan citra RSVD;

J. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan pasien;
k. bekeIja dengan jujur, tertib dan cermat;

1.melaporkan ...



g. menerima ... 

Pasal 222 
Pcgawai BLUD dilarang : 
a. mcnyalahgunakan gunakan wewenang yang telah 

diberikan; 
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keunrungan 

pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan 
kewenangan orang lain; 

c. beke.rja pada perusahaan asing, konsultan asing, 
atau lernbaga swadaya ma.syarakat asing; 

d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, 
menyewakan atau mcminjamkan barang-barang baik 
bcrgcrak atau tidak bergerak, dokumen atau surat 
berharga milik negara secara tidak sah; 

e, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, tcman 
sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di 
luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk 
keuntunga.n pribacli, golongan atau pihak lain yang 
secara langsung atau tidak langeung merugikan 
rumah sakit; 

f. memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu 
kepada siapapun baik secara langsung atau tidak 
langsung dan dengan dalih apapun untuk cliangkat 
da)am jabatan; 

I. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila 
mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan 
atau merugikan negara, pemerintah dan RSUD 
terutama di bidang kcamanan, keuangan dan materill; 

m. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja; 
n. mencapa1 sasaran kerja pegawai yang ditetapk.an; 
o. menggunakan dan memelihara barang milik RSUD 

dengan sebaik-baiknya; 
p. mcmberikan pelayanan sebaik-baiknya kcpada 

masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing: 
q. bertindak dan bersikap sopan serta adil dalam 

memberikan pelayanan kcpada masyarakat; 
r. berpakaiaan rapi dan sopan sesuai dcngan kctcntuan 

yang berlaku cli RSUD; 
s. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh 

Direktur; 
t. wajib bekerja cli RSUD apabila telah selesai mcngjkuti 

Penclidikan dan Pelatihan yang dlikuti dan clibiayai 
olch RSUD minimal 5 (lirna) tahun: 

u. rnengernbalikan dua ka l i seluruh biaya pendidikan 
dan pelatihan yang telah dikcluarkan oleb RSUD 
apabila mcngundurkan diri sebelum batas waktu yang 
clitentukan pada hurur l Pasal ini; 

v. ikut berperan serta dalam peningkatan mutu 
pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD; 

w. berseclia ditempatkan sesuai dengan kebutuhan RSUD 
oleh Tim Kepegawaian. 

Paragraf3 
Larangan 

• 95 • - 95-

1. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan
atau merugikan negara, pemerintah dan RSUD
terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;

m. masuk keIja dan mentaati ketentuan jam keIja;
n. mencapai sasaran keIja pegawai yang ditetapkan;
o. menggunakan dan memelihara barang milik RSUD

dengan sebaik-baiknya;
p. memberikan pe1ayanan sebaik-baiknya kepada

masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
q. bertindak dan bersikap sopan serta adil dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat;
r. berpakaiaan rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku di RSUD;
s. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh

Direktur;
t. wajib bekeIja di RSUDapabila telah selesai mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti dan dibiayai
oleh RSUDminimal 5 (lima)tahun;

u. mengembalikan dua kali seluruh biaya pendidikan
dan pelatihan yang telah dike1uarkan oleh RSUD
apabila mengundurkan diri sebelum batas waktu yang
ditentukan pada huruf t Pasal ini;

v. ikut berperan serta dalam peningkatan mutu
pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD;

w. bersedia ditempatkan sesuai dengan kebutuhan RSUD
oleh TimKepegawaian.

Paragraf 3
Larangan

Pasal222
PegawaiBLUDdilarang :
a. menyalahgunakan gunakan wewenang yang telah

diberikan;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan

pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain;

c. bekeIja pada perusahaan asing, konsultan asing,
atau lembaga swadaya masyarakat asing;

d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat
berharga milik negara secara tidak sah;

e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, ternan
sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di
luar lingkungan keIjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan
rumah sakit;

f. memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu
kepada siapapun baik secara langsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat
dalam jabatan;

.•
g. menenma ...



Pasal223 
(1) Pcgawai BLUO dapat memperoleh penghargaan 

berupa: 
a. piagam penghargaan; 
b. pengangkatan daJam jabatan non struktural; 
c. pendidikan dan pelatihan; dan/ atau 
d. pemberian ijin untuk mengikuti pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi dim menempatkan 
kcmbali sesuai dcngan kompetensi baru. 

(2) Pemberian ... 

g. menerima hadia.h atau suatu pemberian apa saja dari 
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan 
dan/atau pekerjaann,ya; 

h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan 
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau 
mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga 
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 

i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
j. melakukan tindakan asusila baik di lingkungan 

rumah sakit maupun di luar lingkungan RSUO; 
k. rnemberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil 

Prcsiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Oaerah dan calon Bupati/Wakil 
Bupati dengan cara: 
1. ikut serta sebagai pelaksana kampaoyc; 
2. menjadi peserta kampanye dengan rnenggunakan 

atribut partai; 
3. sebagai peserta kampanyc dcngan mcnggunakan 

fasilitas RSUO; 
4. mcmbuat keputusan dan/atau undakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu 
pasangan calon selama masa kampanye; 

5. mcngadakan kcgiatan yang rnengarah kepada 
kcberpihakan terhadap pasangan calon yang 
mcnjadi peeerta pemilu sebelum, selama, dan 
scsuda.h masa kampanye meliputi pertemuan, 
ajakao, himbauan, seruan, atau pemberian 
barang dala.m Ungkungan unit kerjanya, anggota 
keluarga dan masyarekat; 

J. memberikan pelayanan yang bersifat diskriminatif; 
m. menjadi anggota dan/ a tau pengurus partai politik; 
n. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan; 
o. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, 

berjudi di dalam dan/ atau ell luar lingkungan kerja; 
p. menganiaya dan/ atau bcrkclahi, mcnghina secara 

kasar a tau mengancam pimpinan dan/ atau 
keluargaoya, teman sekerja di dalam dan/atau di tuar 
lingkungan kerja; 

q. dengan sengaja atau ceroboh merusa.k, merugikan 
atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang 
dan/atau rasilitas RSUD. 

Bagian Kedelapao 
Penghargaan Pegawai BLUO 
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g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan
danj atau pekerjaannya;

h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

1. Illenghalangi berjalannya tligas kedinasan;
j. me1akukan tindakan asusila baik di lingkungan

rumah sakit maupun di luar lingkungan RSUD;
k. memberikan dukungan kepada calon PresidenjWakil

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan calon BupatijWakil
Bupati dengan cara:
1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan

atribut partai;
3. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan

fasilitas RSUD;
4. membuat keputusan danjatau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye;

5. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang dalam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga dan masyarakat;

1. IlleIllberikan pelayanan yang bersifat diskriIllinatif;
m. menjadi anggota danj atau pengurus partai politik;
n. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
o. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba,

berjudi di dalam danj atau di luar lingkungan kerja;
p. menganiaya danj atau berkelahi, menghina secara

kasar atau mengancam pimpinan danj atau
keluarganya, teman sekerja di dalam danjatau di luar
lingkungan kerja;

q. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan
atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang
danjatau fasilitas RSUD.

Bagian Kedelapan
Penghargaan PegawaiBLUD

(1) Pegawai BLUD
berupa:

Pasal223
dapat memperoleh penghargaan

a. piagam penghargaan;
b. pengangkatan dalam Jabatan non struktural;
c. pendidikan dan pe1atihan; danj atau
d. pemberian ijin untuk mengikuti pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi dan IlleneIllpatkan
kembali sesuai dengan kompetensi baru.

(2)Pemberian ...



b. teguran ... 

Pasal 226 
(I) Tingkat Hukuman Disiplin dan Profesi : 

a. hukuman disiplin ringan; 
b. hukuman disiplin sedang; dan 
c. hukuman disiplin berat. 

(2) ,lenis hukuman disiplin ringan scbagaimana dimaksud 
pada ayat fl) buruf a tcrdiri dari: 
a. teguran lisan; 

Bagian Kesebelas 
Tingkat, Jenis Hukuman Disiplin dan Profesi 

Pasal 225 
(1) Pegawai BLUD yang tidak mclaksanakan kewajiban 

sebagairoana dimaksud dalam Pasal 221 dan/atau 
melakukan pelanggaran terhadap larangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dapat 
dijatuhi hukuman disiplin. 

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwcnang 
seca.ra hierarki. 

(3) Apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan 
kcrugian yang bemilai material dan/ atau dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana, maka 
penyelesaiaan dapat dilakukan melalui jalur hukum. 

Bagian Kesepuluh 
Pembinaan Pegawai BLUD 

Pasal 224 
(1) Pcgawai BLUD yang tclah mcncapai masa Perjanjian 

Kerjasama 1 (tahun) berhak rnendapar Cuti; 
(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah 

sebagai berikut: 
1. Cuti Tahunan selama 12 (hari kerja); 
2. Cuti Besar untuk kegiatan keagamaan [Ibadah 

haji) sejumlah 50 (lima puluh) hari termasuk 
cuti tahunan pada tahun berjalan; 

3. Cuti Besar untuk kcgiatan keagamaan (lbadah 
Umroh dll) paling banyak 14 (empat belas bari) 
termasuk cuti tahunan pada tahun berjaJan; 

4. Cuti Alasan penting paling banyak selarna 14 
(empat belasl hari: 

5. Cuti Bersalin bagi pegawai perempuan selama 3 
(tiga) bulan; 

(3) Tatacara pcmberian cuti sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Direktur. 

Bagian Kesembilan 
Cuti Pegawai BLUD 

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) ditetapkan oleh Direktur, 
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(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kesembilan
Cuti PegawaiBLUD

Pasal224
(1) Pegawai BLUDyang telah mencapai masa Perjanjian

Kerjasama 1 (tahun) berhak mendapat Cuti;
(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:
1. Cuti Tahunan se1ama 12 (hari kerja);
2. Cuti Besar untuk kegiatan keagamaan (Ibadah

haji) sejumlah 50 (lima puluh) hari termasuk
cuti tahunan pada tahun berjalan;

3. Cuti Besar untuk kegiatan keagamaan (Ibadah
Umroh dll) paling banyak 14 (empat belas hari)
termasuk cuti tahunan pada tahun berjalan;

4. Cuti Alasan penting paling banyak selama 14
(empat belas) hari;

5. Cuti Bersalin bagi pegawai perempuan selama 3
(tiga)bulan;

(3) Tatacara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Direktur.

Bagian Kesepuluh
Pembinaan Pegawai BLUD

Pasal225
(1) Pegawai BLUD yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221danlatau
melakukan pelanggaran terhadap larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dapat
dijatuhi hukuman disiplin.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
secara hierarki.

(3) Apabila pe1anggaran yang dilakukan menimbulkan
kerugian yang bernilai material dan/atau dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana, maka
penyelesaiaan dapat dilakukan melalui jalur hukum.

Bagian Kesebelas
Tingkat, Jenis Hukuman Disiplin dan Profesi

Pasal 226
(1) Tingkat Hukuman Disiplin dan Profesi :

a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;

b. teguran ...



Pasal 228 ... 

Pasal 227 
(1) Hukuman disiplin tingkat ringan sebageJmana 

cfunaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dljatuhkan bagi 
pelanggaran terbadap kewajiban sebageimana 
dimaksud dalam Pasal 221 dan terhadap larangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dan 
pelanggaran tersebut hanya berclampak negatif pada 
unit kerja (lnstalasi terkecil). 

(2) Masu.k kerja dan mematuhi jam kerja sebaga.imana 
dimaksud dalam Pasal 220 huruf m berupa : 
a. Teguran lisan yang dituangkan dalam notulen 

dan ditandatangani oleh pegawai yang 
bersangkutan dan atasan langsung yang 
membcrikan teguran, apabila PcgaweJ BLUD 
tidak masuk kerja selama 5 (lima} bari kerja 
tanpa alasan yang sah; 

b. teguran tertulis dan clituangkan dalam berita 
acara yang ditandatangani oleb pegawai yang 
bersangkutan clan atasan langsung yang 
mcmberikan teguran, apabila Pegawai BLUD 
tidak masuk kerja selama 6 (enam} • 10 (sepuluh) 
hari kerja tanpa alasan yang sah; 

c. teguran berupa pemyataan tidal< puas secara 
tertulis oleh atasan Iangsung dao dituangkan 
dalam berita acara yang ditandatangaoi oleh 
atasan langsung clan pegawai yang bersangkutan 
apabila Pegawai BLUD tidak masuk kerja seJama 
11 (sebelas) - 15 (lima belas} hari kerja tanpa 
alasan yang sah. 

b. teguran tertulis; dan 
c. pemyataan tidak puas secara tertulis. 

(3) Jenis hukuman disiplin scdang eebegaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: 
a. _pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua 

pulub lima ·persen) selama 6 (enam) bulan; 
b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua 

pulub lima persen) selama 9 (sembi!an) bulan; 
atau 

c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua 
pu)uh lima persen) selama 12 (dua belas] bulan 

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) buruf c terdiri dari: 
a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 

12 (dua belas) bulan; 
b. pembcbasan dari jabatannya menjadl ja.batan 

pelaksana selama 12 dua belas) bulan; atau 
c. pembcrhentian dengan hormat tidak atas tidak 

atas permintaan sendiri sebagai ASN. 

Bagian Keduabelas 
Jenis Pelanggaran 
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b. teguran tertulis; dan
c. pemyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari:
a. pemotongan tunjangan kineIja sebesar 25% (dua

puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
b. pemotongan tunjangan kineIja sebesar 25% (dua

puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
atau

c. pemotongan tunjangan kineIja sebesar 25% (dua
puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud
pada ayat(1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama

12 (dua belas) bulan;
b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan

pelaksana selama 12 dua belas) bulan; atau
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas tidak

atas permintaan sendiri sebagai ASN.

Bagian Keduabelas
Jenis Pelanggaran

Pasal227
(1) Hukuman disiplin tingkat ringan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dijatuhkan bagi
pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 221 dan terhadap larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dan
pelanggaran tersebut hanya berdampak negatif pada
unit keIja (lnstalasi terkecil).

(2) Masuk keIja dan mematuhi jam keIja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 220 huruf m berupa :
a. Teguran lisan yang dituangkan dalam notulen

dan ditandatangani oleh pegawai yang
bersangkutan dan atasan langsung yang
memberikan teguran, apabila Pegawai BLUD
tidak masuk keIja selama 5 (lima) hari keIja
tanpa alasan yang sah;

b. teguran tertulis dan dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh pegawai yang
bersangkutan dan atasan langsung yang
memberikan teguran, apabila Pegawai BLUD
tidak masuk kerja selama 6 (enam) - 10 (sepuluh)
hari kerja tanpa alasan yang sah;

c. teguran berupa pemyataan tidak puas secara
tertulis oleh atasan langsung dan dituangkan
dalam berita acara yang ditandatangani oleh
atasan langsung dan pegawai yang bersangkutan
apabila Pegawai BLUD tidak masuk keIja selama
11 (sebelas) - 15 (lima belas) hari keIja tanpa
alasan yang sah.

Pasal 228 ...



Pasal 230 
( 1) Kepala Bagian/ Kepala Bidang menetapkan hukuman 

disiplin bagi Pegawai BLUD untuk jenis hukuman 
disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
225 ayat (2); 

(2) Wakil Direktur menctapkan hukuman disiplin bagi 
Pegawai BLUD untuk jenis bukuman disiplin sedang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (3); 

(3) Direktur menetapkan bukuman disiplin bagi Pegawai 
BLUD untuk JCDJ.5 hukuman disiplin berat 
sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 225 ayat (4). 

Bagian Keempatbetas ... 

Bagian Ketigabelas 
Pejabat yang Berwcnang Mcnghukum 

Pasal 229 
(1) Hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 226 ayat (4) dijatuhkan bagi 
pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 221 dan terhadap larangan 
scbagairnana dimaksud dalam Pasal 222 dan 
pelanggaran tersebut: 
a. berdampak negatif Perangkat Daerah dan atau 

Pemerintah; 
b. mencapai sasaran kerja pegawai yang 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 221 
huruf n dengan tingkat capaian kurang dari 25% 
(dua puluh lima persen). 

(2) Masuk kcrja dan mematuhi jam kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 l huruf m berupa: Pegawai 
BLUD yang tidak masuk kerja selama 31 (tiga puluh 
satu) s/d 35 (tiga puluh lima) hari kcrja tanpa alasan 
yang sah. 

Pasal 228 
( II Hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana 

dimal<sud dalam Pasal 226 ayat (3), ayat (4) dan ayaL 
(5) dijatuhkan bagj pclanggaran terhadap kewajiban 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 
tersebut: 
a. hanya berdampak negatif pada Unit kerja 

(Bagian/Bidang) yang bersangkutan; 
b. mencapai sasaran kerja pegawai yang 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 221 
huruf n dengan tingkat capaian 25% (dua puluh 
lima persen] s/d 50% (lima puluh pcrscn). 

(2) Masuk kerja dan mematuhi jam kcrja scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 218 huruf m berupa: Pegawai 
BLUD yang tidal< masuk kerja selarna 26 (dua puluh 
enam) s/ d30 (tiga puluh) hari kerja tan pa alasan yang 
sah. 
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Pasa1228
(1) Hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5) dijatuhkan bagi pe1anggaran terhadap kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dan
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221
tersebut:
a. hanya berdampak negatif pada Unit kerja

(BagianjBidang) yang bersangkutan;
b. mencapai sasaran kerja pegawai yang

sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 221
huruf n dengan tingkat capaian 25% (dua puluh
lima persen)sjd 50% (lima puluh persen).

(2) Masuk kerja dan mematuhi jam kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 218 huruf m berupa: Pegawai
BLUD yang tidak masuk kerja selama 26 (dua puluh
enam)sjd30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang
sah.

Pasa1229
(1) Hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 226 ayat (4) dijatuhkan bagi
pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 221 dan terhadap larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dan
pelanggaran terse but:
a. berdampak negatif Perangkat Daerah dan atau

Pemerintah;
b. mencapai sasaran kerja pegawaJ. yang

sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 221
huruf n dengan tingkat capaian kurang dari 25%
(dua puluh lima persen).

(2) Masuk kerja dan mematuhi jam kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 221 huruf m berupa: Pegawai
BLUD yang tidak masuk kerja selama 31 (tiga puluh
satu) sj d 35 (tiga puluh lima) hari kerja tanpa alasan
yang sah.

Bagian Ketigabelas
Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal230
(1) Kepala BagianjKepala Bidang menetapkan hukuman

disiplin bagi Pegawai BLUD untuk jenis hukuman
disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
225 ayat (2);

(2) Wakil Direktur menetapkan hukuman disiplin bagi
Pegawai BLUD untuk jenis hukuman disiplin sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (3);

(3) Direktur menetapkan hukuman disiplin bagi Pegawai
BLUD untuk jenis hukuman disiplin berat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal225 ayat (4).

Bagian Keempatbe1as ...



Pa.Sal 233 
(I) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman 

hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
226 ayat (4) dapat dibentuk Tim Pcmcriksa. 

(2) Khusus untuk pelanggaran profesl yang ancaman 
hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 
ayat (1) buruf a, buruf b dan huruf c dapat dibcntuk 
Tim Pemeriksa. 

(31 Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri da.ri atasan langsung, Kom.ite Etik RSUD, unsur 
kepegawaian atau pejabat lain yang tlitunjuk. 

(4) Tim ... 

Pasal 232 
(!) Sebclum Pegawai BWP dijatuhi hukuman disiplin 

setiap atasan langsung wajib memeriksa terlcbih 
dahulu Pegawai BLUD yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin. 

(2) Pemerilcsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan 
dalam berita acara pemeriksaa.n. 

(3) Apabila menurut basil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 kewenangan untuk 
menjatuhka.n hukuman disiplin kepada Pegawai 
BLUD tersebut merupakan kewenangan: 
a. atasan langsung yang bcrsanglrutan, maka 

atasan langsu.ng tersebut wajib menjatuhkan 
hukuman disiplin; 

b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung 
tersebut wajib melaporkan secara hierarki 
disertai bcrita acara pemeriksaan. 

diduga 
paling 

tanggal 

Pasa1231 
( I) Pegawai BLUD yang diduga melakukan pela.nggaran 

disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung 
untuk dilakuka.n pemerilcsaan. 

(2) Pemanggila.n kepada Pegawai BLUP yang 
melakukan pelangga.ran disiplin dilakukan 
lambat 7 (tujuh) hari kcrja sebelum 
pemerilcsaan. 

(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang 
bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan 
pemanggilan kcdua paling lambat 7 (tujuh) bari kerja 
sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa 
pada pemanggilan pertama. 

(4) Apabila pada tanggal perneriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (31 Pegawai BLUD yang 
bersangkutan tidak hadir juga, maka peiabat yang 
bcrwc.nang mcnghukum menjatubkan hukuman 
disiplin berdasarkan alat bukti dan kcterangan yang 
ada tan pa dilakukan pcmcriksaan. 

Bagian Keempatbelas 
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan 

Penyampaian Keputusan Hukuma.n Disiplio 
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Bagian Keempatbelas
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal231
(1) Pegawai BLVDyang diduga melakukan pelanggaran

disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung
uhtuk dilaktikan petneriksaan.

(2) Pemanggilan kepada Pegawai BLVD yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari keIja sebelum tanggal
pemeriksaan.

(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang
bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan
pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari keIja
sejak tanggal seharusnya yang berSangkutan diperiksa
pada pemanggilan pertama.

(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana
ditnaksud pada ayat (3) Pegawai BLVD yang
berSangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang
berwenang menghukum menjatuhkan hukuman
disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang
ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal232
(1) Sebelum Pegawai BLUD dijatuhi hukuman disiplin

setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih
dahulu Pegawai BLVD yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan.

(3) Apabila mehUtUt hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk
menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai
BLVDtersebut merupakan kewenangan:
a. atasan langsung yang bersangkutan, maka

atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan
hUkuman disiplin;

b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung
tersebut wajib melaporkan secara hierarki
disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal233
(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang anCaman

hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
226 ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Khusus untuk pelanggaran profesi yang ancaman
hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226
ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dibentuk
Tim Pemeriksa.

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari atasan langsung, Komite Etik RSVD,unsur
kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Tim ...



Pasal 238 ... 

Pasal 237 
(I} Pegawai BLUD yang berdasarkan basil pemeriksaan 

temyata melakukan bcberapa pelanggaran disiplin dan 
profesi, tcrhadapnya haoya dapat dijatuhi satu jenis 
hukuman yaog terberat setelah mempertimbangkan 
pclanggaran yang dilakuka.n. 

(2) Pegawai BLUD yang pemah dijatuhi hukuman 
disiplin dan profesi kemudian melak\ikan pelanggaran 
yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis 
hukuman yang lebih bcrat dari bukuman terakhir 
yang pemah dijatuhkan. 

(3) Pegawai BLUD tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 
dan profcsi dua kali atau lebih untuk satu 
pelanggaran. 

Pasal 236 
(I) Berdasarkan basil pemeriksaan yang dituangkan 

dalam berita acara pemeriksaan scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2), pejabat yang 
berwenang menghukum sebagaimana dimaksud Pasal 
230 menjatuhkan hukuman disiplin dan profesi serta 
mewajibkan yang bersangkutan mematuhi 
rekomendasi dari Tim Pemcriksa yang diusulkan 
kepada atasan langsung atau kcpada Direktur eesuai 
dengan tingkat dan jenis pelanggaran, 

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin dan profesi 
sebagaimana dimaksud pada a,yat (I) harus 
disebutkan pelanggaran disiplin dao profesi yang 
dilakukan olcb Pegawai BLUD yang bersangkutan. 

Pasal 235 
(1) Serita acara pemcriksaan sebagairnana dimaksud 

dalam Pasal 232 ayat (2) harus ditandatangani oleh 
pcjabat yang memeriksa d.an Pegawai Bt..UD yang 
diperiksa, 

(2) Dalam hal Pegawai 81..UD yang diperiksa tidak 
bersedia menandatangani berita acara perneriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), berita acara 
perneriksaan tcrscbul tetap dijadikan sebagal dasar 
untuk mcnjatuhkan hukuman disiplin. 

(3) Pegawai BLUD yang diperiksa, berhak mendapat foto 
kopi bcrita acara pcmcriksaan scbagaimana dirnaksud 
pada ayat (l). 

Pasal 234 
Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau 
pejabat yang bcrwcnang mcnghukum dapat meminta 
keterangan dari pihak lain. 

(4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri dari atasan langsung, SubKomite Etik Profesi, 
unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. 

(5) Tim Pcmcriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat dibentuk dao ditetapkan oleh Direktur. 
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(4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri dari atasan langsung, SubKomite Etik Profesi,
unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal234
Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau
pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta
keterangan dari pihak lain.

Pasal235
(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 232 ayat (2) harus ditandatangani oleh
pejabat yang memeriksa dan Pegawai BLVD yang
diperiksa.

(2) Dalam hal Pegawai BLVD yang diperiksa tidak
bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara
pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar
untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

(3) Pegawai BLVDyang diperiksa, berhak mendapat foto
kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 236
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan

dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2), pejabat yang
berwenang menghukum sebagaimana dimaksud Pasal
230 menjatuhkan hukuman disiplin dan profesi serta
mewajibkan yang bersangkutan mematuhi
rekomendasi dari Tim Pemeriksa yang diusulkan
kepada atasan langsung atau kepada Direktur sesuai
dengan tingkat dan jenis pelanggaran.

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin dan profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disebutkan pelanggaran disiplin dan profesi yang
dilakukan oleh Pegawai BLVDyang bersangkutan.

Pasal 237
(1) Pegawai BLVD yang berdasarkan hasil pemeriksaan

temyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin dan
profesi, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis
hukuman yang terberat setelah mempertimbangkan
pelanggaran yang dilakukan.

(2) Pegawai BLVD yang pemah dijatuhi hukuman
disiplih dah ptofesi kemudiah melaktikah pelanggarah
yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis
hukuman yang lebih berat dari hukuman terakhir
yang pemah dijatuhkan.

(3) Pegawai BLVDtidak dapat dijatuhi hukuman disiplin
dan profesi dua kali atau lebih untuk satu
pelanggaran.

Pasal 238 ...



Pasal 240 
(I) Batas usia pensiun Pcgawai BLUD adalah 58 (lima 

puluh delapan) tahun. 
(2) Batas usia pcnsiun Pegawai BWD yang berstatus 

scbagai Tenaga Medis Fungsional dapat diperpanjang 
sampai usia 60 (enam puluh) tahun. 

(3) Direktur dapat mempekerjakan tenaga Medis 
Spesialis, subspesialis dan spesialis konsultan yang 
berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun 
sebagaimana dimansud ayat (2) apabila: 

a. sepanajang ... 

Paragraf 2 
Batas Usia Pensiun Pegawai SLUO 

Pasal 239 
(1) Pegawai BLUD dapat mengakhiri hubungan kerja 

secara bersama-sama maupun secara sepihak. 
(2) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan dengan 
cera : 
a. pemberhentian dengan hormat dari Pegawai 

BLUD; 
b. pe.mberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai 

BLUD; 
(3) Dalam hal dilakukan pemutusan hubungan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pegawai BLUD 
tidak dapat menuntut pemberian kompensasi dalam 
bentuk apapun. 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kelimabelas 
Pemberhentian Pegawai BLUD 

Pass.I 238 
(1) Sctiap penjatuhan hukuman disiplin dan profesi 

ditetapkan dengan keputusan pejabacyang berwenang 
menghukum. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
disampaikan secara terrurup oleh pejabat yang 
berwenang menghukum atau pejabat lain yang 
ditunjuk kepada Pegawai BLUD yang bersangkutan 
serta tembusannya disampaikan kepada pejabat 
terkait. 

(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin dan profesi 
sebagajmana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kepurusan 
ditetapkan. 

(4) Datam hal Pegawai BLUD yang dijatuhi hukuman 
disiplin dan profesi tidak hadir pada saat 
penyampaian keputusan hukuman, keputusan dikirim 
kepada yang bersangkutan. 
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Pasal 238
(1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin dan profesi

ditetapkan dengan keputusan pejabatyang berwenang
menghukum.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang
berwenang menghukum atau pejabat lain yang
ditunjuk kepada Pegawai BLUD yang bersangkutan
serta tembusannya disampaikan kepada pejabat
terkait.

(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin dan profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan
ditetapkan.

(4) Dalam hal Pegawai BLUD yang dijatuhi hukuman
disiplin dan profesi tidak hadir pada saat
penyampaian keputusan hukuman, keputusan dikirim
kepada yang bersangkutan.

Bagian Kelimabelas
Pemberhentian PegawaiBLUD

Paragraf 1
Umum

Pasal 239
(1) Pegawai BLUD dapat mengakhiri hubungan kerja

secara bersama-sama maupun secara sepihak.
(2) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
cara :
a. pemberhentian dengan hormat dari Pegawai

BLUD;
b. pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai

BLUD;
(3) Dalam hal dilakukan pemutusan hubungan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai BLUD
tidak dapat menuntut pemberian kompensasi dalam
bentuk apapun.

Paragraf 2
Batas Usia Pensiun Pegawai BLUD

Pasal 240
(1) Batas usia pensiun Pegawai BLUD adalah 58 (lima

puluh delapan) tahun.
(2) Batas usia pensiun Pegawai BLUD yang berstatus

sebagai Tenaga Medis Fungsional dapat diperpanjang
sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

(3) Direktur dapat mempekerjakan tenaga Medis
Spesialis, subspesialis dan spesialis konsultan yang
berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun
sebagaimana dimansud ayat (2)apabila:

a. sepanaJang ...



c. dipidana ... 

Pasal 242 
(I) Pembcrhcntian tidak dengan hormat sebagai Pegawai 

BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat 
(2) huruf b dapat diberikan dalam ha!: 
a. mclakukan penyelewengan terhadap Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan 
bcrdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap, karena 
melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau 
tindak pidana kejahatan yang ada bubungannya 
dengan ,Jabatan dan/atau pidana umum; 

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 
peogadltan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap 1carena rnelakukan tinda.k pidana 
kejahatan yang tidak ada bubungannya dengan 
jabatan; 

d. roenjadi anggota dan/atau pengurus partai 
politik; 

Pasal 241 
(1) Pemberhentian dengan bormat sebagai Pegawai 

BLUD, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat 
(2) huruf a dapat dibcrikan dalam hal: 
a. masa bcrlaku perjanjian kerja. Keputusan 

Direktur sebagai Pegawai BLUD telah berakhir 
dan tidak dilakukan perpanjangan; 

b, mengajukan perrnohonan pengunduran dlri 
c. tewas atau meninggaJ dunla; 
d. tidak sehat jasmani atau rohani, sehlngga tidak 

dapat melaksanakan tugas. 
(2) Pemberhentian dengan hormat Pegawai BLUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 
dengan Keputusan Direktur. 

(3) Pemberhcntian dengan hormat Pegawai BLUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tidak berkait 
pada timbulnya hak untuk menuntut 
pesangon/bonus/pensiun atau istilah lainnya yang 
bersilat membebani keuangan RSUD. 

Paragraf 3 
Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai BLUD 

a. scpartjang tenaga yang bersangkutan masih 
memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan 
Surat Tanda Regi•trasj (STR) yang dikeluarkan 
oleb Konsil Kedokteran Indonesia (KKI); 

b. kcahliannya sangat dibutuhkan oleh RSUD; 
c. keahlian yang dimiliki tergolong Jangka; 
d. scsuai dengan kemampuan Keuangan RSUD. 

(4) Tenaga Mcclis scbagaimana dimaksud ayat (3) akan 
dilkat dengan Perjanjian Kerja. 
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a. sepanjang tenaga yang bersangkutan masih
memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan
Surat Tanda Registrasi (STR)yang dikeluarkan
oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);

b. keahliannya sangat dibutuhkan oleh RSUD;
c. keahlian yang dimiliki tergolong langka;
d. sesuai dengan kemampuan Keuangan RSVD.

(4) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud ayat (3) akan
diikat dengan Perjanjian Kerja.

Paragraf 3
Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai BLVD

Pasal 241
(1) Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai

BLVD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat
(2)huruf a dapat diberikan dalam hal:
a. masa berlaku perjanjian kerja, Keputusan

Direktur sebagai Pegawai BLVD telah berakhir
dan tidak dilakukan perpanjangan;

b. mengajukan permohonan pengunduran diri
c. tewas atau meninggal dunia;
d. tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak

dapat melaksanakan tugas.
(2) Pemberhentian dengan hormat Pegawai BLVD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan Keputusan Direktur.

(3) Pemberhentian dengan hormat Pegawai BLVD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkait
pada timbulnya hak untuk menuntut
pesangon/bonusjpensiun atau istilah lainnya yang
bersifat membebani keuangan RSUD.

Pasal242
(1) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai

BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat
(2)huruf b dapat diberikan dalam hal:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila

dan Vndang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945;

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap, karena
melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan Jabatan danj atau pidana umum;

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan yang tidak ada hubungannya dengan
jabatan;

d. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai
politik;

e. dipidana ...



Pasal 246 
(1) Besaran Jasa Pelayanan bagi pegawai didasarkan pada 

indikator penilaian yang meliputi: 
a. pengalarnan dan masa kerja (basic index); 
b. kcterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku 

(competency ... 

Pasal 244 
Jasa Pclayanan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 243 
dibcrikan bcrdasarkan prinsip dasar : 
a. proposionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas RSlJD 

dan tingkat pelayanan; 
b. kesetaraan, yaitu dengan mcmpertimbangkan industri 

pelayanan sejenis; 
c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kcmampuan 

pendapatan fungsional RSlJD. 
Pasal 245 

( 1) Pemberian gaji dan tuajangan bagi pegawai berstatus 
ASN dialokasikan melalui Anggaran Belanja Tidak 
Langsung. 

(21 Pembcrian honorarium bagi pegawai berstams Non 
ASN dialokasikan melalui Anggaran Belanja Langsung. 

(31 Alokasi anggaran insentif, dan honorarium bagi 
Pcjabat Pengelola, Pejabat Pelaksana Keuangan, 
Pejabat Pelaksana Teknis, Pegawai, Dewan 
Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Tim 
Pembina RSlJD dianggarkan melalui Anggaran Belanja 
Langsung. 

(4) Besaran Jasa/lmbalan tenaga manajer pelayanan 
pasien, Kepala lnstalasi dan tenaga Staf Medis dapat 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur. 

Pasal 243 
Jasa Pela,yanan merupakan imbalan jasa yang diterima 
oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada 
pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, 
konsultasi, visue, rehabilitasi medik, perneriksaan 
penurtjang medik dan/ a tau pelayanan lainnya, yang 
ditctapkan dalam Peraturan Direktur. 

Para.graf 4 
Jasa Pclayanan 

e. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan 
putusan pcngadilan yang telah mcmiliki kckuatan 
hukum tetap karena mclakukan tindak pidana 
dcngan hukuman pidana penjara paling singkat 2 
(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dcngan 
berencann; 

r. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat 
terhadap kewajiban dan larangan pegawai; 

(2) Pemoerhenuan dengan tidak dengan horrnat 
sebagaimana dirnaksud ayat (I) dilakukan dengan 
Kcputusan Dircktur. 
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e. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan
berencana;

f. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat
terhadap kewajiban dan larangan pegawai;

(2) Pemberhentian dengan tidak dengan hormat
sebagaimana dimaksud ayat(1) dilakukan dengan
Keputusan Direktur.

Paragraf4
Jasa Pelayanan

Pasal243
Jasa Pelayanan merupakan imbalan jasa yang diterima
oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada
pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan,
konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan
penunjang medik danfatau pelayanan lainnya, yang
ditetapkan dalam Peraturan Direktur.

Pasal 244
Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243
diberikan berdasarkan prinsip dasar :
a. proposionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas RSUD

dan tingkat pelayanan;
b. kesetaraan, yaitu dengan mempertimbangkan industri

pelayanan sejenis;
c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan

pendapatan fungsional RSUD.
Pasal 245

( 1) Pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai berstatus
ASN dialokasikan melalui Anggaran Belanja Tidak
Langsung.

(2) Pemberian honorarium bagi pegawai berstatus Non
ASNdialokasikan melalui Anggaran Belanja Langsung.

(3) Alokasi anggaran insentif, dan honorarium bagi
Pejabat Pengelola, Pejabat Pelaksana Keuangan,
Pejabat Pelaksana Teknis, Pegawai, Dewan
Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Tim
Pembina RSUDdianggarkan melalui Anggaran Be1anja
Langsung.

(4) Besaran Jasaflmbalan tenaga manajer pe1ayanan
pasien, Kepala Instalasi dan tenaga Staf Medis dapat
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

Pasal 246
(1) Besaran Jasa Pelayanan bagi pegawai didasarkan pada

indikator penilaian yang meliputi:
a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku

(competency ...



b. target ... 

Pasal 249 
(I) RSUD menyusun analisa kebutuhan Sumber Daya 

yang merupakan Usulan dari seluruh komponen 
rumah sakit dan dituangkan dalam Rcncana Kerja 
Unit (RKU). 

(2) Rencana Kerja Unit (RKU) sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dibuat masing-masing Unit dalam format yang 
seragam dan di tetapkan Direktur. 

(3) Rencana Kerja Unit rnerupakan tahapan dalam 
proses perencanaan RSUO, berdasarkan: 
a. Renstra RSUD; 

Bagian Kedua 
Perencanaan 

PasaJ 248 
(1) Pemenuhan sumber daya berupa sarana prasarana 

memerlukan ketcrscdiaan data/informasi mcliputi 
penggantian, penambahan, pcrsyaratan pemeliharaan, 
sebagai komponcn pcngumpulan data untuk 
rckomendasi pada teknologi medik dan obat yang 
diperlukan untuk memberikan pelayanan. 

(2) RSUD tidak melakukan uji coba (trial technology medik 
dan obat). 

(3) Dalam rangka pemilihan obat dan teknologi medik 
Direktur membentuk Tim Penapisan yaitu Komite 
Farmasi Terapi. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penapisan 
sebagaimana dimaksud ayat (3), mendapatkan 
rekomendasi dari Staf Klinis dan/ atau organisasi 
profesi dalam pemilihan teknologi medik dan obat di 
RSUD. 

Pasal 247 
Manajemen Sumber Daya RSUD merupakan pengelolaan 
sarana prasarana pada RSUD untuk me.nunjang 
ketersediaan seluruh baban dan aJat kesehatan daJam 
rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan 
secara luas. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABIX 
MANAJEMEN SUMBER DAYA 

(competency indexj; 
c, resiko kerja (risk index); 
d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index\; 
e. jaba.tan yang disandang (position index); 
f. hasil/ capaian kinerja (pe,fonnance index); 

(2) Besaran Jast1 Pclayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Perauiran Direktur. 
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(competency index);
c. resiko kerja (risk index);
d. tingkat kegawatdaruratan(emergency index);
e. jabatan yang disandang(position index);
f. hasil/capaian kinerja(performance index);

(2) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BABIX
MANAJEMENSUMBERDAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal247
Manajemen Sumber Daya RSUD merupakan pengelolaan
sarana prasarana pada RSUD untuk menunjang
ketersediaan seluruh bahan dan alat kesehatan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan
secara luas.

Pasal248
(1) Pemenuhan sumber daya berupa sarana prasarana

memerlukan ketersediaan datal informasi meliputi
penggantian, penambahan, persyaratan pemeliharaan,
sebagai komponen pengumpulan data untuk
rekomendasi pada teknologi medik dan obat yang
diperlukan untuk memberikan pelayanan.

(2) RSUD tidak melakukan uji coba(trial technology medik
dan obat).

(3) Dalam rangka pemilihan obat dan teknologi medik
Direktur membentuk Tim Penapisan yaitu Komite
Farmasi Terapi.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penapisan
sebagaimana dimaksud ayat (3), mendapatkan
rekomendasi dari Staf Klinisdanlatau organisasi
profesi dalam pemilihan teknologi medik dan obat di
RSUD.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal249
(1) RSUD menyusun analisa kebutuhan Sumber Daya

yang merupakan Usulan dari seluruh komponen
rumah sakit dan dituangkan dalam Rencana Kerja
Unit (RKU).

(2) Rencana Kerja Unit (RKU) sebagaimana dimaksud
ayat (1) dibuat masing-masing Unit dalam format yang
seragam dan di tetapkan Direktur.

(3) Rencana Kerja Unit merupakan tahapan dalam
proses perencanaan RSUD, berdasarkan:
a. Renstra RSUD;

b. target ...



Pasal 251 
(1) RSUO dalam mclaksanakan pengelolaan sarana dan 

prasarana mengikuti ketentuan peraruran perundang 
undangan yang bertaku. 

(2) Oirektur mengatur dan menetapkan Kebijakan 
Pengetolaan Sarana dan Prasarana RSUO. 

(3) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan RSUO 
melakukan ... 

Bagian Keempat 
Pcngelolaan 

g. 
h. 

c. 
d. 

Unit 
olch 

dilakukan oleh 
yang ditetapkan 

Pasal 250 
barang dan jasa 
Barang dan Jasa 

(1) Pcngadaan 
Pengadaan 
Oirektur. 

(2) Pcngadaan barang dan Jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus mcngacu pada OPA yang telah 
disahkan. 

(3) RSUO dalam pembclian alat kesehatan, bahan mcdis 
bckas pakai dan obat yang beresiko tennasuk vaksin, 
harus memperhatikan perihaJ sebagai berikut: 
a. akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari 

Kemeoterian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
b. Surat lzin Usaha Pcrusahaan (SIUP); 

NPWP; 
lzin Pedagang Besar Farmasi-Penyalur Alat 
Kesehatao (PBF-PAK); 

e, Pcrjanjian Kcrja Sama antara distributor dan 
prinsipal scrta rumah sakit; 

f. nama dan Surat izin Kerja Apotckcr untuk 
apoteker penanggungjawab PBF; 
alamat dan denah kantor PBF; 
surat garansi jaminan keaslian produk yang 
didistribusikan (dari prinsipal). 

(4) Sclain persyaratan sebagaimana cliatur dalam ayat (3) 
diatas, untuk mengetahui keaslian produk yang akan 
cliadakan Oirektur mclalui lnstalasi Pengadaan 
Baraog/Jasa meneari data/informasi tentang rantai 
distribusi obat, serta pcrbekalan farmasi yang aman 
untuk melindungi pasien dan staf dari produk yang 
berasal dari pasar gelap, palsu, rerkontaminasi, atau 
ca cat. 

Bagian Kctiga 
Pengadaan 

b. Target capaian terhadap status akrcclitasi dan 
program kerja RSUO; 

c, Laporan Kinerja pada periode sebelumnya; 
d. Ke.mampuan Sumber Daya RSUD; 
e. Rcsiko yang clihadapi dalam proses 

pclaksanaan kegiatan dalrun progrrun kerja. 

- 106 - - 106 -

b. Target capaian terhadap status akreditasi dan
program kerja RSUD;

c. Laporan Kinerja pada periode sebelumnya;
d. Kemampuan Sumber Daya RSUD;
e. Resiko yang dihadapi dalam proses

pelaksanaan kegiatan dalam program kerja.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Pasal250
(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Unit

Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh
Direktur.

(2) Pengadaan barang dan Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mengacu pada DPA yang telah
disahkan.

(3) RSUD dalam pembelian alat kesehatan, bahan medis
bekas pakai dan obat yang beresiko termasuk vaksin,
harus memperhatikan perihal sebagai berikut:
a. akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. Surat lzin Usaha Perusahaan (SIUP);
c. NPWP;
d. lzin Pedagang Besar Farmasi-Penyalur Alat

Kesehatan (PBF-PAK);
e. Perjanjian Kerja Sama antara distributor dan

prinsipal serta rumah sakit;
f. nama dan Surat izin Kerja Apoteker untuk

apoteker penanggungjawab PBF;
g. alamat dan denah kantor PBF;
h. surat garansi jaminan keaslian produk yang

didistribusikan (dari prinsipal).
(4) Selain persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (3)

diatas, untuk mengetahui keaslian produk yang akan
diadakan Direktur melalui Instalasi Pengadaan
BarangjJasa mencari datajinformasi tentang rantai
distribusi obat, serta perbekalan farmasi yang aman
untuk melindungi pasien dan staf dari produk yang
berasal dari pasar gelap, palsu, terkontaminasi, atau
cacat.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal251
(1) RSUD dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan

prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Direktur mengatur dan menetapkan Kebijakan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana RSUD.

(3) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan RSUD
melakukan ...



(8) Sara.na ... 

Pasal 253 
(I) BLUD tidak botch mengalihkan dan/atau menghapus 

aset tctap kecuali atas pcrsctujuan pejabat yang 
benvenang. 

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan alat berwujud yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 
digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan 
oleh rnasyarakat umum. 

(3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset 
tctap sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
diselenggarakan berdasru:kan jcnjang nilai dan Jellis 
barang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang·undangan. 

(4) Hasil pengalihan aset tctap sebagaimana dimaksud 
ayat (3) merupakan pendapatan BLUD dan 
diungkapkan secara memadai dalarn Laporan 
Keuangan BLUO. 

(5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap 
dilaporkan kcpada Bupati melalui Sekretaris Oaerah. 

(6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak 
terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD 
harus mendapat penctapan Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

(7) Sarana dan prasarana yang berupa tanah yang 
dikuasai RSUO harus disertifikatkan. 

Pasal 252 
(1) Sarona dan prasarana RSUD adalah barang milik 

BLUD yang merupakan aset yang tidak terpisahkan 
dari aset Pemerintahan Daerah. 

(2) Barang inventaris milik BLUD yang merupakan sarana 
dan prasa.rana RSUD yang dapat dihapus dan/atau 
dialihkan kcpada pihak lain atas dasa.r pertimbangan 
ekonomls dcngan cara dijual, ditukar dan/atau 
dihibahkan. 

(3) Barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (2) 
merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah 
atau dijual, barang lainnya yang tidak memcnuhi 
pemyataan sebagai aset tetap. 

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat 
dari pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (2) 
merupakan pendapatan BLUO. 

(5) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dituangkan secara mcmadai 
dalam Laporan Keuangan BLUD. 

melakukan pengawasan atas penyelenggaraan 
pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan 
kebija.kan yang ditetapkan oleh Dircktur. 

(4) Unit kerja di Ungkungan RSUD wajib mcngelola dan 
menatausahakan sarana clan prasarana RSUD yang 
berada dalam pengawasa.nnya dengan sebaik-baiknya. 
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melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur.

(4) Unit keIja di lingkungan RSUD wajib mengelola dan
menatausahakan sarana dan prasarana RSUD yang
berada dalam pengawasannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal252
(1) Sarana dan prasarana RSUD adalah barang milik

BLUD yang merupakan aset yang tidak terpisahkan
dari aset Pemerlntahan Daerah.

(2) Barang inventaris milik BLUDyang merupakan sarana
dan prasarana RSUD yang dapat dihapus dan/ atau
dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan
ekonomis dengan cara dijual , ditukar dan/ atau
dihibahkan.

(3) Barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (2)
merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah
atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi
pemyataan sebagai aset tetap.

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat
dari pengaIihan sebagaimana dimaksud ayat (2)
merupakan pendapatan BLUD.

(5) Hasil penjualan barang inventarls sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dituangkan secara memadai
dalam Laporan Keuangan BLUD.

Pasal253
(1) BLUD tidak boleh mengalihkan danfatau menghapus

aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang
berwenang.

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan alat berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.

(3) Kewenangan pengalihan danf atau penghapusan aset
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis
barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud
ayat (3) merupakan pendapatan BLUD dan
diungkapkan secara memadai dalam Laporan
Keuangan BLUD.

(5) Pengalihan danl atau penghapusan aset tetap
dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretarls Daerah.

(6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak
terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD
harns mendapat penetapan Bupati melalui Sekretarls
Daerah.

(7) Sarana dan prasarana yang berupa tanah yang
dikuasai RSUD harns disertifJ.katkan.

(8) Sarana ...



Pasal 254 
(1) Direktur RSUD merencanakan, mengembangkan, 

serta melaksanakan program peningkatan mutu dan 
keselamatan pasien. 

(2) Direktur RSUD, para pimpinan klinis, dan pimpinan 
manajeriaJ secara bersama-sama menyusun clan 
meogembangkan program peningkatan mutu serta 
kesetamatan pasien. 

(3) Direktur RSUD benanggungiawab memulai dan 
menyediakan dukungan berkclanjutan dalam hat 
komitmen RSUD terhadap mutu. 

(4) Direktur RSUD mengembangkan program peningkatan 
mutu dan keselamatan pasien serta mengajukan 
persetujuan program kepada representasi pemilik, dan 
melalui miai RSUD serta dukungan pemilik RSUD 
mcmbentuk suatu budaya mutu di RSUD. 

(5) Direktur RSUD memilih pendekatan yang digunakan 
oleh RSUD untuk mengukur, menilai serta 
meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. 

(6) Pengukuran rnuru dilakukan menggunakan indikator 
muru di tingkat RSUD dan di tingkat unit pelayanan 
yang merupakan kcsatuan yang tidak dapar 
dipisahkan. 

(7) Direktur RSUD menetapkan organisasi yang mengelola 
dan melaksanakan program peningkatan mutu serta 
keselamatan pasien untuk mengatur dan 
mengarahkan pelaksanaan setiap harinya. 

(8) Direktur RSUD dapat mernbentuk Komite Mutu. 
(9) Direktur RSUD menerapkan suaru struktur dan 

proses untuk. memantau dan melakukan koordinasi 
menyeluruh terhadap program yang ada di RSUD 
untuk memastikan koordinasi diseluruh unit 
pelayanan dalarn upaya pengukuran dan perbaikan. 

( 101 Direktur RSUD bertanggungjawab melaporkan 
pelaksanaan program peningkatan mutu da.n 
keselamatan pasien kepada Representasi Pemilik 
sebagai berikut: 
a. setiap tiga bulan yang meliputi capaian dan 

analisis lndikator mutu yang dilaksana.kan di 
rumah sakit yaitu indikator mutu pelayanan 
terdiri atas : lndikator Nasional Mutu, lndikator 
Mutu Prioritas Rumah Sakit, lndikator Mutu 
Sasa.ran Keselamatan Pasien, lndikator Layanan 
KJinis Prioritas, Ind.ikator Mutu Perbaikan Sistern, 
lndikator Mutu Manajemen Resiko, dan Jndikator 

Mutu ... 

BABX 
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU 

DAN KESELAMATAN PASTEN 

(8) Sarana dan prasarana RSUD yang berupa bangunan 
harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan 
dan ditatausahakan secara tcrtib. 
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(8) Sarana dan prasarana RSUD yang berupa bangunan
harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan
dan ditatausahakan secara tertib.

BABX
MANAJEMENPENINGKATANMUTU

DANKESELAMATANPASIEN

Pasal254
(1) Direktur RSUD merencanakan, mengembangkan,

serta melaksanakan program peningkatan mutu dan
keselamatan pasien.

(2) Direktur RSUD, para pimpinan klinis, dan pimpinan
manajerial secara bersama-sama menyusun dan
mengembangkan program peningkatan mutu serta
keselamatan pasien.

(3) Direktur RSUD bertanggungjawab memulai dan
menyediakan dukungan berkelanjutan dalam hal
komitmen RSUDterhadap mutu.

(4) Direktur RSUDmengembangkan program peningkatan
mutu dan keselamatan pasien serta mengajukan
persetujuan program kepada representasi pemilik, dan
melalui misi RSUD serta dukungan pemilik RSUD
membentuk suatu budaya mutu di RSUD.

(5) Direktur RSUD memilih pendekatan yang digunakan
oleh RSUD untuk mengukur, menilai serta
meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

(6) Pengukuran mutu dilakukan menggunakan indikator
mutu di tingkat RSUD dan di tingkat unit pelayanan
yang merupakan kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan.

(7) Direktur RSUDmenetapkan organisasi yang mengelola
dan melaksanakan program peningkatan mutu serta
keselamatan pasien untuk mengatur dan
mengarahkan pelaksanaan setiap harinya.

(8) Direktur RSUDdapat membentuk Komite Mutu.
(9) Direktur RSUD menerapkan suatu struktur dan

proses untuk memantau dan melakukan koordinasi
menyeluruh terhadap program yang ada di RSUD
untuk memastikan koordinasi diseluruh unit
pelayanan dalam upaya pengukuran dan perbaikan.

(10) Direktur RSUD bertanggungjawab melaporkan
pelaksanaan program peningkatan mutu dan
keselamatan pasien kepada Representasi Pemilik
sebagai berikut:
a. setiap tiga bulan yang meliputi capaian dan

analisis indikator mutu yang dilaksanakan di
rumah sakit yaitu indikator mutu pelayanan
terdiri atas : Indikator Nasional Mutu, Indikator
Mutu Prioritas Rumah Sakit, Indikator Mutu
Sasaran Keselamatan Pasien, Indikator Layanan
Klinis Prioritas, Indikator Mutu Perbaikan Sistem,
Indikator Mutu Manajemen Resiko, dan Indikator

Mutu ...



dan Komite Mutu 
mutu pelayanan 

prioritas ... 

tersebut 

tidak 

Mutu Prioritas Unit. 
b. setiap 6 bulan Direktur melaporkan penerapan 

keselamatan pasicn kcpada rcpresentasi Pemilik 
antara lain mencakup: 
1. J umlah dan jenis kejadian 

dihara.pkan/insiden keselamatan pasien 
serta analisis akar masalahnya. 

2. Apakah pasien dan keluarga telah 
mcndapatkan informasi tcntang kcjadian 
tersebut. 

3. Tindakan yang telah diambil untuk 
meningkatkan keselamatan sebagal respon 
terhadap kejadian tersebut. 

4. Apakah tindakan perbaikan 
dipertahankan. 

c. kbusus untuk kejadian sentinel, Direktur wajib 
melaporkan kejadian kepada pemilik dan 
representasi pemilik paling lambat 2x24 jam 
setetah kejadian dan melaporkan ulang hasil 
analisis aJcar masalah setelah 45 hari. 

(11) Direktur menetapkan Regulasi Peningkatan Mutu 
dan Keselamatan Pasien yang dapat berbentuk 
Pedoman dan prosedur lainnya antara lain berisi 
sebagai berikut: 
a. pcnetapan organisasi yang mempunyai tugas 

mengarahkan, mengatur, serta 
mengkoordinasikan pelaksanaan program 
peningkatan mutu dan keselamatan pasien; 

b. peran Dircktur dan para pimpinan dalam 
merencanakan dan mengembangkan program 
pcningkatan mutu dan keselamatan pasien; 
pcran Direktur dan para pimpinan dalam 
pemilihan indikator muru di tingkat RSUD serta 
keterlibatannya dalam menindaklanjuti capaian 
indikator yang masih rendah; 

d. peran Direktur dan para pirnpinan dalam memilih 
area prioritas sebagai area fokus untuk 
perbaikan; 

e. monitoring pelaksanaan program peningkatan 
mutu dan keselamatan pasien, siapa saja yang 
melakukan monitoring, kapan dilakukan dan 
bagaimana melaku.kan monitoringnya; 

f. proses pengumpulan data, analisis, feedback, 
dan pembcrian informasi kepada staf; 

g. bagaimana alur laporan pelaksanaan 
pengukuran mutu RSUD, mulai dari unit sampai 
kepada pernilik RSUD; 

h. bantuan teknologi/ sistcm informasi RSUD yang 
akan ditcrapkan untuk pengumpulan dan 
analisis data mutu, keselamatan pasien, dan 
surveillance infeksi, 

( 12) Direktur dengan para pimpinan 
merancang upaya peningkatan 
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Mutu Prioritas Unit.
b. setiap 6 bulan Direktur me1aporkan penerapan

keselamatan pasien kepada representasi Pemilik
antara lain mencakup:
1. Jumlah dan jenis kejadian tidak

diharapkanjinsiden keselamatan paSlen
serta analisis akar masalahnya.

2. Apakah pasien dan ke1uarga telah
mendapatkan informasi tentang kejadian
tersebut.

3. Tindakan yang te1ah diambil untuk
meningkatkan keselamatan sebagai respon
terhadap kejadian tersebut.

4. Apakah tindakan perbaikan tersebut
dipertahankan.

c. khusus untuk kejadian sentinel, Direktur wajib
melaporkan kejadian kepada pemilik dan
representasi pemilik paling lambat 2x24 jam
sete1ah kejadian dan me1aporkan ulang hasil
analisis akar masalah sete1ah45 hari.

(11) Direktur menetapkan Regulasi Peningkatan Mutu
dan Keselamatan Pasien yang dapat berbentuk
Pedoman dan prosedur lainnya antara lain berisi
sebagai berikut:
a. penetapan organisasi yang mempunyai tugas

mengarahkan, mengatur, serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program
peningkatan mutu dan kese1amatan pasien;

b. peran Direktur dan para pimpinan dalam
merencanakan dan mengembang~an program
peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
peran Direktur dan para pimpinan dalam
pemilihan indikator mutu di tingkat RSUD serta
keterlibatannya dalam menindaklanjuti capaian
indikator yang masih rendah;

d. peran Direktur dan para pimpinan dalam memilih
area prioritas sebagai area fokus untuk
perbaikan;

e. monitoring pelaksanaan program peningkatan
mutu dan keselamatan pasien, siapa saja yang
melakukan monitoring, kapan dilakukan dan
bagaimana melakukan monitoringnya;

f. proses pengumpulan data, analisis, feedback,
dan pemberian informasi kepada staf;

g. bagaimarta alur laporan pelaksartaan
pengukuran mutu RSUD,mulai dari unit sampai
kepada pemilik RSUD;

h. bantuan teknologij sistem informasi RSUD yang
akan diterapkan untuk pengumpulan dan
analisis data mutu, keselamatan pasien, dan
surveillance infeksi.

(12) Direktur dengan para pimpinan dan Komite Mutu
merancang upaya peningkatan mutu pelayanan

prioritas ...



(3) Sistcm ... 

Pasal 255 
(1) RSUD wajib menyelcnggarakan K3RS. 
(2) Penyelenggaraan K3RS sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 J meliputi: 
a. membentuk dan mengembangkan Sistem 

Manajemen Keselamata.n dan kesehatan Kerja 
(SMK3) RSUD; dan 

b. rnenerapkan standar K3RS. 

prioritas RSUD dengan memperhaeikan beberapa hal: 
a. misi RSUD; 
b. data permasalahan yang ada (komplain pasien, 

capaian indikator mutu yang masih rendah, 
terdapat kcjadian tidak diharapkan); 

c. terclapnt sistem serta proses yang memperhatikan 
variasi penerapan dan hasil yang paling banyak 
misalnya pelayanan pasicn strok yang dilakukan 
oleh lebih satu doktcr spesialis sarar dan 
memperhatikan proses pelayanan yang masih 
bervariasi atau belum terstandarisasi sebingga 
hasil pdayanan juga bervariasi; 

d. dampak dan pcrbaikan misalnya penilaian 
perbaikan efisiensi suatu proses klinis yang 
kompleks pada pelayanan strock, pelayanan 
jantung dan lainnya, dan/ atau identifikasi 
pcngurangan biaya serta sumber daya manusia, 
Iinanaial, dan keuntungan Jain dari uwestasi 
tersebut. Sehingga perlu pembuatan program 
(tool) sederhana unruk mengllitung sumber daya 
yang digunakan pada proses yang lama dan pada 
proses yang baru; 

e. dampak pada perbaikan sistem sehingga efek 
pcrbaikan dapat terjadi di scluruh RSUD, 
misalnya sistem manajemen obat di rumab sakit: 

r. riset klinik dan program pendidikan profesi 
kesehatan merupakan prioritas untuk RSUD 
pendidikan. 

(13) Direktur membuat program peningkatan mutu 
pelayanan pnontas dengan mcngcmbangkan 
standarisasi proses dan hasil asuhan klinis pelayanan 
prioritas serta mengembangkan pengukuran mutu 
klinis, manajcrial, dan penempan sasaran 
keselamatan pasien, 

(14) Dalam Pelaksanaan teknis kegiatan operasional RSUD, 
Direktur dapat mcnetapkan kcbijakan dan/atau 
Standar Prosedur Operasional. 

(15) Dalam rangka pengawasan kegiatan opemsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan pengawasan 
mutu petayanan, Direktur dapat menetapkan Tim atau 
Panitia Teknis Pengawasan Mutu yang bekerja 
dibawah koordinasi SPI. 

BABXI 
MANAJEMEN BUDAYA KESELAMATAN KERJA 
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prioritas RSUDdengan memperhatikan beberapa hal:
a. misi RSUD;
b. data permasalahan yang ada (komplain pasien,

capaian indikator mutu yang masih rendah,
terdapat kejadian tidak diharapkan);

c. terdapat sistem serta proses yang memperhatikan
variasi penerapan dan hasH yang paling banyak
misalnya pelayanan pasien strok yang dHakukan
oleh lebih satu dokter spesialis saraf dan
memperhatikan proses pelayanan yang masih
bervariasi atau belum terstandarisasi sehingga
hasH pelayanan juga bervariasi;

d. dampak dan perbaikan misalnya penHaian
perbaikan efisiensi suatu proses klinis yang
kompleks pada pelayanan strock, pelayanan
jantung dan lainnya, danIatau identifikasi
pengurangan biaya serta sumber daya manusia,
finansial, dan keuntungan lain dari investasi
tersebut. Sehingga perlu pembuatan program
(tool) sederhana untuk menghitung sumber daya
yang digunakan pada proses yang lama dan pada
proses yang baru;

e. dampak pada perbaikan sistem sehingga efek
perbaikan dapat teIjadi di seluruh RSUD,
misalnya sistem manajemen obat di rumah sakit;

f. riset klinik dan program pendidikan profesi
kesehatan meruPakan prioritas untuk RSUD
pendidikan.

(13) Direktur membuat program peningkatan mutu
pelayanan prioritas dengan mengembangkan
standarisasi proses dan hasH asuhan klinis pelayanan
prioritas serta mengembangkan pengukuran mutu
klinis, manajerial, dan penerapan sasaran
keselamatan pasien.

(14) Dalam Pelaksanaan teknis kegiatan operasional RSUD,
Direktur dapat menetapkan kebijakandanlatau
Standar Prosedur Operasional.

(15) Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan pengawasan
mutu pelayanan, Direktur dapat menetapkan Tim atau
Panitia Teknis Pengawasan Mutu yang bekeIja
dibawah koordinasi SPI.

BABXI
MANAJEMENBUDAYAKESELAMATANKERJA

Pasal255
(1) RSUDwajib menyelenggarakan K3RS.
(2) Penyelenggaraan K3RS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)meliputi:
a. membentuk dan mengembangkan Sistem

Manajemen Keselamatan dan kesehatan KeIja
(SMK3)RSUD;dan

b. menerapkan standar K3RS.
(3)Sistem ...



kinerja K3RS 
untuk menjarnin 

kesesuaian ... 

(3) Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja 
(SMK3) RSUD meliputi: 
a. penetapan kebijakan K3RS; 
b. perencanaan K3RS; 
c. pelaksanaan rencana K3RS; 
d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS; dan 
e. peninjauan dan pcningkatan kinerja K3RS. 

(4) Kcbijakan K3RS scbagaimana yang dimaksud 
di tctapkan sccara tertulis dcngan Kcputusan Kcpala 
atau Direktur dan disosialisasikan ke seluruh SOM 
RSIJD. 

(5) Kebijakan K3RS meliputl: 
a. pcnetapan kebijakan dan tujuan dari program 

K3RS; 
b. pcnetapan organisasi K3RS; dan 
c. pcnctapan dukungan pendanaan, sarana, dan 

prasarana. 
(6) Perencanaan K3RS sebagaimana dimaksud dibuat 

berdasarkan manajemen risiko K3RS, pcraturao 
perundang-undangan, dan persyaratan lainnya, 

(7) Perencanaan K3RS ditetapkan oleh Kepala atau 
Dircktur. 

(8) Pelaksanaan rencana K3RS sebagaimana dimaksud 
meliputi: 
a. manajemen risiko K3RS; 
b. keselamatan dan keamanan di RSIJD; 
c. pclayanan Kesehatan Kerja; 
d. pengelolaan Bahan Berbahaya dan Bcracun (83) 

dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kcrja; 
c. pcnccgahan dan pcngendalian kebakaran; 
f. pengelolaan prasarana RSIJD dari aspek 

keselamatan dan Kcsehatan Kerja; 
g. pengclolaao pcralatan medis dari aspek 

kesetamatan dan Kesehatan Kerja; dan 
h. kesiapsiagaao menghadapi kondisi darurat atau 

bencana. 
(9) Pelaksanaan rencana K3RS scbagaimana dimaksud 

harus didukung oleh sumber daya maousia di bidang 
KJRS, sarana dan prasarana, dan anggaran yang 
memadai. 

(10) Pemantauan dan cvaluasi kinerja K3RS 
sebagaimana dimaksud dilakukan olch sumber daya 
manusia di bidang K3RS yang ditugaskan oleh 
Direktur. 

(11) Pcmantauan dan cvaluasi kinerja K3RS sebagaimana 
dimaksud d.ilaksanakan melalui pemeriksaaan, 
pengujian, pcngukuran, dan audit internal SMK3 
Rumah Sakit. 

(12) Hasil pcmantauan dan evaluasi lcinerja K3RS 
sebagaimana climaksud digunakan untuk melakukan 
tindakan pcrbaikan. 

(13) Peninjauan dan peningkatan 
sebagaimana dimaksud dilakukan 
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(3) Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja
(SMK3)RSUDmeliputi:
a. penetapan kebijakan K3RS;
b. perencanaan K3RS;
c. pelaksanaan rencana K3RS;
d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS;dan
e. peninjauan dan peningkatan kinerja K3RS.

(4) Kebijakan K3RS sebagaimana yang dimaksud
ditetapkan secara tertulis dengan Keputusan Kepala
atau Direktur dan disosialisasikan ke seluruh SDM
RSUD.

(5) Kebijakan K3RSmeliputi:
a. penetapan kebijakan dan tujuan dari program

K3RS;
b. penetapan organisasi K3RS;dan
c. penetapan dukungan pendanaan, sarana, dan

prasarana.
(6) Perencanaan K3RS sebagaimana dimaksud dibuat

berdasarkan manajemen risiko K3RS, peraturan
perundang-undangan, dan persyaratan lainnya.

(7) Perencanaan K3RS ditetapkan oleh Kepala atau
Direktur.

(8) Pelaksanaan rencana K3RS sebagaimana dimaksud
meliputi:
a. manajemen risiko K3RS;
b. keselamatan dan keamanan di RSUD;
c. pelayanan Kesehatan Kerja;
d. penge101aanBahan Berbahaya dan Beracun (B3)

dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;
e. pencegahan dan pengendalian kebakaran;
f. pengelolaan prasarana RSUD dari aspek

keselamatan dan Kesehatan Kerja;
g. penge101aan peralatan medis dari aspek

keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
h. kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau

bencana.
(9) Pe1aksanaan rencana K3RS sebagaimana dimaksud

harus didukung oleh sumber daya manusia di bidang
K3RS, sarana dan prasarana, dan anggaran yang
memadai.

(10) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS
sebagaimana dimaksud dilakukan oleh sumber daya
manusia di bidang K3RS yang ditugaskan oleh
Direktur.

(11) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS sebagaimana
dimaksud dilaksanakan melalui pemeriksaaan,
pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3
RUIhahSakit.

(12) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS
sebagaimana dimaksud digunakan untuk melakukan
tindakan perbaikan.

(13) Peninjauan dan peningkatan kinerja K3RS
sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menjamin

kesesuaian ...



BAB ... 

Pasal 256 
( I} Direktur menetapkan Komite Pencegahan dan 

Pengendalian lnfeksi (PP!) dan bertanggung jawab 
tcrhadap penyelenggaraan program pencegahan dan 
pcngcndalian infcksi. 

(2J Diektur Bertanggungjawab terhadap tcrsedianya 
fasilitas sarana dan prasarana termasuk anggaran 
yang dibutuhkan untuk program pcncegahan dan 
pengendaHan infeksi. 

(3} Direktur menentukan kebijakan strategi penccgahan 
dan pengendalian infeksi meliputi: 
a. pelakasanaan kebersihan t.angan; 
b. penggunaan APD yang tepat sesaul level resiko; 
c. surveilans resiko infeksi; 
d. investigasi wabah (outbreak} penyakit infeksi; 
e. meningkatka.n pengawasan terhadap penggunaen 

antimikroba secara arnan; 
f. assesment berkala terhadap resiko; 
g. mcncrapkan sasaran penurunan resiko; 
h, mengukur dan mereview resiko infeksi. 

(4} Direktur mengadakan evaluasi kebijakan pencegahan 
dan pengendalian infeksi berdasarkan saran dari 
Komite Pencegahan dan Pengendalian lnfeksi (PPI). 

(5} Direktur mengadakan evaluasi kebijakan pemakaian 
antibiotika yang rasional dan desinfektan di RSUD 
berdasarkan saran dari komite Pencegahan dan 
pengcnda!ian lnfcksi (PPJ}. 

(6) Dircktur menutup suatu unit perowatan atau instalasi 
yang dianggap potensial menularkan penyakit untuk 
bebcrapa waktu sesuai kebutuhan berdasarkan 
saran dari Komitc Pcncegahan dan Pcngenda!ian 
lnfeksi (PPI). 

(7} Dalam pelaksanaan teknis kegiatan operasional RSUD 
tcrkait Pencegahan dan Pengendalian lnfesi, Direktur 
mengesahkan Regulasi dan Standar Prosedur 
Opcrasional (SPO} yang berkait.an dcngan peoccgahan 
dan pengendalian infeksi. 

(8} Direktur RSUD memfasilitasi kebutuhan program 
kesehatan kcrja atau karyawan terutama bagi petugas 
di area beresiko. 

BAB XII 
MANAJEMEN PENCEGA.HAN DAN PENGENDALIAN 

INFEKSI 

kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3 RSUD. 
(14} Peninjauan sebagaimana dimaksud dilakukan 

terhadap penetapan kebijakan, perencanaan, 
pelaksanaan rencana, dan pemantauan dan evaluasi, 

(15} Hasil pcninjauan sebagaimana digunakan untuk 
melalcukan perbaikan dan peningkat.an kinerja K3RS. 
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kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3RSUD.
(14) Peninjauan sebagaimana dimaksud dilakukan

terhadap penetapan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan rencana, dan pemantauan dan evaluasi.

(15) Hasil peninjauan sebagaimana digunakan untuk
melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja K3RS.

BABXII
MANAJEMENPENCEGAHANDANPENGENDALIAN

INFEKSI

Pasa1256
(1) Direktur menetapkan Komite Pencegahan dan

Pengendalian Infeksi (PPI) dan bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan program pencegahan dan
pengendalian infeksi.

(2) Diektur Bertanggungjawab terhadap tersedianya
fasilitas sarana dan prasarana termasuk anggaran
yang dibutuhkan untuk program pencegahan dan
pengendalian infeksi.

(3) Direktur menentukan kebijakan strategi pencegahan
dan pengendalian infeksi meliputi:
a. pelakasanaan kebersihan tangan;
b. penggunaan APDyang tepat sesaui level resiko;
c. surveilans resiko infeksi;
d. investigasi wabah (outbreak) penyakit infeksi;
e. meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan

antimikroba secara aman;
f. assesment berkala terhadap resiko;
g. menerapkan sasaran penurunan resiko;
h. mengukur dan mereview resiko infeksi.

(4) Direktur mengadakan evaluasi kebijakan pencegahan
dan pengendalian infeksi berdasarkan saran dari
Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

(5) Direktur mengadakan evaluasi kebijakan pemakaian
antibiotika yang rasional dan desinfektan di RSUD
berdasarkan saran dari komite Pencegahan dan
pengendalian Infeksi (PPI).

(6) Direktur menutup suatu unit perawatan atau instalasi
yang dianggap potensial menularkan penyakit untuk
beberapa waktu sesuai kebutuhan berdasarkan
saran dari Komite Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi (PPI).

(7) Dalam pelaksanaan teknis kegiatan operasional RSUD
terkait Pencegahan dan Pengendalian Irtfesi, Direktur
mengesahkan Regulasi dan Standar Prosedur
Operasional (SPO)yang berkaitan dengan pencegahan
dan pengendalian infeksi.

(8) Direktur RSUD memfasilitasi kebutuhan program
kesehatan kerja atau karyawan terutama bagi petugas
di area beresiko.

BAB...



Pa$9.l 258 
(1) Kerja Sama Operasional sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 257 ayat (4) huruf a disebut Kerja Sama 
Operasional (KSO) dilakukan melalui pengelolaan 
manajemen dan proses opcrasional secara bersarna 
dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan 
atau menggunakan barang milik dacrah. 

(2) Kerjasama Pemanfaatan barang milik dacrah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (4) huruf 
b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik 
daerah dan/ atau optimalisasi barang milik daerah 
dengan tidak mengubah status kcpemilikan untuk 
memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi 
kualitas. 

(3) Kerjasama Klinis (Kontrak Klinis) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 257 ayal (4) huruf c dapar 
dilakukan dengan Tenaga Staf Medis Spesialis, 
Spesialis Konsultan, Subspesialis, berdasarkan 
analisis kebutuhan RSUD berdasarkan basil kajian 
yang dilakukan oleh Kelompok Staf Medis dengan 
Wakil Direktur Pelayanan dan Pclayanan Penunjang 
setelah mendapat pcrsetujuan dari Direktur atas 
usulan dari Ketua Komite Medlk. 

(4) Kontrak Klinis dengan Tenaga Star Mcdis/ln<lividu 
Staf ... 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Jenis Kerja Sama 

Pasal 257 
(1) RSUD dapat mclakukan kcrja sama dengan pihak lain, 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 
pelayanan. 

(2) Kerja sama sebagaimana dlmaksud pada dilakukan 
berdasarkan prinsip eflslensi, ekonomis dan sating 
menguntungkan. 

(3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada 
ayat (2) dapat berbentuk finanslal dan/atau non 
finansial. 

(4) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (lJ mellputi: 
a. Kerja Sama Operasional; 
b. Kerjasarna Pemanfaatan Barang Milik Oaerah; 
c. Kerja.sama Klinis (Kontrak KlinisJ; 
d. Kerjasama Manajemen (Kontrak Manajemen). 

(5) Penatalaksanaan Kerjasama dengan pihak lain 
sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Direktur. 

Bagian Kesatu 
Urnum 

BAB XIII 
MANAJEMEN KERJASAMA/ KONTRA!{ 
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BABXIII
MANAJEMENKERJASAMA/KONTRAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal257
(I) RSUDdapat melakukan kerja sarna dengan pihak lain,

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan.

(2) Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada dilakukan
berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling
menguntungkan.

(3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada
ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/ atau non
finansial.

(4) Kerja sarna dengan pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam ayat (I) meliputi:
a. Kerja Sarna Operasional;
b. Kerjasarna Pemanfaatan Barang MilikDaerah;
c. Kerjasarna Klinis (Kontrak Klinis);
d. Kerjasarna Manajemen (Kontrak Manajemen).

(5) Penatalaksanaan Kerjasarna dengan pihak lain
sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Pengelolaan Jenis Kerja Sarna

Pasal258
(I) Kerja Sarna Operasional sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 257 ayat (4) huruf a disebut Kerja Sarna
Operasional (KSO) dilakukan melalui pengelolaan
manajemen dan proses operasional secara bersarna
dengan mitra kerja sarna dengan tidak menggunakan
atau menggunakan barang milik daerah.

(2) Kerjasarna Pemanfaatan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal257 ayat (4)huruf
b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik
daerah dan/ atau optimalisasi barang milik daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk
memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi
kualitas.

(3) Kerjasarna Klinis (Kontrak Klinis) sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 257 ayat (4) huruf c dapat
dilakukan dengan Tenaga star Medis Spesialis,
Spesialis Konsultan, Subspesialis, berdasarkan
analisis kebutuhan RSUD berdasarkan hasil kajian
yang dilakukan oleh Kelompok Staf Medis dengan
Wakil Direktur Pelayanan dan Pelayanan Penunjang
setelah mendapat persetujuan dari Direktur atas
usulan dari Ketua Komite Medik.

(4) Kontrak Klinis dengan Tenaga Staf Medis/lndividu
Staf ...



Bagian ... 

Staf Klinis Profesional Pember! Asuhan (PPA) 
dilengkapi Pakta tntegritas Staf Kllnis untuk 
mematuhi peraruran perundang-undangan dan 
Regulasi RSUD. 

(5) RcguJasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
meliputi Kredenaial, Rekredensial, Penilaian Kinerjn, 
Standar Prosedur Operasional (SPO), Kodc Etik, dan 
Pcraturan Pcrundang-Undangan yang mengatur 
tentang RSUD. 

(6) Selain Kerjasama Klinis (Kontrak Klinis) 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) Rumah Sakit 
juga dapat Kerjasama dengan Badan Hukum/ 
lnstitusi dalam rangka pelaksanaan bidang kesehatan 
sebagai RSUO Rttjukan Regional. 

(7) Kerjasama Manajemen (Kontrak Manajemen) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (4) huruf 
d dilakukan dalam rangka unruk memenuhi 
kebutuhan operasional RSUO dan kelancaran 
pelaksanaan pelayanan kcschatan dcngan Badan 
Hukum/ lnstitusi yaitu: 
a. Kerjasama Pcnunjang Medis/ Non Medis. 
b. Kerjasama pelaksanaan sebagai RSUO 

Pendidikan dan Pengembangan Penelitian. 
(8) Kontrak manajemen sebagairnana dimaksud pada 

ayat (7) huruf a dapat meliputi kontrak untuk alat 
laboratoriurn, peralatan kedokteran, peralatan 
penunjang medis, obat-obacan, kontrak pelayanan, 
kontrak sumber daya manusia, pelayanan akuntansi 
kcuangan, kebersihan, kerurnahtanggaan seperti 
petugas kcamanan, parkir, makanan, linen/laundry, 
pengolah limbah dan kontak manajemen lainnya 
sesuai kebutuhan RSUD. 

(9) Pendapatan yang berasal dari kcrjasama 
sebagaimena dima.ksud dalam Pasal 257 ayat (4) yang 
sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan 
fungsi kegiatan RSlJO merupakan pendapatan RSUD. 

(10) Pembiayaan yang timbul akibat dilakukannya 
kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 
ayat (4) d.ibebankan pada anggaran fungsional RSlJD 
berdasa.rkan kesepakatan kedua pihak. 

(11) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 257 ayat (4) huruf b 
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(12) Direktur menjabarkan secara tertulis jenis dan ruang 
lingkup, sifat dan cakupan pelayanan yang disediakan 
melalui perjanjian kerjasama/kontrak. 

( 13) Direktur bertanggung jawab terhadap Kerjasama 
(kontrak) atau pengaturan Jainnya. 

(14) Tata cara pelaksanaan kerjasama/kontrak selanjutnya 
diatur dengan Pemturan Direktur. 

( 15) Kepala Bidang/ Bagi an secara berjenjang berpartisipasi 
dalam seleksi kontrak klinis dan kontrak manajemen. 
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Staf Klinis Profesional Pemberi Asuhan (PPA)
dilengkapi Pakta Integritas Staf Klinis untuk
mematuhi peraturan perundang-undangan dan
Regulasi RSUD.

(5) Regulasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi Kredensial, Rekredensial, Penilaian KineIja,
Standar Prosedur Operasional (SPO), Kode Etik, dan
Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur
tentang RSUD.

(6) Selain KeIjasama Klinis (Kontrak Klinis)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Rumah Sakit
juga dapat Ketjasama dengan Badan Hukum/
Institusi dalam rangka pelaksanaan bidang kesehatan
sebagai RSUDRujukan Regional.

(7) Ketjasama Manajemen (Kontrak Manajemen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal257 ayat (4)huruf
d dilakukan dalam rangka untuk memenuhi
kebutuhan operasional RSUD dan kelancaran
pe1aksanaan pelayanan kesehatan dengan Badan
Hukum/lnstitusi yaitu:
a. Ketjasama Penunjang Medis/Non Medis.
b. KeIjasama pelaksanaan sebagai RSUD

Pendidikan dan Pengembangan Penelitian.
(8) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) huruf a dapat meliputi kontrak untuk alat
laboratorium, peralatan kedokteran, peralatan
penunjang medis, obat-obatan, kontrak pe1ayanan,
kontrak sumber daya manusia, pelayanan akuntansi
keuangan, kebersihan, kerumahtanggaan seperti
petugas keamanan, parkir, makanan, linen/laundry,
pengolah limbah dan kontak manajemen lainnya
sesuai kebutuhan RSUD.

(9) Pendapatan yang berasal dari keIjasama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (4)yang
sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan
fungsi kegiatan RSUDmerupakan pendapatan RSUD.

(10) Pembiayaan yang timbul akibat dilakukannya
keIjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257
ayat (4) dibebankan pada anggaran fungsional RSUD
berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

(11) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 257 ayat (4) huruf b
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Direktur menjabarkan secara tertulis jenis dan ruang
lingkup, sifat dan cakupan pelayanan yang disediakan
melalui peIjanjian keIjasama/kontrak.

(13) Direktur bertanggung jawab terhadap KeIjasama
(kontrak) atau pengaturan lainnya.

(14) Tata cara pelaksanaan keIjasama/kontrak selanjutnya
diatur dengan Peraturan Direktur.

(15) Kepala Bidang/Bagian secara beIjenjang berpartisipasi
dalam seleksi kontrak klinis dan kontrak manajemen.

Bagian ...



BAB ... 

Pasal 262 
RSUD tidak menyelenggarakan Pendidikan dan Pcnelitian 
bagi Institusi Pendidika.n sampai RSUD ditetapkan menjadi 
Rumah Sa.kit Pendidikan oleh Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia cq Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik 
Oepartcmen Kesehatan Republik Indonesia. 

Pasal 261 
Monitoring dao kendali mutu pendidikan dan pelatihan 
dilaksanakan oleh Satuan Pengendali Internal (SP!) RSUD. 

Bagian Kedua 
Praktek Klinik Mahasiswa 

Pasal 260 
(1) Setiap staf mendapat kesempatan mcningkatkan 

pengetehuan, sikap dan ketrampilannya melalui 
pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk 
meningkatkan pelayanan. 

(2) Kcscmpatan staf uotuk mengikuti pendidika.n dan 
pelatihan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

(3) Pendidikan dan pelatihan harus sudah direacanakan, 
tertuang dalam rencana kerja anggaran dan atau 
sesuai dengan kebutuhan. 

(4) Pendidil<an dan pelatihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat diselenggarakaa di RSUD 
maupun dengan mengirim ke lembaga atau institusi 
penyelenggara pendidikan dan pelatihan. 

Bagian Kcsatu 
Pendidikan dan Pclatihan 

BAB XIV 
MANAJEMEN PENDIDIKAN, PEI.ATIHAN DAN PENELITTAN 

Pasal 259 
(I) RSUD perlu melakukan evaluasi mutu pelayanan dan 

keselamatan pasien berdasarkan atas kontrak atau 
perjaajian kerjasama lainnye. 

(2) Konlrak dan perjanjien kerjasama lainnya perlu 
mencantumkan indikator mutu yang djgunakan 
untuk meogukur mutu pelayanan berdasarkan 
kontrak tersebut, 

(3) Setiap keriasama/ kontrak yang telab dilengkapi 
indikator mutu harus dilaporkan kc RSUD sesuai 
dengan mekanisrne pelaporan mutu di RSUD. 

(4) Kepala Bidang/Bagian melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaao Kontrak Klinis dan Kontrak Manajemen 
dibawah tanggungiawabnya. 

Bagian Kctiga 
Evaluasi Kontrak 

• 115 • - 115 -

Bagian Ketiga
Evaluasi Kontrak

Pasal259
(1) RSUD perlu melakukan evaluasi mutu pelayanan dan

keselamatan pasien berdasarkan atas kontrak atau
peIjanjian keIjasama lainnya.

(2) Kontrak dan perjanjian kerjasama lainnya perlu
mencantumkan indikator mutu yang digunakan
untuk mengukur mutu pelayanan berdasarkan
kontrak tersebut.

(3) Setiap keIjasamajkontrak yang telah dilengkapi
indikator mutu harus dilaporkan ke RSUD sesuai
dengan mekanisme pelaporan mutu di RSUD.

(4) Kepala BidangjBagian melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan Kontrak Klinis dan Kontrak Manajemen
dibawah tanggungjawabnya.

BABXIV
MANAJEMENPENDIDIKAN,PELATIHANDANPENELITIAN

Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal260
(1) Setiap staf mendapat kesempatan meningkatkan

pengetahuan, sikap dan ketrampilannya melalui
pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk
meningkatkan pelayanan.

(2) Kesempatan staf untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Pendidikan dan pelatihan harus sudah direncanakan,
tertuang dalam rencana keIja anggaran dan atau
sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diselenggarakan di RSUD
maupun dengan mengirim ke lembaga atau institusi
penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

Pasal261
Monitoring dan kendali mutu pendidikan dan pelatihan
dilaksanakan oleh Satuan Pengendali Internal (SPI)RSUD.

Bagian Kedua
Praktek Klinik Mahasiswa

Pasal262
RSUD tidak menyelenggarakan Pendidikan dan Penelitian
bagi Institusi Pendidikan sampai RSUD ditetapkan menjadi
Rumah Sakit Pendidikan oleh Menteri Kesehatan Republik
Indonesia cq Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

BAB...



Pasal 265 
RSUD dalam menjalankan kegiatan secara etik harus : 
a. menjelaskan pelayanan yang diberikan pada pasien 

secarajujur. 
b. melindungi kerahasiaan yang diberikan kepada 

pasien. 
c. mengurangi kesenjangan da1am akses untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan dan dampak 
ktinis. 

d. menetapkan kebijakan tentang pendaftaran pasien, 
transfer pasien dan pemulangan pasien. 

e. mendukung transparansi dalam melaporkan 
pengukuran hasil kinerja klinis dan kinerja non klinis. 

f. keterbukaan kepemilikan agar tidak tcrjadi konflik 
kepentingan. 

g. Menetapkan mekanisme bahwa praktisi kesehatan dan 
staf lainnya dapat melaporkan keselahan klinis 

(clinical ... 

Pasal 263 
( 11 RSUD menctapkan kcrangka etika atau pedoman ctika 

atau regulasi etik sebagai sarana cdukasi untuk 
selurub staf RSUO. 

(21 Kerangka ctika atau pedoman ctika atau regulasi 
eti.k scbagaimana dimaksud ayat (1) mengatur: 
a. Tanggung jawab Dircktur secara profesioanl dan 

hukum dalam mcnciptakan dan mcndukung 
lingkungan serta budaya kerja budaya kerja yang 
berpedoman pada etika dan perilaku eds 
termasuk etika pegawai; 

b. Penerapan etika dengan bobot yang sama pada 
kegiatan bisnis/manajemen maupun kegiatan 
klinis/pelayanan R$UD; 

c. Acuan keselarasan antara kinerja dan sikap 
organisasi tenaga kesehatan dan staf RSUD 
dcngan visi, misi dan peryataan nilai nilai 
rumah sakit., serta kebijakan sumber daya 
manusia, 

d. Pedoman bagi tenaga kesehatan, staf, serta 
pasicn dan keluarga pasien ketika menghadapi 
dilema etis dalam asuban pasien seperti 
persclisihan antarprofesicnal serta perselisihan 
antara pasien dan dokter mengenai keputusan 
dalam asuhan dan pelayanan. 

e. Pcrtimbangan norma-ncrma nasional dan 
intemasional berkaitan dengan penyusunan 
kerangka eti.k dan pedoman lainnya. 

Pasal 264 
RSUD membentuk dan menetapkan Komite yang mengelola 
etik RSUD dengan keputusan Direktur. 

BABX:V 
MANAJEMEN ETIK 
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BABXV
MANAJEMENETIK

Pasal263
(1) RSUDmenetapkan kerangka etika atau pedoman etika

atau regulasi etik sebagai sarana edukasi untuk
seluruh staf RSUD.

(2) Kerangka etika atau pedoman etika atau regulasi
etik sebagaimana dimaksud ayat(1) mengatur:
a. Tanggung jawab Direktur secara profesioanl dan

hukum dalam menciptakan dan mendukung
lingkungan serta budaya kerja budaya kerja yang
berpedoman pada etika dan perilaku etis
termasuk etika pegawai;

b. Penerapan etika dengan bobot yang sarna pada
kegiatan bisnisjmanajemen maupun kegiatan
klinis j pelayanan RSUD;

c. Acuan keselarasan antara kinerja dan sikap
organisasi tenaga kesehatan dan staf RSUD
dengan visi, misi dan peryataan nilai nilai
rumah sakit, serta kebijakan sumber daya
manusia.

d. Pedoman bagi tenaga kesehatan, staf, serta
pasien dan keluarga pasien ketika menghadapi
dilema etis dalam asuhan pasien seperti
perselisihan antarprofesional serta perselisihan
antara pasien dan dokter mengenai keputusan
dalam asuhan dan pelayanan.

e. Pertimbangan norma-norma nasional dan
internasional berkaitan dengan penyusunan
kerangka etik dan pedoman lainnya.

Pasal264
RSUDmembentuk dan menetapkan Komite yang mengelola
etik RSUDdengan keputusan Direktur.

Pasal265
RSUDdalam menjalankan kegiatan secara etik harus :
a. menjelaskan pe1ayanan yang diberikan pada pasien

secara jujur.
b. melindungi kerahasiaan yang diberikan kepada

paSlen.
c. mengurangi kesenjangan dalam akses untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan dan dampak
klinis.

d. menetapkan kebijakan tentang pendaftaran pasien,
transfer pasien dan pemulangan pasien.

e. rnendukung ttansparansi dalarn rne1aporkan
pengukuran hasil kinerja klinis dan kinerja non klinis.

f. keterbukaan kepemilikan agar tidak terjadi konflik
kepentingan.

g. Menetapkan mekanisme bahwa praktisi kesehatan dan
staf lainnya dapat melaporkan keselahan klinis

(clinical ...



Pasal 266 
(I) Oircktur menciptakan dan mendukung budaye 

keselamatan di seluruh area RSUD sesuai dengan 
kclcntuan peraturan perundang-undangan, 

(2) Dircktur melaksanakan, melakukan monitor, den 
mengambil tindakan untuk mcmperbaiki program 
budaya keselamatan di seluruh area RSUO. 

(3) Direktur menunjukkan komitmcnnya tentang budaya 
keselamatan dan mendorong budaya kesetamatan 
untuk selurub staf RSUO. Pcrilaku yang tidak 
mendukung budaya keselamatan adalah: 
a. Perilaku yang tidak layak (inappropriate) seperti 

kata-kata atau bahasa tubuh yang mercndahkan 
atau menyinggung pe.rasaan sesama staf, 
m.isalnya mengu.mpat atau memald; 

b. Pcrilaku yang menganggu (disruptive! antara lain 
perilaku tidak Jayak yang dilakukan secara 
berulang, bentuk tindakan verbal atau non 
verbal yang membahayakan atau 
mengintimidasi staf lain, dao celetukan rnaut 
adalah komenta.r sembrono di depan pasien yang 
berdampak menurunkan kredcbilitas staf klinis 
lain. 

c. Perilalru yang melecehkan (harassment) tcrkait 
dengan ras, agama dan suku termasuk gender; 

d. Pelecehan seksual. 
(4) Hal penting menuju budaya keselamatan: 

a. Staf RSUD mengetabui bahwa kegiatan 
operasional RSUD beresiko tinggi dan bertckad 
untuk melaksanakan tugas dengan konsistcn 

serta •.. 

BAB XV1 
MANAJEMEN BUOAYA KESEL/\MATAN 

(c/inioal en-01) atau mengajukan kekhawetiran euk 
tanpa takut dihukum, termasuk melaporkan perilaku 
staJ' yang merugikan terkait masalah klinis ataupun 
operasional. 

h. Mendukung keterbukaan dalam sistem pelaporan 
mengenai masalah/isu ctik tanpa takut diberikan 
sanksi. 

,. Mcmberikan eoluei yang cfcktif dan tcpat waktu untuk 
masatah ellk yang terjadi. 

J. Memastikan praktik nondiskriminasl dalam pelayanan 
pasicn dcngan mcngingat norma bukum dan budaya 
negara. 

k. Tagihan biaya pelayanan harus akurat dan dipastikan 
bahwa inscntif clan pcngelolaan pembayaran tidak 
menghambat pelayanan pasien. 

L Pengelolaan kasus etik pada konllik etik antar profesi 
di rumah sakit, serta penetapan Code Of Con.duct bagi 
staJ sebagai pedoman perilalru sesuai dengan standar 
etik di rumah sakit 
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(clinical error) atau mengajukan kekhawatiran etik
tanpa takut dihukum, termasuk melaporkan perilaku
staf yang merugikan terkait masalah klinis ataupun
operasional.

h. Mendukung keterbukaan dalam sistem pelaporan
mengenai masalah/isu etik tanpa takut diberikan
sanksi.

1. Memberikan solusi yang efektif dan tepat waktu untuk
masalah etik yang teIjadi.

J. Memastikan praktik nondiskriminasi dalam pelayanan
pasien dengan mengingat norma hukum dan budaya
negara.

k. Tagihan biaya pelayanan harus akurat dan dipastikan
bahwa insentif dan pengelolaan pembayaran tidak
menghambat pelayanan pasien.

1. Pengelolaan kasus etik pada konflik etik antar profesi
di rumah sakit, serta penetapanCode Of Conductbagi
staf sebagai pedoman perilaku sesuai dengan standar
etik di rumah sakit

BAB XVI
MANAJEMEN BUDAYA KESELAMATAN

Pasal266
(1) Direktur meneiptakan dan mendukung budaya

keselamatan di seluruh area RSUD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direktur melaksanakan, melakukan monitor, dan
mengambil tindakan untuk memperbaiki program
budaya keselamatan di seluruh area RSUD.

(3) Direktur menunjukkan komitmennya tentang budaya
keselamatan dan mendorong budaya keselamatan
untuk seluruh staf RSUD. Perilaku yang tidak
mendukung budaya keselamatan adalah:
a. Perilaku yang tidak layak(inappropriate) seperti

kata-kata atau bahasa tubuh yang merendahkan
atau menyinggung perasaan sesama staf,
misalnya mengumpat atau memaki;

b. Perilaku yang menganggu(disruptive) antara lain
perilaku tidak layak yang dilakukan seeara
berulang, bentuk tindakan verbal atau non
verbal yang membahayakan atau
mengintimidasi staf lain, dan eeletukan maut
adalah komentar sembrono di depan pasien yang
berdampak menurunkan kredebilitas staf klinis
lain.

e. Perilaku yang meleeehkan (harassment) terkait
dengan ras, agama dan suku termasuk gender;

d. Peleeehan seksual.
(4) Hal penting menuju budaya keselamatan:

a. Staf RSUD mengetahui bahwa kegiatan
operasional RSUD beresiko tinggi dan bertekad
untuk melaksanakan tugas dengan konsisten

serta ...



(16) Direktur ... 

serta aman; 
b. regulasi serta lingkungan kcrja mendorong staf 

tidak ta.kut mendapat hukuman bila membuat 
laporan tentang kejadian tidak dlharapkan dan 
kejndion nyaris cedera: 

c. Di.rektur mendorong sub komite keselamatan 
pasien melaporkan insiden keselamatan pasien 
kc tingkat nasionaJ sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

d. mendorong kolaborasi antar staf klinis dengan 
pimpinan untuk mencari penyclesaian masalah 
keselamatan pasien. 

(5) Oircktur mclakukan evaluasl rutin dengan jadwal yang 
tctap dengan menggunakan beberapa metode, survei 
resmi, wawancara star, analleie data dan dlskusl 
kelompok. 

(6) Oirektur mendorong agar terbcntuk Kcrjasama untuk 
membuat struktur, proses, dan program yang 
memberikan jalan bagi perkembangan budaya positif 
ini. 

(7) Direktur menanggapi perilaku yang tidak terpuji dari 
semua individu dari semua jenjang RSUO, termasuk 
manajemen, staf administrasi, staf klinis, dokter tamu 
atau dokter paruh waktu, serta anggota representasi 
pemilik. 

(8) Oirektur mendukung terciptanya budaya keterbukaan 
yang dilandasi akuntabilitas. 

(9) Oircktur mengidentiflkasi, mendokumentasi, dan 
melaksanakan perbaikan perilaku yang tidak dapat 
diterima. 

( I 0) Direktur menyclenggarakan pendidikan dan 
menyediakan informasi yang terkait dengan buda,ya 
keselamatan RSUO dapat diidentifikasi dan 
dikendalikan, 

(11) Direktur menyediakan sumber daya untuk 
mendukung dan mendorong budaya kcselamatan di 
dalam RSUO. 

(12) Direktur menetapkan sistem menjaga kerahasiaan, 
sederhana, dan mudah diakses oleh pihak yang 
mempunyai kewenangan untuk melaporkan masalah 
yang terkait dengan budaya kesclamatan dalam RSUO 
secara tepat wak.tu. 

{ 13) Direktur melakukan investigasi secara tepat waktu 
terhadap laporan terkait budaya keselamatan RSUD. 

(14) Dilakukan identifikasi masalah 1)$.da $i&tem yang 
menyebabkan tenaga kesehatan melakukan perilaku 
yang berbahaya. 

(15) Oirektur mcnggunakan pcngukuran/ind.ikator mutu 
untuk mengevaluasi dan memantau budaya 
keselamatan dalam RSUO sorta melaksanakan 
perbaikan yang tclah teridentifikasi dari pengukuran 
dan evaluasi tersebut, 
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serta aman;
b. regulasi serta lingkungan keIja mendorong staf

tidak takut mendapat hukuman bila membuat
laporan tentang kejadian tidak diharapkan dan
kejadian nyaris cedera;

c. Direktur mendorong sub komite keselamatan
pasien melaporkan insiden keselamatan pasien
ke tingkat nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d. mendorong kolaborasi antar staf klinis dengan
pimpinan untuk mencari penyelesaian masalah
keselamatan pasien.

(5) Direktur melakukan evaluasi rutin denganjadwal yang
tetap dengan menggunakan beberapa metode, survei
resmi, wawancara staf, analisis data dan diskusi
kelompok.

(6) Direktur mendorong agar terbentuk KeIjasama untuk
membuat struktur, proses, dan program yang
memberikan jalan bagi perkembangan budaya positif
ini.

(7) Direktur menanggapi perilaku yang tidak terpuji dari
semua individu dari semua jenjang RSUD, termasuk
manajemen, staf administrasi, staf klinis, dokter tamu
atau dokter paruh waktu, serta anggota representasi
pemilik.

(8) Direktur mendukung terciptanya budaya keterbukaan
yang dilandasi akuntabilitas.

(9) Direktur mengidentifikasi, mendokumentasi, dan
melaksanakan perbaikan perilaku yang tidak dapat
diterima.

(10) Direktur menyelenggarakan pendidikan dan
menyediakan informasi yang terkait dengan budaya
keselamatan RSUD dapat diidentifikasi dan
dikendalikan.

(11) Direktur menyediakan sumber daya untuk
mendukung dan mendorong budaya keselamatan di
dalam RSUD.

(12) Direktur menetapkan sistem menjaga kerahasiaan,
sederhana, dan mudah diakses oleh pihak yang
mempunyai kewenangan untuk melaporkan masalah
yang terkait dengan budaya keselamatan dalam RSUD
secara tepat waktu.

(13) Direktur melakukan investigasi secara tepat waktu
terhadap laporan terkait budaya keselamatan RSUD.

(14) Dilakukan identifikasi masalah pada sistem yang
menyebabkan tenaga kesehatan melakukan perilaku
yang berbahaya.

(15) Direktur menggunakan pengukuranjindikator mutu
untuk mengevaluasi dan memantau budaya
keselamatan dalam RSUD serta melaksanakan
perbaikan yang telah teridentifikasi dari pengukuran
dan evaluasi tersebut.

(16)Direktur ...



Pasal 267 
{l) Pengclolaan Kegiatan Promosi Kesehatan RSUD : 

a. RSUD menet:apkan Instalasi Promosi Kesehatan 
Rumah Sakit (PKRS) yang mcngkoordinasikan 
pem berian edukasi kepada pasien sesuat dengan 
ketentuan peraturan peundang-undangan; 

b. Setiap tabun lnst:alasi PKRS menyusun program 
kcgiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit 
tcrrnasuk kegiatann edukasi rutin sesuai dengan 
misi RSUD layanan dan populasi pasiennya: 

c. Pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga 
meoggunakan media, format dan metodc yang 
telah ditetapkan. 

(2) Proses Komunikasi antara RSUO dengan Pasien dao 
Kcluarga 
a. Informasi untuk pasien dan keluarga mengenai 

asuhan dan pelayanan yang disediakan oleh 
RSUD serta akses untuk mendapatkan leyanan 
tersebut, lnformasi dapat disampaikan secara 
Jangsung dan/atau tidak langsung. 
I} Metode penyampaian informasi atau edukasi 

kesehatan secara langsung diantaranya 
adalah dengan: 
a} ceramah saru arah; 
b) tanya jawab; 
c) diskusi; 
d) demonstrasi; 
e) metoda bermain, 

2) Metode penyampaian informasi atau edukasi 
kesehatan secara tidak langsung bisa melalui 
media cctak, audio, visual, audio visual dan 
pemanfaatan keeanggihan tcknologi, 
diantaranya dengan: 
a) leaflet; 
b) poster; 
c) pemutaran film atau video tent:ang 

kesehatan: 
d} baligo: 
c) banner: 
l) pemanfaatan keeanggihan teknologi 

(melalui media elektronik); 
g) melalui surat; 
h) Radio atau Audio Internal RSUD. 

b. lnformasi kepada pasien dan kcluarga tcrkait 
alternatif asuhan dan pelayanan di tempat lain 

disampaikan ... 

BABXVII 
MANAJEMEN KOMUNU(ASI DAN EOUKASI 

(16) Direktur menerapkan sebuah proses untuk mencegah 
kerugian/ dampak terhadap individu yang melaporkan 
masalah terkait dengan budaya keeetamatan. 
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(16) Direktur menerapkan sebuah proses untuk mencegah
kerugian/ dampak terhadap individu yang melaporkan
masalah terkait dengan budaya keselamatan.

BAB XVII
MANAJEMENKOMUNIKASIDANEDUKASI

Pasal267
(1) Pengelolaan Kegiatan Promosi Kesehatan RSUD :

a. RSUD menetapkan Instalasi Promosi Kesehatan
Rumah Sakit (PKRS) yang mengkoordinasikan
pemberian edukasi kepada pasien sesuai dengan
ketentuan peraturan peundang-undangan;

b. Setiap tahun Instalasi PKRS menyusun program
kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
termasuk kegiatann edukasi rutin sesuai dengan
misi RSUDlayanan dan populasi pasiennya;

c. Pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga
menggunakan media, format dan metode yang
telah ditetapkan.

(2) Proses Komunikasi antara RSUD dengan Pasien dan
Keluarga
a. Informasi untuk pasien dan keluarga mengenai

asuhan dan pelayanan yang disediakan oleh
RSUD serta akses untuk mendapatkan layanan
tersebut. Informasi dapat disampaikan secara
langsung dan/ atau tidak langsung.
1) Metode penyampaian informasi atau edukasi

kesehatan secara langsung diantaranya
adalah dengan:
a) ceramah satu arah;
b) tanya jawab;
c) diskusi;
d) demonstrasi;
e) metoda bermain.

2) Metode penyampaian informasi atau edukasi
kesehatan secara tidak langsung bisa melalui
media cetak, audio, visual, audio visual dan
pemanfaatan kecanggihan teknologi,
diantaranya dengan:
a) leaflet;
b) poster;
c) pemutaran film atau video tentang

kesehatan;
d) baligo;
e) banner;
f) pemanfaatan kecanggihan teknologi

(melalui media elektronik);
g) melalui surat;
h) Radio atau Audio Internal RSUD.

b. Informasi kepada pasien dan keluarga terkait
altematif asuhan dan pelayanan di tempat lain

disampaikan ...



dibutuhkan pasien; 
c. lnformasi Kesebatan diberikan secara tepat 

waktu, dan status sosial ekonomi perawatan 
pasien tidak menghalangi pasien dan keluarga 
untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan; 

d. Kebutuhan edukasi pasien dan keluarga dinilai 
berdasarkan pengkajian ternadap kemampuan 
dan kernauan belajar pasien dan keluarga yang 
meliputi: 
I) Kemampuan mernbaca, tingkat Pendidikan; 
2) Bahasa yang digunakan (apakah diperlukan 

penerjemah atau pengguna.an Bahasa 
isyarau: 

3) Hambatan emosional dan motivasi; 
4) Keterbatan fisik dan kognitif; 
5) Kesediaan pasien untuk menerima Informasi; 

dan 
6) Nilai dan pilihan pasien. 

c, Hambatan dari pasien dan keluarga dalam 
mencrima cdukasi dinilai sebelum pemberian 
edukasi dan dicatat di rekam medis; 

r. Hasil pengkajian digunakan oleb Profesional 
Pemberi Asuhan (PPAJ untuk membuat 
pereneanaan kebutuhan edukasi; 

g, Edukasi yang diberikan kepada pasien dao 
kcluarga telab diberikan dengan cara dan Bahasa 
yang mudab dipabami; 

h. Pasien/keluarga tclah dijelaskan rnengenai hasil 
pengkajian, diagnosis, rencana asuhan dan hasil 
pengobatan yang tidak diharapkao; 

,. Edukasi kepada pasien dan keluarga tcrkait 
dengan cara cuci tangan yang aman, penggunaan 
obat yang arnan, potensi interaksi obat yang 
aman, penggunaan peralatan medis yang aman, 
potensi interaksi obat-obat dan obat-rnakanan, 
pedoman nutrisi, manajcmen nyeri, dan Teknik 
rehabilitasi serta edukasi asuhan lanjutan di 
rumah; 

J· Pasien/keluarga mcngerti apa yang disampaikan 
oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) ; 

k. Pemberian cdukasi didokumentasikan dalam 
rekam mcdik sesuai dengan metode edukasi yang 
dapat diterirna pasien dan keluargan;ya 

I. Materi edukasi untuk pasien dan keluarga selaJu 
terscdia dan diperbaharui secara berkala; 

m. lnformasi dan edukasi disampaikao kepada 
pasien dan keluarga dengan menggunakao format 
yang praktis dan dengan bahasa yang dipabami 
pasien dan keluarga: 

n. Rumah Sakit menyediakan penerjemah (Bahasa 
dan Bahasa isyarat] sesuai dengan kebutuhan 

pa.sien ... 

de.pat 
yang 

RSUD tidak 
dan pelayanan 

apabila 
asuhan 

disampaikan 
memberikan 
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disarnpaikan apabila RSUD tidak dapat
memberikan asuhan dan pelayanan yang
dibutuhkan pasien;

c. Informasi Kesehatan diberikan secara tepat
waktu, dan status sosial ekonomi perawatan
pasien tidak menghalangi pasien dan keluarga
untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan;

d. Kebutuhan edukasi pasien dan keluarga dinilai
berdasarkan pengkajian terhadap kemarnpuan
dan kemauan belajar pasien dan keluarga yang
meliputi:
1) Kemampuan membaca, tingkat Pendidikan;
2) Bahasa yang digunakan (apakah diperlukan

penerjemah atau penggunaan Bahasa
isyarat);

3) Harnbatan emosional dan motivasi;
4) Keterbatan fisik dan kognitif;
5) Kesediaan pasien untuk menerima informasi;

dan
6) Nilai dan pilihan pasien.

e. Harnbatan dari pasien dan keluarga dalarn
menerima edukasi dinilai sebelum pemberian
edukasi dan dicatat di rekarn medis;

f. Hasil pengkajian digunakan oleh Profesional
Pemberi Asuhan (PPA) untuk membuat
perencanaan kebutuhan edukasi;

g. Edukasi yang diberikan kepada pasien dan
keluarga telah diberikan dengan cara dan Bahasa
yang mudah dipaharni;

h. Pasien/keluarga telah dijelaskan mengenai hasil
pengkajian, diagnosis, rencana asuhan dan hasil
pengobatan yang tidak diharapkan;

1. Edukasi kepada pasien dan keluarga terkait
dengan cara cud tangan yang arnan, penggunaan
obat yang arnan, potensi interaksi obat yang
arnan, penggunaan peralatan medis yang arnan,
potensi interaksi obat-obat dan obat-makanan,
pedoman nutrisi, manajemen nyeri, dan Teknik
rehabilitasi serta edukasi asuhan lanjutan di
rumah;

j. Pasien/keluarga mengerti apa yang disarnpaikan
oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA);

k. Pemberian edukasi didokumentasikan dalarn
rekarn medik sesuai dengan metode edukasi yang
dapat diterima pasien dan keluargart;ya

1. Materi edukasi untuk pasien dan keluarga selalu
tersedia dan diperbaharui secara berkala;

m. Informasi dan edukasi disarnpaikan kepada
pasien dan keluarga dengan menggunakan format
yang praktis dan dengan bahasa yang dipahami
pasien dan keluarga;

n. Rumah Sakit menyediakan penerjemah (Bahasa
dan Bahasa isyarat) sesuai dengan kebutuhan

pasien ...



Pasal ... 

Bagian Kedua 
Penanganan Pengaduan 

Pasal 268 
( 1) Pengaduan Internal adalah pengaduan di ling.kup 

RSUD. 
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 
a. Pengaduan ketidakpuasan, dan/ atau keluhan 

Pegawai RSUD terhadap Manajemcn RSUD; 
b. Pelanggaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dilakukan Pcgawai; 
c. Jnfonnasi tentang dugaan pelanggaran kode etik 

dan perilaku; 
(3) Pengaduan Ekstemal adalab pengaduan yang 

dilakukan oleh masyarakat baik perseorangan 
maupun kelompok terhadap RSUD. 

(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat berupa informasi/pemberitahuan bcrisi 
keluhan, dan/atau ketidakpuasan terka.it dengan 
perilaku/ pelayanan langsung maupun tidak Iangsung 
yang diberikan oleh pihak RSUD. 

(5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
disa.mpailcan dengan Surat resmi maupun secara 
langsung kepada pihak manajemen RSUD. 

(6) Pengaduan sebaga.imana dimaksud pada ayat (3) 
dapat disampaikan melalui kotak saran, media 
elektronik, media cetak, dan secara langsung kepada 
pihak manajemen RSUD. 

Bagian Kesatu 
Pengaduan Internal dan EksternaJ 

BAB XVIII 
MANA.JEMEN PENANOANAN PENOADUAN 

pasien dan kcluarga; 
o. Dalam menunjang keberhasilan asuhan yang 

berkesinambungan, upaya Promosi Kesehatan 
harus dilakukan berkelanjutan; 

p. Pasicn dan kcluarga pasien tclab diinformasikao 
tentang edukasi lanjutan di komunitas yang 
dilaksanakan oleh jejaring utama yaitu Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

q. Edukasi berkelanjutan tersebut diberikan sesuai 
dcngan kcbutuhan; 

r. RSUD memiliki kerjasama jejaring dengan 
komunitas: 

s. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) telah diberikan 
pelatihan dan terarnpil mclaksanakan komunikasi 
cfcktif kcpada pasicn dan kcluarga pasien secara 
kolaboratif 
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pasien dan keluarga;
o. Dalam menunjang keberhasilan asuhan yang

berkesinambungan, upaya Promosi Kesehatan
harus dilakukan berkelanjutan;

p. Pasien dan keluarga pasien telah diinformasikan
tentang edukasi lanjutan di komunitas yang
dilaksanakan oleh jejaring utama yaitu Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

q. Edukasi berkelanjutan tersebut diberikan sesuai
dengan kebutuhan;

r. RSUD memiliki kerjasama jejanng dengan
komunitas;

s. Profesional Pemberi Asuhan (PPA)telah diberikan
pelatihan dan terampil melaksanakan komunikasi
efektif kepada pasien dan keluarga pasien secara
kolaboratif

BABXVIII
MANAJEMENPENANGANANPENGADUAN

Bagian Kesatu
Pengaduan Internal dan Eksternal

Pasal268
(1) Pengaduan Internal adalah pengaduan di lingkup

RSUD.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:
a. Pengaduan ketidakpuasan, dan/ atau keluhan

Pegawai RSUD terhadap Manajemen RSUD;
b. Pelanggaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dilakukan Pegawai;
c. Informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik

dan perilaku;
(3) Pengaduan Eksternal adalah pengaduan yang

dilakukan oleh masyarakat baik perseorangan
maupun kelompok terhadap RSUD.

(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat berupa informasi/ pemberitahuan berisi
keluhan, dan/ atau ketidakpuasan terkait dengan
perilaku/ pelayanan langsung maupun tidak langsung
yang diberikan oleh pihak RSUD.

(5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan dengan Surat resmi maupun secara
langsung kepada pihak manajemen RSUD.

(6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat disampaikan melalui kotak saran, media
elektronik, media cetak, dan secara langsung kepada
pihak manajemen RSUD.

Bagian Kedua
Penanganan Pengaduan

Pasal ...



PasaJ 273 
{l) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan 

kualitas ... 

BAB XX 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

Pa.sat 272 
(1) Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari 

sarana, prasarana, gedung dan jalan dilakukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin 
untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD. 

Pasal 271 
(l} Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 270 ayat (2} meliputi pengelolaan limbah, yang 
terdiri dari limbab medis dan limbab non rnedis. 

(2) 'Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l} mengacu pada ketcntuan 
perundang-undangan. 

Pasal 270 
(I} RSUD wajib menjaga lingkungan, baik internal 

maupun ekstemal. 
(2} Pcngclolaan lingkungan RSUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l} untuk mendukung peningkatan muru 
pelayanan RSUD yang berorientasi kepada kcamanan, 
k.enyamanan, kebersinan, kesehatan, kerapian, 
keindahan dan keselamatan. 

BABXIX 
MANAJEMEN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN RSUD DAN SUMBER DAYA LAIN 

Pasal269 
( 1 J Penanganan terhadap pengaduan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 268 ayat (2} huruf a dilakukan 
oleb Manajemen RSUD, harus diselesaikan dcngan 
cara musyawarah dan mufakat, 

(2} Penanganan Pengaduan sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 268 ayat (2} huruf b dilakukan oleh 
Atasan Langsung Pcgawai dimaksud secara 
berienjang. 

{3} Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 
268 ayat (2) huruf c dilakukan oleb Komitc Etik 
Rumah Sakit, Sub Komite Etik Komite Medik clan Sub 
Komite Etik Komit.e Keperawatan. 

(4} Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 
268 ayat (3} dilakukan oleh Manajcmen RSUD melalui 
Tim Penanganan Pengaduan. 
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Pasal269
(1) Penanganan terhadap pengaduan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 268 ayat (2) huruf a dilakukan
oleh Manajemen RSUD, harus diselesaikan dengan
cara musyawarah dan mufakat.

(2) Penanganan Pengaduan sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 268 ayat (2) huruf b dilakukan oleh
Atasan Langsung Pegawai dimaksud secara
berjenjang.

(3) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal
268 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Komite Etik
Rumah Sakit, Sub Komite Etik Komite Medik dan Sub
Komite Etik Komite Keperawatan.

(4) Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal
268 ayat (3) dilakukan oleh Manajemen RSUD melalui
Tim Penanganan Pengaduan.

BABXIX
MANAJEMENPENGELOLAAN

LINGKUNGANRSUD DANSUMBERDAYALAIN

Pasal270
(1) RSUD wajib menjaga lingkungan, baik internal

maupun eksternal.
(2) Pengelolaan lingkungan RSUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu
pe1ayanan RSUD yang berorientasi kepada keamanan,
kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian,
keindahan dan kese1amatan.

Pasal271
(1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 270 ayat (2) meliputi pengelolaan limbah, yang
terdiri dari limbah medis dan limbah non medis.

(2) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan
perundang-undangan.

Pasal272
(1) Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari

sarana, prasarana, gedung dan jalan dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin
untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD.

BABXX
STANDARPELAYANANMINIMAL

Pasal273
(1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan

kualitas ...



Pasal ... 

Pasal 276 
(I) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap 

tahun oleh Dewan Pengawas terbadap aspek keuangan 
dan non keuangan. 

(2) Evaluasi dan penilajan kinerja sebagaimana dimaksud 
pada a;yat (I), bertujuan untuk mengukur tingkat 
pencapaian basil pengelolaan BLUO sebagaimana 
ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA. 

BABXXI 
EVALUASI DAN PEN!LAIAN KlNERJA 

Pasal 275 
( 1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud 

dalam PasaJ 274 huruf a, mengutamakan kegiatan 
pclayanan yang menunjang terwujudnya rugas dan 
fungsi RSUD. 

(2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 
huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya 
dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan. 

(3) Oapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
274 huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat 
dibitung tingkat peneapaiannya, rasional, sesuai 
kemampuan dan tingkat pemanfaatannya. 

(4) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 274 huruf d, merupakan kegiatan yang 
sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk 
menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit. 

(5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 274 
huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan 
pelayanan yang telah ditetapkan. 

Pasal 274 
Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 273 ayat (3) harus memenuhi persyaratan : 
a. fokus pada jenis pelayanan; 
b. terukur; 
c. dapat dicapai; 
d. relevan dan dapat diandalkan; dan 
e. tepat waktu. 

kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD, 
Bupati menetapkan Standar Pclayanan Minimal RSUD 
dengan Peraturan Bupati. 

(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), diusulkan oleh Direktur. 

(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), harus mempertimbangkan kualitas 
layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta 
kemudahan untuk mendapatkan layanan. 
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kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD,
Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal RSUD
dengan Peraturan Bupati.

(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),diusulkan oleh Direktur.

(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas
layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta
kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal274
Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 273 ayat (3)harus memenuhi persyaratan :
a. fokus pada jenis pelayanan;
b. terukur;
c. dapat dicapai;
d. relevan dan dapat diandalkan; dan
e. tepat waktu.

Pasal275
(1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 274 huruf a, mengutamakan kegiatan
pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan
fungsi RSUD.

(2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274
huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya
dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.

(3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
274 huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat
dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai
kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

(4) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 274 huruf d, merupakan kegiatan yang
sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk
menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit.

(5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal274
huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan
pelayanan yang telah ditetapkan.

BABXXI
EVALUASIDANPENILAIANKINERJA

Pasal276
(1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUDdilakukan setiap

tahun oleh Dewan Pengawas terbadap aspek keuangan
dan non keuangan.

(2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat
pencapaian basil pengelolaan BLUD sebagaimana
ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

Pasal ...



b. merujuk ... 

Pasal 280 
(I) Dokter dan doktcr gigi dalam mclaksanakan praktik 

kedokteran mempunyai hale : 
a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang 

melaksanakan tugas sesuai dengan standar 
profesi dan standar prosedur operasional; 

b. membcrikan pclayanan medis sesuai menurut 
standar profesi dan stander prosedur operasional; 

c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur 
dari pasien atau keluarganya; atau 

d. menerima imbalan jasa, 
(2) Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik 

kedokteran mempunyai kcwajiban : 
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan 

standar profesi dan standar prosedur operasional 
serta kebutuhan med.is pasien; 

Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Dokter RSUD 

Pasa.1279 
(I) RSUD berhak membuat peraturan tentang 

kerahasiaan dan informasi medis yang berlaku. 
(2) RSUD wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan 

ketentua.n yang berlaku. 
(3) Rekam medis dapat diberikan kepada: 

a. pasien ataupun pihak lain atas izin pasien 
secara tertulis; dan 

b. pengadilan untuk kepentingan peradilan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang· 
undangan. 

Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban RSUD 

BABX:Xll 
INFORMASI MEDIS 

Pasal 277 
Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan 
sebagahnana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (I), dapat 
diuku.r berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam: 
a. memperoleh basil usaha atau hasil kerja dari layanan 

yang diberikan (rentabilitas); 
b. emenuhi kewajibanjangka pendeknya (likuiditas); 
c. mcmcnuhi sclurub kewajibannya (solvabilitas); dan 
d. kemampuan mencrima dari Jasa layanan untuk 

membiayai pengeluaran. 
Pasal 278 

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 276 ayat (I) dapat diukur 
bcrdasarkan persepektif pelanggan, proses internal 
pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan. 
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Pasal277
Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1), dapat
diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUDdalam:
a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan

yang diberikan (rentabilitas);
b. emenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi selurub kewajibannya (solvabilitas); dan
d. kemampuan menerima dari jasa layanan untuk

membiayai pengeluaran.
Pasal278

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) dapat diukur
berdasarkan persepektif pelanggan, proses internal
pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XXII
INFORMASI MEDIS

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban RSUD

Pasal279
(1) RSUD berhak membuat peraturan ten tang

kerahasiaan dan informasi medis yang berlaku.
(2) RSUD wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
(3) Rekam medis dapat diberikan kepada:

a. pasien ataupun pihak lain atas lZln pasien
secara tertulis; dan

b. pengadilan untuk kepentingan peradilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Dokter RSUD

Pasal280
(1) Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik

kedokteran mempunyai hak :
a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang

melaksanakan tugas sesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasional;

b. memberikan pelayanan medis sesuai menurut
standar profesi dan standar prosedur operasional;

c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur
dari pasien atau keluarganya; atau

d. menerima imbalan jasa.
(2) Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik

kedokteran mempunyai kewajiban :
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan

standar profesi dan standar prosedur operasional
serta kebutuhan medis pasien;

b. merujuk ...



Pasal 281 
(1) RSUD mempunyai hak: 

a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi 
sumber daya manusia scsuai dcngan klasifikasi 
RSUD; 

b. menerima imbalan jasa pelayanan sena 
menentukan remu.nerasi, insentif, dan 
penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam 
rangka mengembangl<an pelayanan; 

d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan: 

e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; 
f. mendapatkan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan pelayanan kesehatan; 
g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di 

RSUD scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) RSUD mempunyai kewajiban : 
a. memberikan informasi yang benar teotang 

pelayanan RSUD kepadamasyarakat; 
b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, 

bermutu, anti diskriminasi, dan ercktif dengan 
mengutrunakan kepentingan pasien sesuai 
dengan standar pclayanan RSUD; 

c. mcmberikan pelayanan gawat darurat kcpada 
pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 

d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan 
kesehatan pada bencana, sesuai dengan 
kcmampuan pclayanannya; 

e. mcnycdiakan oarana dan pelayanan bagi 
masyarakat tidal< mampu atau miskin; 

f. mclaksanakao fungsi sosial antara lain dengan 
memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak 

mampu/ ... 

Bagjan Ketiga 
Hak dan Kewajiban RSUD dan Pasien 

b. Mentjuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain 
yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang 
lcbih baik, apabila tidak mampu mclakukan 
suatu perneriksanaan atau pengobatan; 

c. merahasiakan segala scsuatu yang dikctahuinya 
ten tang paslen, bahkan Juga setelah pasien itu 
meninggal dunia; 

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar 
pertkemanustaan, kecuali bila ia ya.kin ada orang 
lain yang berrugas dan mampu melalcukannya; 
dan 

e. menambah llmu pengetahuan dan mengikuti 
perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran 
gigi. 
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b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain
yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang
lebih baik, apabila tidak mampu melakukan
suatu pemeriksanaan atau pengobatan;

c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya
tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu
meninggal dunia;

d. me1akukan pertolongan darurat atas dasar
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang
lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
dan

e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti
perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran
gigi.

Bagian Ketiga
Hak dan KewajibanRSUD dan Pasien

Pasal281
(1) RSUD mempunyai hak:

a. menentukan jumlah, JenlS, dan kualifikasi
sumber daya manusia seSUal dengan klasifikasi
RSUD;

b. menerima imbalan jasa pelayanan serta
menentukan remunerasi, insentif, dan
penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam
rangka mengembangkan pelayanan;

d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
f. mendapatkan perlindungan hukum dalam

melaksanakan pelayanan kesehatan;
g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di

RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) RSUD mempunyai kewajiban :
a. memberikan informasi yang benar tentang

pelayananRSUD kepadamasyarakat;
b. memberi pelayanan kesehatan yang aman,

bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan
mengutamakan kepentingan pasien seSUal
dengan standar pe1ayananRSUD;

c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada
pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan
kesehatan pada bencana, sesuai dengan
kemampuan pe1ayanannya;

e. menyediakan sarana dan pe1ayanan bagi
masyarakat tidak mampu atau miskin;

f. me1aksanakan fungsi sosial antara lain dengan
memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak

mampuj ...



mampu/miskin, pelayanan gawat darurat 
tanpauang muka, ambulan gratis, pelayanan 
korban bencana dao kejadian luar biasa, atau 
bakti sosial bagi misi kemanusiaan; 

g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar 
mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 
schagai acuan dalam melayaru pasien; 

h. mcnyelcnggara.kan rckam mcdis; 
i. mcnyediakan sarana dan prasarana umum yang 

layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang 
tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita 
menyusui, anak-anak, lanjut usia; 

J. melaksanal<an sistem ntjukan; 
k. mcnolak kcinginan pasien yang bertentangan 

dengan standar profesi dan etika serta ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

I. memberikan informasi yang benar, jelas danjujur 
mengenai hak dan kcwajiban pasien: 

m. menghorrnati dan melindungi hak pasicn; 
n. melaksanakan etika RSUD; 
o. memiliki sistern pencegahan kecelakaan dan 

penanggulangan bencana; 
p. melaksanakar> program pemerintah di bidang 

kesehatan baik sccara regional maupun nasional; 
q. membuat daftar tenaga rnedis yang melakukan 

praktik kedokteran atau k.edokteran gigi dan 
t.enaga kesehatan lainnya; 

r. menyusun dan melaksanakan peraturan intern.a.I 
RSUD (hospital by laws); 

s, melindungi dan memberikan bantuan hukum 
bagi semua perugas RSUD dalam mclaksanakan 
tugas; dan 

L membcrlakukan scluruh lingkungan rumah sakit 
sebagai kawasan tanpa rokok. 

(3) Setiap pasien mempunyai hak : 
a. memperoleh informasi mcngcnai tata tertib dan 

peraturan yang berlaku di RSUD; 
b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban 

pasien; 
c. memperoleh layanan yang manusiawi. adil, jujur, 

clan tanpa diskriminasi; 
d. memperoleh layanan kesehaean yang bermutu 

sesuai dengan standar profesi dan standar 
prosedur operasional; 

e. mempcroleb layanan yang erektif dan efisien 
sehingga pasien cerhindar dari kerugian fisik dan 
materi: 

r. mengajukan pcngaduan atas kualitas pelayanan 
yang didapatkan; 

g. memilih dokter dan kelae perawatan sesuai 
dengan keinginannya dan pcraturan yang berlaku 
di RumahSakit; 

h. meminta konsultasi tentang penyakit yang 
dlderitanya ... 
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mampu/miskin, pelayanan gawat darurat
tanpauang muka, ambulan gratis, pelayanan
korban bencana dan kejadian luar biasa, atau
bakti sosial bagi misi kemanusiaan;

g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar
mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
sebagai acuan dalam melayani pasien;

h. menyelenggarakan rekam medis;
1. menyediakan sarana dan prasarana umum yang

layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang
tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita
menyusui, anak-anak, lanjut usia;

J. melaksanakan sistem rujukan;
k. menolak keinginan pasien yang bertentangan

dengan standar profesi dan etika serta ketentuan
peraturan perundang-undangan;

1. memberikan informasi yang benar, jelas danjujur
mengenai hak dan kewajiban pasien;

m. menghormati dan melindungi hak pasien;
n. melaksanakan etika RSUD;
o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan

penanggulangan bencana;
p. melaksanakan program pemerintah di bidang

kesehatan baik secara regional maupun nasional;
q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan

praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan
tenaga kesehatan lainnya;

r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal
RSUD(hospital by laws);

s. melindungi dan memberikan bantuan hukum
bagi semua petugas RSUD dalam melaksanakan
tugas;dan

t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit
sebagai kawasan tanpa rokok.

(3) Setiap pasien mempunyai hak :
a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan

peraturan yang berlaku di RSUD;
b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban

pasien;
c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur,

dan tanpa diskriminasi;
d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu

sesuai dengan standar profesi dan standar
prosedur operasional;

e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien
sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan
materi;

f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan
yang didapatkan;

g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai
dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku
di RumahSakit;

h. meminta konsultasi tentang penyakit yang
dideritanya ...



dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai 
Surat Izin Praktik (SIP) bail< di dalam maupun di 
luar RSUD; 

L mendapatkan privasi dan kerahasiaan pcnyakit 
yang diderita termasuk data medisnya; 

j. mendapat informas.i yang meliputi diagnosis dan 
tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, 
altematir tindakan, risiko dan komplikasi yang 
mungkin terjadi, dan prognosis terhadap 
tindakan yang dilalrukan serta perkiraan biaya 
pcngobatan; 

k. memberikan pcrsetujuan atau menolak atas 
tindakan yang akan dilakukan oleb tenaga 
kesehatan terhadap pcnyakit yang didcritanya; 

I. didampingj keluarganya dalam keadaan kritis; 
m. menjalankan ibadah sesuai agama atau 

kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak 
mengganggu pasien lainnya; 

n. mcrnperoleh keamanan dan keselamatan dirinya 
selama dalam perawatan di RSUD; 

o. mengaju.kan usul, saran, perbaikan atas 
perlakuan RSUD tcrhadap dirinya; 

p. mcnolak pclayanan bimbingan rohani yang tidak 
sesuai dengan agama dan kepercayaan yang 
dianutnya; 

q. menggugat dan/ atau menuntut RSUD apabila 
RSUD diduga memberikan pelayanan yang tidak 
sesuai dengan standar baik secara perdata 
ataupun pidana; dan 

r. mcngeluhkan pelayanan RSUD yang tidak sesuai 
dengan standar pelayanan melalui media cetak 
dan elektronik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Setiap pasien mcmpunyai kewajiban : 
a. mernatuhi peraturan yang berlaku di RSUD; 
b. menggunakan fasilitas RSUD sccara 

bertanggungjawab; 
c. menghormati hak pasien lain, pengunjung dan 

bak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang 
bekerja di RSUD; 

d. memberikan infonnasi yang jujur, lengkap dan 
akurat sesuai kemampuan dan pengetabuannya 
t.entang rnasalah kesehatannya; 

e. memberikan infonnasi mengenai kernampuan 
finansial dan jaminan kcscbatan yang 
dimilikinya; 

f. mematuhi rencana terapi yang direkomenda.sikan 
oleh Tenaga Keschatan di RSUD dan disetujui 
oleh Pasien yang bersangkutan sctclah 
mendapatkan penjelasan sesuai kctentuan 
peraturan perundang-undangan; 

g. menerima segala konsekuensi atas kepurusen 
pribadinya untuk menolak rencana tcrapi yang 

direkomcndasikan ... 
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dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai
Surat Izin Praktik (SIP)baik di dalam maupun di
luar RSUD;

1. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit
yang diderita termasuk data medisnya;

J. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan
tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis,
alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang
mungkin teIjadi, dan prognosis terhadap
tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya
pengobatan;

k. memberlkan persetujuan atau menolak atas
tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga
kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

1. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
m. menjalankan ibadah sesuai agama atau

kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak
mengganggu pasien lainnya;

n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya
selama dalam perawatan di RSUD;

o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas
perlakuan RSUDterhadap dirinya;

p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak
sesuai dengan agama dan kepercayaan yang
dianutnya;

q. menggugat dan/ atau menuntut RSUD apabila
RSUD diduga memberikan pelayanan yang tidak
sesuai dengan standar baik secara perdata
ataupun pidana; dan

r. mengeluhkan pelayanan RSUD yang tidak sesuai
dengan standar pelayanan melalui media cetak
dan elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(4) Setiap pasien mempunyai kewajiban :
a. mematuhi peraturan yang berlaku di RSUD;
b. menggunakan fasilitas RSUD secara

bertanggungjawab;
c. menghormati hak pasien lain, pengunjung dan

hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang
bekeIja di RSUD;

d. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan
akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya
tentang masalah kesehatannya;

e. memberikan informasi mengenai kemampuan
finansial dan jaminan kesehatan yang
dimilikinya;

f. mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan
oleh Tenaga Kesehatan di RSUD dan disetujui
oleh Pasien yang bersangkutan setelah
mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

g. menerima segala konsekuensi atas keputusan
pribadinya untuk menolak rencana terapi yang

direkomendasikan ...



Pasal 284 
(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari 

Pegawai ASN yang mcmenuhi syarat atas usul 
Sekretaris Oaerah selaku Ketua Badan Pertimbangan 
Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Pcrundang-Undangan. 

(2) Jabatan Struktural eelain Oi.rektur diisi Pegawai 
ASN atas usulan Oirektur kepada Bupati sesuai 
dengan kctcntuan Pcraturan Perundang·Undangan. 

(3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan 
tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas 
RSUD memcnuhi persyaratan kornpetensi: 
a. teknis; 
b. manajerial; dan 
c. sosial kultural. 

(41 Selain memenuhi kompetensi sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (3), ASN yang mcnduduki jabatan harus 

memenuhi ... 

BABXXIV 
PENOIS!AN JABATAN 

Pasal 283 
{l) Oalam hat pegawai RSUD dituntut bcrkaitan dcngao 

hukuman pidana dan/ a tau perdata, maka tindak 
lanjut berdasarkan pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

{2) Apabila tuntutan yang diajukan adalah kesalahan 
yang bcrkaitan dengan institusi, maka RSUD 
bertanggung jawab selama kesalahan yang dilakukan 
masih mengikuti aturan/SPO yang telah ditetapkan. 

(3) Apabila tuntutan yang cUajukan adalah kesalahan 
yang berkaitan dengan individu yang tidak mematuhi 
atu.ra.n/SPO yang telah ditetapkan, maka RSUD tidak 
bertanggung jawab atas tun tu tan terse but. 

{4) Apabila hasil penelitian menunjukkan kebenaran 
dugaan pelanggaran, maka yang bersangkutan clapat 
diusulkan kepada Direktur untuk diberlakukan sanksi 
sesuai keteneuan pcraturan perundang-undangan. 

BAB XXIJJ 
TUNTUTAN HUKUM 

Pasal 282 
Peraturan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pasien 
diatur Jcbih lanjut olch Oircktur. 

direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan 
dan/ a tau tidak mcmatuhi petunjuk yang 
diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka 
penyembuhan penyakit atau masalah 
kesehatannya; dan 

h. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang 
diterima 
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direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan
dan/ atau tidak mematuhi petunjuk yang
diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka
penyembuhan penyakit atau masalah
kesehatannya;dan

h. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang
diterima

Pasal282
Peraturan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pasien
diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BABXXIII
TUNTUTANHUKUM

Pasal283
(1) Dalam hal pegawai RSUD dituntut berkaitan dengan

hukuman pidana dan/ atau perdata, maka tindak
lanjut berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Apabila tuntutan yang diajukan adalah kesalahan
yang berkaitan dengan institusi, maka RSUD
bertanggung jawab selama kesalahan yang dilakukan
masih mengikuti aturan/ SPOyang telah ditetapkan.

(3) Apabila tuntutan yang diajukan adalah kesalahan
yang berkaitan dengan individu yang tidak mematuhi
aturan/ SPO yang telah ditetapkan, maka RSUD tidak
bertanggung jawab atas tuntutan tersebut.

(4) Apabila hasil penelitian menunjukkan kebenaran
dugaan pelanggaran, maka yang bersangkutan dapat
diusulkan kepada Direktur untuk diberlakukan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABXXIV
PENGISIANJABATAN

Pasal284
(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari

Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Jabatan Struktural selain Direktur diisi Pegawai
ASN atas usulan Direktur kepada Bupati sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan
tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas
RSUDmemenuhi persyaratan kompetensi:
a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.

(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ASN yang menduduki jabatan harus

memenuhi ...



Agar ... 

tanggal 
Pasal 287 

m ulai berlaku pada Peraturan Bupati ini 
diundangkan. 

BABXXVU 
PENUTUP 

Pasal 286 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka 
(Berita Dae rah Ka bu paten Majalengka Tahun 2017 Nomor 
12), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

BAB XXVl 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 285 
Pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Peraturan ini akan 
diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) yang 
ditetapka» oleh Direktur. 

BABXXV 
PELAKSANMN PERATURAN POLA TATA KELOLA 

mcmcnuhj kompentensi Pemerintahan. 
(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf a diukur dari tingkat dan speelalisasi 
pendidikan, pelatihan teknis fungsionaJ dan 
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan 
dengan seruflkaei. 

(6) Kompetensi manajerial sebagalmana dimaksud pada 
ayat (3) h urur b diukur dari tingkat pendidiluln, 
petauhen struktural aiau manajemen dan pengalaman 
kepemimpinan. 

(7) Kompetcnsi sosial kultural scbagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja 
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalarn ha! 
agarna, suku dan budaya schingga mcmiliki wawasan 
kebangsaan. 

(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) meliputi kompetensi pengetahuan, sikap, 
dan ketrampilan yang terkait dengan kebijakan 
desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dan 
Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan kcuangan 
daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten, sena euka pemerintahan. 

(9) Kompctensi sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 
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memenuhi kompentensi Pemerintahan.
(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi
pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan
dengan sertifikasi.

(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan,
pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman
kepemimpinan.

(7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan
kebangsaan.

(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4)meliputi kompetensi pengetahuan, sikap,
dan ketrampilan yang terkait dengan kebijakan
desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dan
Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan
daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah
Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten, serta etika pemerintahan.

(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

BABXXV
PELAKSANAANPERATURANPOLATATAKELOLA

Pasal285
Pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Peraturan ini akan
diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) yang
ditetapkan oleh Direktur.

BABXXVI
KETENTUANPERALIHAN

Pasal286
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka
(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor
12), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BABXXVII
PENUTUP

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal287
1n1 mulai berlaku pada tanggal

Agar ...



Salinan sesuai dengan aslinya, 

EMAN SUHERMAN 

SERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENOKA TAHUN 2022 NOMOR 63 

ttd 

Diundangkan di Majalengka 
pada tanggal 30 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MAJALENOKA, 

KARNA SOBAHI 

ttd 

Ditetapkan di Majalengka 
pada tanggal 30 Desember 2022 

BUPATI MAJALENOKA, 

orang mcngetahui, memerintahkan 
Peraturan Bupati tru dengan 
dalam Serita Daerah Kabupaten 

Agar setiap 
pengundangan 
menempat.kannya 
Majalengka 
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Agar setiap
pengundangan
menempatkannya
Majalengka

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN
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orang mengetahui, memerintahkan
Peraturan Bupati InI dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

~KA,

DEDE SUPENA NURB"AID\R
NIP 19651225 198503 1 003



Simbol hati utuh mcnunjukan sikap ketulusan RSUD Cidere dalam 
melakukan pelayanan kepada sesama, dan telah lama di gaungkan 
pada bait Mars RSUD Cideres yaitu "Melayani dengan sentuhan kasih 
sayang 

Hali • 
Simbol hat! terbuka mcnunjukan sikap RSUO Cideres selalu terbuka 
dalam penyelenggaraan kcgjatan pclayanan kepada masyarakat. 

lnisial C c 
Simbol huruf C pada logo baru tidak dihilangkan sebagai identitas yang 
otentik yang dimiliki RSUD Cideres namun kali ini huruf tidak tertatu 
terkesan m.enonjol agar terlihat seimbang dan menjadi satu kesatuan. 

Icon Air = 
Simbol air pada logo baru mengadaptasi dari logo lama hanya saja 
dilakukan rcstorasi agar senada dengan logo baru. Simbol air 
mcnandakan RSUD Cideres lokasinya yang berdekatan dengan sungai 
Cideres, simbol air yang berjumlah lima mcnandakan civitas hosvitalia 
RSUD Cidercs scbagai abdi negara tetap memegang ieguh priasip 
prinsip ldeologi Pancasila. 

Cross + 
Logo palang pada logo RSUD Cideres menunjukan Sinergj komitmcn, 
ctika, tulus, tidak rnembedakan ras agama, maupun status sosial 
dalam memberikan pelayanan kepada seturub pasien, 

B. FILOSOFI 

RSUD CIDERES 
Smart Hospital 

A. LOGO 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI 
NOMOR 62 TAHUN 2022 
TANGGAL 30 DESEMBER 2022 
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH RUMAH SAK!T UMUM DAERAH 
CIDE;;RES. 
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LAMPlRANPERATURANBUPATI
NOMOR 62 TAHUN2022
TANGGAL 30 DESEMBER2022
TENTANG POLA TATA KELOLABADAN LAYANANUMUM

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CIDERES.

A. LOGO

RSUD CIDERES
Smart Hospital

B. FILOSOFI

Cross +
Logo palang pada logo RSUD Cideres menunjukan Sinergi komitmen,
etika, tulus, tidak membedakan ras agama, maupun status sosial
dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pasien.

-Icon Air =
Simbol air pada logo baru mengadaptasi dari logo lama hanya saja
dilakukan restorasi agar senada dengan logo baru. Simbol air
menandakan RSUD Cideres lokasinya yang berdekatan dengan sungai
Cideres, simbol air yang berjumlah lima menandakan civitas hosvitalia
RSUD Cideres sebagai abdi negara tetap memegang teguh prinsip-
prinsip Ideologi Pancasila.

Inisial C C

Simbol huruf C pada logo baru tidak dihilangkan sebagai identitas yang
otentik yang dimiliki RSUD Cideres namun kali ini huruf tidak terlalu
terkesan menonjol agar terlihat seimbang dan menjadi satu kesatuan.

Hati •
Simbol hati terbuka menunjukan sikap RSUD Cideres selalu terbuka
dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Simbol hati utuh menunjukan sikap ketulusan RSUD Cidere dalam
melakukan pelayanan kepada sesama, dan telah lama di gaungkan
pada bait Mars RSUD Cideres yaitu "Melayani dengan sentuhan kasih
sayang



ENA NU AR 
1225 198503 1 003 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
~=<Sli:t(RETARJAT DAERAH 

ATEN MAJALENGKA, 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KARNA SOBAHJ 

BUPATI MAJALENGKA, 

ttd 

- C:O M:O Y:O K:60 
Warna Abu melambaagkan keseriusan, kestabilan, 
kemandirian, bab.kan memberikao kesan bertanggung 
jawab sehingga RSUD Cideres mcmberikan pelayanan 
sesuai dcngan Aturan dan SPO yang berlaku. 

Warna merah melambangkan energi, kekuatan.tekad 
yang kuat sehingga RSUD Cidercs mempresentasikan 
warna Merah scbagai dorongan penyemangat dalam 
mclakukan pelayanan. 

- C:22 M:92 Y:76 K:5 

c ~ u 

C. ARTI DAN KODE WARNA 

Smart Hospital 
Smart Hospital mcrupakan slogan yang tertera _pada Master Plan l'f 
RSUD Cideres yang telah didokumentasikan secara legal pada tahun 
2020. 
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Smart Hospital
Smart Hospital merupakan slogan _yang terterapada Master Plan IT
RSUD Cideres yang telah didokumentasikan secara legal pada tahun
2020.

C. ARTIDANKODE WARNA

• C:22M:92 Y:76 K:5

Warna merahmelambangkan energi, kekuatan,tekad
yang kuat sehingga RSUD Cideres mempresentasikan
warna Merah sebagai dorongan penyemangat dalam
melakukan pelayanan.

C:O M:OY:OK:60
Warna Abu melambangkan keseriusan, kestabilan,
kemandirian, bahkan memberikan kesan bertanggung
jawab sehingga RSUD Cideres memberikan pe1ayanan
sesuai dengan Aturan dan SPO yang berlaku.

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIATDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

~

DEDESUPEN~AR
NIP 19651225 198503 1 003
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